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SAMBUTAN KEPALA 
BADAN KEAHLIAN DPR RI 

 
 

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 

limpahan rahmat-Nya sehingga buku "Anotasi Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, 

Kompilasi dengan Undang-Undang Perubahan dan Peraturan 

Pelaksana" ini dapat terselesaikan dengan baik.  

Badan Keahlian DPR RI merupakan sistem pendukung (supporting 

system) dalam pelaksanaan tiga fungsi DPR RI, yakni fungsi legislasi, fungsi 

anggaran dan fungsi pengawasan. Dalam rangka mendukung fungsi 

pengawasan DPR RI khususnya dalam pengawasan pelaksanaan UU dan 

pemantauan dan peninjauan UU, Badan Keahlian melalui Pusat Pemantauan 

Pelaksanan Undang-Undang telah menyusun anotasi perubahan pasal/ayat 

dalam UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang merupakan 

produk legislasi dari bidang Komisi XI yang telah mengalami 7 (tujuh) kali perubahan, penghapusan, 

maupun penambahan norma melalui pengundangan:  

1. UU No. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan;  

2. UU No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan;  

3. UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan;  

4. UU No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Perppu No. 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat 

atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi UU;  

5. Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;  

6. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;  

7. UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,  

serta berikut informasi terkait sudah dilaksanakan atau belum amanat pembentukan peraturan 

pelaksananya oleh Pemerintah.  

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembacanya, khususnya bagi 

Anggota DPR RI dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih 

atas perhatian dan kerjasamanya. 

 

Jakarta,    Maret 2023 
Kepala Badan Keahlian, 
 

 
Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum. 
NIP. 19650710 199003 1 007 
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KATA PENGANTAR 
 

DPR RI memiliki 3 (tiga) fungsi utama sebagaimana amanat Pasal 20A 

ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi 

pengawasan sebagai representasi rakyat dan juga untuk mendukung upaya 

Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Salah satu fungsi 

pengawasan yang dilakukan DPR RI adalah melakukan pemantauan dan 

peninjauan terhadap undang-undang.  

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang di Badan Keahlian, 

Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI 

dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut dengan memantau dan 

menginventarisir Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan 

pasal/ayat dalam undang-undang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, serta peraturan-

peraturan pelaksana yang diamanatkan.  

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

(selanjutnya disebut UU KUP) menjadi dasar pengaturan pengenaan pajak penghasilan sebagai 

sumber penerimaan negara untuk melaksanakan pembangunan nasional. UU KUP  telah 7 (tujuh) 

kali diubah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dengan adanya banyak perubahan pengaturan sistem 

pajak penghasilan ini diharapkan dapat mencapai reformasi perpajakan yang mendorong sistem 

perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel.  

Adapun dokumen satu naskah ini berisikan materi muatan UU KUP beserta seluruh 

perubahannya, peraturan pelaksana undang-undang, dan putusan Mahkamah Konstitusi yang 

menyatakan sebagian materi muatan UU KUP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta dengan pertimbangan hukum dari majelis hakim 

Mahkamah Konstitusi. 

 Harapan kami dengan adanya dokumen ini dapat memudahkan dalam membaca materi 

muatan UU KUP dalam satu naskah komprehensif dan memberikan masukan untuk pembahasan 

dalam Program Legislasi Nasional kepada anggota DPR RI pada khususnya, serta dapat memberikan 

informasi hukum kepada masyarakat pada umumnya. 

 
Kepala Pusat 

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, 
 
 

Dra. Tanti Sumartini, M.Si. 
NIP.196310011988032001  
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DAFTAR PERATURAN PELAKSANA1 
 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1983 

TENTANG 

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN 

 

SEBAGAIMANA DIUBAH OLEH: 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1994 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2000 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007 

PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2008 

PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2020 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 

 

No. Pasal Peraturan Pelaksana 
1.  Pasal 2 ayat (6) huruf d UU Nomor 7 

tahun 2021 
 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara 
Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan 
Nomor Wajib Pajak Serta Pengukuhan dan 
Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena 
Pajak 

2.  Pasal 2A UU Nomor 28 tahun 2007 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
234/PMK.03/2014 tentang Surat 
Pemberitahuan (SPT) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturam Menteri Keuangan Nomor 
18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak 
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

3.  Pasal 3 ayat (1a) UU Nomor 28 tahun 
2007 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
1/PMK.03/2015 tentang Peraturan 
Kementerian Keuangan (PMK) tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 
Tentang Tata Cara Penyelenggaraan 
Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa 
Asing Dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah 
Serta Kewajiban Penyampaian Surat 
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 
Wajib Pajak Badan 

 
1  Daftar peraturan pelaksanaan berdasarkan pasal-pasal yang masih berlaku. 
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No. Pasal Peraturan Pelaksana 
4.  Pasal 3 ayat (1b) UU Nomor 28 tahun 

2007 
Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 
152.PMK.03/2009 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
181/PMK/PMK.03/2007 Tentang Bentuk 
dan Isi Surat Pemberitahuan, Serta Tata 
Cara Pengambilan, Pengisian, 
Penandatanganan, dan Penyampaian Surat 
Pemberitahuan. 

5.  Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 28 tahun 
2007 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
234/PMK.03/2014 tentang Surat 
Pemberitahuan (SPT) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturam Menteri Keuangan Nomor 
18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak 
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

6.  Pasal 3 ayat (3b) UU Nomor 28 tahun 
2007 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
182/PMK.03/2007 tentang Tata Cara 
Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Bagi 
Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu yang 
Dapat Melaporakan Masa Pajak Dalam Satu 
Surat Pemberitahuan Masa. 

7.  Pasal 3 ayat (3c) UU Nomor 28 tahun 
2007 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
182/PMK.03/2007 tentang Tata Cara 
Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Bagi 
Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu yang 
Dapat Melaporakan Beberapa Masa Pajak 
dalam Surat Pemberitahuan Masa. 

8.  Pasal 3 ayat (4) UU Nomor 28 tahun 
2007 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
234/PMK.03/2014 tentang Surat 
Pemberitahuan (SPT) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturam Menteri Keuangan Nomor 
18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak 
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

9.  Pasal 3 ayat (5) UU Nomor 28 tahun 
2007 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
234/PMK.03/2014 tentang Surat 
Pemberitahuan (SPT) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturam Menteri Keuangan Nomor 
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No. Pasal Peraturan Pelaksana 
18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak 
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

10.  Pasal 3 ayat (6) UU Nomor 28 tahun 
2007 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
234/PMK.03/2014 tentang Surat 
Pemberitahuan (SPT) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturam Menteri Keuangan Nomor 
18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak 
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

11.  Pasal 3 ayat (8) UU Nomor 28 tahun 
2007 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
234/PMK.03/2014 tentang Surat 
Pemberitahuan (SPT) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturam Menteri Keuangan Nomor 
18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak 
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

12.  Pasal 4 ayat (5) UU Nomor 28 tahun 
2007 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
185/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara 
Penerimaan dan Pengolahan Surat 
Pemberitahuan. 

13.  Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 28 tahun 
2007 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
234/PMK.03/2014 tentang Surat 
Pemberitahuan (SPT) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturam Menteri Keuangan Nomor 
18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak 
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

14.  Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Nomor 28 
tahun 2007 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
186/PMK/03/2007 Tentang Wajib Pajak 
Tertentu yang dikecualikan dari Pengenaan 
Sanksi Administrasi Berupa Denda Karena 
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No. Pasal Peraturan Pelaksana 
Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan 
Dalam Jangka Waktu yang ditentukan 
Menteri Keuangan. 

15.  Pasal 7 ayat (2) huruf h UU Nomor 28 
tahun 2007 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
186/PMK/03/2007 Tentang Wajib Pajak 
Tertentu yang dikecualikan dari Pengenaan 
Sanksi Administrasi Berupa Denda Karena 
Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan 
Dalam Jangka Waktu yang ditentukan 
Menteri Keuangan. 

16.  Pasal 9 ayat (3a) UU Nomor 11 tahun 
2020 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
242/PMK/03/2014 tentang Tata Cara 
Pembayaran dan Penyetoran Pajak. 

17.  Pasal 9 ayat (4) UU Nomor 11 tahun 
2020 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
80/PMK.03/2010 Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
184/PMK.03/2007 Tentang Penentuan 
Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan 
Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat 
Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan 
Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan 
Penundaan Pembayaran Pajak. 

18.  Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 28 tahun 
2007 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara 
Pembayaran dan Penyetoran Pajak. 

19.  Pasal 10 ayat (1a) UU Nomor 28 tahun 
2007 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara 
Pembayaran dan Penyetoran Pajak. 

20.  Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 28 tahun 
2007 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara 
Pembayaran dan Penyetoran Pajak. 

21.  Pasal 11 ayat (4) UU Nomor 11 tahun 
2020 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara 
Pembayaran dan Penyetoran Pajak. 

22.  Pasal 13 ayat (6) UU Nomor 7 tahun 
2021 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara 
Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat 
Tagihan Pajak sebagaimana diubah dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
183/PMK.03/2015 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
145/PMK.0 3/2012 Tentang Tata Cara 
Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Dan Surat 
Tagihan Pajak 

23.  Pasal 15 ayat (5) UU Nomor 11 tahun 
2020 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara 
Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat 
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No. Pasal Peraturan Pelaksana 
Tagihan Pajak sebagaimana diubah dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
183/PMK.03/2015 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
145/PMK.0 3/2012 Tentang Tata Cara 
Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Dan Surat 
Tagihan Pajak 

24.  Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 28 tahun 
2007 

Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 
11/PMK/.03/2013 tentang Tata Cara 
Pembetulan. 

25.  Pasal 17 ayat (2) UU Nomor 28 tahun 
2007 

Peraturan Menteri Keuagan Nomor 
187/PMK.03/2015 tentang Tata Cara 
Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran 
Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang. 

26.  Pasal 17A ayat (2) UU Nomor 28 tahun 
2007 

Peraturan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nomor 145/PMK.03/2012 
tentang Tata Cara Penerbitan Surat 
Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak. 

27.  Pasal 17B ayat (1a) UU Nomor 11 tahun 
2020 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara 
Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak 
Pidana di Bidang Perpajakan sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Kementerian 
Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang 
Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai 
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, 
serta Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan. 

28.  Pasal 17C ayat (7) UU Nomor 28 tahun 
2007 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
39/PMK/03/2018 tentang Tata Cara 
Pengambilan Pendahuluan Kelebihan 
Pembayaran Pajak. 

29.  Pasal 17D ayat (3) UU Nomor 28 tahun 
2007 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara 
Pengembalian Pendahukuan Kelebihan 
Pembayaran Pajak. 

30.  Pasal 17E UU Nomor 28 tahun 2007 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
120/PMK.03/2019 tentang Tata Cara 
Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan 
Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang 
Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor 
Luar Negeri. 

31.  Pasal 24 UU Nomor 28 tahun 2007 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara 
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No. Pasal Peraturan Pelaksana 
Penghapusan Piutang Pajak dan Penetaoan 
Besarnya Penghapusan. 

32.  Pasal 25 ayat (5) UU Nomor 7 tahun 
2021 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara 
Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan. 

33.  Pasal 26A ayat (1) UU Nomor 7 tahun 
2021 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara 
Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan. 

34.  Pasal 27 ayat (6) UU Nomor 1 tahun 
2020 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 
tentang Pengadilan Pajak. 

35.  Pasal 27B ayat (8) UU Nomor 1 tahun 
2020 

Peratuan Menteri Keuangan Nomor 
18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak 
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 
 
Mencabut: Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 226/PMK. 03/2013 tentang Tata 
Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan 
Bunga sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 65/PMK.03/2018 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013 
tentang Tata Cara Penghitungan dan 
Pemberian Imbalan Bunga. 

36.  Pasal 27C ayat (2) UU Nomor 7 tahun 
2021 
 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 
PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara 
Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak 
Berganda. 

37.  Pasal 28 ayat (12) UU Nomor 28 tahun 
2007 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
54/PMK.03/2021 tentang Tata Cara 
Melakukan Pencatatan dan Kriteria 
Tertentu serta Tata Cara Menyelenggarakan 
Pembukuan untuk Tujuan Perpajakan. 
 
Mencabut: Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 197/PMK.03/2007 tentang Bentuk 
dan Tata Cara Pencatatan Wajib Pajak Orang 
Pribadi. 

38.  Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 28 tahun 
2007 

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
238/PMK.03/2016 tentang 
Pencabutan Keputusan Menteri 
Keuangan dan Peraturan Menteri 
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No. Pasal Peraturan Pelaksana 
Keuangan di Bidang Perpajakan Dalam 
Rangka Simplifikasi Regulasi.2 

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara 
Pemeriksaan sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
18/PMK.03/2021 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di 
Bidang Pajak Penghasilan. 

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara 
Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak 
Pidana Di Bidang Perpajakan 
sebaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
18/PMK.03/2021 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di 
Bidang Pajak Penghasilan, Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah, serta 
Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan. 

39.  Pasal 30 ayat (2) UU Nomor 28 tahun 
2007 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara 
Pemeriksaan sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
di Bidang Pajak Penghasilan. 
 

40.  Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 28 tahun 
2007 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara 
Pemeriksaan sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
di Bidang Pajak Penghasilan. 
 

 
2  Mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi.  
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No. Pasal Peraturan Pelaksana 
41.  Pasal 32 ayat (3) UU Nomor 7 tahun 

2021 
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

229/PMK.03/2014 tentang 
Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak 
Kewajiban dan Kewajiban Seorang 
Kuasa. 

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
229/PMK.03/2014 tentang Persyarata     
n Serta Pelaksanaan Hak dan 
Kewajiban Seorang Kuasa. 

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
184/PMK.01/2017 tentang 
Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa 
Hukum padaa Pengadilan Pajak. 

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
111/PMK.03/2014 tentang Konsultan 
Pajak. 

42.  Pasal 35 ayat (3) UU Nomor 28 tahun 
2007 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
87/PMK.03/2013 tentang Tata Cara 
Permintaan Keterangan atau Bukti dari 
Pihak-Pihak yang Terikat oleh Kewajiban 
Merahasiakan sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
235/PMK.03/2016 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
87/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Cara 
Permintaan Keterangan Atau Bukti dari 
Pihak-Pihak yang Terikat oleh Kewajiban 
Merahasiakan. 

43.  Pasal 35A ayat (1) UU Nomor 28 tahun 
2007 

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 
2012 tentang Pemberian dan 
Penghimpunan Data dan Informasi yang 
Berkaitan dengan Perpajakan. 

44.  Pasal 35A ayat (2) UU Nomor 28 tahun 
2007 

• Peraturan Pemerintah Nomor 31 
Tahun 2012 tentang Pemberian dan 
Penghimpunan Data dan Informasi 
yang Berkaitan dengan Perpajakan. 

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
228/PMK.03/2017 tentang Rincian 
Jenis Data dan Informasi Serta Tata 
Cara Penyampaian Data dan Informasi 
yang Berkaitan dengan Perpajakan. 

45.  Pasal 36 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 
2020 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara 

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi 
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No. Pasal Peraturan Pelaksana 
Administrasi dan Pengurangan atau 

Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau 

Surat Tagihan Pajak. 

46.  Pasal 36B ayat (3) UU Nomor 28 tahun 
2007 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
1/PM.3/2007 Tahun 2007 tentang Kode 
Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak. 

47.  Pasal 36C UU Nomor 28 tahun 2007 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
54/PMK.09/2008 tentang Komite Pengawas 
Perpajakan sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.02/2020 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.09/2008 
tentang Komite Pengawas Perpajakan. 

48.  Pasal 36D ayat (3) UU Nomor 28 tahun 
2007 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak  

49.  Pasal 37 UU Nomor 16 tahun 2000 
 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
39/KM.10/2022 tentang Tarif Bunga 
Sebagai Dasar Perhitungan Sanksi 
Administratif Berupa Bunga dan Pemberian 
Imbalan Bunga Periode 1 Agustus 2022 
sampai dengan 31 Agustus 2022. 

50.  Pasal 37A ayat (1) Perpu Nomor 5 tahun 
2008 

 

51.  Pasal 43A ayat (4) UU Nomor 7 tahun 
2021 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
239/PMK.03/2014 tentang Tata Cara 
Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak 
Pidana di Bidang Perpajakan. 

52.  Pasal 44E ayat (1) UU Nomor 7 tahun 
2021 

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2021 
tentang Pencantuman dan Pemanfaatan 
Nomor Induk Kependudukan dan/atau 
Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Pelayanan 
Publik. 

53.  Pasal 44E ayat (2) UU Nomor 7 tahun 
2021 
 

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara 
Pendaftaran dan Penghapusan Nomor 
Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan 
Pencabutan Pengukuhan Pengusaha 
Kena Pajak, Serta Pemotongan 
dan/atau Pemungutan, Penyetoran, 
dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi 
Pemerintah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 59/PMK.03/2022 Tentang Tata 
Cara Penghapusan Nomor Pokok Wajib 
Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan 
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, 
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No. Pasal Peraturan Pelaksana 
serta Pemotongan dan/atau 
Pemungutan, Penyetoran, dan 
Pelaporan Pajak bagi Instansi 
Pemerintah. 

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Penagihan Pajak atas 
Jumlah Pajak yang Masih Harus 
Dibayar. 

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
229/PMK.03/2014 tentang 
Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak 
Kewajiban dan Kewajiban Seorang 
Kuasa. 

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
58/PMK.03/2022 tentang Penunjukan 
Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak 
dan Tata Cara Pemungutan, 
Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak 
yang Dipungut oleh Pihak Lain Atas 
Transaksi Pengadaan Barang dan/atau 
Jasa Melalui Sistem Informasi 
Pengadaan Pemerintah. 

 

 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

 NOMOR 6 TAHUN 1983 
TENTANG 

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN 
 

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN: 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 19943 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 20004 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 20075 

PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 20086 

 
3  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, berlaku pada 1 Januari 1995. 
4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, berlaku pada 1 Januari 2001. 

5  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

6  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-
Undang. 
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PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 20207  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 20208 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 20219 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 

Menimbang: 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 7 TAHUN 2021 

a. bahwa Negara Republik Indonesia 
adalah negara hukum berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
1945 yang menjunjung tinggi hak dan 
kewajiban warga negara, karena itu 
menempatkan perpajakan sebagai 
salah satu perwujudan kewajiban 
kenegaraan bagi para warganya yang 
merupakan sarana peran serta dalam 
pembiayaan negara dan pembangunan 
nasional; 

a. bahwa untuk mewujudkan 
masyarakat Indonesia yang adil, 
makmur, dan sejahtera berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 yang menjunjung tinggi hak dan 
kewajiban warga negara dan 
penduduk Indonesia, perlu 
menempatkan perpajakan sebagai 
salah satu perwujudan kewajiban 
kenegaraan dalam upaya peningkatan 
kesejahteraan, keadilan, dan 
pembangunan sosial; 

b. bahwa sistem perpajakan yang 
merupakan landasan pelaksanaan 
pemungutan pajak negara yang selama 
ini berlaku, tidak sesuai lagi dengan 
tingkat kehidupan sosial-ekonomi 
masyarakat Indonesia baik dalam segi 
kegotongroyongan nasional maupun 
dalam laju pembangunan nasional 
yang telah dicapai; 

b. bahwa untuk meningkatkan 
pertumbuhan perekonomian yang 
berkelanjutan dan mendukung 
percepatan pemulihan perekonomian, 
diperlukan strategi konsolidasi fiskal 
yang berfokus pada perbaikan delisit 
anggaran dan peningkatan rasio pajak, 
yang antara lain dilakukan melalui 
penerapan kebijakan peningkatan 
kinerja penerimaan pajak, reformasi 
administrasi perpajakan, peningkatan 
basis perpajakan, penciptaan sistem 
perpajakan yang mengedepankan 
prinsip keadilan dan kepastian hukum, 
serta peningkatan kepatuhan sukarela 
Wajib Pajak 

c. bahwa sistem perpajakan yang 
tertuang di dalam ketentuanketentuan 
perpajakan yang berlaku selama ini 

c. bahwa untuk menerapkan strategi 
konsolidasi fiskal yang berfokus pada 
perbaikan defisit anggaran dan 

 
7  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam 
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. 

8  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 
9  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 
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UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 7 TAHUN 2021 
belum dapat menggerakkan peran 
serta semua lapisan subyek pajak yang 
besar peranannya dalam 
meningkatkan penerimaan dalam 
negeri dan sangat diperlukan guna 
mewujudkan kelangsungan dan 
peningkatan pembangunan nasional; 

peningkatan rasio pajak sebagaimana 
dimaksud dalam huruf b, diperlukan 
penyesuaian kebijakan di bidang 
ketentuan umum dan tata cara 
perpajakan, pajak penghasilan, pajak 
pertambahan nilai, dan cukai serta 
pengaturan mengenai pajak karbon 
dan kebijakan berupa program 
pengungkapan sukarela Wajib Pajak 
dalam 1 (satu) Undang-Undang secara 
komprehensif; d 

d. bahwa oleh karena itu, sesuai pula 
dengan amanat yang terkandung 
dalam Garis-garis Besar Haluan Negara 
(Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia Nomor 
II/MPR/ 1983), perlu diadakan 
pembaharuan sistem perpajakan yang 
berlaku dengan sistem yang 
memberikan kepercayaan kepada 
subyek pajak untuk melaksanakan 
kewajiban serta memenuhi haknya di 
bidang perpajakan, sehingga dapat 
mewujudkan perluasan dan 
peningkatan kesadaran kewajiban 
perpajakan serta meratakan 
pendapatan masyarakat; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
huruf b, dan huruf c, perlu membentuk 
Undang-Undang tentang Harmonisasi 
Peraturan Perpajakan; 

e. bahwa untuk dapat mencapai maksud 
tersebut di atas, perlu diadakan 
pembaharuan dan penggantian 
peraturan perundangundangan 
perpajakan yang selama ini berlaku; 

 

Mengingat: 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 7 TAHUN 2021 

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1 ), dari 
Pasal 23 ayat (2), Undang-Undang 
Dasar 1945; 

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 
23A Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia Nomor 
II/MPR/1983 tentang Garis-garis 
Besar Haluan Negara; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
3262lr sebagaimana telah beberapa 
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UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 7 TAHUN 2021 
kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2OO9 
tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Keempat atas 
UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 62, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor a9991; 

3. Regeling van het Beroep in 
Belastingszaken (Staatsblad Tahun 
1927 Nomor 29) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1959 
(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 
13. Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 1748); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 
tentang Pajak Penghasilan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 
1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
3263)' sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Keempat atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang 
Pajak Penghasilan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 133, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
a893); 

4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 
1959 tentang Penagihan Pajak Negara 
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 
Tahun 1959 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 1850); 

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 
tentang Pajak Pertambahan Nilai 
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 
atas Barang Mewah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 51, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
3264l' sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2OO9 
tentang Perubahan Ketiga atas 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 
tentang Pajak Pertambahan Nilai 
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 
atas Barang Mewah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2OOg 
Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 
5069); 
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UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 7 TAHUN 2021 

5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 
76, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3209); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
1995 tentang Cukai (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1995 
Nomor 76, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 
1995 Nomor 3613) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 39 Tahun 2OO7 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2OO7 Nomor 105, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor a7551; 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2016 tentang Pengampunan Pajak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 131, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5899); 

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O 
tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor I Tahun 2O2O tentang 
Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus 
Disease 2Ol9 (COVID-l9l danlatau 
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman 
yang Membahayakan Perekonomian 
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2O2O Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6516); 

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2O2O tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 
2O2O Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

 

Dengan persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 



 

 

PANLAK UU/PUSPANLAK UU TW III 

i2022 

15 PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG, BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 

 

MEMUTUSKAN: 

Dengan mencabut:10 

1. Ordonansi Pajak Perseroan 1925 (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 319) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1970 tentang 

Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 (Lembaran Negara Tahun 1970 

Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2940); 

2. Ordonansi Pajak Pendapatan, 1944 (Staatsblad Tahun 1944 Nomor 17) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1970 tentang 

Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 (Lembaran Negara Tahun 

1970 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2941); 

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Penyempurnaan, Tata Cara 

Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932, dan Pajak Perseroan 1925 

(Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2827); 

kecuali ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pemungutan Pajak Kekayaan; 

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1970 tentang Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalti 1970 

(Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2942); 

 

Menetapkan: 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 7 TAHUN 2021 
UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN 
UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN. 

UNDANG-UNDANG TENTANG 
HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN. 

 

 

BAB I  
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 28 TAHUN 2007 
Yang dimaksud dalam undang-undang ini 
dengan: 

a. Wajib Pajak adalah orang atau badan 
yang menurut ketentuan peraturan 
perundangundangan perpajakan 
ditentukan untuk melakukan 
kewajiban perpajakan; 

b. Badan adalah perseroan terbatas, 
perseroan komanditer, badan usaha 
milik Negara atau Daerah dengan 
nama dan dalam bentuk apapun, 
persekutuan, perseroan atau 
perkumpulan lainnya, firma, kongsi, 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud 
dengan: 

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada 
negara yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan 
imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan negara 
bagi sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat. 

2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau 
badan, meliputi pembayar pajak, 

 
10  Keputusan pencabutan peraturan-peraturan tersebut terdapat dalam konsideran memutus Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. 
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perkumpulan koperasi, yayasan atau 
lembaga, dan bentuk usaha tetap; 

c. Masa Pajak adalah jangka waktu 
tertentu yang digunakan sebagai dasar 
untuk menghitung jumlah pajak yang 
terhutang; 

d. Tahun Pajak adalah jangka waktu satu 
tahun takwim atau satu tahun buku; 

e. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari 
jangka waktu satu Tahun Pajak; 

f. Surat Pemberitahuan adalah surat 
yang oleh Wajib Pajak digunakan 
untuk melaporkan penghitungan dan 
pembayaran pajak yang terhutang 
menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan; 

g. Surat Pemberitahuan Masa adalah 
surat yang oleh Wajib Pajak digunakan 
untuk memberitahukan pajak yang 
terhutang dalam suatu Masa Pajak 
atau pada suatu saat; 

h. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah 
surat yang oleh Wajib Pajak digunakan 
untuk memberitahukan pajak yang 
terhutang dalam suatu Tahun Pajak; 

i. Surat Setoran Pajak adalah surat yang 
oleh Wajib Pajak digunakan untuk 
melakukan pembayaran pajak yang 
terhutang di Kas Negara atau di tempat 
pembayaran lainnya yang ditunjuk 
oleh Menteri Keuangan, dan/atau 
untuk melaporkan ke Direktorat 
Jenderal Pajak; 

j. Surat Tagihan Pajak adalah surat 
untuk melakukan tagihan pajak 
dan,/atau sanksi berupa bunga dan 
denda administrasi; 

k. Surat Ketetapan Pajak adalah, surat 
keputusan yang menentukan besarnya 
jumlah pajak yang terhutang, jumlah 
pengurangan pembayaran pajak, 
jumlah kekurangan pembayaran 
pokok pajak, besarnya sanksi 

pemotong pajak, dan pemungut pajak, 
yang mempunyai hak dan kewajiban 
perpajakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 
perpajakan. 

3. Badan adalah sekumpulan orang 
dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan baik yang melakukan usaha 
maupun yang tidak melakukan usaha 
yang meliputi perseroanterbatas, 
perseroan komanditer, perseroan 
lainnya, badan usaha milik negara atau 
badan usaha milik daerah dengan 
nama dan dalam bentuk apa pun, 
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, 
organisasi massa, organisasi sosial 
politik, atau organisasi lainnya, 
lembaga dan bentuk badan lainnya 
termasuk kontrak investasi kolektif 
dan bentuk usaha tetap. 

4. Pengusaha adalah orang pribadi atau 
badan dalam bentuk apa pun yang 
dalam kegiatan usaha atau 
pekerjaannya menghasilkan barang, 
mengimpor barang, mengekspor 
barang, melakukan usaha 
perdagangan, memanfaatkan barang 
tidak berwujud dari luar daerah 
pabean, melakukan usaha jasa, atau 
memanfaatkan jasa dari luar daerah 
pabean. 

5. Pengusaha Kena Pajak adalah 
Pengusaha yang melakukan 
penyerahan Barang Kena Pajak 
dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak 
yang dikenai pajak berdasarkan 
UndangUndang Pajak Pertambahan 
Nilai 1984 dan perubahannya. 

6. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah 
nomor yang diberikan kepada Wajib 
Pajak sebagai sarana dalam 
administrasi perpajakan yang 
dipergunakan sebagai tanda pengenal 
diri atau identitas Wajib Pajak dalam 
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administrasi, dan jumlah pajak yang 
masih harus dibayar; 

l. Surat Ketetapan Pajak Tambahan 
adalah Surat keputusan yang 
menambah jumlah pajak yang telah 
ditetapkan; 

m. Surat Keputusan Kelebihan 
Pembayaran Pajak adalah surat 
keputusan yang menentukan 
pengembalian kelebihan pembayaran 
jumlah pajak yang telah dibayar 
dan/atau dipotong dan/atau dipungut, 
karena jumlah pajak yang telah 
dibayar dan/atau dipotong dan/atau 
dipungut lebih besar dari pajak yang 
terhutang; 

n. Surat Pemberitaan adalah surat yang 
berisi pemberitahuan kepada Wajib 
Pajak, bahwa jumlah pajak yang 
terhutang sama besarnya dengan 
jumlah pajak yang sudah dibayar, 
dan/atau dipotong dan/atau dipungut; 

o. Pajak yang terhutang adalah pajak 
yang harus dibayar pada suatu saat, 
dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak 
atau dalam Bagian Tahun Pajak 
menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan; 

p. Surat Paksa adalah surat perintah 
membayar pajak dan tagihan yang 
berkaitan dengan pajak, sesuai dengan 
Undang-undang Nomor 19 Tahun 
1959 tentang Penagihan Pajak Negara 
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 
Tahun 1959 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 1850);  

q. Kredit Pajak adalah jumlah 
pembayaran pajak yang dibayar oleh 
Wajib Pajak sendiri, setelah ditambah 
dengan pajak yang dipotong atau 
dipungut oleh pihak lain dan 
dikurangkan dari seluruh pajak yang 
terhutang termasuk apabila ada 
jumlah pajak atas penghasilan yang 
terhutang di luar negeri; 

melaksanakan hak dan kewajiban 
perpajakannya. 

7. Masa Pajak adalah jangka waktu yang 
menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk 
menghitung, menyetor, dan 
melaporkan pajak yang terutang 
dalam suatu jangka waktu tertentu 
sebagaimana ditentukan dalam 
Undang-Undang ini. 

8. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 
(satu) tahun kalender kecuali bila 
Wajib Pajak menggunakan tahun buku 
yang tidak sama dengan tahun 
kalender. 

9. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari 
jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak. 

10. Pajak yang terutang adalah pajak yang 
harus dibayar pada suatu saat, dalam 
Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau 
dalam Bagian Tahun Pajak sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. 

11. Surat Pemberitahuan adalah surat 
yang oleh Wajib Pajak digunakan 
untuk melaporkan penghitungan 
dan/atau pembayaran pajak, objek 
pajak dan/atau bukan objek pajak, 
dan/atau harta dan kewajiban sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. 

12. Surat Pemberitahuan Masa adalah 
Surat Pemberitahuan untuk suatu 
Masa Pajak. 

13. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah 
Surat Pemberitahuan untuk suatu 
Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. 

14. Surat Setoran Pajak adalah bukti 
pembayaran atau penyetoran pajak 
yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah 
dilakukan dengan cara lain ke kas 
negara melalui tempat pembayaran 
yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. 
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r. Pekerjaan Bebas adalah pekerjaan 
yang dilakukan oleh seseorang yang 
mempunyai keahlian khusus sebagai 
usaha untuk memperoleh penghasilan 
yang tidak terikat oleh suatu 
hubungan kerja; 

s. Tindakan Pemeriksaan adalah 
tindakan yang dilakukan oleh petugas 
perpajakan dalam rangka 
melaksanakan pemeriksaan terhadap 
Wajib Pajak, untuk mencari bahan-
bahan guna penghitungan jumlah 
pajak yang terhutang dan jumlah pajak 
yang harus dibayar. 

15. Surat ketetapan pajak adalah surat 
ketetapan yang meliputi Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 
Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih 
Bayar. 

16. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan besarnya jumlah pokok 
pajak, jumlah kredit pajak, jumlah 
kekurangan pembayaran pokok pajak, 
besarnya sanksi administrasi, dan 
jumlah pajak yang masih harus 
dibayar. 

17. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
Tambahan adalah surat ketetapan 
pajak yang menentukan tambahan 
atas jumlah pajak yang telah 
ditetapkan. 

18. Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah 
surat ketetapan pajak yang 
menentukan jumlah pokok pajak sama 
besarnya dengan jumlah kredit pajak 
atau pajak tidak terutang dan tidak ada 
kredit pajak. 

19. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar 
adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan jumlah kelebihan 
pembayaran pajak karena jumlah 
kredit pajak lebih besar daripada pajak 
yang terutang atau seharusnya tidak 
terutang. 

20. Surat Tagihan Pajak adalah surat 
untuk melakukan tagihan pajak 
dan/atau sanksi administrasi berupa 
bunga dan/atau denda. 

21. Surat Paksa adalah surat perintah 
membayar utang pajak dan biaya 
penagihan pajak. 

22. Kredit Pajak untuk Pajak Penghasilan 
adalah pajak yang dibayar sendiri oleh 
Wajib Pajak ditambah dengan pokok 
pajak yang terutang dalam Surat 
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Tagihan Pajak karena Pajak 
Penghasilan dalam tahun berjalan 
tidak atau kurang dibayar, ditambah 
dengan pajak yang dipotong atau 
dipungut, ditambah dengan pajak atas 
penghasilan yang dibayar atau 
terutang di luar negeri, dikurangi 
dengan pengembalian pendahuluan 
kelebihan pajak, yang dikurangkan 
dari pajak yang terutang. 

23. Kredit Pajak untuk Pajak Pertambahan 
Nilai adalah Pajak Masukan yang dapat 
dikreditkan setelah dikurangi dengan 
pengembalian pendahuluan kelebihan 
pajak atau setelah dikurangi dengan 
pajak yang telah dikompensasikan, 
yang dikurangkan dari pajak yang 
terutang. 

24. Pekerjaan bebas adalah pekerjaan 
yang dilakukan oleh orang pribadi 
yang mempunyai keahlian khusus 
sebagai usaha untuk memperoleh 
penghasilan yang tidak terikat oleh 
suatu hubungan kerja.  

25. Pemeriksaan adalah serangkaian 
kegiatan menghimpun dan mengolah 
data, keterangan, dan/atau bukti yang 
dilaksanakan secara objektif dan 
profesional berdasarkan suatu standar 
pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan dan/atau untuk tujuan lain 
dalam rangka melaksanakan 
ketentuan peraturan 
perundangundangan perpajakan. 

26. Bukti Permulaan adalah keadaan, 
perbuatan, dan/atau bukti berupa 
keterangan, tulisan, atau benda yang 
dapat memberikan petunjuk adanya 
dugaan kuat bahwa sedang atau telah 
terjadi suatu tindak pidana di bidang 
perpajakan yang dilakukan oleh siapa 
saja yang dapat menimbulkan 
kerugian pada pendapatan negara. 
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27. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah 
pemeriksaan yang dilakukan untuk 
mendapatkan bukti permulaan 
tentang adanya dugaan telah terjadi 
tindak pidana di bidang perpajakan. 

28. Penanggung Pajak adalah orang 
pribadi atau badan yang bertanggung 
jawab atas pembayaran pajak, 
termasuk wakil yang menjalankan hak 
dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. 

29. Pembukuan adalah suatu proses 
pencatatan yang dilakukan secara 
teratur untuk mengumpulkan data dan 
informasi keuangan yang meliputi 
harta, kewajiban, modal, penghasilan 
dan biaya, serta jumlah harga 
perolehan dan penyerahan barang 
atau jasa, yang ditutup dengan 
menyusun laporan keuangan berupa 
neraca, dan laporan laba rugi untuk 
periode Tahun Pajak tersebut. 

30. Penelitian adalah serangkaian 
kegiatan yang dilakukan untuk menilai 
kelengkapan pengisian Surat 
Pemberitahuan dan lampiran-
lampirannya termasuk penilaian 
tentang kebenaran penulisan dan 
penghitungannya. 

31. Penyidikan tindak pidana di bidang 
perpajakan adalah serangkaian 
tindakan yang dilakukan oleh penyidik 
untuk mencari serta mengumpulkan 
bukti yang dengan bukti itu membuat 
terang tindak pidana di bidang 
perpajakan yang terjadi serta 
menemukan tersangkanya. 

32. Penyidik adalah pejabat Pegawai 
Negeri Sipil tertentu di lingkungan 
Direktorat Jenderal Pajak yang diberi 
wewenang khusus sebagai penyidik 
untuk melakukan penyidikan tindak 
pidana di bidang perpajakan sesuai 
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dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan. 

33. Surat Keputusan Pembetulan adalah 
surat keputusan yang membetulkan 
kesalahan tulis, kesalahan hitung, 
dan/atau kekeliruan penerapan 
ketentuan tertentu dalam peraturan 
perundang-undangan perpajakan 
yang terdapat dalam surat ketetapan 
pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat 
Keputusan Pembetulan, Surat 
Keputusan Keberatan, Surat 
Keputusan Pengurangan Sanksi 
Administrasi, Surat Keputusan 
Penghapusan Sanksi Administrasi, 
Surat Keputusan Pengurangan 
Ketetapan Pajak, Surat Keputusan 
Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat 
Keputusan Pengembalian 
Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau 
Surat Keputusan Pemberian Imbalan 
Bunga. 

34. Surat Keputusan Keberatan adalah 
surat keputusan atas keberatan 
terhadap surat ketetapan pajak atau 
terhadap pemotongan atau 
pemungutan oleh pihak ketiga yang 
diajukan oleh Wajib Pajak. 

35. Putusan Banding adalah putusan 
badan peradilan pajak atas banding 
terhadap Surat Keputusan Keberatan 
yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

36. Putusan Gugatan adalah putusan 
badan peradilan pajak atas gugatan 
terhadap hal-hal yang berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan dapat diajukan 
gugatan. 

37. Putusan Peninjauan Kembali adalah 
putusan Mahkamah Agung atas 
permohonan peninjauan kembali yang 
diajukan oleh Wajib Pajak atau oleh 
Direktur Jenderal Pajak terhadap 
Putusan Banding atau Putusan 
Gugatan dari badan peradilan pajak. 
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38. Surat Keputusan Pengembalian 
Pendahuluan Kelebihan Pajak adalah 
surat keputusan yang menentukan 
jumlah pengembalian pendahuluan 
kelebihan pajak untuk Wajib Pajak 
tertentu. 

39. Surat Keputusan Pemberian Imbalan 
Bunga adalah surat keputusan yang 
menentukan jumlah imbalan bunga 
yang diberikan kepada Wajib Pajak. 

40. Tanggal dikirim adalah tanggal 
stempel pos pengiriman, tanggal 
faksimili, atau dalam hal disampaikan 
secara langsung adalah tanggal pada 
saat surat, keputusan, atau putusan 
disampaikan secara langsung. 

41. Tanggal diterima adalah tanggal 
stempel pos pengiriman, tanggal 
faksimili, atau dalam hal diterima 
secara langsung adalah tanggal pada 
saat surat, keputusan, atau putusan 
diterima secara langsung. 

 

BAB II  
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, SURAT PEMBERITAHUAN, DAN TATA CARA PEMBAYARAN 

PAJAK11 
 

Pasal 2 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 7 TAHUN 2021 
Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan 
dirinya pada Direktorat Jenderal Pajak dan 
kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib 
Pajak. 

(1) Setiap Wajib Pajak yang telah 
memenuhi persyaratan subjektif dan 
objektif sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 
perpajakan wajib mendaftarkan diri 
pada kantor Direktorat Jenderal Pajak 
yang wilayah kerjanya meliputi 
tempat tinggal atau tempat kedudukan 
Wajib Pajak dan kepadanya diberikan 
Nomor Pokok Wajib Pajak. 

  
(1a) Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) bagi Wajib 

 
11  Judul Bab II diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. 
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Pajak orang pribadi yang merupakan 
penduduk Indonesia menggunakan 
nomor induk kependudukan. 

(2) Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha 
yang dikenai pajak berdasarkan 
Undang-Undang Pajak Pertambahan 
Nilai 1984 dan perubahannya, wajib 
melaporkan usahanya pada kantor 
Direktorat Jenderal Pajak yang 
wilayah kerjanya meliputi tempat 
tinggal atau tempat kedudukan 
Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha 
dilakukan untuk dikukuhkan menjadi 
Pengusaha Kena Pajak. 

(3) Direktur Jenderal Pajak dapat 
menetapkan: 

a. tempat pendaftaran dan/atau 
tempat pelaporan usaha selain 
yang ditetapkan pada ayat (1) dan 
ayat (2); dan/atau 

b. tempat pendaftaran pada kantor 
Direktorat Jenderal Pajak yang 
wilayah kerjanya meliputi tempat 
tinggal dan kantor Direktorat 
Jenderal Pajak yang wilayah 
kerjanya meliputi tempat kegiatan 
usaha dilakukan, bagi Wajib Pajak 
orang pribadi pengusaha tertentu 

(4) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan 
Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau 
mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak 
secara jabatan apabila Wajib Pajak 
atau Pengusaha Kena Pajak tidak 
melaksanakan kewajibannya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan/atau ayat (2). 

(4a) Kewajiban perpajakan bagi Wajib 
Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok 
Wajib Pajak dan/atau yang 
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena 
Pajak secara jabatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dimulai sejak 
saat Wajib Pajak memenuhi 
persyaratan subjektif dan objektif 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
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perundang-undangan perpajakan, 
paling lama 5 (lima) tahun sebelum 
diterbitkannya Nomor Pokok Wajib 
Pajak dan/atau dikukuhkannya 
sebagai Pengusaha Kena Pajak. 

(5) Dihapus. 

(6) Penghapusan Nomor Pokok Wajib 
Pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal 
Pajak apabila: 

a. diajukan permohonan 
penghapusan Nomor Pokok Wajib 
Pajak oleh Wajib Pajak dan/atau 
ahli warisnya apabila Wajib Pajak 
sudah tidak memenuhi 
persyaratan subjektif dan/atau 
objektif sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangundangan 
perpaj akan; 

b. Wajib Pajak badan dilikuidasi 
karena penghentian atau 
penggabungan usaha; 

c. Wajib Pajak bentuk usaha tetap 
menghentikan kegiatan usahanya 
di Indonesia; atau 

d. dianggap perlu oleh Direktur 
Jenderal Pajak untuk 
menghapuskan Nomor Pokok 
Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang 
sudah tidak memenuhi 
persyaratan subjektif dan/atau 
objektif sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 
perpajakan.12 

(7) Direktur Jenderal Pajak setelah 
melakukan pemeriksaan harus 
memberikan keputusan atas 
permohonan penghapusan Nomor 
Pokok Wajib Pajak dalam jangka 
waktu 6 (enam) bulan untuk Wajib 
Pajak orang pribadi atau 12 (dua 
belas) bulan untuk Wajib Pajak badan, 

 
12  Dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran 

Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Wajib Pajak Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha 
Kena Pajak. 
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sejak tanggal permohonan diterima 
secara lengkap. 

(8) Direktur Jenderal Pajak karena jabatan 
atau atas permohonan Wajib Pajak 
dapat melakukan pencabutan 
pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 

(9) Direktur Jenderal Pajak setelah 
melakukan pemeriksaan harus 
memberikan keputusan atas 
permohonan pencabutan pengukuhan 
Pengusaha Kena Pajak dalam jangka 
waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal 
permohonan diterima secara lengkap. 

(10) Dalam rangka penggunaan nomor 
induk kependudukan sebagai Nomor 
Pokok Wajib Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1a), menteri yang 
menyelenggarakan urusan 
pemerintahan dalam negeri 
memberikan data kependudukan dan 
data balikan dari pengguna kepada 
Menteri Keuangan untuk 
diintegrasikan dengan basis data 
perpajakan. 

 

Pasal 2A13 

Masa Pajak sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan 

Peraturan Menteri Keuangan14 paling lama 3 (tiga) bulan kalender. 
 

Pasal 3 

 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 28 TAHUN 2007 

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat 
Pemberitahuan, menandatangani, dan 
menyampaikannya ke Direktorat Jenderal 
Pajak dalam wilayah Wajib Pajak bertempat 
tinggal atau berkedudukan. 

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi 
Surat Pemberitahuan dengan 
benar, lengkap, dan jelas, dalam 
bahasa Indonesia dengan 
menggunakan huruf Latin, angka 
Arab, satuan mata uang Rupiah, 

 
13  Pasal 2A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan 

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 
14  Dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturam Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, 
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan. 
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dan menandatangani serta 
menyampaikannya ke kantor 
Direktorat Jenderal Pajak tempat 
Wajib Pajak terdaftar atau 
dikukuhkan atau tempat lain 
yang ditetapkan oleh Direktur 
Jenderal Pajak. 

(2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) harus mengambil sendiri Surat 
Pemberitahuan di tempat yang ditentukan 
oleh Direktorat Jenderal Pajak. 

(1a) Wajib Pajak yang telah mendapat 
izin Menteri Keuangan untuk 
menyelenggarakan pembukuan 
dengan menggunakan bahasa 
asing dan mata uang selain Rupiah, 
wajib menyampaikan Surat 
Pemberitahuan dalam bahasa 
Indonesia dengan menggunakan 
satuan mata uang selain Rupiah 
yang diizinkan, yang 
pelaksanaannya diatur dengan 
atau berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan.15 

(3) Batas waktu penyampaian Surat 
Pemberitahuan adalah: 

a. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, 
selambat-lambatnya dua puluh hari 
setelah akhir Masa Pajak; 

b. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan, 
selambat-lambatnya tiga bulan setelah 
akhir Tahun Pajak. 

(1b) Penandatanganan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilakukan secara biasa, dengan 
tanda tangan stempel, atau tanda 
tangan elektronik atau digital, 
yang semuanya mempunyai 
kekuatan hukum yang sama, yang 
tata cara pelaksanaannya diatur 
dengan atau berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan.16 

(4) Direktur Jenderal Pajak atas permohonan 
Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka 
waktu penyampaian Surat Pemberitahuan 
Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(3) huruf b. 

(2) Wajib Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(1a) mengambil sendiri Surat 
Pemberitahuan di tempat yang 
ditetapkan oleh Direktur 
Jenderal Pajak atau mengambil 
dengan cara lain yang tata cara 
pelaksanaannya diatur dengan 

 
15  Dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.03/2015 tentang Peraturan Kementerian 

Keuangan (PMK) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 Tentang 
Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa Asing Dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah 
Serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. 

16 Diatur dengan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 152.PMK.03/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 181/PMK/PMK.03/2007 Tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, Serta Tata Cara 
Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan. 
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atau berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan.17 

(5) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (4) diajukan secara tertulis, disertai 
surat pernyataan mengenai penghitungan 
sementara pajak yang terhutang dalam satu 
Tahun Pajak dan bukti pelunasan 
kekurangan pembayaran pajak yang 
terhutang. 

(3) Batas waktu penyampaian Surat 
Pemberitahuan adalah: 

a. untuk Surat Pemberitahuan 
Masa, paling lama 20 (dua 
puluh) hari setelah akhir 
Masa Pajak; 

b. untuk Surat Pemberitahuan 
Tahunan Pajak Penghasilan 
Wajib Pajak orang pribadi, 
paling lama 3 (tiga) bulan 
setelah akhir Tahun Pajak; 
atau 

c. untuk Surat Pemberitahuan 
Tahunan Pajak Penghasilan 
Wajib Pajak badan, paling 
lama 4 (empat) bulan setelah 
akhir Tahun Pajak. 

(6) Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) harus dilengkapi dengan 
lampiran-lampiran yang diperlukan sesuai 
dengan persyaratan yang ditetapkan dalam 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan yang bersangkutan. 

(3a) Wajib Pajak dengan kriteria 
tertentu dapat melaporkan 
beberapa Masa Pajak dalam 1 
(satu) Surat Pemberitahuan Masa. 

(3b) Wajib Pajak dengan kriteria 
tertentu dan tata cara pelaporan 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3a) diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan.18 

(3c) Batas waktu dan tata cara 
pelaporan atas pemotongan dan 
pemungutan pajak yang 
dilakukan oleh bendahara 
pemerintah dan badan tertentu 
diatur dengan atau berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan.19 

 
17  Diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturam Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, 
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan. 

18  Diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pelaporan Surat 
Pemberitahuan Masa Bagi Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu yang Dapat Melaporakan Masa Pajak Dalam Satu 
Surat Pemberitahuan Masa. 

19  Diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pelaporan Surat 
Pemberitahuan Masa Bagi Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu yang Dapat Melaporakan Beberapa Masa Pajak 
dalam Surat Pemberitahuan Masa. 
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(4) Wajib Pajak dapat 
memperpanjang jangka waktu 
penyampaian Surat 
Pemberitahuan Tahunan Pajak 
Penghasilan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) untuk 
paling lama 2 (dua) bulan dengan 
cara menyampaikan 
pemberitahuan secara tertulis 
atau dengan cara lain kepada 
Direktur Jenderal Pajak yang 
ketentuannya diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan.20 

(5) Pemberitahuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) harus 
disertai dengan penghitungan 
sementara pajak yang terutang 
dalam 1 (satu) Tahun Pajak dan 
Surat Setoran Pajak sebagai 
bukti pelunasan kekurangan 
pembayaran pajak yang 
terutang, yang ketentuannya 
diatur dengan atau berdasarkan 
Peraturan Menteri 
Keuangan.21 

(5a) Apabila Surat Pemberitahuan 
tidak disampaikan sesuai batas 
waktu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) atau batas waktu 
perpanjangan penyampaian Surat 
Pemberitahuan Tahunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4), dapat diterbitkan Surat 
Teguran. 

(6) Bentuk dan isi Surat 
Pemberitahuan serta keterangan 

 
20  Diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturam Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, 
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan. 

21  Diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturam Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, 
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan. 
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dan/atau dokumen yang harus 
dilampirkan, dan cara yang 
digunakan untuk menyampaikan 
Surat Pemberitahuan diatur 
dengan atau berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan. 

(7) Surat Pemberitahuan dianggap 
tidak disampaikan apabila: 

a. Surat Pemberitahuan tidak 
ditandatangani sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1); 

b. Surat Pemberitahuan tidak 
sepenuhnya dilampiri 
keterangan dan/atau 
dokumen sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6); 

c. Surat Pemberitahuan yang 
menyatakan lebih bayar 
disampaikan setelah 3 (tiga) 
tahun sesudah berakhirnya 
Masa Pajak, bagian Tahun 
Pajak atau Tahun Pajak, dan 
Wajib Pajak telah ditegur 
secara tertulis; atau d. Surat 
Pemberitahuan disampaikan 
setelah Direktur Jenderal 
Pajak melakukan 
pemeriksaan atau 
menerbitkan surat ketetapan 
pajak. 

(7a) Apabila Surat Pemberitahuan 
dianggap tidak disampaikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(7), Direktur Jenderal Pajak wajib 
memberitahukan kepada Wajib 
Pajak. 

(8) Dikecualikan dari kewajiban 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah Wajib Pajak Pajak 
Penghasilan tertentu yang diatur 
dengan atau berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan. 
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UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 28 TAHUN 2007 

(1) Wajib Pajak wajib mengisi dan 
menyampaikan Surat Pemberitahuan 
dengan benar, lengkap, jelas, dan 
menandatanganinya. 

(1) Wajib Pajak wajib mengisi dan 
menyampaikan Surat Pemberitahuan 
dengan benar, lengkap, jelas, dan 
menandatanganinya. 

(2) Dalam hal Wajib Pajak adalah Badan, 
Surat Pemberitahuan harus 
ditandatangani oleh pengurus atau 
direksi. 

(2) Surat Pemberitahuan Wajib Pajak 
badan harus ditandatangani oleh 
pengurus atau direksi. 

(3) Dalam hal Surat Pemberitahuan diisi 
dan ditandatangani oleh orang lain 
bukan Wajib Pajak, harus dilampiri 
surat kuasa khusus. 

(3) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk 
seorang kuasa dengan surat kuasa 
khusus untuk mengisi dan 
menandatangani Surat Pemberitahuan, 
surat kuasa khusus tersebut harus 
dilampirkan pada Surat 
Pemberitahuan. 

(4) Pengisian Surat Pemberitahuan 
Tahunan Pajak Penghasilan oleh Wajib 
Pajak yang wajib melakukan 
pembukuan harus dilengkapi dengan 
laporan keuangan berupa neraca dan 
perhitungan rugi laba serta 
keterangan-keterangan lain yang 
diperlukan untuk menghitung besarnya 
penghasilan kena pajak. 

(4) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
Penghasilan Wajib Pajak yang wajib 
menyelenggarakan pembukuan harus 
dilampiri dengan laporan keuangan 
berupa neraca dan laporan laba rugi 
serta keterangan lain yang diperlukan 
untuk menghitung besarnya 
Penghasilan Kena Pajak. 

(4a)Laporan Keuangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) adalah laporan 
keuangan dari masing-masing Wajib 
Pajak. 

(4b)Dalam hal laporan keuangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) 
diaudit oleh Akuntan Publik tetapi tidak 
dilampirkan pada Surat Pemberitahuan, 
Surat Pemberitahuan dianggap tidak 
lengkap dan tidak jelas, sehingga Surat 
Pemberitahuan dianggap tidak 
disampaikan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (7) huruf b. 

(5) Tata cara penerimaan dan pengolahan 
Surat Pemberitahuan diatur dengan 
atau berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan. 
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Pasal 5 

Untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan, Direktur Jenderal Pajak dalam hal-hal tertentu dapat 

menentukan tempat lain bukan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). 

 
Pasal 6 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 28 TAHUN 2007 

(1) Surat Pemberitahuan yang 
disampaikan langsung oleh Wajib 
Pajak ke Direktorat Jenderal Pajak 
harus diberi tanggal penerimaan oleh 
pejabat yang ditunjuk untuk itu, 
sedangkan untuk Surat Pemberitahuan 
Tahunan harus diberikan juga bukti 
penerimaan. 

(1) Surat Pemberitahuan yang 
disampaikan langsung oleh Wajib 
Pajak ke kantor Direktorat Jenderal 
Pajak harus diberi tanggal penerimaan 
oleh pejabat yang ditunjuk dan kepada 
Wajib Pajak diberikan bukti 
penerimaan. 

(2) Pengiriman Surat Pemberitahuan 
melalui Kantor Pos dan Giro harus 
dilakukan secara tercatat, dan tanda 
bukti serta tanggal pengiriman 
(dianggap sebagai tanda bukti dan 
tanggal penerimaan. 

(2) Penyampaian Surat Pemberitahuan 
dapat dikirimkan melalui pos dengan 
tanda bukti pengiriman surat atau 
dengan cara lain yang diatur dengan 
atau berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan. 

(3) Tanda bukti dan tanggal pengiriman 
surat untuk penyampaian Surat 
Pemberitahuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dianggap 
sebagai tanda bukti dan tanggal 
penerimaan sepanjang Surat 
Pemberitahuan tersebut telah lengkap. 

 

Pasal 7 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 28 TAHUN 2007 
Apabila Surat Pemberitahuan tidak 
disampaikan atau disampaikan tidak sesuai 
dengan batas waktu sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (3), dikenakan sanksi 
berupa denda administrasi sebesar Rp 
10.000,- (sepuluh ribu rupiah). 

(1) Apabila Surat Pemberitahuan tidak 
disampaikan dalam jangka waktu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (3) atau batas waktu perpanjangan 
penyampaian Surat Pemberitahuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (4), dikenai sanksi administrasi 
berupa denda sebesar Rp. 500.000,00 
(lima ratus ribu rupiah) untuk Surat 
Pemberitahuan Masa Pajak 
Pertambahan Nilai, Rp. 100.000,00 
(seratus ribu rupiah) untuk Surat 
Pemberitahuan Masa lainnya, dan 
sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta 
rupiah) untuk Surat Pemberitahuan 
Tahunan Pajak Penghasilan Wajib 
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Pajak badan serta sebesar Rp. 
100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi. 

(2) Pengenaan sanksi administrasi berupa 
denda sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tidak dilakukan terhadap: 

a. Wajib Pajak orang pribadi yang 
telah meninggal dunia; 

b. Wajib Pajak orang pribadi yang 
sudah tidak melakukan kegiatan 
usaha atau pekerjaan bebas; 

c. Wajib Pajak orang pribadi yang 
berstatus sebagai warga negara 
asing yang tidak tinggal lagi di 
Indonesia; 

d. Bentuk Usaha Tetap yang tidak 
melakukan kegiatan lagi di 
Indonesia; 

e. Wajib Pajak badan yang tidak 
melakukan kegiatan usaha lagi 
tetapi belum dibubarkan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku; 

f. Bendahara yang tidak melakukan 
pembayaran lagi; 

g. Wajib Pajak yang terkena bencana, 
yang ketentuannya diatur dengan 
Peraturan Menteri Keuangan; atau 

h. Wajib Pajak lain yang diatur dengan 
atau berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan. 

 

Pasal 8 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 7 TAHUN 2021 

(1) Wajib Pajak dapat membetulkan 
sendiri Surat Pemberitahuan dengan 
menyampaikan pernyataan tertulis, 
sepanjang Direktur Jenderal Pajak 
belum mulai melakukan tindakan 
pemeriksaan. 

(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri 
dapat membetulkan Surat 
Pemberitahuan yang telah 
disampaikan dengan menyampaikan 
pernyataan tertulis dengan syarat 
Direktur Jenderal Pajak belum 
melakukan tindakan pemeriksaan. 

(2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan 
sendiri Surat Pemberitahuan yang 

(1a)Dalam hal pembetulan Surat 
Pemberitahuan sebagaimana dimaksud 
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mengakibatkan hutang pajak menjadi 
lebih besar, maka kepadanya 
dikenakan sanksi berupa bunga 
sebesar 2% (dua per-sen) sebulan atas 
jumlah pajak yang kurang dibayar, 
dihitung mulai saat penyampaian Surat 
Pemberitahuan berakhir sampai 
dengan tanggal pembayaran karena 
pembetulan Surat Pemberitahuan itu. 

pada ayat (1) menyatakan rugi atau 
lebih bayar, pembetulan Surat 
Pemberitahuan harus disampaikan 
paling lama 2 (dua) tahun sebelum 
daluwarsa penetapan. 

(3) Sekalipun telah dilakukan tindakan 
pemeriksaan, tetapi sepanjang belum 
dilakukan tindakan penyidikan 
mengenai adanya ketidakbenaran yang 
dilakukan Wajib Pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 38, terhadap 
ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak 
tersebut tidak akan dilakukan 
penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan 
kemauan sendiri mengungkapkan 
ketidakbenaran perbuatannya tersebut 
dengan disertai pelunasan kekurangan 
pembayaran jumlah pajak yang 
sebenarnya terhutang beserta denda 
administrasi sebesar dua kali jumlah 
pajak yang kurang dibayar. 

(2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan 
sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan 
yang mengakibatkan utang pajak 
menjadi lebih besar, kepadanya 
dikenai sanksi administrasi berupa 
bunga sebesar tarif bunga per bulan 
yang ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan atas jumlah pajak yang 
kurang dibayar, dihitung sejak saat 
penyampaian Surat Pemberitahuan 
berakhir sampai dengan tanggal 
pembayaran, dan dikenakan paling 
lama 24 (dua puluh empat) bulan, 
serta bagian dari bulan dihitung penuh 
1 (satu) bulan. 

(3) Walaupun telah dilakukan tindakan 
pemeriksaan bukti permulaan, Wajib 
Pajak dengan kemauan sendiri dapat 
mengungkapkan dengan pernyataan 
tertulis mengenai ketidakbenaran 
perbuatannya, yaitu sebagai berikut: 

a. tidak menyampaikan Surat 
Pemberitahuan; atau 

b. menyampaikan Surat 
Pemberitahuan yang isinya tidak 
benar atau tidak lengkap, atau 
melampirkan keterangan yang 
isinya tidak benar  

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 
atau Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf 
d sepanjang mulainya penyidikan belum 
diberitahukan kepada Penuntut Umum 
melalui penyidik pejabat Polisi Negara 
Republik Indonesia. 

(3a)Pengungkapan ketidakbenaran 
perbuatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) disertai pelunasan kekurangan 
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pembayaran jumlah pajak yang 
sebenarnya terutang beserta sanksi 
administrasi berupa denda sebesar 
100% (seratus persen) dari jumlah 
pajak yang kurang dibayar. 

(4) Walaupun Direktur Jenderal Pajak 
telah melakukan pemeriksaan, dengan 
syarat Direktur Jenderal Pajak belum 
menyampaikan surat pemberitahuan 
hasil pemeriksaan, Wajib Pajak dengan 
kesadaran sendiri dapat 
mengungkapkan dalam laporan 
tersendiri tentang ketidakbenaran 
pengisian Surat Pemberitahuan yang 
telah disampaikan sesuai dengan 
keadaan yang sebenarnya, dan proses 
pemeriksaan tetap dilanjutkan. 

(5) Pajak yang kurang dibayar yang timbul 
sebagai akibat dari pengungkapan 
ketidakbenaran pengisian Surat 
Pemberitahuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) harus dilunasi 
oleh Wajib Pajak sebelum laporan 
tersendiri disampaikan beserta sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar 
tarif bunga per bulan yang ditetapkan 
oleh Menteri Keuangan dari pajak yang 
kurang dibayar, yang dihitung sejak:  

a. batas waktu penyampaian Surat 
Pemberitahuan Tahunan berakhir 
sampai dengan tanggal 
pembayaran, untuk pengungkapan 
ketidakbenaran pengisian Surat 
Pemberitahuan Tahunan; atau 

b. jatuh tempo pembayaran berakhir 
sampai dengan tanggal 
pembayaran, untuk pengungkapan 
ketidakbenaran pengisian Surat 
Pemberitahuan Masa  

dan dikenakan paling larna 24 (dua 
puluh empat) bulan, serta bagian dari 
bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

(5a)Tarif bunga per bulan yang ditetapkan 
oleh Menteri Keuangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) dihitung 
berdasarkan suku bunga acuan 
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ditambah 10% (sepuluh persen) dan 
dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada 
tanggal dimulainya penghitungan 
sanksi. 

(6) Wajib Pajak dapat membetulkan Surat 
Pemberitahuan Tahunan yang telah 
disampaikan, dalam hal Wajib Pajak 
menerima surat ketetapan pajak, Surat 
Keputusan Keberatan, Surat 
Keputusan Pembetulan, Putusan 
Banding, atau Putusan Peninjauan 
Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau 
beberapa Tahun Pajak sebelumnya, 
yang menyatakan rugi fiskal yang 
berbeda dengan rugi fiskal yang telah 
dikompensasikan dalam Surat 
Pemberitahuan Tahunan yang akan 
dibetulkan tersebut, dalam jangka 
waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima 
surat ketetapan pajak, Surat 
Keputusan Keberatan, Surat 
Keputusan Pembetulan, Putusan 
Banding, atau Putusan Peninjauan 
Kembali dengan syarat Direktur 
Jenderal Pajak belum melakukan 
tindakan pemeriksaan. 

 

Pasal 9 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 11 TAHUN 2020 

(1) Menteri Keuangan menentukan tanggal 
jatuh tempo pembayaran dan 
penyetoran pajak yang terhutang untuk 
suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-
masing jenis pajak, selambat-
lambatnya lima belas hari setelah saat 
terhutangnya pajak atau Masa Pajak 
berakhir. 

(1) Menteri Keuangan menentukan 
tanggal jatuh tempo pembayaran dan 
penyetoran pajak yang terutang untuk 
suatu saat atau Masa Pajak bagi 
masing-masing jenis pajak, paling 
lama 15 (lima belas) hari setelah saat 
terutangnya pajak atau berakhirnya 
Masa Pajak. 

(2) Kekurangan pembayaran pajak yang 
terhutang berdasarkan Surat 
Pemberitahuan Tahunan harus dibayar 
lunas dalam jangka waktu tiga bulan 
setelah Tahun Pajak atau Bagian Tahun 
Pajak berakhir, sebelum Surat 
Pemberitahuan itu disampaikan. 

(2) Kekurangan pembayaran pajak yang 
terutang berdasarkan Surat 
Pemberitahuan Tahunan Pajak 
Penghasilan harus dibayar lunas 
sebelum Surat Pemberitahuan Pajak 
Penghasilan disampaikan. 
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(3) Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan 
Pajak, atau Surat Ketetapan Pajak 
Tambahan harus dilunasi dalam jangka 
waktu satu bulan sejak tanggal 
diterbitkan. 

(2a)Pembayaran atau penyetoran pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
yang dilakukan setelah tanggal jatuh 
tempo pembayaran atau penyetoran 
pajak, dikenai sanksi administrasi 
berupa bunga sebesar tarif bunga per 
bulan yang ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan yang dihitung dari tanggal 
jatuh tempo pembayaran sampai 
dengan tanggal pembayaran, dan 
dikenakan paling lama 24 (dua puluh 
empat) bulan serta bagian dari bulan 
dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

(4) Direktur Jenderal Pajak atas 
permohonan Wajib Pajak dapat 
memberikan persetujuan kepada Wajib 
Pajak untuk mengangsur atau 
memberikan penundaan pembayaran 
pajak. 

(2b)Atas pembayaran atau penyetoran pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
yang dilakukan setelah tanggal jatuh 
tempo penyampaian Surat 
Pemberitahuan Tahunan, dikenai sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar tarif 
bunga per bulan yang ditetapkan oleh 
Menteri Keuangan yang dihitung mulai 
dari berakhirnya batas waktu 
penyampaian Surat Pemberitahuan 
Tahunan sampai dengan tanggal 
pembayaran, dan dikenakan paling lama 
24 (dua puluh empat) bulan serta bagian 
dari bulan dihitung penuh 1 (satu) 
bulan. 

(2c)Tarif bunga per bulan yang ditetapkan 
oleh Menteri Keuangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2a) dan ayat (2b) 
dihitung berdasarkan suku bunga acuan 
ditambah 5% (lima persen) dan dibagi 
12 (dua belas) yang berlaku pada 
tanggal dimulainya penghitungan 
sanksi. 

(3) Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar, serta Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
Tambahan, dan Surat Keputusan 
Keberatan, Surat Keputusan 
Pembetulan, Putusan Banding, serta 
Putusan Peninjauan Kembali, yang 
menyebabkan jumlah pajak yang 
harus dibayar bertambah, harus 
dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) 
bulan sejak tanggal diterbitkan. 
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(3a)Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib 

Pajak di daerah tertentu, jangka waktu 
pelunasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dapat diperpanjang paling lama 
menjadi 2 (dua) bulan yang 
ketentuannya diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan. 

(4) Direktur Jenderal Pajak atas 
permohonan Wajib Pajak dapat 
memberikan persetujuan untuk 
mengangsur atau menunda 
pembayaran pajak termasuk 
kekurangan pembayaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) yang 
pelaksanaannya diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan. 

 

Pasal 10 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 28 TAHUN 2007 

(1) Wajib Pajak wajib membayar atau 
menyetor pajak yang terhutang di Kas 
Negara atau di tempat pembayaran lain 
yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. 

(1) Wajib Pajak wajib membayar atau 
menyetor pajak yang terutang dengan 
menggunakan Surat Setoran Pajak ke 
kas negara melalui tempat 
pembayaran yang diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan. 

(2) Tata cara pembayaran, penyetoran 
pajak, dan pelaporannya serta tata cara 
mengangsur dan menunda 
pembayaran pajak diatur lebih lanjut 
oleh Menteri Keuangan. 

(1a)Surat Setoran Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berfungsi 
sebagai bukti pembayaran pajak apabila 
telah disahkan oleh Pejabat kantor 
penerima pembayaran yang berwenang 
atau apabila telah mendapatkan 
validasi, yang ketentuannya diatur 
dengan atau berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan. 

(2) Tata cara pembayaran, penyetoran 
pajak, dan pelaporannya serta tata 
cara mengangsur dan menunda 
pembayaran pajak diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan. 

 

Pasal 11 
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(1) Atas permohonan Wajib Pajak, 
kelebihan pembayaran pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 
ayat (1) huruf a dikembalikan, atau 
apabila ternyata Wajib Pajak 
mempunyai hutang pajak lainnya, 
langsung dapat diperhitungkan untuk 
melunasi dahulu pajak yang terhutang. 

(1) Atas permohonan Wajib Pajak, 
kelebihan pembayaran pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
17, Pasal 17B, Pasal 17C, atau Pasal 
17D dikembalikan, dengan ketentuan 
bahwa apabila ternyata Wajib Pajak 
mempunyai utang pajak, langsung 
diperhitungkan untuk melunasi 
terlebih dahulu utang pajak tersebut. 

(2) Pengembalian kelebihan pembayaran 
pajak sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 
satu bulan setelah Surat Keputusan 
Kelebihan Pembayaran Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 
ayat (1) huruf a ditetapkan. 

(1a)Kelebihan pembayaran pajak sebagai 
akibat adanya Surat Keputusan 
Keberatan, Surat Keputusan 
Pembetulan, Surat Keputusan 
Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat 
Keputusan Penghapusan Sanksi 
Administrasi, Surat Keputusan 
Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat 
Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, 
dan Putusan Banding atau Putusan 
Peninjauan Kembali, serta Surat 
Keputusan Pemberian Imbalan Bunga 
dikembalikan kepada Wajib Pajak 
dengan ketentuan jika ternyata Wajib 
Pajak mempunyai utang pajak, langsung 
diperhitungkan untuk melunasi terlebih 
dahulu utang pajak tersebut. 

(3) Apabila pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak dilakukan setelah 
jangka waktu satu bulan, Pemerintah 
memberikan bunga sebesar 2% (dua 
persen) sebulan atas kelambatan 
pembayaran kelebihan pembayaran 
pajak, dihitung dari saat berlakunya 
batas waktu sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) sampai dengan saat 
dilakukan pembayaran kelebihan. 

(2) Pengembalian kelebihan pembayaran 
pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (1a) dilakukan paling 
lama 1 (satu) bulan sejak permohonan 
pengembalian kelebihan pembayaran 
pajak diterima sehubungan dengan 
diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak 
Lebih Bayar sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17 ayat (1), atau sejak 
diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak 
Lebih Bayar sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 17B, 
atau sejak diterbitkannya Surat 
Keputusan Pengembalian 
Pendahuluan Kelebihan Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
17C atau Pasal 17D, atau sejak 
diterbitkannya Surat Keputusan 
Keberatan, Surat Keputusan 
Pembetulan, Surat Keputusan 
Pengurangan Sanksi Administrasi, 
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Surat Keputusan Penghapusan Sanksi 
Administrasi, Surat Keputusan 
Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat 
Keputusan Pembatalan Ketetapan 
Pajak atau Surat Keputusan 
Pemberian Imbalan Bunga, atau sejak 
diterimanya Putusan Banding atau 
Putusan Peninjauan Kembali, yang 
menyebabkan kelebihan pembayaran 
pajak. 

(4) Tata cara perhitungan dan 
pengembalian kelebihan pembayaran 
pajak diatur lebih lanjut oleh Menteri 
Keuangan. 

(3) Apabila pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak dilakukan setelah 
jangka waktu 1 (satu) bulan, 
Pemerintah memberikan imbalan 
bunga sebesar tarif bunga per bulan 
yang ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan atas keterlambatan 
pengembalian kelebihan pembayaran 
pajak dihitung sejak batas waktu 
penerbitan Surat Keputusan 
Pengembalian Kelebihan Pembayaran 
Pajak berakhir sampai dengan saat 
dilakukan pengembalian kelebihan 
dan diberikan paling lama 24 (dua 
puluh empat) bulan, serta bagian dari 
bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

(3a)Tarif bunga per bulan yang ditetapkan 
oleh Menteri Keuangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dihitung 
berdasarkan suku bunga acuan dibagi 
12 (dua belas) yang berlaku pada 
tanggal dimulainya penghitungan 
imbalan bunga. 

(4) Tata cara penghitungan dan 
pengembalian kelebihan pembayaran 
pajak diatur dengan atau berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan. 

 

BAB III  
PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK 

 

Pasal 12 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 28 TAHUN 2007 
Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak 
yang terhutang berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 

(1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar 
pajak yang terutang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
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perpajakan, dengan tidak menggantungkan 
pada adanya Surat Ketetapan Pajak. 

undangan perpajakan, dengan tidak 
menggantungkan pada adanya surat 
ketetapan pajak. 

(2) Jumlah Pajak yang terutang menurut 
Surat Pemberitahuan yang 
disampaikan oleh Wajib Pajak adalah 
jumlah pajak yang terutang sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan perpajakan. 

(3) Apabila Direktur Jenderal Pajak 
mendapatkan bukti jumlah pajak yang 
terutang menurut Surat 
Pemberitahuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tidak benar, 
Direktur Jenderal Pajak menetapkan 
jumlah pajak yang terutang. 
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Pasal 13 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 7 TAHUN 2021 

(1) Dalam jangka waktu lima tahun 
sesudah saat terhutangnya pajak, atau 
berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun 
Pajak atau Tahun Pajak, Direktur 
Jenderal Pajak dapat mengeluarkan 
Surat Ketetapan Pajak dalam hal-hal 
sebagai berikut : 

a. apabila berdasarkan hasil 
pemeriksaan atau keterangan lain 
ternyata jumlah pajak yang 
terhutang kurang atau tidak 
dibayar; 

b. apabila Surat Pemberitahuan tidak 
(disampaikan dalam jangka waktu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3 ayat (3) dan setelah ditegur secara 
tertulis tidak disampaikan pada 
waktunya sebagaimana ditentukan 
dalam Surat Teguran;  

c. apabila berdasarkan hasil 
pemeriksaan mengenai Pajak 
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa 
dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah ternyata tidak seharusnya 
dikompensasikan selisih lebih 
pajak, tidak seharusnya dikenakan 
tarif 0% (nol persen), atau tidak 
seharusnya diberikan 
pengembalian pajak; 

d. apabila kewajiban tidak dipenuhi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
26 dan Pasal 29, sehingga tidak 
dapat diketahui besarnya pajak 
yang terhutang. 

(1) Direktur Jenderal Pajak dapat 
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar dalam jangka waktu 5 
(lima) tahun setelah saat terutangnya 
pajak atau berakhirnya Masa Pajak, 
Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 
setelah dilakukan tindakan 
pemeriksaan dalam hal sebagai 
berikut: 

a. terdapat pajak yang tidak atau 
kurang dibayar; 

b. Surat Pemberitahuan tidak 
disampaikan dalam jangka waktu 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur 
secara tertulis tidak disampaikan 
pada waktunya sebagaimana 
ditentukan dalam Surat Teguran; 

c. terdapat Pajak Pertambahan Nilai 
dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah ternyata tidak seharusnya 
dikompensasikan selisih lebih 
pajak atau tidak seharusnya 
dikenai tarif  0% (nol persen); 

d. terdapat kewajiban sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 28 atau 
Pasal 29 yang tidak dipenuhi 
sehingga tidak dapat diketahui 
besarnya pajak yang terutang;  

e. kepada Wajib Pajak diterbitkan 
Nomor Pokok Wajib Pajak 
dan/atau dikukuhkan sebagai 
Pengusaha Kena Pajak secara 
jabatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (4a); atau  

f. Pengusaha Kena Pajak tidak 
melakukan penyerahan Barang 
Kena Pajak dan/atau Jasa Kena 
Pajak dan/atau ekspor Barang 
Kena Pajak dan/atau Jasa Kena 
Pajak dan telah diberikan 
pengembalian Pajak Masukan atau 
telah mengkreditkan Pajak 



 

 

PANLAK UU/PUSPANLAK UU TW III 

i2022 

42 PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG, BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 

 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 7 TAHUN 2021 
Masukan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasa 

(2) Jumlah kekurangan pajak yang 
terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
huruf a ditambah dengan sanksi 
administrasi berlipat bunga sebesar 2 
% (dua persen) sebulan untuk selama-
lamanya dua puluh empat bulan, 
dihitung mulai saat terhutangnya pajak 
atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian 
Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai 
dengan diterbitkannya Surat Ketetapan 
Pajak. 

(2) Jumlah kekurangan pajak yang 
terutang dalam Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a dan huruf e 
ditambah dengan sanksi administrasi 
berupa bunga sebesar tarif bunga per 
bulan yang ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan dihitung sejak saat 
terutangnya pajak atau berakhirnya 
Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau 
Tahun Pajak sampai dengan 
diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar, dan dikenakan paling 
lama 24 (dua puluh empat) bulan serta 
bagian dari bulan dihitung penuh I 
(satu) bulan. 

(3) Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan 
Pajak sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d 
ditambah dengan sanksi administrasi 
berupa kenaikan sebesar : 

a. 50 % (lima puluh persen) dari Pajak 
Penghasilan yang kurang atau tidak 
dibayar dalam satu Tahun Pajak; 

b. 100% (seratus persen) dari Pajak 
Penghasilan yang tidak atau kurang 
dipotong, tidak atau kurang 
dipungut, tidak atau kurang 
disetorkan, dan dipotong atau 
dipungut tetapi tidak atau kurang 
disetorkan; 

c. 100%(seratus persen) dari Pajak 
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa 
dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah yang tidak atau kurang 
dibayar. 

(2a)Jumlah kekurangan pajak yang terutang 
dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf f ditambah dengan sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar tarif 
bunga per bulan yang ditetapkan oleh 
Menteri Keuangan dihitung sejak saat 
jatuh tempo pembayaran kembali 
berakhir sampai dengan tanggal 
diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar, dan dikenakan paling 
lama 24 (dua puluh empat) bulan serta 
bagian dari bulan dihitung penuh I 
(satu) bulan. 

(4) Jumlah Pajak Penghasilan yang 
dipotong dan dipungut oleh pihak 
ketiga untuk satu Tahun Pajak, jumlah 
Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri, 
pajak yang ditagih dalam Surat Tagihan 
Pajak untuk Tahun Pajak tersebut, sera 
pajak atas penghasilan yang dibayar 

(2b)Tarif bunga per bulan yang ditetapkan 
oleh Menteri Keuangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2al 
dihitung berdasarkan suku bunga acuan 
ditambah 15% (lima belas persen) dan 
dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada 
tanggal dimulainya penghitungan sanksi 
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atau terhutang di luar negeri untuk 
Tahun Pajak yang bersangkutan, 
dikreditkan dari jumlah Pajak 
Penghasilan yang terhutang dalam 
Surat Ketetapan Pajak. 

(5) Sanksi administrasi berupa bunga, 
denda administrasi, dan kenaikan, tidak 
dapat dikreditkan dari jumlah pajak 
yang terhutang. 

(3) Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf 
c, dan huruf d ditambah dengan sanksi 
administratif berupa:  

a. bunga dari Pajak Penghasilan yang 
tidak atau kurang dibayar dalam 1 
(satu) Tahun Pajak; 

b. bunga dari Pajak Penghasilan yang 
tidak atau kurang dipotong atau 
dipungut; 

c. kenaikan sebesar 75% (tujuh 
puluh lima persen) dari Pajak 
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa 
dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah yang tidak atau kurang 
dibayar; atau 

d. kenaikan sebesar 75% (tujuh 
puluh lima persen) dari Pajak 
Penghasilan yang dipotong atau 
dipungut tetapi tidak atau kurang 
disetor. 

 

(6) Besarnya pajak yang terhutang dalam 
suatu Tahun Pajak yang diberitahukan 
oleh Wajib Pajak dalam Surat 
Pemberitahuan Tahunan, menjadi pasti 
menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan, 
apabila dalam jangka waktu 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
tidak diterbitkan Surat Ketetapan 
Pajak. 

(3a)Dalam hal terdapat penerapan sanksi 
administrasi berupa bunga dan 
kenaikan berdasarkan hasil 
pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai 
dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dan huruf c, hanya diterapkan 
satu jenis sanksi administrasi yang 
tertinggi nilai besaran sanksinya. 

  

(7) Apabila jangka waktu lima tahun 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
telah lewat, Surat Keputusan Pajak 
tetap dapat diterbitkan dalam hak 
Wajib Pajak setelah jangka waktu lima 
tahun tersebut dipidana, karena 

(3b)Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) huruf a dan huruf b sebesar tarif 
bunga per bulan yang ditetapkan oleh 
Menteri Keuangan dihitung sejak saat 
terutangnya pajak atau berakhirnya 
Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau 
Tahun Pajak sampai dengan 
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melakukan tindak pidana di bidang 
perpajakan yang dilakukan mengenai 
pajak yang penagihannya telah lewat 
waktu, berdasarkan putusan 
Pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum itu. 

diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar, dan dikenakan paling 
larna 24 (dua puluh empat) bulan serta 
bagian dari bulan dihitung penuh 1 
(satu) bulan. 

(3c) Tarif bunga per bulan yang ditetapkan 
oleh Menteri Keuangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3b) dihitung 
berdasarkan suku bunga acuan 
ditambah 20% (dua puluh persen) dan 
dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada 
tanggal dimulainya penghitungan 
sanksi. 

(4) Besarnya pajak yang terutang yang 
diberitahukan oleh Wajib Pajak dalam 
Surat Pemberitahuan menjadi pasti 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan 
apabila dalam jangka waktu 5 (lima) 
tahun sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), setelah saat terutangnya 
pajak atau berakhirnya Masa Pajak, 
bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 
tidak diterbitkan surat ketetapan 
pajak, kecuali Wajib Pajak melakukan 
tindak pidana di bidang perpajakan 
dalam Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, 
atau Tahun Pajak dimaksud. 

(5) Dihapus. 

(6) Tata cara penerbitan Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
atau berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan. 

 

Pasal 13A22 

UU NOMOR 28 TAHUN 2007 UU Nomor 11 Tahun 
2020 

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat 
Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi 
isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan 
keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan 

Dihapus. 

 
22  Pasal 13A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan 

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 
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kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana 
apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak 
dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran 
jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa 
kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang 
kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat 
Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar. 

 

Pasal 14 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 7 TAHUN 2021 

(1) Surat Tagihan Pajak dikeluarkan 
apabila : 

a. pajak dalam tahun berjalan tidak 
atau kurang dibayar; 

b. Wajib Pajak dikenakan sanksi 
administrasi berupa denda 
administrasi dan/atau bunga; 

c. dari hasil penelitian Surat 
Pemberitahuan terdapat 
kekurangan pembayaran pajak 
sebagai akibat salah tulis dan/atau 
salah hitung. 

(1) Direktur Jenderal Pajak dapat 
menerbitkan Surat Tagihan Pajak 
apabila: 

a. Pajak Penghasilan dalam tahun 
berjalan tidak atau kurang dibayar; 

b. dari hasil penelitian terdapat 
kekurangan pembayaran pajak 
sebagai akibat salah tulis dan/atau 
salah hitung;  

c. Wajib Pajak dikenai sanksi 
administratif berupa denda 
dan/atau bunga; 

d. pengusaha yang telah dikukuhkan 
sebagai Pengusaha Kena Pajak, 
tetapi tidak membuat faktur pajak 
atau terlambat membuat faktur 
pajak;  

e. pengusaha yang telah dikukuhkan 
sebagai Pengusaha Kena Pajak 
yang tidak mengisi faktur pajak 
secara lengkap sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) 
dan ayat (6) UndangUndang Pajak 
Pertambahan Nilai 1984 dan 
perubahannya, selain identitas 
pembeli Barang Kena Pajak atau 
penerima Jasa Kena Pajak serta 
nama dan tanda tangan 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf 
g Undang-Undang Pajak 
Pertambahan Nilai 1984 dan 
perubahannya dalam hal 
penyerahan dilakukan oleh 
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Pengusaha Kena Pajak pedagang 
eceran; 

f. dihapus;  

g. dihapus;  

h. terdapat imbalan bunga yang 
seharusnya tidak diberikan kepada 
Wajib Pajak, dalam hal: 

1. diterbitkankeputusan; 

2. diterima putusan; atau 

3. ditemukan data atau informasi, 
yang menunjukkan adanya 
imbalan bunga yang 
seharusnya tidak diberikan 
kepada Wajib Pajak; atau  

i. terdapat jumlah pajak yang tidak 
atau kurang dibayar dalam jangka 
waktu sesuai dengan persetujuan 
untuk mengangsur atau menunda 
pembayaran pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4). 

(2) Surat Tagihan Pajak sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) mempunyai 
kekuatan hukum yang sama dengan 
Surat Ketetapan Pajak. 

(2) Surat Tagihan Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) mempunyai 
kekuatan hukum yang sama dengan 
surat ketetapan pajak. 

(3) Jumlah kekurangan pajak yang 
terutang dalam Surat Tagihan Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dan huruf b ditambah dengan 
sanksi administratif berupa bunga 
sebesar tarif bunga per bulan yang 
ditetapkan oleh Menteri Keuangan 
dihitung sejak saat terutangnya pajak 
atau berakhirnya Masa Pajak, bagian 
Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai 
dengan diterbitkannya Surat Tagihan 
Pajak, dan dikenakan paling lama 24 
(dua puluh empat) bulan serta bagian 
dari bulan dihitung penuh 1 (satu) 
bulan. 

(4) Terhadap pengusaha atau Pengusaha 
Kena Pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf d atau huruf e 
masing-masing, selain wajib menyetor 
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pajak yang terutang, dikenai sanksi 
administratif berupa denda sebesar 
1% (satu persen) dari Dasar 
Pengenaan Pajak. 

(5) Dihapus. 
(5a)Tarif bunga per bulan yang ditetapkan 

oleh Menteri Keuangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dihitung 
berdasarkan suku bunga acuan 
ditambah 5% (lima persen) dan dibagi 
12 (dua belas) yang berlaku pada 
tanggal dimulainya penghitungan 
sanksi. 

(5b)Surat Tagihan Pajak diterbitkan paling 
lama 5 (lima) tahun setelah saat 
terutangnya pajak atau berakhirnya 
Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau 
Tahun Pajak. 

(5c)Dikecualikan dari ketentuan jangka 
waktu penerbitan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5b): a. Surat 
Tagihan Pajak atas sanksi 
administrative sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 19 ayat (1) diterbitkan 
paling lama sesuai dengan daluwarsa 
penagihan Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar serta Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan 
Surat Keputusan Pembetulan, Surat 
Keputusan Keberatan, Putusan Banding, 
serta Putusan Peninjauan Kembali yang 
menyebabkan jumlah pajak yang masih 
harus dibayar bertambah; b. Surat 
Tagihan Pajak atas sanksi 
administrative sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 25 ayat (91 dapat 
diterbitkan paling lama 5 (tima) tahun 
sejak tanggal penerbitan Surat 
Keputusan Keberatan apabila Wajib 
Pajak tidak mengajukan upaya banding; 
dan c. Surat Tagihan Pajak atas sanksi 
administrative sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27 ayat (5d) dapat 
diterbitkan paling lama dalam jangka 
waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal 
putusan Banding diucapkan oleh hakim 
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Pengadilan pajak dalam sidang terbuka 
untuk umum. 

 

Pasal 15 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 11 TAHUN 2020 

(1) Direktur Jenderal Pajak dapat 
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak 
Tambahan dalam jangka waktu lima 
tahun sesudah saat pajak terhutang, 
berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun 
Pajak atau Tahun Pajak, apabila 
diketemukan data baru dan/atau data 
yang semula belum terungkap yang 
menyebabkan penambahan jumlah 
pajak yang terhutang. 

(1) Direktur Jenderal Pajak dapat 
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar Tambahan dalam jangka 
waktu 5 (lima) tahun setelah saat 
terutangnya pajak atau berakhirnya 
Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau 
Tahun Pajak apabila ditemukan data 
baru yang mengakibatkan 
penambahan jumlah pajak yang 
terutang setelah dilakukan tindakan 
pemeriksaan dalam rangka penerbitan 
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
Tambahan. 

(2) Jumlah kekurangan pajak yang 
terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak 
Tambahan, ditambah dengan sanksi 
administrasi berupa kenaikan sebesar 
100% (seratus persen) dari jumlah 
kekurangan pajak tersebut. 

(2) Jumlah kekurangan pajak yang 
terutang dalam Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar Tambahan ditambah 
dengan sanksi administrasi berupa 
kenaikan sebesar 100% (seratus 
persen) dari jumlah kekurangan pajak 
tersebut. 

(3) Kenaikan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) tidak dikenakan, apabila 
Surat Ketetapan Pajak Tambahan itu 
diterbitkan berdasarkan keterangan 
tertulis oleh Wajib Pajak atas kehendak 
sendiri, sepanjang Direktur Jenderal 
Pajak belum mulai melakukan tindakan 
pemeriksaan. 

(3) Kenaikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) tidak dikenakan apabila 
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
Tambahan itu diterbitkan 
berdasarkan keterangan tertulis dari 
Wajib Pajak atas kehendak sendiri, 
dengan syarat Direktur Jenderal Pajak 
belum mulai melakukan tindakan 
pemeriksaan dalam rangka penerbitan 
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
Tambahan. 

(4) Apabila jangka waktu lima tahun 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
telah lewat, Surat Ketetapan Pajak 
Tambahan tetap dapat diterbitkan 
dalam hal Wajib Pajak setelah jangka 
waktu lima tahun tersebut dipidana, 
karena melakukan tindak pidana di 
bidang perpajakan yang dilakukan 
mengenai pajak yang penagihannya 

(4) Dihapus. 

(5) Tata cara penerbitan Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar Tambahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan atau berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan. 
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telah lewat waktu, berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap. 

 

Pasal 16 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 28 TAHUN 2007 
Kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau 
kekeliruan dalam penerapan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 
perpajakan yang terdapat dalam surat 
ketetapan pajak, dapat dibetulkan oleh 
Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atas 
permohonan Wajib Pajak. 

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau 
karena jabatannya, Direktur Jenderal 
Pajak dapat membetulkan surat 
ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, 
Surat Keputusan Pembetulan, Surat 
Keputusan Keberatan, Surat 
Keputusan Pengurangan Sanksi 
Administrasi, Surat Keputusan 
Penghapusan Sanksi Administrasi, 
Surat Keputusan Pengurangan 
Ketetapan Pajak, Surat Keputusan 
Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat 
Keputusan Pengembalian 
Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau 
Surat Keputusan Pemberian Imbalan 
Bunga, yang dalam penerbitannya 
terdapat kesalahan tulis, kesalahan 
hitung, dan/atau kekeliruan 
penerapan ketentuan tertentu dalam 
peraturan perundang-undangan 
perpajakan. 

(2) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka 
waktu paling lama 6 (enam) bulan 
sejak tanggal surat permohonan 
pembetulan diterima, harus memberi 
keputusan atas permohonan 
pembetulan yang diajukan Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) telah lewat, 
tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak 
memberi suatu keputusan, 
permohonan pembetulan yang 
diajukan tersebut dianggap 
dikabulkan. 

(4) Apabila diminta oleh Wajib Pajak, 
Direktur Jenderal Pajak wajib 
memberikan keterangan secara 
tertulis mengenai hal-hal yang 
menjadi dasar untuk menolak atau 
mengabulkan sebagian permohonan 
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UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 28 TAHUN 2007 
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1). 

 

Pasal 17 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 28 TAHUN 2007 

(1) Direktur Jenderal Pajak setelah 
melakukan penelitian atau 
pemeriksaan, menerbitkan : 

a. Surat Keputusan Kelebihan 
Pembayaran Pajak dalam jangka 
waktu paling lama dua belas bulan 
sejak diterima surat permohonan, 
apabila jumlah pajak yang dibayar 
atau jumlah Pajak Penghasilan yang 
dipotong atau dipungut ternyata 
lebih besar dari jumlah pajak yang 
terhutang atau telah dilakukan 
pembayaran pajak yang seharusnya 
tidak terhutang; 

b. Surat Pemberitaan, apabila jumlah 
pajak yang dibayar atau jumlah 
Pajak Penghasilan yang dipotong 
atau dipungut sama dengan jumlah 
pajak yang terhutang. 

(1) Direktur Jenderal Pajak, setelah 
melakukan pemeriksaan, menerbitkan 
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar 
apabila jumlah kredit pajak atau 
jumlah pajak yang dibayar lebih besar 
daripada jumlah pajak yang terutang. 

(2) Apabila setelah lewat jangka waktu 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
huruf a Direktur Jenderal Pajak tidak 
memberi suatu keputusan, 
permohonan kelebihan pembayaran 
pajak tersebut dianggap dikabulkan. 

(2) Berdasarkan permohonan Wajib 
Pajak, Direktur Jenderal Pajak, setelah 
meneliti kebenaran pembayaran 
pajak, menerbitkan Surat Ketetapan 
Pajak Lebih Bayar apabila terdapat 
pembayaran pajak yang seharusnya 
tidak terutang, yang ketentuannya 
diatur dengan atau berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan. 

(3) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar 
masih dapat diterbitkan lagi apabila 
berdasarkan hasil pemeriksaan 
dan/atau data baru ternyata pajak 
yang lebih dibayar jumlahnya lebih 
besar daripada kelebihan pembayaran 
pajak yang telah ditetapkan. 

 

Pasal 17A23 

 
23  Pasal 17A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan 

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 
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(1) Direktur Jenderal Pajak, setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat 
Ketetapan Pajak Nihil apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar 
sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada 
kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak. 

(2) Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Nihil diatur dengan atau berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan. 

 

Pasal 17B24 

UU NOMOR 16 TAHUN 2000 UU NOMOR 11 TAHUN 2020 

(1) Direktur Jenderal Pajak setelah 
melakukan pemeriksaan atas 
permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak selain permohonan 
pengembalian kelebihan pembayaran 
pajak dari Wajib Pajak dengan kriteria 
tertentu sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17C harus menerbitkan surat 
ketetapan pajak paling lambat 12 (dua 
belas) bulan sejak surat permohonan 
diterima, kecuali untuk kegiatan 
tertentu ditetapkan lain dengan 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak. 

(1) Direktur Jenderal Pajak setelah 
melakukan pemeriksaan atas 
permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak, selain 
permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak dari Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
17C dan Wajib Pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17D, harus 
menerbitkan surat ketetapan pajak 
paling lama 12 (dua belas) bulan sejak 
surat permohonan diterima secara 
lengkap.25 

(2) Apabila setelah lewat jangka waktu 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
Direktur Jenderal Pajak tidak memberi 
suatu keputusan, permohonan 
pengembalian kelebihan pembayaran 
pajak dianggap dikabulkan dan Surat 
Ketetapan Pajak Lebih Bayar harus 
diterbitkan dalam waktu paling lambat 
1 (satu) bulan setelah jangka waktu 
tersebut berakhir. 

(1a)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tidak berlaku terhadap Wajib 
Pajak yang sedang dilakukan 
pemeriksaan bukti permulaan tindak 
pidana di bidang perpajakan, yang 
ketentuannya diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan. 

(3) Apabila Surat Ketetapan Pajak Lebih 
Bayar terlambat diterbitkan dalam 
jangka waktu sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2), maka kepada Wajib 
Pajak diberikan imbalan bunga 
sebesar 2% (dua persen) sebulan 
dihitung sejak berakhirnya jangka 

(2) Apabila setelah melampaui jangka 
waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) Direktur Jenderal Pajak tidak 
memberi suatu keputusan, 
permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak dianggap 
dikabulkan dan Surat Ketetapan Pajak 

 
24  Pasal 17B merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

25  Berdasarkan Pasal 28 Perpu Nomor 1 Tahun 2020 menentukan bahwa jangka waktu yang diatur dalam ketentuan 
tersebut dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan 
penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9) danlatau dalam rangka menghadapi ancaman yang 
membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. 



 

 

PANLAK UU/PUSPANLAK UU TW III 

i2022 

52 PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG, BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 

 

UU NOMOR 16 TAHUN 2000 UU NOMOR 11 TAHUN 2020 
waktu sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (2) sampai dengan saat 
diterbitkan Surat Ketetapan Pajak 
Lebih Bayar." 

Lebih Bayar harus diterbitkan paling 
lama 1 (satu) bulan setelah jangka 
waktu tersebut berakhir. 

(3) Apabila Surat Ketetapan Pajak Lebih 
Bayar terlambat diterbitkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
kepada Wajib Pajak diberi imbalan 
bunga sebesar tarif bunga per bulan 
yang ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan dihitung sejak berakhirnya 
jangka waktu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) sampai dengan saat 
diterbitkan Surat Ketetapan Pajak 
Lebih Bayar. 

(4) Apabila pemeriksaan bukti permulaan 
tindak pidana di bidang perpajakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1a):  

a. tidak dilanjutkan dengan 
penyidikan; 

b. dilanjutkan dengan penyidikan, 
tetapi tidak dilanjutkan dengan 
penuntutan tindak pidana di 
bidang perpajakan; atau 

c. dilanjutkan dengan penyidikan 
dan penuntutan tindak pidana di 
bidang perpajakan, tetapi diputus 
bebas atau lepas dari segala 
tuntutan hukum berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap  

dan dalam hal kepada Wajib Pajak 
diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih 
Bayar, kepada Wajib Pajak diberikan 
imbalan bunga sebesar tarif bunga per 
bulan yang ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan dihitung sejak berakhirnya 
jangka waktu 12 (dua belas) bulan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sampai dengan saat diterbitkan Surat 
Ketetapan Pajak Lebih Bayar.  

(5) Imbalan bunga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) tidak diberi 
dalam hal pemeriksaan bukti 
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UU NOMOR 16 TAHUN 2000 UU NOMOR 11 TAHUN 2020 
permulaan tindak pidana di bidang 
perpajakan:  

a. tidak dilanjutkan dengan 
penyidikan karena Wajib Pajak 
dengan kemauan sendiri 
mengungkapkan ketidakbenaran 
perbuatannya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3); 
atau 

b. dilanjutkan dengan penyidikan, 
tetapi tidak dilanjutkan dengan 
penuntutan tindak pidana di 
bidang perpajakan karena 
dilakukan penghentian penyidikan 
tindak pidana di bidang 
perpajakan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 44B.  

(6) Imbalan bunga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) 
diberikan paling lama 24 (dua puluh 
empat) bulan, serta bagian dari bulan 
dihitung penuh 1 (satu) bulan.  

Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh 
Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dan ayat (4) dihitung 
berdasarkan suku bunga acuan dibagi 12 
(dua belas) yang berlaku pada tanggal 
dimulainya penghitungan imbalan bunga. 

 

Pasal 17C26 

UU NOMOR 16 TAHUN 2000 UU NOMOR 28 TAHUN 2007 

(1) Direktur Jenderal Pajak setelah 
melakukan penelitian atas 
permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak dari Wajib Pajak 
dengan kriteria tertentu, menerbitkan 
Surat Keputusan Pengembalian 
Pendahuluan Kelebihan Pajak paling 
lambat 3 (tiga) bulan sejak 
permohonan diterima untuk Pajak 
Penghasilan dan paling lambat 1(satu) 

(1) Direktur Jenderal Pajak setelah 
melakukan penelitian atas 
permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak dari Wajib Pajak 
dengan kriteria tertentu, menerbitkan 
Surat Keputusan Pengembalian 
Pendahuluan Kelebihan Pajak paling 
lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan 
diterima secara lengkap untuk Pajak 
Penghasilan, dan paling lama 1 (satu) 

 
26  Pasal 17C merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 
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UU NOMOR 16 TAHUN 2000 UU NOMOR 28 TAHUN 2007 
bulan sejak permohonan diterima 
untuk Pajak Pertambahan Nilai. 

bulan sejak permohonan diterima 
secara lengkap untuk Pajak 
Pertambahan Nilai. 

(2) Kriteria tertentu sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan 
dengan Keputusan Menteri Keuangan. 

(2) Kriteria tertentu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. tepat waktu dalam menyampaikan 
Surat Pemberitahuan;  

b. tidak mempunyai tunggakan pajak 
untuk semua jenis pajak, kecuali 
tunggakan pajak yang telah 
memperoleh izin untuk 
mengangsur atau menunda 
pembayaran pajak;  

c. Laporan Keuangan diaudit oleh 
Akuntan Publik atau lembaga 
pengawasan keuangan pemerintah 
dengan pendapat Wajar Tanpa 
Pengecualian selama 3 (tiga) tahun 
berturut-turut; dan  

d. tidak pernah dipidana karena 
melakukan tindak pidana di bidang 
perpajakan berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap dalam 
jangka waktu 5 (lima) tahun 
terakhir.  

(3) Wajib Pajak dengan kriteria tertentu 
sebagaimanadimaksud dalam ayat (2) 
ditetapkan dengan Keputusan 
Direktur Jenderal Pajak. 

(3) Wajib Pajak dengan kriteria tertentu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dengan Keputusan 
Direktur Jenderal Pajak.  

(4) Direktur Jenderal Pajak dapat 
melakukan pemeriksaan terhadap 
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), dan menerbitkan surat 
ketetapan pajak, setelah melakukan 
pengembalian pendahuluan 
kelebihanpajak. 

(4) Direktur Jenderal Pajak dapat 
melakukan pemeriksaan terhadap 
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dan menerbitkan surat 
ketetapan pajak, setelah melakukan 
pengembalian pendahuluan kelebihan 
pajak. 

(5) Apabila berdasarkan hasil 
pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (4), Direktur Jenderal Pajak 
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar, jumlah kekurangan 
pajak ditambah dengan sanksi 
administrasi berupa kenaikan sebesar 

(5) Apabila berdasarkan hasil 
pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4), Direktur Jenderal Pajak 
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar, jumlah kekurangan 
pajak ditambah dengan sanksi 
administrasi berupa kenaikan sebesar 
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UU NOMOR 16 TAHUN 2000 UU NOMOR 28 TAHUN 2007 
100% (seratus persen) dari jumlah 
kekurangan pembayaran pajak." 

100% (seratus persen) dari jumlah 
kekurangan pembayaran pajak.  

 

(6) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak dapat diberikan 
pengembalian pendahuluan kelebihan 
pembayaran pajak apabila: 

a. terhadap Wajib Pajak tersebut 
dilakukan tindakan penyidikan 
tindak pidana di bidang 
perpajakan; 

b. terlambat menyampaikan Surat 
Pemberitahuan Masa untuk suatu 
jenis pajak tertentu 2 (dua) Masa 
Pajak berturut-turut; 

c. terlambat menyampaikan Surat 
Pemberitahuan Masa untuk suatu 
jenis pajak tertentu 3 (tiga) Masa 
Pajak dalam 1 (satu) tahun 
kalender; atau  

d. terlambat menyampaikan Surat 
Pemberitahuan Tahunan.  

(7) Tata cara penetapan Wajib Pajak 
dengan kriteria tertentu diatur dengan 
atau berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan. 

 

Pasal 17D27 

(1) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan 
pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak yang memenuhi 
persyaratan tertentu, menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan 
Kelebihan Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima secara 
lengkap untuk Pajak Penghasilan, dan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan 
diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai. 

(2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diberikan 
pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah:  

a. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;  

b. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan 
jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu;  

 
27  Pasal 17D merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan 

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 
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c. Wajib Pajak badan dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar 
sampai dengan jumlah tertentu; atau  

d. Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak 
Pertambahan Nilai dengan jumlah penyerahan dan jumlah lebih bayar sampai 
dengan jumlah tertentu.  

(3) Batasan jumlah peredaran usaha, jumlah penyerahan, dan jumlah lebih bayar 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan.  

(4) Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menerbitkan surat ketetapan pajak setelah 
melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.  

(5) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Direktur 
Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, jumlah pajak yang 
kurang dibayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 
100% (seratus persen). 

 

Pasal 17E28 

Orang pribadi yang bukan subjek pajak dalam negeri yang melakukan pembelian Barang 
Kena Pajak di dalam daerah pabean yang tidak dikonsumsi di daerah pabean dapat 
diberikan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar, yang ketentuannya 
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

 
BAB IV  

PENAGIH PAJAK 
 

Pasal 18 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 28 TAHUN 2007 
Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak, 
dan Surat Ketetapan Pajak Tambahan 
merupakan dasar penagihan pajak. Tata 
cara pelaksanaan penagihan pajak diatur 
lebih lanjut oleh Menteri Keuangan. 

(1) Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar, serta Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
Tambahan, dan Surat Keputusan 
Pembetulan, Surat Keputusan 
Keberatan, Putusan Banding, serta 
Putusan Peninjauan Kembali, yang 
menyebabkan jumlah pajak yang 
masih harus dibayar bertambah, 
merupakan dasar penagihan pajak. 

(2) Dihapus. 
 

Pasal 19 

 
28  Pasal 17E merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan 

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 
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UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 11 TAHUN 2020 

(1) Apabila atas pajak yang terhutang, pada 
saat jatuh tempo pembayaran tidak 
dibayar atau kurang dibayar, maka atas 
jumlah pajak yang tidak dibayar atau 
kurang dibayar itu, dikenakan bunga 
sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk 
seluruh masa, yang dihitung dari jatuh 
tempo sampai dengan hari pembayaran 
dan bagian dari bulan dihitung penuh 
satu bulan. 

(1) Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar atau Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar Tambahan, serta Surat 
Keputusan Pembetulan, Surat 
Keputusan Keberatan, Putusan 
Banding atau Putusan Peninjauan 
Kembali, yang menyebabkan jumlah 
pajak yang masih harus dibayar 
bertambah, pada saat jatuh tempo 
pelunasan tidak atau kurang dibayar, 
atas jumlah pajak yang tidak atau 
kurang dibayar itu dikenai sanksi 
administratif berupa bunga sebesar 
tarif bunga per bulan yang ditetapkan 
oleh Menteri Keuangan untuk seluruh 
masa, yang dihitung dari tanggal jatuh 
tempo sampai dengan tanggal 
pembayaran atau tanggal 
diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, 
dan dikenakan paling lama 24 (dua 
puluh empat) bulan serta bagian dari 
bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

(2) Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan 
mengangsur, atau menunda 
pembayaran pajak, juga dikenakan 
bunga sebesar 2%, (dua persen) 
sebulan. 

(2) Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan 
mengangsur atau menunda 
pembayaran pajak juga dikenai sanksi 
administratif berupa bunga sebesar 
tarif bunga per bulan yang ditetapkan 
oleh Menteri Keuangan dari jumlah 
pajak yang masih harus dibayar dan 
dikenakan paling lama 24 (dua puluh 
empat) bulan serta bagian dari bulan 
dihitung penuh 1 (satu) bulan. 

(3) Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan 
menunda penyampaian Surat 
Pemberitahuan dan ternyata 
penghitungan sementara pajak yang 
terhutang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal, 3 ayat (5) kurang dari 
jumlah pajak yang sebenarnya 
terhutang, maka atas kekurangan 
pembayaran pajak tersebut, dikenakan 
bunga sebesar 2% (dua persen) 
sebulan yang dihitung dari saat 
berakhirnya kewajiban menyampaikan 
Surat Pemberitahuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf 

(3) Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan 
menunda penyampaian Surat 
Pemberitahuan Tahunan dan ternyata 
penghitungan sementara pajak yang 
terutang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (5) kurang dari 
jumlah pajak yang sebenarnya 
terutang atas kekurangan pembayaran 
pajak tersebut, Wajib Pajak dikenai 
bunga sebesar tarif bunga per bulan 
yang ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan yang dihitung dari saat 
berakhirnya batas waktu 
penyampaian Surat Pemberitahuan 
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UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 11 TAHUN 2020 
b sampai dengan hari dibayarnya 
kekurangan pembayaran tersebut. 

Tahunan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan 
huruf c sampai dengan tanggal 
dibayarnya kekurangan pembayaran 
tersebut dan dikenakan paling lama 24 
(dua puluh empat) bulan serta bagian 
dari bulan dihitung penuh 1 (satu) 
bulan. 

(4) Tarif bunga per bulan yang ditetapkan 
oleh Menteri Keuangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan 
ayat (3) dihitung berdasarkan suku 
bunga acuan dibagi 12 (dua belas) 
yang berlaku pada tanggal dimulainya 
penghitungan sanksi. 
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Pasal 20 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 28 TAHUN 2007 
Menyimpang dari ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9, jumlah pajak yang 
terhutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak, 
Surat Ketetapan Pajak, atau Surat Ketetapan 
Pajak Tambahan ditagih seketika, dalam hal: 

a. Wajib Pajak atau wakilnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 
ayat (2) akan meninggalkan Indonesia 
untuk selama-lamanya ataupun berniat 
untuk itu; 

b. Wajib Pajak atau wakilnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 
ayat (2) menghentikan atau secara 
nyata mengecilkan kegiatan 
perusahaannya atau pekerjaan yang 
dilakukannya di Indonesia ataupun 
memindah tangankan barang bergerak 
atau barang tidak bergerak yang 
dimilikinya atau dikuasainya; 

c. Pembubaran Badan atau niat untuk 
membubarkannya, pernyataan pailit, 
begitu pula dalam hal terjadi penyitaan 
atas barang bergerak atau barang tidak 
bergerak milik Wajib Pajak atau 
wakilnya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 32 ayat (2). 

(1) Atas jumlah pajak yang masih harus 
dibayar, yang berdasarkan Surat 
Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan 
Surat Keputusan Pembetulan, Surat 
Keputusan Keberatan, Putusan 
Banding, serta Putusan Peninjauan 
Kembali yang menyebabkan jumlah 
pajak yang masih harus dibayar 
bertambah, yang tidak dibayar oleh 
Penanggung Pajak sesuai dengan 
jangka waktu sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a) 
dilaksanakan penagihan pajak dengan 
Surat Paksa sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 
perpajakan. 

(2) Dikecualikan dari ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
penagihan seketika dan sekaligus 
dilakukan apabila:  

a. Penanggung Pajak akan 
meninggalkan Indonesia untuk 
selama-lamanya atau berniat untuk 
itu; 

b. Penanggung Pajak 
memindahtangankan barang yang 
dimiliki atau yang dikuasai dalam 
rangka menghentikan atau 
mengecilkan kegiatan perusahaan 
atau pekerjaan yang dilakukannya 
di Indonesia; 

c. terdapat tanda-tanda bahwa 
Penanggung Pajak akan 
membubarkan badan usaha atau 
menggabungkan atau memekarkan 
usaha, atau memindahtangankan 
perusahaan yang dimiliki atau yang 
dikuasainya, atau melakukan 
perubahan bentuk lainnya;  

d. badan usaha akan dibubarkan oleh 
negara; atau  
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e. terjadi penyitaan atas barang 
Penanggung Pajak oleh pihak ketiga 
atau terdapat tanda-tanda 
kepailitan. 

(3) Penagihan pajak dengan Surat Paksa 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 
perpajakan. 

 

Pasal 20A29 

(1) Menteri Keuangan berwenang melakukan kerja sama untuk pelaksanaan bantuan 
penagihan pajak dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra. 

(2) Pelaksanaan bantuan penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, yang meliputi pemberian bantuan penagihan 
pajak dan permintaan bantuan penagihan pajak kepada negara mitra atau yurisdiksi 
mitra.  

(3) Pemberian bantuan penagihan pajak dan permintaan bantuan penagihan pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan perjanjian internasional 
secara resiprokal.  

(4) Negara mitra atau yurisdiksi mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
negara atau yurisdiksi yang terikat dengan Pemerintah Indonesia dalam perjanjian 
internasional.  

(5) Perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perjanjian 
bilateral atau multilateral yang mengatur kerja sama mengenai hal yang berkaitan 
dengan bantuan penagihan pajak, meliputi:  

a. persetujuan penghindaran pajak berganda;  

b. konvensi tentang bantuan administratif bersama di bidang perpajakan; atau  

c. perjanjian bilateral atau multilateral lainnya.  

(6) Bantuan penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2l'dapat dilakukan 
setelah diterima klaim pajak dari negara mitra atau yurisdiksi mitra.  

(7) Klaim pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan instrumen legal dari 
negara mitra atau yurisdiksi mitra yang paling sedikit memuat: a. nilai klaim pajak 
yang dimintakan bantuan penagihan; dan b. identitas penanggung pajak atas klaim 
pajak.  

(8) Klaim pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan dasar penagihan pajak 
yang dilaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangundangan di bidang perpajakan yang berlaku mutatis mutandis 
dengan ketentuan penagihan pajak yang berlaku di negara mitra atau yurisdiksi 
mitra.  

 
29  Pasal 20A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Himpunan 

Peraturan Perpajakan. 
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(9) Hasil penagihan pajak atas klaim pajak dari Negara mitra atau yurisdiksi mitra 
ditampung dalam rekening pemerintah lainnya sebelum dikirimkan ke negara mitra 
atau yurisdiksi mitra. 

 

Pasal 21 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 28 TAHUN 2007 

(1) Negara mempunyai hak mendahului 
untuk tagihan pajak atas barang-barang 
Wajib Pajak begitu pula atas barang-
barang milik wakilnya, serta orang atau 
Badan yang menurut Pasal 32 ayat 
(2)dan ketentuan undang-undang 
perpajakan lainnya, bertanggung jawab 
secara pribadi dan/ atau secara 
renteng. 

(1) Negara mempunyai hak mendahulu 
untuk utang pajak atas barang-barang 
milik Penanggung Pajak. 

(2) Ketentuan tentang hak mendahulu 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
meliputi pokok pajak, bunga, denda 
administrasi, kenaikan, dan biaya 
penagihan. 

(2) Ketentuan tentang hak mendahulu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi pokok pajak, sanksi 
administrasi berupa bunga, denda, 
kenaikan, dan biaya penagihan pajak. 

(3) Hak mendahulu untuk tagihan pajak 
melebihi segala hak mendahulu 
lainnya, kecuali terhadap hak 
mendahulu dari pihak- pihak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
1139 angka 1 dan angka 4, Pasal 1149 
angka 1 Kitab Undang-undang Hukum 
Perdata dan dalam Pasal 80 dan Pasal 
81 Kitab Undang-undang Hukum 
Dagang. 

(3) Hak mendahulu untuk utang pajak 
melebihi segala hak mendahulu 
lainnya, kecuali terhadap:  

a. biaya perkara yang hanya 
disebabkan oleh suatu 
penghukuman untuk melelang 
suatu barang bergerak dan/atau 
barang tidak bergerak;  

b. biaya yang telah dikeluarkan untuk 
menyelamatkan barang dimaksud; 
dan/atau  

c. biaya perkara, yang hanya 
disebabkan oleh pelelangan dan 
penyelesaian suatu warisan. 

(4) Hak mendahulu itu hilang setelah 
lampau waktu dua tahun sejak tanggal 
diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat 
Ketetapan Pajak, atau Surat Ketetapan 
Pajak Tambahan, kecuali apabila dalam 
jangka waktu Surat Paksa untuk 
membayar itu diberitahukan secara 
resmi, atau diberikan penundaan 
pembayaran. 

(3a) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan 
pailit, bubar, atau dilikuidasi maka 
kurator, likuidator, atau orang atau 
badan yang ditugasi untuk melakukan 
pemberesan dilarang membagikan 
harta Wajib Pajak dalam pailit, 
pembubaran atau likuidasi kepada 
pemegang saham atau kreditur lainnya 
sebelum menggunakan harta tersebut 
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untuk membayar utang pajak Wajib 
Pajak tersebut. 

(5) Dalam hal Surat Paksa untuk membayar 
diberitahukan secara resmi, jangka 
waktu dua tahun sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (4), dihitung 
sejak tanggal pemberitahuan Surat 
Paksa, atau dalam hal diberikan 
penundaan pembayaran jangka waktu 
dua tahun tersebut ditambah dengan 
jangka waktu penundaan pembayaran. 

(4) Hak mendahulu hilang setelah 
melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak 
tanggal diterbitkan Surat Tagihan 
Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar Tambahan, Surat Keputusan 
Pembetulan, Surat Keputusan 
Keberatan, Putusan Banding, atau 
Putusan Peninjauan Kembali yang 
menyebabkan jumlah pajak yang 
harus dibayar bertambah. 

(5) Perhitungan jangka waktu hak 
mendahulu ditetapkan sebagai 
berikut:  

a. dalam hal Surat Paksa untuk 
membayar diberitahukan secara 
resmi maka jangka waktu 5 (lima) 
tahun sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) dihitung sejak 
pemberitahuan Surat Paksa; atau  

b. dalam hal diberikan penundaan 
pembayaran atau persetujuan 
angsuran pembayaran maka 
jangka waktu 5 (lima) tahun 
tersebut dihitung sejak batas akhir 
penundaan diberikan 

 

Pasal 22 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 28 TAHUN 2007 
Hak untuk melakukan penagihan pajak 
termasuk bunga denda administrasi, 
kenaikan dan biaya penagihan gugur 
setelah lampau waktu lima tahun terhitung 
sejak saat terhutangnya pajak atau 
berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun 
Pajak, atau Tahun Pajak yang bersangkutan, 
kecuali apabila Wajib Pajak melakukan 
tindak pidana di bidang perpajakan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 
(7) dan Pasal 15 ayat (4). 

(1) Hak untuk melakukan penagihan 
pajak, termasuk bunga, denda, 
kenaikan, dan biaya penagihan pajak, 
daluwarsa setelah melampaui waktu 5 
(lima) tahun terhitung sejak 
penerbitan Surat Tagihan Pajak, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta 
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
Tambahan, dan Surat Keputusan 
Pembetulan, Surat Keputusan 
Keberatan, Putusan Banding, serta 
Putusan Peninjauan Kembali. 
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 (2) Daluwarsa penagihan pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tertangguh apabila: 

a. diterbitkan Surat Paksa;  

b. ada pengakuan utang pajak dari 
Wajib Pajak baik langsung maupun 
tidak langsung;  

c. diterbitkan Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), 
atau Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar Tambahan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4); 
atau 

d. dilakukan penyidikan tindak 
pidana di bidang perpajakan. 

 

Pasal 23 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 28 TAHUN 2007 
Jumlah pajak yang terhutang berdasarkan 
Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak, 
dan Surat Ketetapan Pajak Tambahan yang 
tidak dibayar pada waktunya dapat ditagih 
dengan Surat Paksa. 

(1) Dihapus. 

(2) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung 
Pajak terhadap: a. pelaksanaan Surat 
Paksa, Surat Perintah Melaksanakan 
Penyitaan, atau Pengumuman Lelang; 
b. keputusan pencegahan dalam 
rangka penagihan pajak; c. keputusan 
yang berkaitan dengan pelaksanaan 
keputusan perpajakan, selain yang 
ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan 
Pasal 26; atau d. penerbitan surat 
ketetapan pajak atau Surat Keputusan 
Keberatan yang dalam penerbitannya 
tidak sesuai dengan prosedur atau tata 
cara yang telah diatur dalam 
ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan hanya dapat 
diajukan kepada badan peradilan 
pajak. 

(3) Dihapus. 
 

Pasal 24 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 28 TAHUN 2007 
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Tata cara penghapusan piutang pajak dan 
penetapan besarnya penghapusan diatur 
oleh Menteri Keuangan. 

Tata cara penghapusan piutang pajak dan 
penetapan besarnya penghapusan diatur 
dengan atau berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan. 

 

BAB V  
KEBERATAN DAN BANDING 

 

Pasal 25 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 7 TAHUN 2021 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan 
keberatan kepada Direktur Jenderal 
Pajak atas suatu : 

a. Surat Pemberitaan; 

b. Surat Ketetapan Pajak; 

c. Surat Ketetapan Pajak Tambahan; 

d. Surat Keputusan Kelebihan 
Pembayaran; 

e. Pemotongan atau pemungutan oleh 
pihak ketiga berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 
perpajakan. 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan 
keberatan hanya kepada Direktur 
Jenderal Pajak atas suatu:  

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar;  

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar Tambahan;  

c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;  

d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; 
atau  

e. pemotongan atau pemungutan 
pajak oleh pihak ketiga 
berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpaj akan. 

(2) Keberatan diajukan secara tertulis 
dalam bahasa Indonesia dengan 
menyatakan alasan-alasan secara jelas. 

(2) Keberatan diajukan secara tertulis 
dalam bahasa Indonesia dengan 
mengemukakan jumlah pajak yang 
terutang, jumlah pajak yang dipotong 
atau dipungut, atau jumlah rugi 
menurut penghitungan Wajib Pajak 
dengan disertai alasan yang menjadi 
dasar penghitungan. 

(3) Keberatan harus diajukan, dalam 
jangka waktu tiga bulan sejak tanggal 
surat, tanggal pemotongan atau 
pemungutan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), kecuali apabila Wajib 
Pajak dapat menunjukkan bahwa 
jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi 
karena keadaan di luar 
kekuasaannya.30 

(3) Keberatan harus diajukan dalam 
jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak 
tanggal dikirim surat ketetapan pajak 
atau sejak tanggal pemotongan atau 
pemungutan pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) kecuali 
apabila Wajib Pajak dapat 
menunjukkan bahwa jangka waktu 

 
30  Berdasarkan Pasal 28 Perpu Nomor 1 Tahun 2020 menentukan bahwa jangka waktu yang diatur dalam ketentuan 

tersebut dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan 
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tersebut tidak dapat dipenuhi karena 
keadaan di luar kekuasaannya. 

(4) Tanda penerimaan Surat Keberatan 
yang diberikan oleh pejabat Direktorat 
Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk itu 
atau tanda pengiriman Surat Keberatan 
melalui pos tercatat menjadi tanda 
bukti penerimaan Surat Keberatan 
tersebut bagi kepentingan Wajib Pajak. 

(3a)Dalam hal Wajib Pajak mengajukan 
keberatan atas surat ketetapan pajak, 
Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang 
masih harus dibayar paling sedikit 
sejumlah yang telah disetujui Wajib 
Pajak dalam pembahasan akhir hasil 
pemeriksaan, sebelum surat keberatan 
disampaikan. 

  

(5) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk 
keperluan pengajuan keberatan, 
Direktur Jenderal Pajak wajib 
memberikan secara tertulis hal-hal 
yang menjadi dasar pengenaan, 
pemotongan, atau pemungutan pajak. 

(4) Keberatan yang tidak memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau 
ayat (3a) bukan merupakan surat 
keberatan sehingga tidak 
dipertimbangkan. 

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda 
kewajiban membayar pajak. 

(5) Tanda penerimaan surat keberatan 
yang diberikan oleh pegawai 
Direktorat Jenderal Pajak yang 
ditunjuk untuk menerima surat 
keberatan atau tanda pengiriman 
surat keberatan melalui pos dengan 
bukti pengiriman surat, atau melalui 
cara lain yang diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan menjadi tanda bukti 
penerimaan surat keberatan. 

(6) Apabila diminta oleh Wajib Pajak 
untuk keperluan pengajuan keberatan, 
Direktur Jenderal Pajak wajib 
memberikan keterangan secara 
tertulis hal-hal yang menjadi dasar 
pengenaan pajak, penghitungan rugi, 
atau pemotongan atau pemungutan 
pajak. 

(7) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan 
keberatan, jangka waktu pelunasan 
pajak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a) atas 
jumlah pajak yang belum dibayar pada 
saat pengajuan keberatan, tertangguh 
sampai dengan 1 (satu) bulan sejak 

 
penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9) danlatau dalam rangka menghadapi ancaman yang 
membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. 
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tanggal penerbitan Surat Keputusan 
Keberatan. 

(8) Jumlah pajak yang belum dibayar pada 
saat pengajuan permohonan 
keberatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (71tidak termasuk sebagai 
utang pajak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (la). 

(9) Dalam hal keberatan Wajib Pajak 
ditolak atau dikabulkan sebagian, 
Wajib Pajak dikenai sanksi 
administratif berupa denda sebesar 
30% (tiga puluh persen) dari jumlah 
pajak berdasarkan keputusan 
keberatan dikurangi dengan pajak 
yang telah dibayar sebelum 
mengajukan keberatan. 

(10) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan 
permohonan banding, sanksi 
administratif berupa denda sebesar 
30% (tiga puluh persen) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (9) tidak 
dikenakan. 

 

Pasal 26 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 PERPU NOMOR 1 TAHUN 2020 

(1) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka 
waktu paling lama dua belas bulan 
sejak tanggal Surat Keberatan diterima, 
harus memberi keputusan atas 
keberatan yang diajukan. 

(1) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka 
waktu paling lama 12 (dua belas) 
bulan sejak tanggal surat keberatan 
diterima harus memberi keputusan 
atas keberatan yang diajukan. 

(2) Sebelum surat keputusan diterbitkan, 
Wajib Pajak dapat menyampaikan 
alasan tambahan atau penjelasan 
tertulis. 

(2) Sebelum surat keputusan diterbitkan, 
Wajib Pajak dapat menyampaikan 
alasan tambahan atau penjelasan 
tertulis. 

(3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas 
keberatan dapat berupa menerima 
seluruhnya atau sebagian, menolak 
atau menambah besarnya jumlah pajak 
yang terhutang. 

(3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak 
atas keberatan dapat berupa 
mengabulkan seluruhnya atau 
sebagian, menolak atau menambah 
besarnya jumlah pajak yang masih 
harus dibayar. 

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan 
keberatan atas ketetapan pajak yang 
ditentukan dalam Pasal 13 ayat (1) 

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan 
keberatan atas surat ketetapan pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
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huruf b dan huruf d, Wajib Pajak yang 
bersangkutan harus dapat 
membuktikan ketidakbenaran 
ketetapan pajak tersebut. 

13 ayat (1) huruf b dan huruf d, Wajib 
Pajak yang bersangkutan harus dapat 
membuktikan ketidakbenaran 
ketetapan pajak tersebut. 

(5) Apabila jangka waktu sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) telah lewat 
dan Direktur Jenderal Pajak tidak 
memberi suatu keputusan maka 
keberatan yang diajukan tersebut 
dianggap diterima. 

(5) Apabila jangka waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) telah 
terlampaui dan Direktur Jenderal 
Pajak tidak memberi suatu keputusan, 
keberatan yang diajukan tersebut 
dianggap dikabulkan. 

 

Pasal 26A31 

(1) Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan diatur dengan atau berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan.  

(2) Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), antara lain, mengatur tentang pemberian hak kepada Wajib Pajak untuk hadir 
memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya.  

(3) Apabila Wajib Pajak tidak menggunakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
proses keberatan tetap dapat diselesaikan.  

(4) Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau 
keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, 
selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak 
dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud 
tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya. 

 

Pasal 27 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 7 TAHUN 2021 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding 
kepada badan peradilan pajak terhadap 
keputusan yang ditetapkan oleh 
Direktur Jenderal Pajak mengenai 
keberatannya dalam jangka waktu tiga 
bulan sejak tanggal keputusan 
ditetapkan, dengan dilampiri salinan 
Surat Keputusan tersebut. 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan 
permohonan banding hanya kepada 
badan peradilan pajak atas Surat 
Keputusan Keberatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1). 

(2) Permohonan banding diajukan secara 
tertulis dalam bahasa Indonesia. 

(2) Putusan Pengadilan Pajak merupakan 
putusan pengadilan khusus di 
lingkungan peradilan tata usaha 
negara. 

(3) Pengajuan permohonan banding tidak 
menunda kewajiban membayar pajak. 

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diajukan secara tertulis 

 
31  Pasal 26A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Himpunan 

Peraturan Perpajakan. 
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dalam bahasa Indonesia dengan alasan 
yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan 
sejak Surat Keputusan Keberatan 
diterima dan dilampiri dengan salinan 
Surat Keputusan Keberatan tersebut. 

(4) Dihapus. 
(4a)Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk 

keperluan pengajuan permohonan 
banding, Direktur Jenderal Pajak harus 
memberikan keterangan secara tertulis 
hal yang menjadi dasar Surat Keputusan 
Keberatan yang diterbitkan paling lama 
1 (satu) bulan terhitung sejak 
permintaan tertulis diterima oleh 
Direktur Jenderal Pajak. 

(5) Dihapus. 
(5a)Dalam hal Wajib Pajak mengajukan 

banding, jangka waktu pelunasan pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
ayat (3), ayat (3a), atau Pasal 25 ayat 
(71, atas jumlah pajak yang belum 
dibayar pada saat pengajuan keberatan, 
tertangguh sampai dengan 1 (satu) 
bulan sejak tanggal penerbitan Putusan 
Banding. 

(5b)Jumlah pajak yang belum dibayar pada 
saat pengajuan permohonan keberatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) 
tidak termasuk sebagai utang pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
ayat (1) dan ayat (1a). 

(5c)Jumlah pajak yang belum dibayar pada 
saat pengajuan permohonan banding 
tidak termasuk sebagai utang pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
ayat (1) dan ayat (1a) sampai dengan 
Putusan Banding diterbitkan. 

(5d)Dalam hal permohonan banding ditolak 
atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak 
dikenai sanksi administratif berupa 
denda sebesar 60% (enam puluh 
persen) dari jumlah pajak berdasarkan 
Putusan Banding dikurangi dengan 
pembayaran pajak yang telah dibayar 
sebelum mengajukan keberatan. 
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(5e)Dalam hal Wajib Pajak atau Direktur 

Jenderal Pajak mengajukan 
permohonan peninjauan kembali, 
pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak 
tidak ditangguhkan atau dihentikan. 

(5f)Dalam hal Putusan Peninjauan Kembali 
yang menyebabkan jumlah pajak yang 
masih harus dibayar bertambah, dikenai 
sanksi administratif berupa denda 
sebesar 600/o (enam puluh persen) dari 
jumlah pajak berdasarkan Putusan 
Peninjauan Kembali dikurangi dengan 
pembayaran pajak yang telah dibayar 
sebelum mengajukan keberatan. 

(5g)Surat Tagihan Pajak atas sanksi 
administratif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (50 diterbitkan paling lama 2 
(dua) tahun sejak tanggal diterima 
Putusan Peninjauan Kembali oleh 
Direktur Jenderal Pajak. 

(6) Badan peradilan pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan dalam 
Pasal 23 ayat (2) diatur dengan 
undang-undang. 
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Pasal 27A32 

UU NOMOR 16 TAHUN 2000 UU NOMOR 11 TAHUN 
2020 

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding 
diterima sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan 
pembayaran dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 
sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk selama-lamanya dua 
puluh empat bulan." 

Dihapus. 

 

Pasal 27B33 

(1) Wajib Pajak diberikan imbalan bunga dalam hal pengajuan keberatan, permohonan 
banding, atau permohonan peninjauan kembali yang dikabulkan sebagian atau 
seluruhnya sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.  

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap kelebihan 
pembayaran pajak paling banyak sebesar jumlah lebih bayar yang disetujui Wajib 
Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan yang 
menyatakan lebih bayar yang telah diterbitkan: a. Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar; b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; c. Surat Ketetapan Pajak 
Lebih Bayar; atau d. Surat Ketetapan Pajak Nihil.  

(3) Wajib Pajak diberi imbalan bunga dalam hal permohonan pembetulan, permohonan 
pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, atau permohonan pengurangan 
atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya 
sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.  

(4) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberikan:  

a. berdasarkan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan 
berdasarkan suku bunga acuan dibagi 12 (dua belas); dan 

b. diberikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung 
penuh 1 (satu) bulan.  

(5) Tarif bunga per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang digunakan sebagai 
dasar penghitungan imbalan bunga adalah tarif bunga per bulan yang berlaku pada 
tanggal dimulainya penghitungan imbalan bunga.  

(6) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal 
penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Nihil 
sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, 
atau Putusan Peninjauan Kembali.  

(7) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung: 

 
32  Pasal 27A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
sebagaimana dihapus dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

33  Pasal 27B merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja. 



 

 

PANLAK UU/PUSPANLAK UU TW III 

i2022 

71 PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG, BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 

 

a. sejak tanggal pembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sampai dengan tanggal diterbitkannya 
Surat Keputusan Pembetulan, surat keputusan pengurangan, atau pembatalan 
surat ketetapan pajak;  

b. sejak tanggal penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat Ketetapan 
Pajak Nihil sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, 
surat keputusan pengurangan, atau pembatalan surat ketetapan pajak; atau  

c. sejak tanggal pembayaran Surat Tagihan Pajak sampai dengan tanggal 
diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, surat keputusan pengurangan, atau 
pembatalan Surat Tagihan Pajak.  

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian imbalan bunga diatur dengan 
atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

 

Pasal 27C34 

(1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melaksanakan prosedur persetujuan bersama 
untuk mencegah atau menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam penerapan 
persetujuan penghindaran pajak berganda.  

(2) Prosedur persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan 
oleh:  

a. Wajib Pajak dalam negeri;  

b. Direktur Jenderal Pajak;  

c. pejabat berwenang negara mitra atau yurisdiksi mitra persetujuan penghindaran 
pajak berganda; atau  

d. warga negara Indonesia melalui Direktur Jenderal Pajak terkait perlakuan 
diskriminatif di negara mitra atau yurisdiksi mitra persetujuan penghindaran pajak 
berganda yang bertentangan dengan ketentuan mengenai nondiskriminasi, sesuai 
dengan ketentuan dan batas waktu sebagaimana diatur dalam persetujuan 
penghindaran pajak berganda.  

(3) Permintaan pelaksanaan prosedur persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada 
ayat (21 huruf a, huruf b, dan huruf c dapat diajukan bersamaan dengan permohonan 
Wajib Pajak dalam negeri untuk mengajukan: 

a. keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;  

b. permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27; atau  

c. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b.  

(4) Dalam hal pelaksanaan prosedur persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf b belum menghasilkan persetujuan bersama sampai dengan Putusan 
Banding atau Putusan Peninjauan Kembali diucapkan, Direktur Jenderal Pajak:  

 
34  Pasal 27C merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 
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a. melanjutkan perundingan, dalam hal materi sengketa yang diputus dalam Putusan 
Banding atau Putusan Peninjauan Kembali bukan merupakan materi yang diajukan 
prosedur persetujuan bersama; atau  

b. menggunakan Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kernbali sebagai posisi 
dalam perundingan atau menghentikan perundingan, dalam hal materi sengketa 
yang diputus merupakan materi yang diajukan prosedur persetujuan bersama.  

(5) Direktur Jenderal Pajak menindaklanjuti hasil pelaksanaan prosedur persetujuan 
bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan 
tentang persetujuan bersama.  

(6) Surat keputusan tentang persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
termasuk dasar pengembalian pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (1a) 
atau dasar penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. 

 
BAB VI  

PEMBUKAAN DAN PEMERIKSAAN 
 

Pasal 28 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 28 TAHUN 2007 

(1) Orang atau Badan yang melakukan 
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di 
Indonesia harus mengadakan 
pembukuan yang dapat menyajikan 
keteranganketerangan yang cukup 
untuk menghitung Penghasilan Kena 
Pajak atau harga perolahan dan 
penyerahan barang atau jasa guna 
penghitungan jumlah pajak terhitung 
berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. 

(1) Wajib Pajak orang pribadi yang 
melakukan kegiatan usaha atau 
pekerjaan bebas dan Wajib Pajak 
badan di Indonesia wajib 
menyelenggarakan pembukuan. 

(2) Bagi Wajib Pajak yang menurut 
ketentuan peraturan perundang- 
undangan perpajakan dibebaskan dari 
kewajiban untuk mengadakan 
pembukuan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), sekurang- kurangnya 
harus menyelenggarakan pencatatan 
untuk dijadikan dasar pengenaan pajak 
yang terhutang. 

(2) Wajib Pajak yang dikecualikan dari 
kewajiban menyelenggarakan 
pembukuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), tetapi wajib melakukan 
pencatatan, adalah Wajib Pajak orang 
pribadi yang melakukan kegiatan 
usaha atau pekerjaan bebas yang 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan 
diperbolehkan menghitung 
penghasilan neto dengan 
menggunakan Norma Penghitungan 
Penghasilan Neto dan Wajib Pajak 
orang pribadi yang tidak melakukan 
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. 
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(3) Pembukuan atau pencatatan tersebut 
harus diselenggarakan dengan 
memperhatikan itikad baik dan 
mencerminkan keadaan atau kegiatan 
usaha yang sebenarnya. 

(3) Pembukuan atau pencatatan tersebut 
harus diselenggarakan dengan 
memperhatikan iktikad baik dan 
mencerminkan keadaan atau kegiatan 
usaha yang sebenarnya. 

(4) Pembukuan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) sekurang - kurangnya 
terdiri dari catatan yang dikerjakan 
secara teratur tentang keadaan kas dan 
bank, daftar hutang-piutang dari daftar 
persediaan barang, dan pada setiap 
Tahun Pajak berakhir Wajib Pajak 
harus menutup pembukuannya dengan 
membuat neraca dan perhitungan rugi 
laba berdasarkan prinsip pembukuan 
yang taat asas (konsisten) dengan 
tahun sebelumnya. 

(4) Pembukuan atau pencatatan harus 
diselenggarakan di Indonesia dengan 
menggunakan huruf Latin, angka Arab, 
satuan mata uang Rupiah, dan disusun 
dalam bahasa Indonesia atau dalam 
bahasa asing yang diizinkan oleh 
Menteri Keuangan. 

(5) Pembukuan atau pencatatan harus 
diselenggarakan di Indonesia dengan 
menggunakan huruf Latin, angka Arab, 
satuan mata uang rupiah, dan disusun 
dalam bahasa Indonesia atau dalam 
bahasa asing yang diizinkan oleh 
Menteri Keuangan. 

(5) Pembukuan diselenggarakan dengan 
prinsip taat asas dan dengan stelsel 
akrual atau stelsel kas. 

(6) Pembukuan atau pencatatan dan 
dokumen yang menjadi dasarnya serta 
dokumen lain yang berhubungan 
dengan kegiatan usaha atau pekerjaan 
bebas Wajib Pajak harus disimpan 
selama sepuluh tahun. 

(6) Perubahan terhadap metode 
pembukuan dan/atau tahun buku 
harus mendapat persetujuan dari 
Direktur Jenderal Pajak. 

(7) Pembukuan sekurang-kurangnya 
terdiri atas catatan mengenai harta, 
kewajiban, modal, penghasilan dan 
biaya, serta penjualan dan pembelian 
sehingga dapat dihitung besarnya 
pajak yang terutang. 

(8) Pembukuan dengan menggunakan 
bahasa asing dan mata uang selain 
Rupiah dapat diselenggarakan oleh 
Wajib Pajak setelah mendapat izin 
Menteri Keuangan. 

(9) Pencatatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) terdiri atas data yang 
dikumpulkan secara teratur tentang 
peredaran atau penerimaan bruto 
dan/atau penghasilan bruto sebagai 
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dasar untuk menghitung jumlah pajak 
yang terutang, termasuk penghasilan 
yang bukan objek pajak dan/atau yang 
dikenai pajak yang bersifat final. 

(10)Dihapus. 

(11)Buku, catatan, dan dokumen yang 
menjadi dasar pembukuan atau 
pencatatan dan dokumen lain 
termasuk hasil pengolahan data dari 
pembukuan yang dikelola secara 
elektronik atau secara program 
aplikasi on-line wajib disimpan selama 
10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu 
di tempat kegiatan atau tempat tinggal 
Wajib Pajak orang pribadi, atau di 
tempat kedudukan Wajib Pajak badan. 

(12)Bentuk dan tata cara pencatatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diatur dengan atau berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan. 

 

Pasal 29 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 28 TAHUN 2007 

(1) Direktur Jenderal Pajak berwenang 
melakukan pemeriksaan untuk 
menetapkan besarnya jumlah pajak 
yang terhutang dan untuk tujuan lain 
dalam rangka melaksanakan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 
perpajakan. 

(1) Direktur Jenderal Pajak berwenang 
melakukan pemeriksaan untuk 
menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan 
untuk tujuan lain dalam rangka 
melaksanakan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. 

(2) Untuk keperluan pemeriksaan petugas 
pemeriksa harus dilengkapi dengan 
Surat Perintah Pemeriksaan dan harus 
memperlihatkannya kepada Wajib 
Pajak yang diperiksa. 

(2) Untuk keperluan pemeriksaan, 
petugas pemeriksa harus memiliki 
tanda pengenal pemeriksa dan 
dilengkapi dengan Surat Perintah 
Pemeriksaan serta 
memperlihatkannya kepada Wajib 
Pajak yang diperiksa. 

(3) Wajib Pajak yang diperiksa harus : 

a. memperlihatkan dan meminjamkan 
pembukuan atau pencatatan, 
dokumen yang menjadi dasarnya, 
dan dokumen lain yang 
berhubungan dengan kegiatan 

(3) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:  

a. memperlihatkan dan/atau 
meminjamkan buku atau catatan, 
dokumen yang menjadi dasarnya, 
dan dokumen lain yang 
berhubungan dengan penghasilan 
yang diperoleh, kegiatan usaha, 
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usaha atau pekerjaan bebas Wajib 
Pajak; 

b. memberi kesempatan untuk 
memasuki tempat atau ruangan 
yang dipandang perlu dan memberi 
bantuan guna kelancaran 
pemeriksaan; 

c. memberikan keterangan yang 
diperlukan 

pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau 
objek yang terutang pajak; 

b. memberikan kesempatan untuk 
memasuki tempat atau ruang yang 
dipandang perlu dan memberi 
bantuan guna kelancaran 
pemeriksaan; dan/atau 

c. memberikan keterangan lain yang 
diperlukan. 

(4) Apabila dalam pengungkapan 
pembukuan, pencatatan, atau dokumen 
serta keterangan yang diminta, Wajib 
Pajak yang terikat oleh suatu kewajiban 
untuk merahasiakan, maka kewajiban 
untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh 
permintaan untuk keperluan 
pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (3), sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

(3a)Buku, catatan, dan dokumen, serta data, 
informasi, dan keterangan lain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling 
lama 1 (satu) bulan sejak permintaan 
disampaikan 

(3b)Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi 
yang melakukan kegiatan usaha atau 
pekerjaan bebas tidak memenuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) sehingga tidak dapat dihitung 
besarnya penghasilan kena pajak, 
penghasilan kena pajak tersebut dapat 
dihitung secara jabatan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan. 

(4) Apabila dalam mengungkapkan 
pembukuan, pencatatan, atau 
dokumen serta keterangan yang 
diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu 
kewajiban untuk merahasiakannya, 
maka kewajiban untuk merahasiakan 
itu ditiadakan oleh permintaan untuk 
keperluan pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 

 

Pasal 29A35 

Terhadap Wajib Pajak badan yang pernyataan pendaftaran emisi sahamnya telah 
dinyatakan efektif oleh badan pengawas pasar modal dan menyampaikan Surat 
Pemberitahuan dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan 
Publik dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian yang:  

a. Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak menyatakan lebih bayar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17B; atau  

 
35  Pasal 29A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan 

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 
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b. terpilih untuk diperiksa berdasarkan analisis risiko dapat dilakukan pemeriksaan 
melalui Pemeriksaan Kantor. 

 

Pasal 30 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 28 TAHUN 2007 
Direktur Jenderal Pajak berwenang 
melakukan penyegelan tempat atau 
ruangan tertentu, bila Wajib Pajak tidak 
memenuhi kewajiban sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b. 

(1) Direktur Jenderal Pajak berwenang 
melakukan penyegelan tempat atau 
ruangan tertentu serta barang 
bergerak dan/atau tidak bergerak 
apabila Wajib Pajak tidak memenuhi 
kewajiban sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b 

(2) Tata cara penyegelan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 
atau berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan. 

 

Pasal 31 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 28 TAHUN 2007 
Tata cara pemeriksaan diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Pemerintah 

(1) Tata cara pemeriksaan diatur dengan 
atau berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan. 

(2) Tata cara pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) di antaranya 
mengatur tentang pemeriksaan ulang, 
jangka waktu pemeriksaan, kewajiban 
menyampaikan surat pemberitahuan 
hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak, 
dan hak Wajib Pajak untuk hadir 
dalam pembahasan akhir hasil 
pemeriksaan dalam batas waktu yang 
ditentukan. 

(3) Apabila dalam pelaksanaan 
pemeriksaan Wajib Pajak tidak 
memenuhi kewajiban sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) 
sehingga penghitungan penghasilan 
kena pajak dilakukan secara jabatan, 
Direktur Jenderal Pajak wajib 
menyampaikan surat pemberitahuan 
hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak 
dan memberikan hak kepada Wajib 
Pajak untuk hadir dalam pembahasan 
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UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 28 TAHUN 2007 
akhir hasil pemeriksaan dalam batas 
waktu yang ditentukan. 

 

BAB VII  
KETENTUAN KHUSUS 

 

Pasal 32 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 7 TAHUN 2021 

(1) Dalam menjalankan hak dan memenuhi 
kewajiban menurut ketentuan 
peraturan perundang-undangan 
perpajakan, Wajib Pajak diwakili, 
dalam hal  

a. Badan oleh pengurus; 

b. Badan dalam pembubaran atau 
pailit oleh orang atau Badan yang 
dibebani dengan pemberesan; 

c. suatu warisan yang belum terbagi 
oleh salah seorang ahli warisnya, 
pelaksana wasiatnya atau yang 
mengurus harta peninggalannya; 

d. anak yang belum dewasa atau orang 
yang berada dalam pengampunan 
oleh wali atau pengampunya. 

(1) Dalam menjalankan hak dan 
kewajiban sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangundangan 
perpajakan, Wajib Pajak diwakili 
dalam hal:  

a. badan oleh pengurus; 

b. badan yang dinyatakan pailit oleh 
kurator;  

c. badan dalam pembubaran oleh 
orang atau badan yang ditugasi 
untuk melakukan pemberesan;  

d. badan dalam likuidasi oleh 
likuidator;  

e. suatu warisan yang belum terbagi 
oleh salah seorang ahli warisnya, 
pelaksana wasiatnya atau yang 
mengurus harta peninggalannya; 
atau  

f. anak yang belum dewasa atau 
orang yang berada dalam 
pengampuan oleh wali atau 
pengampunya. 

(2) Wakil sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) bertanggung jawab secara 
pribadi dan/atau secara renteng atas 
pembayaran pajak yang terhutang, 
kecuali apabila dapat membuktikan 
dan meyakinkan Direktur Jenderal 
Pajak, bahwa mereka dalam 
kedudukannya benar-benar tidak 
mungkin untuk dibebani tanggung 
jawab atas pajak yang terhutang 
tersebut. 

(2) Wakil sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) bertanggungjawab secara 
pribadi dan/atau secara renteng atas 
pembayaran pajak yang terutang, 
kecuali apabila dapat membuktikan 
dan meyakinkan Direktur Jenderal 
Pajak bahwa mereka dalam 
kedudukannya benar-benar tidak 
mungkin untuk dibebani tanggung 
jawab atas pajak yang terutang 
tersebut. 

(3) Orang atau Badan dapat menunjuk 
seorang kuasa dengan surat kuasa 

(3) Orang pribadi atau badan dapat 
menunjuk seorang kuasa dengan surat 
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UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 7 TAHUN 2021 
khusus untuk menjalankan hak dan 
memenuhi kewajiban menurut 
ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan. 

kuasa khusus untuk menjalankan hak 
dan memenuhi kewajiban sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. 

(3a)Seorang kuasa yang ditunjuk 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
harus mempunyai kompetensi tertentu 
dalam aspek perpajakan, kecuali kuasa 
yang ditunjuk merupakan suami, istri, 
atau keluarga sedarah atau semenda 
sampai dengan derajat kedua. 

(4) Termasuk dalam pengertian pengurus 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a adalah orang yang nyata-nyata 
mempunyai wewenang ikut 
menentukan kebijaksanaan dan/atau 
mengambil keputusan dalam 
menjalankan perusahaan. 

 

Pasal 32A36 

(1) Menteri Keuangan menunjuk pihak lain untuk melakukan pemotongan, pemungutan, 
penyetoran, dan/atau pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan.  

(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pihak yang terlibat 
langsung atau memfasilitasi transaksi antarpihak yang bertransaksi. 

(3) Penetapan, penagihan, upaya hukum, dan pengenaan sanksi terhadap Wajib Pajak 
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 
berlaku secara mutatis mutandis terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada 
ayat (21.  

(4) Dalam hal pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (21 merupakan 
penyelenggara sistem elektronik, selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), terhadap penyelenggara sistem elektronik dimaksud dapat dikenai sanksi 
berupa pemutusan akses setelah diberikan teguran.  

(5) Dalam hal pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah melakukan 
pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan setelah diberikan teguran, terhadap 
pihak lain tidak dikenai sanksi pemutusan akses.  

(6) Dalam hal pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah melakukan 
pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilakukan pemutusan akses, 
terhadap pihak iain dilakukan normalisasi akses kembali. 

 
36  Pasal 32A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 
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(7) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan 
informatika berwenang melakukan pemutusan akses sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) dan melakukan normalisasi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
berdasarkan permintaan Menteri Keuangan. 

 

Pasal 33 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 28 TAHUN 2007 
Pembeli atau penerima jasa sebagaimana 
dimaksud dalam Undang- Undang Pajak 
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
bertanggung jawab secara renteng atas 
pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat 
menunjukkan bukti pembayaran pajak. 

Dihapus. 

 

Pasal 34 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 7 TAHUN 2021 

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan 
kepada pihak lain yang tidak berhak 
segala sesuatu yang diketahui atau 
diberitahukan kepadanya oleh Wajib 
Pajak dalam rangka jabatan atau 
pekerjaannya untuk menjalankan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan. 

(1) Setiap pejabat dilarang 
memberitahukan kepada pihak lain 
segala sesuatu yang diketahui atau 
diberitahukan kepadanya oleh Wajib 
Pajak dalam rangka jabatan atau 
pekerjaannya untuk menjalankan 
ketentuan peraturan 
perundangundangan perpajakan. 

(2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) berlaku juga terhadap ahli yang 
ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak 
untuk membantu dalam pelaksanaan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan. 

(2) Larangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berlaku juga terhadap 
tenaga ahli yang ditunjuk oleh 
Direktur Jenderal Pajak untuk 
membantu dalam pelaksanaan 
ketentuan peraturan 
perundangundangan perpajakan. 

(3) Menteri Keuangan berwenang 
memerintahkan secara tertulis kepada 
pejabat sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) dan ahli- ahli sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2), supaya 
memberikan keterangan, 
memperlihatkan bukti tertulis dari Wajib 
Pajak kepada Pejabat Pemeriksa untuk 
keperluan pemeriksaan Keuangan 
Negara. Surat Perintah tersebut di atas 
menyebutkan nama Wajib Pajak yang 
dikehendaki keterangannya dan nama 
pemeriksa. 

(2a)Dikecualikan dari ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) adalah: a. pejabat dan 
tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi 
atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; 
atau b. pejabat dan/atau tenaga ahli 
yang ditetapkan Menteri Keuangan 
untuk memberikan keterangan kepada 
pejabat lembaga negara atau instansi 
Pemerintah yang berwenang melakukan 
pemeriksaan dalam bidang keuangan 
negara. 
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UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 7 TAHUN 2021 

(4) Untuk kepentingan pemeriksaan di 
Pengadilan dalam perkara pidana, atas 
permintaan Hakim sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 180 Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana, Menteri Keuangan 
dapat memberi izin tertulis untuk 
meminta kepada pejabat pajak 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dan ahli sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (2), bukti tertulis dan keterangan 
Wajib Pajak yang ada padanya. 

(3) Demi kepentingan negara, dalam 
rangka penyidikan, penuntutan, atau 
dalam rangka mengadakan kerja sama 
dengan lembaga negara, instansi 
pemerintah, badan hukum yang 
dibentuk melalui UndangUndang atau 
Peraturan Pemerintah, atau pihak lain, 
Menteri Keuangan berwenang 
memberikan izin tertulis kepada 
pejabat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) untuk 
memberikan keterangan dan 
memperlihatkan bukti tertulis dari 
atau tentang Wajib Pajak kepada pihak 
yang ditunjuk. 

(5) Permintaan Hakim sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (4), harus 
menyebutkan nama tersangka, 
keterangan-keterangan yang diminta 
serta kaitan antara perkara pidana yang 
bersangkutan dengan keterangan yang 
diminta tersebut. 

(4) kepentingan pemeriksaan di 
pengadilan dalam perkara pidana atau 
perdata, atas permintaan Hakim 
sesuai dengan Hukum Acara Pidana 
dan Hukum Acara Perdata, Menteri 
Keuangan dapat memberi izin tertulis 
kepada pejabat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dan tenaga 
ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2)., untuk memberikan dan 
memperlihatkan bukti tertulis dan 
keterangan Wajib Pajak yang ada 
padanya. 

(5) Permintaan hakim sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) harus 
menyebutkan nama tersangka atau 
nama tergugat, keterangan yang 
diminta, serta kaitan antara perkara 
pidana atau perdata yang 
bersangkutan dengan keterangan 
yang diminta. 

 

Pasal 35 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 28 TAHUN 2007 

(1) Apabila dalam menjalankan ketentuan 
peraturan perundang- undangan 
perpajakan diperlukan keterangan atau 
bukti dari pihak ketiga yang mempunyai 
hubungan dengan Wajib Pajak yang 
diperiksa, atas permintaan Direktur 

(1) Apabila dalam menjalankan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 
perpajakan diperlukan keterangan atau 
bukti dari bank, akuntan publik, 
notaris, konsultan pajak, kantor 
administrasi, dan/atau pihak ketiga 
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UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 28 TAHUN 2007 
Jenderal Pajak pihak ketiga tersebut 
harus memberikan keterangan atau bukti 
yang diminta. 

lainnya, yang mempunyai hubungan 
dengan Wajib Pajak yang dilakukan 
pemeriksaan pajak, penagihan pajak, 
atau penyidikan tindak pidana di 
bidang perpajakan, atas permintaan 
tertulis dari Direktur Jenderal Pajak, 
pihakpihak tersebut wajib memberikan 
keterangan atau bukti yang diminta. 

(2) Dalam hal pihak ketiga yang 
bersangkutan tersebut terikat oleh 
kewajiban untuk merahasiakan, 
kewajiban untuk merahasiakan itu 
ditiadakan oleh permintaan untuk 
keperluan pemeriksaan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

(2) Dalam hal pihak-pihak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terikat oleh 
kewajiban merahasiakan, untuk 
keperluan pemeriksaan, penagihan 
pajak, atau penyidikan tindak pidana di 
bidang perpajakan, kewajiban 
merahasiakan tersebut ditiadakan, 
kecuali untuk bank, kewajiban 
merahasiakan ditiadakan atas 
permintaan tertulis dari Menteri 
Keuangan.37 

(3) Tata cara permintaan keterangan atau 
bukti dari pihak-pihak yang terikat oleh 
kewajiban merahasiakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan 
atau berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan. 

 

Pasal 35A38 

(1) Setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data 
dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak 
yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2). 

(2) Dalam hal data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, 
Direktur Jenderal Pajak berwenang menghimpun data dan informasi untuk 
kepentingan penerimaan negara yang ketentuannya diatur dengan Peraturan 
Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
35 ayat (2).39 

 
37  Pasal 8 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi 

Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan mengatur bahwa Pasal 35 ayat (2) tidak berlaku sepanjang berkaitan 
dengan pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang ini. 

38  Pasal 35A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan 
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

39  Pasal 8 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi 
Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan mengatur bahwa Pasal 35A tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan 
pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang ini. 
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Pasal 36 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 28 TAHUN 2007 

(1) Direktur Jenderal Pajak dapat :  

a. mengurangkan atau menghapuskan 
sanksi administrasi berupa bunga, 
denda, dan kenaikan yang terhutang 
menurut ketentuan peraturan 
perundangundangan perpajakan 
dalam hal sanksi tersebut dikenakan 
karena kekhilafan Wajib Pajak atau 
bukan karena kesalahannya; 

b. mengurangkan atau membatalkan 
ketetapan pajak yang tidak benar 

(1) Direktur Jenderal Pajak karena jabatan 
atau atas permohonan Wajib Pajak 
dapat:  

a. mengurangkan atau 
menghapuskan sanksi 
administrasi berupa bunga, denda, 
dan kenaikan yang terutang sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan 
dalam hal sanksi tersebut 
dikenakan karena kekhilafan 
Wajib Pajak atau bukan karena 
kesalahannya;  

b. mengurangkan atau membatalkan 
surat ketetapan pajak yang tidak 
benar;  

c. mengurangkan atau membatalkan 
Surat Tagihan Pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 yang 
tidak benar; atau  

d. membatalkan hasil pemeriksaan 
pajak atau surat ketetapan pajak 
dari hasil pemeriksaan yang 
dilaksanakan tanpa:  

1. penyampaian surat 
pemberitahuan hasil 
pemeriksaan; atau  

2. pembahasan akhir hasil 
pemeriksaan dengan Wajib 
Pajak. 

(2) Tata cara pengurangan, penghapusan, 
atau pembatalan hutang pajak 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
diatur oleh Menteri Keuangan. 

(1a)Permohonan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf 
c hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak 
paling banyak 2 (dua) kali. 

(1b)Permohonan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf d hanya dapat 
diajukan oleh Wajib Pajak 1 (satu) kali. 

(1c)Direktur Jenderal Pajak dalam jangka 
waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak 
tanggal permohonan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diterima, harus 
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UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 28 TAHUN 2007 
memberi keputusan atas permohonan 
yang diajukan.40 

(1d)Apabila jangka waktu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1c) telah lewat 
tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak 
memberi suatu keputusan, permohonan 
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dianggap dikabulkan. 

(1e)Apabila diminta oleh Wajib Pajak, 
Direktur Jenderal Pajak wajib 
memberikan keterangan secara tertulis 
hal-hal yang menjadi dasar untuk 
menolak atau mengabulkan sebagian 
permohonan Wajib Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1c). 

(2) Ketentuan pelaksanaan ayat (1), ayat 
(1a), ayat (1b), ayat (1c), ayat (1d), dan 
ayat (1e) diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan. 

 
  

 
40  Berdasarkan Pasal 28 Perpu Nomor 1 Tahun 2020 menentukan bahwa jangka waktu yang diatur dalam ketentuan 

tersebut dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan 
penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9) danlatau dalam rangka menghadapi ancaman yang 
membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. 
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Pasal 36A41 

UU NOMOR 16 TAHUN 2000 UU NOMOR 28 TAHUN 2007 
Apabila petugas pajak dalam menghitung 
atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan 
Undang-undang perpajakan yang berlaku 
sehingga merugikan negara, maka petugas 
pajak yang bersangkutan dapat dikenakan 
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku." 

(1) Pegawai pajak yang karena 
kelalaiannya atau dengan sengaja 
menghitung atau menetapkan pajak 
tidak sesuai dengan ketentuan 
undang-undang perpajakan dikenai 
sanksi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  

(2) Pegawai pajak yang dalam melakukan 
tugasnya dengan sengaja bertindak di 
luar kewenangannya yang diatur 
dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan, 
dapat diadukan ke unit internal 
Departemen Keuangan yang 
berwenang melakukan pemeriksaan 
dan investigasi dan apabila terbukti 
melakukannya dikenai sanksi sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  

(3) Pegawai pajak yang dalam melakukan 
tugasnya terbukti melakukan 
pemerasan dan pengancaman kepada 
Wajib Pajak untuk menguntungkan 
diri sendiri secara melawan hukum 
diancam dengan pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 368 Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana.  

(4) Pegawai pajak yang dengan maksud 
menguntungkan diri sendiri secara 
melawan hukum dengan 
menyalahgunakan kekuasaannya 
memaksa seseorang untuk 
memberikan sesuatu, untuk 
membayar atau menerima 
pembayaran, atau untuk mengerjakan 
sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam 
dengan pidana sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 

 
41  Pasal 36A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.  



 

 

PANLAK UU/PUSPANLAK UU TW III 

i2022 

85 PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG, BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 

 

UU NOMOR 16 TAHUN 2000 UU NOMOR 28 TAHUN 2007 
tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi dan perubahannya. 

(5) Pegawai pajak tidak dapat dituntut, 
baik secara perdata maupun pidana, 
apabila dalam melaksanakan tugasnya 
didasarkan pada iktikad baik dan 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. 

 

Pasal 36B42 

(1) Menteri Keuangan berkewajiban untuk membuat kode etik pegawai Direktorat 
Jenderal Pajak.  

(2) Pegawai Direktorat Jenderal Pajak wajib mematuhi kode etik pegawai Direktorat 
Jenderal Pajak. 

(3) Pengawasan pelaksanaan dan penampungan pengaduan pelanggaran kode etik 
pegawai Direktorat Jenderal Pajak dilaksanakan oleh Komite Kode Etik yang 
ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

 

Pasal 36C43 
Menteri Keuangan membentuk komite pengawas perpajakan, yang ketentuannya diatur 
dengan Peraturan Menteri Keuangan. 

 

Pasal 36D44 

(1) Direktorat Jenderal Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja 
tertentu.  

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.  

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. 

 

Pasal 37 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 16 TAHUN 2000 
Perubahan besarnya sanksi administrasi 
berupa bunga, denda administrasi, dan 
kenaikan diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 

Perubahan besarnya imbalan bunga dan 
sanksi administrasi berupa bunga, denda, 
dan kenaikan, diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 

 

 
42  Pasal 36B merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan 

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 
43  Pasal 36C merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan 

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 
44  Pasal 36D merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan 

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 
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Pasal 37A45 

(1) Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih 
harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lambat tanggal 28 Pebruari 
2009, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa 
bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang 
ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

(2) Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk 
memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah 
berlakunya UndangUndang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi atas 
pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor 
Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data 
atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan 
Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar. 

 

BAB VIII  
KETENTUAN PIDANA 

 

Pasal 38 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 11 TAHUN 2020 
Barang siapa karena kealpaannya : 

a. tidak menyampaikan Surat 
Pemberitahuan; atau 

b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, 
tetapi yang isinya tidak benar atau tidak 
lengkap, atau melampirkan keterangan 
yang tidak benar; sehingga dapat 
menimbulkan kerugian pada Negara, 
dipidana dengan pidana kurungan 
selama-lamanya satu tahun dan/atau 
denda setinggitingginya sebesar dua kali 
jumlah pajak yang terhutang. 

Setiap orang yang karena kealpaannya:  

a. tidak menyampaikan Surat 
Pemberitahuan; atau 

b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, 
tetapi isinya tidak benar atau tidak 
lengkap, atau melampirkan 
keterangan yang isinya tidak benar  

sehingga dapat menimbulkan kerugian 
pada pendapatan negara didenda paling 
sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang 
yang tidak atau kurang dibayar dan paling 
banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang 
yang tidak atau kurang dibayar, atau 
dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) 
bulan atau paling lama 1 (satu) tahun. 

 

Pasal 39 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 28 TAHUN 2007 

(1) Barang siapa dengan sengaja : 

a. tidak mendaftarkan diri atau 
menyalahgunakan atau 

(1) Setiap orang yang dengan sengaja:  

a. tidak mendaftarkan diri untuk 
diberikan Nomor Pokok Wajib 

 
45  Pasal 37A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan 
Umum Dan Tata Cara Perpajakan. 
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UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 28 TAHUN 2007 
menggunakan tanpa hak Nomor 
Pokok Wajib Pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2; atau 

b. tidak menyampaikan Surat 
Pemberitahuan; dan/atau 

c. menyampaikan Surat 
Pemberitahuan dan/atau 
keterangan yang isinya tidak benar 
atau tidak lengkap; dan/atau 

d. memperlihatkan pembukuan, 
pencatatan, atau dokumen lain yang 
palsu atau dipalsukan seolah-olah 
benar; dan/atau 

e. tidak memperlihatkan atau tidak 
meminjamkan pembukuan, 
pencatatan, atau dokumen lainnya; 
dan/atau 

f. tidak menyetorkan pajak yang telah 
dipotong atau dipungut sehingga 
dapat menimbulkan kerugian pada 
negara, dipidana dengan pidana 
penjara selamalamanya tiga tahun 
dan /atau denda setinggi-tingginya 
sebesar empat kali jumlah pajak 
yang terhutang yang kurang atau 
yang tidak dibayar. 

Pajak atau tidak melaporkan 
usahanya untuk dikukuhkan 
sebagai Pengusaha Kena Pajak;  

b. menyalahgunakan atau 
menggunakan tanpa hak Nomor 
Pokok Wajib Pajak atau 
Pengukuhan Pengusaha Kena 
Pajak;  

c. tidak menyampaikan Surat 
Pemberitahuan; 

d. menyampaikan Surat 
Pemberitahuan dan/atau 
keterangan yang isinya tidak benar 
atau tidak lengkap;  

e. menolak untuk dilakukan 
pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 29;  

f. memperlihatkan pembukuan, 
pencatatan, atau dokumen lain 
yang palsu atau dipalsukan seolah-
olah benar, atau tidak 
menggambarkan keadaan yang 
sebenarnya;  

g. tidak menyelenggarakan 
pembukuan atau pencatatan di 
Indonesia, tidak memperlihatkan 
atau tidak meminjamkan buku, 
catatan, atau dokumen lain;  

h. tidak menyimpan buku, catatan, 
atau dokumen yang menjadi dasar 
pembukuan atau pencatatan dan 
dokumen lain termasuk hasil 
pengolahan data dari pembukuan 
yang dikelola secara elektronik 
atau diselenggarakan secara 
program aplikasi on-line di 
Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 28 ayat (11); atau  

i. tidak menyetorkan pajak yang 
telah dipotong atau dipungut 
sehingga dapat menimbulkan 
kerugian pada pendapatan negara 
dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 6 (enam) bulan dan 
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UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 28 TAHUN 2007 
paling lama 6 (enam) tahun dan 
denda paling sedikit 2 (dua) kali 
jumlah pajak terutang yang tidak 
atau kurang dibayar dan paling 
banyak 4 (empat) kali jumlah pajak 
terutang yang tidak atau kurang 
dibayar 

(2) Ancaman dana sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dilipat- kan dua apabila 
seseorang melakukan lagi tindak 
pidana di bidang perpajakan sebelum 
lewat satu tahun, terhitung sejak 
selesainya menjalani sebagian atau 
seluruh pidana penjara yang 
dijatuhkan. 

(2) Pidana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali 
menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana 
apabila seseorang melakukan lagi 
tindak pidana di bidang perpajakan 
sebelum lewat 1 (satu) tahun, 
terhitung sejak selesainya menjalani 
pidana penjara yang dijatuhkan. 

(3) Setiap orang yang melakukan 
percobaan untuk melakukan tindak 
pidana menyalahgunakan atau 
menggunakan tanpa hak Nomor Pokok 
Wajib Pajak atau Pengukuhan 
Pengusaha Kena Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau 
menyampaikan Surat Pemberitahuan 
dan/atau keterangan yang isinya tidak 
benar atau tidak lengkap, sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam 
rangka mengajukan permohonan 
restitusi atau melakukan kompensasi 
pajak atau pengkreditan pajak, 
dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 6 (enam) bulan dan 
paling lama 2 (dua) tahun dan denda 
paling sedikit 2 (dua) kali jumlah 
restitusi yang dimohonkan dan/atau 
kompensasi atau pengkreditan yang 
dilakukan dan paling banyak 4 
(empat) kali jumlah restitusi yang 
dimohonkan dan/atau kompensasi 
atau pengkreditan yang dilakukan. 

 

Pasal 39A46 
Setiap orang yang dengan sengaja: 

 
46  Pasal 39A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan 

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 
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a. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti 
pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi 
yang sebenarnya; atau  

b. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 
(enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, 
bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan 
paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan 
pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak. 

 

Pasal 40 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 7 TAHUN 2021 
Tindak pidana di bidang perpajakan tidak 
dapat dituntut setelah lampau waktu 
sepuluh tahun sejak saat terhutangnya 
pajak, berakhirnya Masa Pajak, berakhirnya 
Bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya 
Tahun Pajak yang bersangkutan. 

Tindak pidana di bidang perpajakan tidak 
dapat dilakukan penuntutan setelah lampau 
waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat 
terutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, 
berakhirnya Bagian Tahun Pajak, atau 
berakhirnya Tahun Pajak yang 
bersangkutan. 

 

Pasal 41 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 28 TAHUN 2007 

(1) Pejabat yang karena kealpaannya tidak 
memenuhi kewajiban merahasiakan 
hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
34, di- pidana dengan pidana kurungan 
selama-lamanya enam bulan dan/atau 
denda setinggi-tingginya Rp 
1.000.000,- (satu juta rupiah). 

(1) Pejabat yang karena kealpaannya 
tidak memenuhi kewajiban 
merahasiakan hal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 34 dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 1 
(satu) tahun dan denda paling banyak 
Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta 
rupiah). 

(2) Pejabat yang dengan sengaja tidak 
memenuhi kewajibannya atau 
seseorang yang menyebabkan tidak 
dipenuhinya kewajiban pejabat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 
dipidana dengan pidana penjara 
selama-lamanya satu tahun dan/atau 
denda setinggi-tingginya Rp 
2.000.000,- (dua juta rupiah) 

(2) Pejabat yang dengan sengaja tidak 
memenuhi kewajibannya atau 
seseorang yang menyebabkan tidak 
dipenuhinya kewajiban pejabat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
34 dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 2 (dua) tahun dan denda 
paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah). 

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dan ayat (2) hanya dilakukan atas 
pengaduan orang yang kerahasiaannya 
dilanggar. 

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) hanya dilakukan atas 
pengaduan orang yang 
kerahasiaannya dilanggar. 
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Pasal 41A47 

Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 35 tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, 
atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana dengan pidana kurungan 
paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima 
juta rupiah). 
 

 

Pasal 41B48 
Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak 
pidana di bidang perpajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 
dan denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). 

 

Pasal 41C49 

(1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 
(satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  

(2) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban 
pejabat dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak 
Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). 

(3) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang 
diminta oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat 
(2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda 
paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).  

(4) Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan 
sehingga menimbulkan kerugian kepada negara dipidana dengan pidana kurungan 
paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah). 

 

Pasal 42 

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 41 ayat (1) adalah 

pelanggaran. 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 41 ayat (2) adalah kejahatan. 

 

  

 
47  Pasal 41A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan 

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 
48  Pasal 41B merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan 

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 
49  Pasal 41C merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan 

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 
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Pasal 43 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 28 TAHUN 2007 
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 38 dan Pasal 39, berlaku juga bagi 
wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak. 

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku 
juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari 
Wajib Pajak, atau pihak lain yang 
menyuruh melakukan, yang turut serta 
melakukan, yang menganjurkan, atau 
yang membantu melakukan tindak 
pidana di bidang perpajakan. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku 
juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari 
Wajib Pajak, atau   pihak lain yang 
menyuruh melakukan, yang turut serta 
melakukan, yang menganjurkan, atau 
yang membantu melakukan tindak 
pidana di bidang perpajakan. 

 

Pasal 43A50 

UU NOMOR 28 TAHUN 2007 UU NOMOR 7 TAHUN 2021 

(1) Pajak berdasarkan informasi, data, 
laporan, dan pengaduan berwenang 
melakukan pemeriksaan bukti 
permulaan sebelum dilakukan 
penyidikan tindak pidana di bidang 
perpajakan. 

(1) Direktur Jenderal Pajak berdasarkan 
informasi, data, laporan, dan 
pengaduan berwenang melakukan 
pemeriksaan bukti permulaan 
sebelum dilakukan penyidikan tindak 
pidana di bidang perpajakan.  

(2) Dalam hal terdapat indikasi tindak 
pidana di bidang perpajakan yang 
menyangkut petugas Direktorat 
Jenderal Pajak, Menteri Keuangan 
dapat menugasi unit pemeriksa 
internal di lingkungan Departemen 
Keuangan untuk melakukan 
pemeriksaan bukti permulaan. 

(1a) Pemeriksaan Bukti Permulaan 
dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 
Direktorat Jenderal Pajak yang 
menerima surat perintah pemeriksaan 
bukti permulaan. 

(3) Apabila dari bukti permulaan 
ditemukan unsur tindak pidana 
korupsi, pegawai Direktorat Jenderal 
Pajak yang tersangkut wajib diproses 
menurut ketentuan hukum Tindak 
Pidana Korupsi. 

 

(2) Dalam hal terdapat indikasi tindak 
pidana di bidang perpajakan yang 
menyangkut petugas Direktorat 
Jenderal Pajak, Menteri Keuangan 
dapat menugasi unit pemeriksa 
internal di lingkungan Kementerian 

 
50  Pasal 43A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan 

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 
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UU NOMOR 28 TAHUN 2007 UU NOMOR 7 TAHUN 2021 
Keuangan untuk melakukan 
pemeriksaan bukti permulaan. 

(4) Tata cara pemeriksaan bukti 
permulaan tindak pidana di bidang 
perpajakan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur 
dengan atau berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan. 

(3) Apabila dari bukti permulaan 
ditemukan unsur tindak pidana 
korupsi, pegawai Direktorat Jenderal 
Pajak yang tersangkut wajib diproses 
menurut ketentuan hukum Tindak 
Pidana Korupsi.  

(4) Tata cara pemeriksaan bukti 
permulaan tindakpidana di bidang 
perpajakan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur 
dengan atau berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan. 

 

BAB IX  
PENYIDIKAN 

 

Pasal 44 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 7 TAHUN 2021 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di 
lingkungan Direktorat Jenderal Pajak 
diberi wewenang khusus sebagai 
Penyidik untuk melakukan penyidikan 
tindak pidana di bidang perpajakan, 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana. 

(1) Penyidikan tindak pidana di bidang 
perpajakan hanya dapat dilakukan 
oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil 
tertentu di lingkungan Direktorat 
Jenderal pajak yang diberi wewenang 
khusus sebagai penyidik tindak pidana 
di bidang perpajakan. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) berwenang : 

a. melakukan penelitian atas 
kebenaran laporan atau keterangan 
berkenaan dengan tindak pidana di 
bidang perpajakan; 

b. melakukan penelitian terhadap 
orang yang diduga melakukan 
tindak pidana di bidang perpajakan; 

c. meminta keterangan dan bahan 
bukti dari orang atau Badan 
sehubungan dengan peristiwa 
tindak pidana di bidang perpajakan,  

(2) Wewenang penyidik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1):  

a. menerima, mencari, 
mengumpulkan, dan meneliti 
keterangan atau laporan 
berkenaan dengan tindak pidana di 
bidang perpajakan agar 
keterangan atau laporan tersebut 
menjadi lebih lengkap dan jelas;  

b. meneliti, mencari, dan 
mengumpulkan keterangan 
mengenai orang pribadi atau 
badan tentang kebenaran 
perbuatan yang dilakukan 
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UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 7 TAHUN 2021 

d. melakukan pemeriksaan atas 
pembukuan, pencatatan , dan 
dokumen-dokumen lain berkenan 
dengan tindak pidana di bidang 
perpajakan; 

e. melakukan pemeriksaan di tempat 
tertentu yang diduga terdapat 
bahan bukti pembukuan, 
pencatatan, dan dokumen- 
dokumen lain serta melakukan 
penyitaan terhadap bahan yang 
dapat dijadikan bukti dalam 
perkara tindak pidana di bidang 
perpajakan;  

f. meminta bantuan ahli dalam rangka 
pelaksanaan tugas penyidikan 
tindak pidana di bidang perpajakan. 

sehubungan dengan tindak pidana 
di bidang perpajakan;  

c. meminta keterangan dan bahan 
bukti dari orang pribadi atau 
badan sehubungan dengan tindak 
pidana di bidang perpajakan; 

d. memeriksa buku, catatan, dan 
dokumen lain berkenaan dengan 
tindak pidana di bidang 
perpajakan; 

e. melakukan penggeledahan untuk 
mendapatkan barang bukti berupa 
pembukuan, pencatatan, dan 
dokumen lain, serta barang bukti 
lain yang diduga terkait dengan 
tindak pidana di bidang 
perpajakan dan/atau melakukan 
penyitaan terhadap barang bukti 
tersebut;  

f. meminta bantuan tenaga ahli 
dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang 
perpajakan; 

g. menyuruh berhenti dan/atau 
melarang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat 
pemeriksaan sedang berlangsung 
dan memeriksa identitas orang, 
benda, dan/atau dokumen yang 
dibawa;  

h. memotret seseorang yang 
berkaitan dengan tindak pidana di 
bidang perpajakan; 

i. memanggil orang untuk didengar 
keterangannya dan diperiksa 
sebagai tersangka atau saksi; 

j. melakukan pemblokiran harta 
kekayaan milik tersangka sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan/atau 
penyitaan harta kekayaan milik 
tersangka sesuai dengan Undang-
Undang yang mengatur mengenai 
hukum acara pidana, termasuk 
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UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 7 TAHUN 2021 
tetapi tidak terbatas dengan 
adanya izin ketua pengadilan 
negeri setempat;  

k. menghentikan penyidikan; 
dan/atau  

l. melakukan tindakan lain yang 
perlu untuk kelancaran penyidikan 
tindak pidana di bidang 
perpajakan menurut ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan menyampaikan hasil 
penyidikannya kepada Penuntut 
Umum, sesuai dengan ketentuan yang 
diatur dalam Undang-undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana. 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) memberitahukan dimulainya 
penyidikan dan menyampaikan hasil 
penyidikannya kepada penuntut 
umum melalui penyidik pejabat 
Kepolisian Negara Republik Indonesia 
sesuai dengan ketentuan yang diatur 
dalam Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana. 

(4) Dalam rangka pelaksanaan 
kewenangan penyidikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), penyidik 
dapat meminta bantuan aparat 
penegak hukum lain. 

 

Pasal 44A51 

UU Nomor 9 Tahun 1994 UU Nomor 7 Tahun 2021 
Penyidik sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 44 ayat (1) menghentikan penyidikan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat 
(2) huruf j dalam hal tidak terdapat cukup 
bukti, atau peristiwa tersebut bukan 
merupakan tindak pidana di bidang 
perpajakan, atau penyidikan dihentikan 
karena peristiwanya telah daluwarsa, atau 
tersangka meninggal dunia. 

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 44 ayat (1) menghentikan Penyidikan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat 
(2) huruf k dalam hal:  

a. Wajib Pajak melakukan 
pengungkapan ketidakbenaran 
perbuatan sebagaimana diatur dalam 
Pasal 8 ayat (3); 

b. tidak terdapat cukup bukti;  

c. peristiwa tersebut bukan merupakan 
tindak pidana di bidang perpajakan; 
atau  

 
51  Pasal 44A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Perubahan 

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 
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UU Nomor 9 Tahun 1994 UU Nomor 7 Tahun 2021 

d. demi hukum. 

 

Pasal 44B52 

UU Nomor 9 Tahun 1994 UU Nomor 7 Tahun 2021 

(1) Untuk kepentingan penerimaan 
negara, atas permintaan Menteri 
Keuangan, Jaksa Agung dapat 
menghentikan penyidikan tindak 
pidana di bidang perpajakan. 

(1) Untuk kepentingan penerimaan 
negara, atas permintaan Menteri 
Keuangan, Jaksa Agung dapat 
menghentikan penyidikan tindak 
pidana di bidang perpajakan paling 
lama dalam jangka waktu 6 (enam) 
bulan sejak tanggal surat permintaan. 

(2) Penghentian penyidikan tindak pidana 
di bidang perpajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), hanya 
dilakukan setelah Wajib Pajak 
melunasi pajak yang tidak atau kurang 
dibayar atau yang tidak seharusnya 
dikembalikan, ditambah dengan sanksi 
administrasi berupa denda sebesar 
empat kali jumlah pajak yang tidak 
atau kurang dibayar, atau yang tidak 
seharusnya dikembalikan." 

(2) Penghentian penyidikan tindak pidana 
di bidang perpajakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) hanya 
dilakukan setelah Wajib Pajak atau 
tersangka melunasi: 

a. kerugian pada pendapatan negara 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 38 ditambah dengan sanksi 
administratif berupa denda 
sebesar 1 (satu) kali jumlah 
kerugian pada pendapatan negara;  

b. kerugian pada pendapatan negara 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 39 ditambah dengan sanksi 
administratif berupa denda 
sebesar 3 (tiga) kali jumlah 
kerugian pada pendapatan negara; 
atau  

c. jumlah pajak dalam faktur pajak, 
bukti pemungutan pajak, bukti 
pemotongan pajak, dan/atau bukti 
setoran pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 39A 
ditambah dengan sanksi 
administratif berupa denda 
sebesar 4 (empat) kali jumlah 
pajak dalam faktur pajak, bukti 
pemungutan pajak, bukti 

 
52  Pasal 44B merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Perubahan 

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 
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UU Nomor 9 Tahun 1994 UU Nomor 7 Tahun 2021 
pemotongan pajak, dan/atau bukti 
setoran pajak.  

(2a) Dalam hal perkara pidana telah 
dilimpahkan ke pengadilan, terdakwa 
tetap dapat melunasi:  

a. kerugian pada pendapatan 
negara ditambah dengan sanksi 
administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a 
atau huruf b; atau  

b. jumlah pajak dalam faktur 
pajak, bukti pemungutan pajak, 
bukti pemotongan pajak, 
dan/atau bukti setoran pajak 
ditambah dengan sanksi 
administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf c.  

(2b) Pelunasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2a1, menjadi 
pertimbangan untuk dituntut tanpa 
disertaipenjatuhan pidana penjara.   

(2c) Dalam hal pembayaran yang dilakukan 
oleh Wajib Pajak, tersangka, atau 
terdakwa pada tahap penyidikan 
sampai dengan persidangan belum 
memenuhi jumlah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2)', atas 
pembayaran tersebut dapat 
diperhitungkan sebagai pembayaran 
pidana denda yang dibebankan 
kepada terdakwa.  

(3) Dihapus. 
 

 Pasal 44C53  

(1) Pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A tidak dapat 
digantikan dengan pidana kurungan dan wajib dibayar oleh terpidana. 

(2) Dalam hal terpidana tidak membayar pidana denda sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap, jaksa melakukan penyitaan dan pelelangan 
terhadap harta kekayaan terpidana untuk membayar pidana denda sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangundangan.  

 
53  Pasal 44C merupakan ketentuan baru yang ditambahkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 
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(3) Dalam hal setelah dilakukan penelusuran dan penyitaan harta kekayaan, terpidana 
orang tidak memiliki harta kekayaan yang mencukupi untuk membayar pidana 
denda, dapat dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi pidana 
penjara yang diputus. 

 

Pasal 44D54 

(1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di sidang pengadilan 
tanpa alasan yang sah, perkara tindak pidana di bidang perpajakan tetap dapat 
diperiksa dan diputus tanpa kehadiran terdakwa. 

(2) Dalam hal terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hadir pada sidang sebelum 
putusan dijatuhkan, terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat 
yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang. 

 

BAB IXA  
PENDELEGASIAN KEWENANGAN55 

 

Pasal 44E56 

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian data dalam rangka integrasi basis data 
kependudukan dengan basis data perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (10) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai:  

a. jangka waktu pendaftaran dan pelaporan serta tata cara pendaftaran dan 
pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2)', ayat (3), 
dan ayat (4) termasuk penggunaan nomor induk kependudukan sebagai Nomor 
Pokok Wajib Pajak, penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau 
pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; 

b. pemberian dan permintaan bantuan penagihan pajak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 20A ayat (2); 

c. penampungan dan pengiriman hasil penagihan pajak atas klaim pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2OA ayat (9);  

d. pelaksanaan prosedur persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
27C ayat (1);  

e. pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh seorang kuasa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) serta kompetensi tertentu yang 
harus dimiliki seorang kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3a);  

 
54  Pasal 44D merupakan ketentuan baru yang ditambahkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 
55  Bab IXA Pendelegasian Kewenangan merupakan bab baru yang ditambahkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 

2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 
56  Pasal 44E merupakan ketentuan baru yang ditambahkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 
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f. penunjukan, pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan pajak 
yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 32A ayat (2);  

g. penetapan, penagihan, dan upaya hokum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
32A ayat (3);  

h. pemberian teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A ayat (4) serta 
permintaan pemutusan dan normalisasi akses sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 32A ayat (7); dan  

i. permintaan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B- ayat (1) dan pelunasan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 448 ayat (2) dan ayat(2a),  

diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

 

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 45 

Terhadap pajak-pajak yang terhutang pada suatu saat, untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau 

Tahun Pajak yang berakhir sebelum saat berlakunya undang-undang ini, tetap berlaku ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan yang lama, sampai dengan tanggal 31 Desember 

1988. 

 

Pasal 46 

Dengan berlakunya undang-undang ini semua peraturan pelaksanaan di bidang perpajakan yang 

lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. 

 

Pasal 47 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 9 TAHUN 
1994 

Terhadap penghasilan kena pajak yang diterima atau diperoleh 
dalam bidang penambangan minyak dan gas bumi serta dalam 
bidang penambangan lainnya sehubungan dengan Kontrak Karya 
dan Kontrak Bagi Hasil, yang masih berlaku pada saat berlakunya 
undang-undang ini, dikenakan pajak berdasarkan ketentuan-
ketentuan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan Undang-undang 
Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalti 1970 beserta semua 
peraturan pelaksanaannya. 

Dihapus. 

 

Pasal 47A57 

 
57  Pasal 47A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 
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Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan yang belum diselesaikan, diberlakukan 
ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994. 

 

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 48 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Pemerintah. 

 

Pasal 49 

Ketentuan dalam undang-undang ini berlaku pula bagi undang- undang perpajakan lainnya, 

kecuali apabila ditentukan lain. 

 

Pasal 50 

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1984. 

 

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang 

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

 
 Disahkan di Jakarta 

Pada tanggal 31 Desember 1983 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

TTD 

SOEHARTO 

Diundangkan di Jakarta 

Pada tanggal 31 Desember 1983 

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA,  

TTD 

SUDHARMONO, S.H. 

 

 

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1983 NOMOR 49 
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LAMPIRAN I  
 

PENJELASAN 

ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 6 TAHUN 1983 
TENTANG 

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN 

 

UMUM 

1. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak 

yang berlaku selama ini, sebagian besar merupakan warisan kolonial, yang pada saat itu 

dibuat semata-mata hanya untuk menghimpun dana bagi Pemerintah penjajahan dalam 

rangka mempertahankan dan memperbesar kekuasaannya ditanah air kita.  

Oleh karenanya pemungutan pajak saat itu dirasakan oleh rakyat sebagai beban yang berat, 

sebab baik penetapan jumlah pajak, jenis pajak maupun tata cara pemungutannya 

dilaksanakan di luar rasa keadilan tanpa menghiraukan kemampuan serta menambah beban 

penderitaan dan jauh dari pertimbangan dan penghargaan kepada hak asasi rakyat. 

Pajak hanyalah merupakan kewajiban semata-mata yang harus dilaksanakan rakyat secara 

patuh.  

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang dibuat pada zaman pemerintahan 

penjajahan Belanda adalah antara lain: Aturan Bea Materai Tahun 1921, Ordonansi Pajak 

Perseroan Tahun 1925, Ordonansi Pajak Kekayaan Tahun 1932, Ordonansi Pajak Pendapatan 

Tahun 1944.  

Meskipun terhadap berbagai peraturan perundang-undangan perpajakan sisa-sisa kolonial 

tersebut telah beberapa kali dilakukan upaya perubahan dan penyesuaian, namun karena 

berbeda falsafah yang melatarbelakanginya, serta sistem yang melekat kepada undang-

undang tersebut, maka sepanjang perpajakan dilandasi ketentuan-ketentuan perundang-

undangan tersebut, belumlah bisa memenuhi fungsinya sebagai sarana yang dapat 

menunjang cita-cita Bangsa dan Pembangunan Nasional yang sedang dilaksanakan sekarang 

ini. 

2. Memasuki alam kemerdekaan, sejak proklamasi 17 Agustus 1945, terhadap berbagai 

peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan telah dilakukan perubahan, tambahan 

dan penyesuaian sebagai upaya untuk menyesuaikan terhadap keadaan dan tuntutan rakyat 

dari suatu negara yang telah memperoleh kemerdekaannya.Namun perubahan-perubahan 

tersebut dimasa lalu lebih bersifat parsial, sedangkan perubahan yang agak mendasar baru 

dilakukan melalui Undangundang Nomor 8 Tahun 1967 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak 

Pendapatan, Pajak Kekayaan dan Pajak Perseroan, yang kemudian pelaksanaannya diatur 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1967 yang selanjutnya terkenal dengan 

"sistem MPS dan MPO". Sistem tersebut merupakan penyempurnaan sistem pajak sesuai 

dengan tingkat perkembangan sosial ekonomi Indonesia. 
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Meskipun demikian, upaya yang telah dilakukan untuk mengubah berbagai peraturan 

perundang-undangan perpajakan tersebut, belumlah menjawab secara fundamental 

tuntutan dan kebutuhan rakyat tentang perlunya seperangkat peraturan perundang-

undangan perpajakan yang secara mendasar. 

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud harus dilandasi falsafah Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi 

hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan 

dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam bidang kenegaraan. 

Petunjuk akan perlunya perubahan yang mendasar sebenarnya telah tertuang jelas sebagai 

amanat rakyat, seperti tersurat dan tersirat dalam Garis-garis Besar Haluan Negara yang 

antara lain berbunyi :"Sistem perpajakan terus disempurnakan, pemungutan pajak 

diintensifkan dan aparat perpajakan harus makin mampu dan bersih". 

3. Oleh karena itu undang-undang ini sebagai suatu undang-undang dibidang perpajakan yang 

dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, harus berbeda dengan undang- 

undang perpajakan yang dibuat dizaman kolonial. Perbedaan tersebut akan nyata terlihat 

dalam sistem dan mekanisme serta cara pandang terhadap Wajib Pajak, yang tidak dianggap 

sebagai "obyek", tetapi merupakan subyek yang harus dibina dan diarahkan agar mau dan 

mampu memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai pelaksanaan kewajiban kenegaraan.Di 

segi lain tuntutan masyarakat terhadap adanya "aparatur perpajakan yang makin mampu 

dan bersih", dituangkan dalam berbagai ketentuan yang bersifat pengawasan dalam undang-

undang ini. 

Perbedaan falsafah dan landasan yang menjadi latar belakang dan dasar pembentukan 

undang-undang ini tercermin dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur sistem dan 

mekanisme pemungutan pajak: Sistem dan mekanisme tersebut pada gilirannya akan 

menjadi ciri dan corak tersendiri dalam sistem perpajakan Indonesia, karena kedudukan 

undang-undang ini yang akan menjadi "ketentuan umum" bagi peraturan perundang-

undangan perpajakan yang lain.Ciri dan corak tersendiri dari sistem pemungutan pajak 

tersebut adalah : 

a. bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran 

serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersamasama melaksanakan kewajiban 

perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional; 

b. tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban 

dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri. 

c. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban 

melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban 

perpajakan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan 

perundang-undangan perpajakan; 

d. anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan 

kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan dan 

membayar sendiri pajak yang terhutang (self assessment), sehingga melalui sistem ini 

pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, 

terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak. 
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Berdasarkan ketiga prinsip pemungutan pajak tersebut, Wajib Pajak diwajibkan menghitung, 

memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terhutang sesuai 

dengan ketentuan-peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan 

penetapan besarnya pajak yang terhutang berada pada Wajib Pajak sendiri.Selain daripada 

itu Wajib Pajak diwajibkan pula melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terhutang dan 

yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan 

perpajakan.  

Dengan sistem ini diharapkan pelaksanaan administrasi perpajakan yang berbelitbelit dan 

birokratis akan dihilangkan.Ciri dan corak sistem pemungutan pajak tersebut sangat berbeda 

dengan sistem lama warisan zaman kolonial yang antara lain : 

a. tanggung jawab pemungutan pajak terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintahan 

seperti yang tercermin dalam sistem penetapan pajak yang keseluruhannya menjadi 

wewenang administrasi perpajakan; 

b. pelaksanaan kewajiban perpajakan, dalam banyak hal sangat tergantung dari 

pelaksanaan administrasi perpajakan yang dilakukan oleh aparat perpajakan, hal mana 

mengakibatkan anggota masyarakat Wajib Pajak kurang mendapat pembinaan dan 

bimbingan terhadap kewajiban perpajakannya dan kurang ikut berperan serta dalam 

memikul beban negara dalam mempertahankan kelangsungan pembangunan nasional. 

Jelaslah bahwa sistem pemungutan pajak yang ditentukan menurut Undang-undang ini, 

memberi kepercayaan lebih besar kepada anggota masyarakat Wajib Pajak untuk 

melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

Selain itu jaminan dan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib 

Pajak lebih diperhatikan, dengan demikian dapat merangsang peningkatan kesadaran dan 

tanggungjawab perpajakan di masyarakat. Tugas administrasi perpajakan tidak lagi seperti 

yang terjadi pada waktu yang lampau, dimana administrasi perpajakan meletakkan 

kegiatannya pada tugas merampungkan/menetapkan semua Surat 

Pemberitahuan guna menentukan jumlah pajak yang terhutang dan jumlah pajak yang 

seharusnya dibayar, tetapi menurut ketentuan undang-undang ini administrasi perpajakan, 

berperan aktif dalam melaksanakan pengendalian administrasi pemungutan pajak yang 

meliputi tugas-tugas pembinaan, penelitian, pengawasan, dan penerapan sanksi administrasi. 

Pembinaan masyarakat Wajib Pajak dapat dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain 

pemberian penyuluhan pengetahuan perpajakan baik melalui media masa maupun 

penerangan langsung dalam masyarakat. 

4. Dengan landasan sebagaimana telah diuraikan dimuka, sebagai suatu uraian yang utuh dan 

menyeluruh, serta sesuai dengan amanat yang tersurat dan tersirat dalam Garis-garis Besar 

Haluan Negara, maka diadakan pembaharuan sistem dan hukum perpajakan di Indonesia, 

yang dituangkan dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.  

Perubahan tersebut diharapkan dapat menunjang sepenuhnya laju pembangunan dan 

mempercepat terwujudnya perataan pendapatan masyarakat, peningkatan serta perluasan 

tingkat kesadaran kewajiban perpajakan, perataan dan perluasan obyek kena pajak dan 

peningkatan penerimaan negara sejalan dengan perkembangan Pembangunan Nasional 

sehingga mempercepat terwujudnya cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. 
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LAMPIRAN II  
 

PENJELASAN  

ATAS  

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 1994  

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN 

 

UMUM 

1. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang ketentuan umum dan 

tata cara perpajakan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-undang Nomor 6 

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-undang Nomor 6 

Tahun 1983 ini dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang di 

dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan 

kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta 

rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. 

 

Undang-undang ini sebagian besar memuat ketentuan umum dan tata cara yang berlaku 

untuk Pajak Penghasilan, sedangkan ketentuan umum dan tata cara untuk Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Banyak diatur 

dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan 

Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. 

 

2. Dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, disadari bahwa banyak masalah 

dihadapi yang ternyata belum diatur dalam Undang-undang ini sehingga menuntut perlunya 

penyempurnaan. Penyempurnaan tersebut sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan 

nasional serta kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap II yang 

antara lain berbunyi "Sistem perpajakan terus disempurnakan, pemungutan pajak 

diintensifkan dan aparat perpajakan harus makin mampu dan bersih ". Harapan masyarakat 

terhadap adanya aparatur perpajakan yang makin mampu dan bersih, dituangkan dalam 

berbagai ketentuan yang bersifat pengawasan dalam Undang-undang ini. 

 

3. Falsafah dan landasan yang menjadi latar belakang dan dasar Undang-undang ini tercermin 

dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur sistem dan mekanisme pemungutan pajak. 

Sistem dan mekanisme tersebut menjadi ciri dan corak tersendiri dalam sistemperpajakan 

Indonesia, karena kedudukan Undang-undang ini yang akan menjadi "ketentuan umum" 

bagi perundang-undangan perpajakan yang lain. 

 

Ciri dan corak tersendiri dari sistem pemungutan pajak tersebut adalah : 
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a. Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta 

Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban 

perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional; 

 

b. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak, sebagai pencerminan 

kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri. 

 

Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban 

melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban 

perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-

undangan perpajakan; 

 

c. Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan 

kegotong-royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar 

dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (self assessment), sehingga melalui sistem 

ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, 

sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak. 

 

Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya 

pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri dan melaporkannyasecara 

teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimanaditentukan dalam 

peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan sistem ini diharapkan pula 

pelaksanaan administrasi perpajakan yang berbelit-belit dan birokratis akan dapat 

dihindari. Sejalan dengan harapan tersebut, wewenang Direktur Jenderal Pajak yangbersifat 

teknis administratif dapat dilimpahkan kepada aparat bawahannya. 

 

Menurut ketentuan Undang-undang ini, administrasi perpajakan berperan aktif dalam 

melaksanakan pengendalian administrasi pemungutan pajak yang meliputi tugas-tugas 

pembinaan, pelayanan, pengawasan, dan penerapan sanksi perpajakan. Pembinaan 

masyarakat Wajib Pajak dapat dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain pemberian 

penyuluhan pengetahuan perpajakan baik melalui media massa maupun penerangan 

langsung kepada masyarakat. 

 

4. Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan, maka 

arah dan tujuan penyempurnaan Undang-undang perpajakan ini adalah dalam memenuhi 

amanat Garis-garis Besar Haluan Negara 1993 yang mengacu pada kebijaksanaanpokok 

sebagai berikut : 

 

a. Menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan 

yang sumber utamanya berasal dari penerimaan pajak; 

 

b. Menunjang usaha pembangunan secara merata, mendorong investasi secara merata di 

seluruh wilayah Republik Indonesia, terutama untuk mendorong pembangunan di daerah 

terpencil yang selama ini dirasakan terbelakang atau terlambat perkembangannya, baik 
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dalam rangka pemerataan pembangunan dan pendayagunaan sumber daya alam maupun 

dalam rangka peningkatan penerimaan pajak dalam jangka panjang; 

 

c. Menunjang usaha peningkatan ekspor, terutama ekspor non migas, barang hasil olahan, 

dan jasa jasa dalam rangka meningkatkan perolehan devisa; 

 

d. Menunjang usaha pengembangan usaha kecil untuk mengoptimalkan pengembangan 

potensinya, dan dalam rangka pengentasan sebagian masyarakat dari kemiskinan; 

 

e. Menunjang usaha pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, dan 

teknologi; 

 

f. Menunjang usaha pelestarian ekosistem, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; 

 

g. Menunjang usaha meningkatkan keadilan dalam partisipasi masyarakat dalam 

pembiayaan pembangunan sesuai dengan kemampuannya; dan 

 

h. Menunjang usaha terciptanya aparat perpajakan yang makin mampu dan makin bersih, 

peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak termasuk penyederhanaan dan kemudahan 

prosedur dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, peningkatan pengawasan atas 

pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut, serta peningkatan penegakan 

pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku. 
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LAMPIRAN II  
 

PENJELASAN  

ATAS  

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2000 

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 

TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN 
 

UMUM 

1. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang ketentuan umum dan 

tata cara perpajakan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-undang Nomor 6 

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-undang Nomor 6 

Tahun 1983 ini dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang di 

dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan 

kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta 

rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. 

Undang-undang ini memuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang pada 

prinsipnya berlaku bagi undang-undang pajak materiil, kecuali dalam undang-undang pajak 

yang bersangkutan telah mengatur sendiri mengenai ketentuan umum dan tata cara 

perpajakannya. 

 

2. Dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 

1994, disadari masih terdapat hal-hal yang belum tertampung sehingga perlunya 

penyempurnaan sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi dan kebijaksanaan 

Pemerintah. Selain itu harapan masyarakat terhadap adanya aparatur perpajakan yang 

makin mampu dan bersih, tetap diperhatikan dalam berbagai ketentuan yang bersifat 

pengawasan dalam Undang-undang ini. 

 

3. Falsafah dan landasan yang menjadi latar belakang dan dasar Undang-undang Ini tercermin 

dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur sistem dan mekanisme pemungutan pajak. 

Sistem dan mekanisme tersebut menjadi ciri dan corak tersendiri dalam sistem perpajakan 

Indonesia karena kedudukan Undang-undang ini yang akan menjadi "ketentuan umum" bagi 

perundang-undangan perpajakan yang lain. 

 

Ciri dan corak tersendiri dari sistem pemungutan pajak tersebut adalah : 

a. bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta 

Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban 

perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional; 

b. tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan 

kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri. 

Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan, sesuai dengan fungsinya berkewajiban 
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melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban 

perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-

undangan perpajakan; 

c. Anggotamasyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan 

kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar 

dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (self assessment), sehingga melalui sistem 

ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, 

sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak. 

 

Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya 

pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri dan melaporkan secara 

teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam 

peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan sistem ini diharapkan pula 

pelaksanaan administrasi yang terlalu membebani WajibPajak dan birokratis akan dapat 

dihindari. Sejalan dengan harapan dalam upaya peningkatan pelayanan masyarakat tersebut 

wewenang Direktur Jenderal Pajak yang bersifat teknis administratif dapat dilimpahkan 

kepada aparat bawahannya. 

 

Dalam Undang-undang ini digariskan bahwa administrasi perpajakan berperan aktif dalam 

melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan, dan penerapan sanksi 

sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Pembinaan masyarakat Wajib Pajak 

dapat dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain pemberian penyuluhan pengetahuan 

perpajakan baik melalui media massa maupun penerangan langsung kepada masyarakat. 

 

4. Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan, maka 

arah dan tujuan penyempurnaanUndang-undang perpajakan ini mengacu pada 

kebijaksanaan pokok sebagai berikut : 

a. menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan 

yang sumber utamanya berasal dari penerimaan pajak; 

b. menunjang usaha pembangunan secara merata, mendorong investasi secara merata di 

seluruh wilayah republik indonesia, terutama untuk mendorong pembangunan di 

daerah terpencil yang selam ini dirasakan terbelakang atau terlambat 

perkembangannya, baik dalam rangka pemerataan pembangunan dan pendayagunaan 

sumber daya alam maupun dalam rangka peningkatan penerimaan pajak dalam jangka 

panjang; 

c. menunjang usaha peningkatan ekspor, terutama ekspor non migas, barang hasil olahan, 

dan jasa jasa dalam rangka meningkatkan perolehan devisa; 

d. menunjang usaha pengembangan usaha kecil untuk mengoptimalkan pengembangan 

potensinya, dan dalam rangka pengentasan sebagian masyarakat dari kemiskinan; 

e. menunjang usaha pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, dan 

teknologi; 

f. menunjang usaha pelestarian ekosistem, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; 
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g. menunjang usaha meningkatkan keadilan dalam partisipasi masyarakat dalam 

pembiayaan pembangunan sesuai dengan kemampuannya; dan 

h. menunjang usaha terciptanya aparat perpajakan yang makin mampu dan bersih, 

peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak termasuk penyederhanaan dan kemudahan 

prosedur dalam  pemenuhan kewajiban perpajakan, peningkatan pengawasan atas 

pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut, serta peningkatan penegakan 

pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku. 
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LAMPIRAN III  
 

PENJELASAN  

ATAS  

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2007 

TENTANG  
PERUBAHAN KETEIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 

TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN 
 

I. UMUM 

1. Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dilandasi falsafah 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya tertuang ketentuan yang 

menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai 

kewajiban kenegaraan. Undang-Undang ini memuat ketentuan umum dan tata cara 

perpajakan yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang- undang pajak material, 

kecuali dalam undang-undang pajak yang bersangkutan telah mengatur sendiri mengenai 

ketentuan umum dan tata cara perpajakannya. 

2. Sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial, dan politik, disadari 

bahwa perlu dilakukan perubahan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan. Perubaha tersebut bertujuan untuk lebih memberikan keadilan, 

meningkatka pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegaka 

hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan 

ketentuan material di bidang perpajakan. Selain itu perubahan tersebut juga dimaksudkan 

untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan 

administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. 

3. Sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang 

sederhana menjadi ciri dan corak dalam perubahan Undang-Undang ini dengan tetap 

menganut sistemself assessment. Perubahan tersebut khususnya berkaitan dengan 

peningkatan keseimbangan hak dan kewajiban bagi masyarakat Wajib Pajak sehingga 

masyarakat Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan 

lebih baik. 

4. Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan, 

arah dan tujuan perubahan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan ini mengacu pada kebijakan pokok sebagai berikut: 

a. meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan 

negara; 

b. meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat guna 

meningkatkan daya saing dalam bidang penanaman modal, dengan tetap mendukung 

pengembangan usaha kecil dan menengah; 

c. menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta 

perkembangan di bidang teknologi informasi; 
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d. meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban; 

e. menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan; 

f. meningkatkan penerapan prinsipself assessment secara akuntabel dan konsisten; dan 

g. mendukung iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan kompetitif. 

Dengan dilaksanakannya kebijakan pokok tersebut diharapkan dapat meningkatkan 

penerimaan negara dalam jangka menengah dan panjang seiring dengan meningkatnya 

kepatuhan sukarela dan membaiknya iklim usaha. 
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LAMPIRAN IV  
 

PENJELASAN  

ATAS  

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2008  

TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG 

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG 
 

I. UMUM 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan salah satu 

tonggak perubahan yang mendasar dari reformasi perpajakan di Indonesia. Undang-Undang ini 

disusun dengan tujuan antara lain untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan 

kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta meningkatkan 

keterbukaan administrasi perpajakan dan kepatuhan sukarela Wajib Pajak yang pada akhirnya 

meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. 

Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

merupakan ketentuan khusus yang memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk lebih 

terbuka dan jujur dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang telah lalu. Apabila Wajib 

Pajak menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum 

Tahun Pajak 2007 yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan 

dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak dapat diberikan pengurangan 

atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan 

pembayaran pajaknya. 

Dalam rangka menghadapi dampak krisis keuangan global, sangat mendesak untuk memperkuat 

basis perpajakan nasional guna mendukung penerimaan negara dari sektor perpajakan yang 

lebih stabil. Pelaksanaan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan sangat efektif untuk memperkuat basis perpajakan nasional. 

Menjelang berakhirnya jangka waktu pemberian fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi 

administrasi perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, masih banyak masyarakat yang ingin 

memanfaatkan fasilitas dimaksud, namun mengalami kendala kurangnya waktu dalam 

mempersiapkan penyampaian pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. 
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Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, perlu segera memperpanjang jangka waktu 

pelaksanaan ketentuan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan. 
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LAMPIRAN V  
 

PENJELASAN  

ATAS  

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2020  

TENTANG  
KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK 

PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU DALAM 
RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL 

DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN 
 

I. UMUM 

 
Pada tahun 2O2O ini, dunia mengalami bencana pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-

l9). Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) membawa risiko bagi kesehatan 
masyarakat dan bahkan telah merenggut korban jiwa bagi yang terinfeksi di berbagai belahan 
penjuru dunia, termasuk Indonesia. 

Pandemi Corona Vints Disease 2019 (COVID-l9) juga secara nyata telah mengganggu aktivitas 
ekonomi dan membawa implikasi besar bagi perekonomian sebagian besar negara-negara di 
seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan menurun 
dari 3% (tiga persen) menjadi hanya 1,5% (satu koma lima persen) atau bahkan lebih rendah dari 
itu. 

Perkembangan pandemi Corona Vints Disease 2019 (COVID-19) juga berpotensi mengganggu 
aktivitas perekonomian di Indonesia. Salah satu implikasinya berupa penurunan pertumbuhan 
ekonomi Indonesia yang diperkirakan dapat mencapai 4% (empat persen) atau lebih rendah, 
tergantung kepada seberapa lama dan seberapa parah penyebaran pandemi Corona Virus Disease 
2019 (COVID- 19) mempengaruhi atau bahkan melumpuhkan kegiatan masyarakat dan aktivitas 
ekonomi. 

Terganggunya aktivitas ekonomi akan berimplikasi kepada perubahan dalam postur 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2O2O baik sisi Pendapatan 
Negara, sisi Belanja Negara, maupun sisi Pembiayaan. Potensi perubahan APBN Tahun Anggaran 
2O2O berasal dari terganggunya aktivitas ekonomi atau pun sebaliknya. Gangguan aktivitas 
ekonomi akan banyak berpotensi mengganggu APBN Tahun Anggaran 2020 dari sisi Pendapatan 
Negara. 

Respon kebijakan keuangan negara dan fiskal dibutuhkan untuk menghadapi risiko pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), antara lain berupa peningkatan belanja untuk mitigasi 
risiko kesehatan, melindungi masyarakat dan menjaga aktivitas usaha. Tekanan pada sektor 
keuangan akan mempengaruhi APBN Tahun Anggaran 2O2O terutama sisi Pembiayaan.  

Implikasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak pula terhadap 
ancaman semakin memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurulnan berbagai 
aktivitas ekonomi domestik karena langkah-langkah penanganan pandemi Corona Virus Disease 
2019 (COVID-19) yang berisiko pada ketidakstabilan makroekonomi dan sistem keuangan yang 
perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah maupun koordinasi kebijakan dalam KSSK, sehingga 
diperlukan berbagai upaya Pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan tindakan antisipasi 
(forward looking) untuk menjaga stabilitas sektor keuangan. 
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Penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang memberikan dampak dan 
mengancam pertumbuhan ekonomi Indonesia antara lain karena menurllnnya penerimaan negara 
serta ketidakpastian ekonomi global, memerlukan kebijakan dan langkah-langkah luar biasa 
(extraordinary) di bidang keuangan negara termasuk di bidang perpajakan dan keuangan daerah, 
dan sektor keuangan, yang harus segera diambil Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait guna 
mengatasi kondisi mendesak tersebut dalam rangka penyelamatan kesehatan, perekonomian 
nasional, dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), serta 
pemulihan dunia usaha yang terdampak. Oleh karena itu, diperlukan perangkat hukum yang 
memadai untuk memberikan landasan yang kuat bagi Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait 
untuk pengambilan kebijakan dan langkah-langkah dimaksud. 

Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII|2OO9, kondisi tersebut di atas 
telah memenuhi parameter sebagai kegentingan yang memaksa dalam rangka penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang antara lain: 

a. karena adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat 
berdasarkan Undang-Undang; 

b. Undang-Undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau tidak 
memadainya Undang-Undang yang saat ini ada; dan 

c. kondisi kekosongan hukum yang tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang 
secara prosedur biasa yang memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang 
mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalam kegentingan yang memaksa, sesuai dengan ketentuan 
Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden 
berwenang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti 2Undang-Undang. 
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LAMPIRAN VI  
 

PENJELASAN 
ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 11 TAHUN 2020 

TENTANG 
CIPTA KERJA 

 

I. UMUM 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan 

masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiel maupun spiritual. Sejalan 

dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa "Tiap-tiap warga 

negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, oleh karena itu 

negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara 

untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam 

pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia 

seutuhnya. 

Pemerintah Pusat telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan dan memperluas 

lapangan kerja dalam rangka penurunan jumlah pengangguran dan menampung pekerja baru 

serta mendorong pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan 

tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang akan dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Meski tingkat pengangguran terbuka terus turun, Indonesia masih 

membutuhkan penciptaan kerja yang berkualitas karena: 

a. jumlah angkatan kerja yang bekerja tidak penuh atau tidak bekerja masih cukup tinggi yaitu 

sebesar 45,84 juta yang terdiri dari: 7,05 juta pengangguran, 8,14 juta setengah 

penganggur, 28,41 juta pekerja paruh waktu, dan 2,24 juta angkatan kerja baru (jumlah ini 

sebesar 34,3% dari total angkatan kerja, sementara penciptaan lapangan kerja masih 

berkisar sampai dengan 2,5 juta per tahunnya); 

b. jumlah penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 70,49 juta orang (55,72% 

dari total penduduk yang bekerja) dan cenderung menurun, dengan penurunan terbanyak 

pada status berusaha dibantu buruh tidak tetap; 

c. dibutuhkan kenaikan upah yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi 

dan peningkatan produktivitas pekerja. 
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Pemerintah Pusat telah berupaya untuk perluasan program jaminan dan bantuan sosial 

yang merupakan komitmen dalam rangka meningkatkan daya saing dan penguatan kualitas 

sumber daya manusia, serta untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan 

ketimpangan pendapatan. Dengan demikian melalui dukungan jaminan dan bantuan sosial, 

total manfaat tidak hanya diterima oleh pekerja, namun juga dirasakan oleh keluarga pekerja. 

Terhadap hal tersebut Pemerintah Pusat perlu mengambil kebijakan strategis untuk 

menciptakan dan memperluas kerja melalui peningkatan investasi, mendorong pengembangan 

dan peningkatan kualitas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Untuk dapat 

meningkatkan penciptaan dan perluasan kerja, diperlukan pertumbuhan ekonomi stabil dan 

konsisten naik setiap tahunnya. Namun upaya tersebut dihadapkan dengan kondisi saat ini, 

terutama yang menyangkut: 

a. Kondisi Global (Eksternal)  

Berupa ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global dan dinamika geopolitik berbagai 

belahan dunia serta terjadinya perubahan teknologi, industri 4.0, ekonomi digital; 

b. Kondisi Nasional (lnternal)  

Pertumbuhan ekonomi rata-rata di kisaran 57% dalam 5 tahun terakhir dengan realisasi 

investasi lebih kurang sebesar Rp721,3 triliun pada Tahun 2018 dan Rp792 triliun pada 

Tahun 2019; 

c. Permasalahan Ekonomi dan Bisnis  

Adanya tumpang tindih regulasi, efektivitas investasi yang rendah, tingkat pengangguran, 

angkatan kerja baru, dan jumlah pekerja informal, jumlah UMK-M yang besar namun 

dengan produktivitas rendah. 

Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan dan kemudahan dalam berusaha, 

termasuk untuk Koperasi dan UMK-M. Saat ini terjadi kompleksitas dan obesitas regulasi, 

dimana saat ini terdapat 4.451 peraturan Pemerintah Pusat dan 15.965 peraturan Pemerintah 

Daerah. Regulasi dan institusi menjadi hambatan paling utama disamping hambatan terhadap 

fiskal, infrastruktur dan sumber daya manusia. Regulasi tidak mendukung penciptaan dan 

pengembangan usaha bahkan cenderung membatasi. 

Dengan kondisi yang ada pada saat ini, pendapatan perkapita baru sebesar Rp4,6 juta per 

bulan. Dengan memperhitungkan potensi perekonomian dan sumber daya manusia ke depan, 

maka Indonesia akan dapat masuk ke dalam 5 besar ekonomi dunia pada Tahun 2045 dengan 

produk domestik bruto sebesar $7 triliun dolar Amerika Serikat dengan pendapatan perkapita 

sebesar Rp27 juta per bulan. 

Untuk itu diperlukan kebijakan dan langkah-langkah strategis Cipta Kerja yang 

memerlukan keterlibatan semua pihak yang terkait, dan terhadap hal tersebut perlu menyusun 

dan menetapkan Undang-Undang tentang Cipta Kerja dengan tujuan untuk menciptakan kerja 

yang seluasluasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik 
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Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak. Undang-Undang tentang 

Cipta Kerja mencakup yang terkait dengan: 

a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; 

b. peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja; 

c. kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan Koperasi dan UMK-M; dan 

d. peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional. 

Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan 

ekosistem investasi dan kegiatan berusaha paling sedikit memuat pengaturan mengenai: 

penyederhanaan Perizinan Berusaha, persyaratan investasi, kemudahan berusaha, riset dan 

inovasi, pengadaan lahan, dan kawasan ekonomi. 

Penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha berbasis 

risiko merupakan metode standar berdasarkan tingkat risiko suatu kegiatan usaha dalam 

menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas/frekuensi pengawasan. Perizinan Berusaha 

dan pengawasan merupakan instrumen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam 

mengendalikan suatu kegiatan usaha. Penerapan pendekatan berbasis risiko memerlukan 

perubahan pola pikir (change management) dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan 

layanan Perizinan Berusaha (business process re-engineering) serta memerlukan pengaturan 

(re-design) proses bisnis Perizinan Berusaha di dalam sistem Perizinan Berusaha secara 

elektronik. Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha dapat 

lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki izin, di samping 

itu melalui penerapan konsep ini kegiatan pengawasan menjadi lebih terstruktur baik dari 

periode maupun substansi yang harus dilakukan pengawasan. 

Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan 

perlindungan dan kesejahteraan pekerja paling sedikit memuat pengaturan mengenai: 

perlindungan pekerja untuk pekerja dengan perjanjian waktu kerja tertentu, perlindungan 

hubungan kerja atas pekerjaan yang didasarkan alih daya, perlindungan kebutuhan layak kerja 

melalui upah minimum, perlindungan pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja, dan 

kemudahan perizinan bagi tenaga kerja asing yang memiliki keahlian tertentu yang masih 

diperlukan untuk proses produksi barang atau jasa. 

Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan kemudahan, 

pemberdayaan, dan perlindungan UMK-M paling sedikit memuat pengaturan mengenai: 

kemudahan pendirian, rapat anggota, dan kegiatan usaha koperasi, dan kriteria UMK-M, basis 

data tunggal UMK-M, pengelolaan terpadu UMK-M, kemudahan PerizinanBerusaha UMK-M, 

kemitraan, insentif, dan pembiayaan UMK-M.  

Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan 

investasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan percepatan proyek strategis nasional 
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paling sedikit memuat pengaturan mengenai: pelaksanaan investasi Pemerintah Pusat melalui 

pembentukan lembaga pengelola investasi dan penyediaan lahan dan perizinan untuk 

percepatan proyek strategis nasional. Dalam rangka mendukung kebijakan strategis Cipta Kerja 

tersebut diperlukan pengaturan mengenai penataan administrasi pemerintahan dan pengenaan 

sanksi.  

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan strategis penciptaan kerja beserta 

pengaturannya, diperlukan perubahan dan penyempurnaan berbagai Undang-Undang terkait. 

Perubahan Undang-Undang tersebut tidak dapat dilakukan melalui cara konvensional dengan 

cara mengubah satu persatu Undang-Undang seperti yang selama ini dilakukan, cara demikian 

tentu sangat tidak efektif dan efisien serta membutuhkan waktu yang lama. 

Ruang lingkup Undang-Undang ini meliputi: 

a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; 

b. ketenagakerjaan; 

c. kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan Koperasi dan UMK-M; 

d. kemudahan berusaha; 

e. dukungan riset dan inovasi; 

f. pengadaan tanah; 

g. kawasan ekonomi; 

h. investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional; 

i. pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan 

j. pengenaan sanksi. 
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LAMPIRAN VII  
 

PENJELASAN  

ATAS  

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2021  

TENTANG  
HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN 

 

I. UMUM 

 
Untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan guna mewujudkan 

masyarakat adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 diperlukan berbagai upaya dari Pemerintah untuk mengambil 
berbagai langkah kebijakan fiskal yang konsolidatif. 

Kebijakan fiskal yang konsolidatif tersebut dapat diwujudkan dengan melakukan langkah 
strategis yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak (tax ratio) 
yang antara lain melalui penerapan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, reformasi 
administrasi perpajakan, peningkatan basis perpajakan, penciptaan sistem perpajakan yang 
mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarela 
Wajib Pajak. Pada tataran global, negara-negara di dunia juga menerapkan berbagai kebijakan 
perpajakan yang diharapkan mampu untuk meningkatkan penerimaan dengan memperluas basis 
pajak dan melakukan penyesuaian tarif pajak. 

Dalam rangka peningkatan rasio pajak (tax ratio), Pemerintah telah melakukan berbagai 
upaya antara lain melalui reformasi perpajakan yang berfokus pada organisasi, sumber daya 
manusia, teknologi informasi berbasis data, proses bisnis, dan regulasi perpajakan. Hal ini 
dilaksanakan di antaranya dengan peningkatan fungsi pelayanan, implementasi program 
Pengampunan Pajak, pelaksanaan skema Automatic Exchange of Financial Account Information, 
penguatan' efektifitas fungsi ekstensifikasi, dan penegakan hukum. Namun, hal tersebut belum 
cukup untuk mengimbangi perubahan pola bisnis dan dinamika globalisasi yang sangat dinamis 
serta mengatasi praktik aggressiue tax planning yang ada. 

Oleh karena itu, sejalan dengan reformasi perpajakan secara berkesinambungan khususnya 
pada aspek regulasi dan proses bisnis, diperlukan penyesuaian pengaturan kebijakan perpajakan 
yang bersifat komprehensif, konsolidatif, dan harmonis, sehingga perlu membentuk Undang-
Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Penyesuaian pengaturan kebijakan ini 
bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung 
percepatan pemulihan perekonomian; mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai 
pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan 
sejahtera; mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum; 
melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan 
basis perpajakan; dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. 

Kebijakan perpajakan yang bersifat komprehensif, konsolidatif, dan harmonis dilakukan 
melalui pengaturan meliputi Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan, Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Program Pengungkapan Sukarela 
Wajib Pajak, Pajak Karbon, dan Cukai.  
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Materi Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memuat beberapa ketentuan yang diubah 
dan/atau ditambah antara lain mengenai kerja sama bantuan penagihan pajak antarnegara, kuasa 
Wajib Pajak, pemberian data dalam rangka penegakan hukum dan kerja sama untuk kepentingan 
negara, dan daluwarsa penuntutan pidana pajak. 

Dalam materi Pajak Penghasilan terdapat beberapa ketentuan yang diubah dan/atau 
ditambah antara lain mengenai perubahan pengenaan pajak atas natura dan/atau kenikmatan, 
tarif Pajak Penghasilan orang pribadi dan badan, penyusutan dan amortisasi, serta 
kesepakatan/perjanjian internasional di bidang perpajakan. Perubahan materi Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah meliputi antara lain pengurangan 
pengecualian objek Pajak Pertambahan Nilai, pengaturan kembali fasilitas Pajak Pertambahan 
Nilai, perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai, dan pengenaan tarif pajak Pertambahan Nilai final. 

Untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak terdapat materi Program Pengungkapan Sukarela 
Wajib Pajak yang memberikan kesempatan kepada wajib Pajak untuk mengungkapkan hartanya 
yang belum diungkapkan. selanjutnya terdapat pengaturan baru mengenai pajak karbon yang 
dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Pengenaan 
pajak karbon dilakukan dengan memperhatikan peta jalan pajak karbon dan/atau peta jalan pasar 
karbon. Adapun perubahan ketentuan pada materi Cukai antara lain penambahan Barang Kena 
cukai, kewenangan Pejabat Bea dan cukai, penyidikan, serta pembayaran sanksi administratif. 
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LAMPIRAN VIII  
 

PENJELASAN 

ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 6 TAHUN 1983 

TENTANG 
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN 

SEBAGAIMANA DIUBAH OLEH: 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1994 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2000 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2009 

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2020 
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 28 TAHUN 2007 

Dalam pasal ini memuat perumusan 
mengenai pengertian istilah perpajakan 
yang dipergunakan dalam undang-
undang ini. Dengan adanya pengertian 
tentang istilah-istilah tersebut dapat 
dicegah adanya salah pengertian atau 
salah penafsiran dalam melaksanakan 
pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga 
dapat mencapai kelancaran dan 
kemudahan baik bagi Wajib Pajak 
maupun bagi aparatur dalam 
melaksanakan kewajibannya dan pada 
akhirnya dicapai tertibnya administrasi 
perpajakan. Pengertian ini diperlukan, 
karena mengandung hal yang bersifat 
teknis dan baku, khususnya dalam bidang 
perpajakan. 

Cukup jelas. 
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Pasal 2 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 7 TAHUN 2021 

Semua Wajib Pajak berdasarkan sistem self 
assessment harus mendaftarkan dirinya 
pada Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat 
sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk 
mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak 
(NPWP). Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut 
adalah suatu sarana dalam administrasi 
perpajakan yang dipergunakan sebagai 
tanda pengenal diri atau identitas Wajib 
Pajak.Dengan diperolehnya Nomor Pokok 
Wajib Pajak, berarti Wajib Pajak telah 
terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. 
Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut 
selain dipergunakan untuk mengetahui 
identitas Wajib Pajak yang sebenarnya, juga 
berguna untuk menjaga ketertiban dalam 
pembayaran pajak dan dalam pengawasan 
administrasi perpajakan.Setiap Wajib Pajak 
dalam hal yang berhubungan dengan 
dokumen perpajakan diharuskan 
mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak 
yang dimilikinya. Terhadap Wajib Pajak 
yang tidak mendaftarkan diri untuk 
mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak 
(NPWP) akan dikenakan sanksi pidana. 

Ayat (1) 

Semua Wajib Pajak yang telah 
memenuhi persyaratan 
subjektif dan objektif sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 
perpajakan berdasarkan 
sistem self assessment, wajib 
mendaftarkan diri pada 
kantor Direktorat Jenderal 
Pajak untuk dicatat sebagai 
Wajib Pajak dan sekaligus 
untuk mendapatkan Nomor 
Pokok Wajib Pajak. 

Persyaratan subjektif adalah 
persyaratan yang sesuai 
dengan ketentuan mengenai 
subjek pajak dalam Undang-
Undang Pajak Penghasilan 
1984 dan perubahannya. 
Persyaratan objektif adalah 
persyaratan bagi subjek pajak 
yang menerima atau 
memperoleh penghasilan 
atau diwajibkan untuk 
melakukan 
pemotongan/pemungutan 
sesuai dengan ketentuan 
Undang-Undang Pajak 
Penghasilan 1984 dan 
perubahannya. Kewajiban 
mendaftarkan diri tersebut 
berlaku pula terhadap wanita 
kawin yang dikenai pajak 
secara terpisah karena hidup 
terpisah berdasarkan 
keputusanhakim atau 
dikehendaki secara tertulis 
berdasarkan perjanjian 
pemisahan penghasilan dan 
harta. Wanita kawin selain 
tersebut di atas dapat 
mendaftarkan diri untuk 
memperoleh Nomor Pokok 
Wajib Pajak atas namanya 
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UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 7 TAHUN 2021 
sendiri agar wanita kawin 
tersebut dapat melaksanakan 
hak dan memenuhikewajiban 
perpajakannya terpisah dari 
hak dan kewajiban 
perpajakan suaminya. Nomor 
Pokok Wajib Pajak tersebut 
merupakan suatu sarana 
dalam administrasi 
perpajakan yang 
dipergunakan sebagai tanda 
pengenal diri atau identitas 
Wajib Pajak. Oleh karena itu, 
kepada setiap Wajib Pajak 
hanya diberikan satu Nomor 
Pokok Wajib Pajak. Selain itu, 
Nomor Pokok Wajib Pajak 
juga dipergunakan untuk 
menjaga ketertiban dalam 
pembayaran pajak dan dalam 
pengawasan administrasi 
perpajakan. Dalam hal 
berhubungan dengan 
dokumen perpajakan, Wajib 
Pajak diwajibkan 
mencantumkan Nomor Pokok 
Wajib Pajak yang dimilikinya. 
Terhadap Wajib Pajak yang 
tidak mendaftarkan diri 
untuk mendapatkan Nomor 
Pokok Wajib Pajak dikenai 
sanksi sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan 
perpajakan. 

Ayat (1a) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Setiap Wajib Pajak sebagai 
Pengusaha yang dikenai Pajak 
Pertambahan Nilai 
berdasarkan Undang-Undang 
Pajak Pertambahan Nilai 
1984 dan perubahannya 
wajibmelaporkan usahanya 
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UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 7 TAHUN 2021 
untuk dikukuhkan sebagai 
Pengusaha Kena Pajak. 
Pengusaha orang pribadi 
berkewajiban melaporkan 
usahanya pada kantor 
Direktorat Jenderal Pajak 
yang wilayah kerjanya 
meliputi tempat tinggal 
Pengusaha dan tempat 
kegiatan usaha dilakukan, 
sedangkan bagi Pengusaha 
badan berkewajiban 
melaporkan usahanya 
tersebut pada kantor 
Direktorat Jenderal Pajak 
yang wilayah kerjanya 
meliputi tempat kedudukan 
Pengusaha dan tempat 
kegiatan usaha dilakukan. 
Dengan demikian, Pengusaha 
orang pribadi atau badan 
yang mempunyai tempat 
kegiatan usaha di wilayah 
beberapa kantor Direktorat 
Jenderal Pajak wajib 
melaporkan usahanya untuk 
dikukuhkan sebagai 
Pengusaha Kena Pajak baik di 
kantor Direktorat Jenderal 
Pajak yang wilayah kerjanya 
meliputi tempat tinggal atau 
tempat kedudukan 
Pengusaha maupun di kantor 
Direktorat Jenderal Pajak 
yang wilayah kerjanya 
meliputi tempat kegiatan 
usaha dilakukan. Fungsi 
pengukuhan Pengusaha Kena 
Pajak selain dipergunakan 
untuk mengetahui identitas 
Pengusaha Kena Pajak yang 
sebenarnya juga berguna 
untuk melaksanakan hak dan 
kewajiban di bidang Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan Atas Barang 
Mewah serta untuk 
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UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 7 TAHUN 2021 
pengawasan administrasi 
perpajakan. Terhadap 
Pengusaha yang telah 
memenuhi syarat sebagai 
Pengusaha Kena Pajak, tetapi 
tidak melaporkan usahanya 
untuk dikukuhkan sebagai 
Pengusaha Kena Pajak 
dikenai sanksi sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan 
perpajakan. 

Ayat (3) 

Terhadap Wajib Pajak 
maupun Pengusaha Kena 
Pajak tertentu, Direktur 
Jenderal Pajak dapat 
menentukan kantor 
Direktorat Jenderal Pajak 
selain yang ditentukan pada 
ayat (1) dan ayat (21, sebagai 
tempat pendaftaran untuk 
memperoleh Nomor Pokok 
Wajib Pajak dan/atau 
Pengukuhan Pengusaha Kena 
Pajak. Selain itu, bagi Wajib 
Pajak orang pribadi 
pengusaha tertentu, yaitu 
Wajib Pajak orang pribadi 
yang mempunyai tempat 
usaha tersebar di beberapa 
tempat, misalnya pedagang 
elektronik yang mempunyai 
toko di beberapa pusat 
perbelanjaan, di samping 
wajib mendaftarkan diri pada 
kantor Direktorat Jenderal 
Pajak yang wilayah kerjanya 
meliputi tempat tinggal Wajib 
Pajak, juga diwajibkan mend   
aftarkan diri pada kantor 
Direktorat Jenderal Pajak 
yang wilayah kerjanya 
meliputi tempat kegiatan 
usaha Wajib Pajak dilakukan 

Ayat (4) 
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UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 7 TAHUN 2021 

Terhadap Wajib Pajak atau 
Pengusaha Kena Pajak yang 
tidak memenuhi kewajiban 
untuk mendaftarkan diri 
dan/atau melaporkan 
usahanya dapat diterbitkan 
Nomor Pokok Wajib Pajak 
dan/atau pengukuhan 
Pengusaha Kena Pajak secara 
jabatan. Hal ini dapat 
dilakukan apabila 
berdasarkan data yang 
diperoleh atau dimiliki oleh 
Direktorat Jenderal Pajak 
ternyata orang pribadi atau 
badan atau Pengusaha 
tersebut telah memenuhi 
syarat untuk memperoleh 
Nomor Pokok Wajib Pajak 
dan/atau dikukuhkan sebagai 
Pengusaha Kena Pajak. 

Ayat (4a) 

Ayat ini mengatur bahwa 
dalam penerbitan Nomor 
Pokok Wajib Pajak dan/atau 
pengukuhan sebagai 
Pengusaha Kena Pajak secara 
jabatan harus 
memperhatikan saat 
terpenuhinya persyaratan 
subjektif dan objektif dari 
Wajib pajak yang 
bersangkutan. Selanjutnya 
terhadap Wajib pajak 
tersebut tidak dikecualikan 
dari pemenuhan kewajiban 
perpajakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundangundangan 
perpajakan. Hal ini 
dimaksudkan untuk 
memberikan kepastian 
hukum kepada Wajib Pajak 
maupun Pemerintah 
berkaitan dengan kewajiban 
Wajib Pajak untuk 
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UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 7 TAHUN 2021 
mendaftarkan diri dan hak 
untuk memperoleh Nomor 
Pokok Wajib pajak dan/atau 
dikukuhkan sebagai 
Pengusaha Kena pajak, 
misalnya terhadap Wajib 
Pajak diterbitkan Nomor 
pokok Wajib Pajak secara 
jabatan pada tahun 2008 dan 
ternyata Wajib Pajak telah 
memenuhi persyaratan 
subjektif dan objektif sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan 
perpajakan terhitung sejak 
tahun 2005, kewajiban 
perpajakannya timbul 
terhitung sejak tahun 2005. 

Ayat (5) 

Dihapus 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

Ayat (8) 

Cukup jelas. 

Ayat (9) 

Cukup jelas. 

Ayat (10) 

Penggunaan nomor induk 
kependudukan sebagai 
identitas Wajib Pajak orang 
pribadi memerlukan 
pengintegrasian basis data 
kependudukan dengan basis 
data perpajakan yang 
digunakan sebagai 
pembentuk profil WEib Pajak, 
serta dapat digunakan oleh 
Wajib Pajak dalam rangka 
pelaksanaan hak dan/atau 
pemenuhan kewaj iban 
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UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 7 TAHUN 2021 
perpajakannya. Data 
kependudukan dan data 
balikan dari pengguna 
merupakan data 
kependudukan dan data 
balikan dari pengguna 
sebagaimana diatur dalam 
peraturan 
perundangundangan yang 
mengatur mengenai 
administrasi kependudukan. 

 

Pasal 2A58 

Cukup jelas. 

 

Pasal 3 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 28 TAHUN 2007 

Ayat (1) 

Fungsi Surat Pemberitahuan (untuk 
selanjutnya disebut SPT) adalah 
sebagai sarana Wajib Pajak untuk 
melaporkan dan 
mempertanggungjawabkan 
penghitungan jumlah pajak yang 
sebenarnya terhutang dan laporan 
tentang pemenuhan pembayaran 
pajak yang telah dilaksanakan 
sendiri dalam satu Tahun Pajak atau 
Bagian Tahun Pajak dan laporan 
pembayaran dari pemotong atau 
pemungut tentang 
pemotongan/pemungutan pajak 
orang atau badan lain dalam satu 
Masa Pajak yang ditentukan oleh 
ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan. Setiap Wajib 
Pajak wajib mengambil sendiri SPT 
yang telah disediakan oleh 
Direktorat Jenderal Pajak, mengisi, 

Ayat (1) 

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi 
Wajib Pajak Pajak Penghasilan 
adalah sebagai sarana untuk 
melaporkan dan 
mempertanggungjawabkan 
penghitungan jumlah pajak yang 
sebenarnya terutang dan untuk 
melaporkan tentang:  

a. pembayaran atau pelunasan 
pajak yang telah dilaksanakan 
sendiri dan/atau melalui 
pemotongan atau pemungutan 
pihak lain dalam 1 (satu) 
Tahun Pajak atau Bagian 
Tahun Pajak; 

b. penghasilan yang merupakan 
objek pajak dan/atau bukan 
objek pajak; 

c. harta dan kewajiban; 
dan/atau  

 
58  Penjelasan Pasal 2A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 
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menghitung dan memperhitungkan 
sendiri pajak yang terhutang untuk 
satu Masa Pajak dalam SPT, dan 
menyampaikan SPT yang telah diisi 
dan ditandatanganinya ke 
Direktorat Jenderal Pajak dalam 
batas waktu yang ditentukan. Yang 
dimaksud dengan mengisi SPT 
adalah, mengisi formulir SPT secara 
benar, jelas, lengkap sesuai dengan 
petunjuk yang diberikan mengenai 
penghitungan jumlah pajak yang 
terhutang berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 
perpajakan. Pengisian SPT yang 
tidak benar yang berakibat 
timbulnya kerugian bagi negara 
akan dikenakan sanksi pidana 
berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 
dalam undang-undang ini. 
Demikian pula keterlambatan atau 
tidak menyampaikan SPT akan 
dikenakan sanksi administrasi 
berupa denda. 

d. pembayaran dari pemotong 
atau pemungut tentang 
pemotongan atau pemungutan 
pajak orang pribadi atau 
badan lain dalam 1 (satu) 
Masa Pajak sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan 
perpajakan. Bagi Pengusaha 
Kena Pajak, fungsi Surat  

Pemberitahuan adalah sebagai 
sarana untuk melaporkan dan 
mempertanggungjawabkan 
penghitungan jumlah Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan Atas Barang Mewah yang 
sebenarnya terutang dan untuk 
melaporkan tentang:  

a. pengkreditan Pajak Masukan 
terhadap Pajak Keluaran; dan 

b.  pembayaran atau pelunasan 
pajak yang telah dilaksanakan 
sendiri oleh Pengusaha Kena 
Pajak dan/atau melalui pihak 
lain dalam satu Masa Pajak, 
sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan perpajakan.  

Bagi pemotong atau pemungut 
pajak, fungsi Surat Pemberitahuan 
adalah sebagai sarana untuk 
melaporkan dan 
mempertanggungjawabkan pajak 
yang dipotong atau dipungut dan 
disetorkannya. Yang dimaksud 
dengan mengisi Surat 
Pemberitahuan adalah mengisi 
formulir Surat Pemberitahuan, 
dalam bentuk kertas dan/atau 
dalam bentuk elektronik, dengan 
benar, lengkap, dan jelas sesuai 
dengan petunjuk pengisian yang 
diberikan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 
perpajakan. Sementara itu, yang 
dimaksud dengan benar, lengkap, 
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dan jelas dalam mengisi Surat 
Pemberitahuan adalah: 

a. benar adalah benar dalam 
perhitungan, termasuk benar 
dalam penerapan ketentuan 
peraturan perundang-
undangan perpajakan, dalam 
penulisan, dan sesuai dengan 
keadaan yang sebenarnya; 

b. lengkap adalah memuat 
semua unsur-unsur yang 
berkaitan dengan objek pajak 
dan unsur-unsur lain yang 
harus dilaporkan dalam Surat 
Pemberitahuan; dan  

c. jelas adalah melaporkan asal-
usul atau sumber dari objek 
pajak dan unsur-unsur lain 
yang harus dilaporkan dalam 
Surat Pemberitahuan. Surat 
Pemberitahuan yang telah 
diisi dengan benar, lengkap, 
dan jelas tersebut wajib 
disampaikan ke kantor 
Direktorat Jenderal Pajak 
tempat Wajib Pajak terdaftar 
atau dikukuhkan atau tempat 
lain yang ditetapkan oleh 
Direktur Jenderal Pajak. 
Kewajiban penyampaian 
Surat Pemberitahuan oleh 
pemotong atau pemungut 
pajak dilakukan untuk setiap 
Masa Pajak. 

Ayat (1a) 

Cukup jelas. 

Ayat (1b) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Dalam rangka pelayanan dan 
kemudahan bagi Wajib Pajak 
formulir SPT disediakan pada 
Kantor-kantor dilingkungan 

Ayat (2) 

Dalam rangka memberikan 
pelayanan dan kemudahan kepada 
Wajib Pajak, formulir Surat 
Pemberitahuan disediakan pada 
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Direktorat Jenderal Pajak, Kantor 
Pos dan Giro, Kantor Pos Pembantu, 
dan tempat-tempat lain yang 
ditentukan oleh Direktur Jenderal 
Pajak dan yang diperkirakan mudah 
terjangkau oleh Wajib Pajak. 

kantor-kantor Direktorat Jenderal 
Pajak dan tempat-tempat lain yang 
ditentukan oleh Direktur Jenderal 
Pajak yang diperkirakan mudah 
terjangkau oleh Wajib Pajak. Di 
samping itu, Wajib Pajak juga 
dapat mengambil Surat 
Pemberitahuan dengan cara lain, 
misalnya dengan mengakses situs 
Direktorat Jenderal Pajak untuk 
memperoleh formulir Surat 
Pemberitahuan tersebut. Namun, 
untuk memberikan pelayanan 
yang lebih baik, Direktur Jenderal 
Pajak dapat mengirimkan Surat 
Pemberitahuan kepada Wajib 
Pajak. 

Ayat (3) 

Ayat ini mengatur tentang batas 
waktu pemasukan SPT. SPT dapat 
dibedakan menjadi dua, yaitu SPT 
Masa untuk melaporkan 
pembayaran masa yang dilakukan 
oleh Wajib Pajak, dan SPT Tahunan 
untuk memberitahukan besarnya 
pajak yang terhutang dari 
penghasilan yang diperoleh Wajib 
Pajak dalam satu Tahun Pajak. Batas 
waktu tersebut dalam Pasal 3 ayat 
(3) huruf a dan b adalah batas 
waktu terakhir. Batas waktu 
tersebut dianggap cukup memadai 
bagi Wajib Pajak untuk 
mempersiapkan segala sesuatu 
yang berhubungan dengan 
pembayaran pajak maupun 
penyelesaian pembukuannya. 

Ayat (3) 

Ayat ini mengatur tentang batas 
waktu penyampaian Surat 
Pemberitahuan yang dianggap 
cukup memadai bagi Wajib Pajak 
untuk mempersiapkan segala 
sesuatu yang berhubungan dengan 
pembayaran pajak dan 
penyelesaian pembukuannya. 

Ayat (3a) 

Wajib Pajak dengan kriteria 
tertentu, antara lain Wajib Pajak 
usaha kecil, dapat: 

a. menyampaikan Surat 
Pemberitahuan Masa Pajak 
Penghasilan Pasal 25 untuk 
beberapa Masa Pajak sekaligus 
dengan syarat pembayaran 
seluruh pajak yang wajib 
dilunasi menurut Surat 
Pemberitahuan Masa tersebut 
dilakukan sekaligus paling 
lama dalam Masa Pajak yang 
terakhir; dan/atau 

b. menyampaikan Surat 
Pemberitahuan Masa selain 
yang disebut pada huruf a 
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untuk beberapa Masa Pajak 
sekaligus dengan syarat 
pembayaran untuk masing-
masing Masa Pajak dilakukan 
sesuai batas waktu untuk Masa 
Pajak yang bersangkutan. 

Ayat (3b) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Apabila Wajib Pajak baik orang atau 
Badan ternyata tidak dapat 
menyelesaikan/menyiapkan 
laporan keuangan tahunan atau 
neraca perusahaan beserta daftar 
rugi laba dalam jangka waktu tiga 
bulan benar-benar mengalami 
kesulitan, karena luasnya kegiatan 
usaha dan masalah-masalah teknis 
pembuatan neraca atau laporan 
keuangan sulit untuk memenuhi 
batas waktu penyelesaian dan 
memerlukan kelonggaran dari batas 
waktu yang telah ditentukan, Wajib 
Pajak berhak untuk mengajukan 
permohonan agar memperoleh 
perpanjangan waktu penyampaian 
SPT Tahunan Pajak Penghasilan. 

Ayat (4) 

Apabila Wajib Pajak baik orang 
pribadi maupun badan ternyata 
tidak dapat menyampaikan Surat 
Pemberitahuan dalam jangka 
waktu yang telah ditetapkan pada 
ayat (3) huruf b, atau huruf c 
karena luasnya kegiatan usaha dan 
masalah-masalah teknis 
penyusunan laporan keuangan, 
atau sebab lainnya sehingga sulit 
untuk memenuhi batas waktu 
penyelesaian dan memerlukan 
kelonggaran dari batas waktu yang 
telah ditentukan, Wajib Pajak 
dapat memperpanjang 
penyampaian Surat 
Pemberitahuan Tahunan Pajak 
Penghasilan dengan cara 
menyampaikan pemberitahuan 
secara tertulis atau dengan cara 
lain misalnya dengan 
pemberitahuan secara elektronik 
kepada Direktur Jenderal Pajak. 

Ayat (5) 

Untuk mencegah usaha 
penghindaran diri dan/atau 
perpanjangan waktu pembayaran 
pajak yang terhutang dalam satu 
Tahun Pajak yang harus dibayar 
sebelum batas waktu pemasukan 
SPT Tahunan, perlu kiranya 
ditetapkan persyaratan khusus dan 
menetapkan sanksi administrasi 
berupa pungutan bunga bagi Wajib 
Pajak yang ingin memperpanjang 

Ayat (5) 

Untuk mencegah usaha 
penghindaran dan/atau 
perpanjangan waktu pembayaran 
pajak yang terutang dalam 1 (satu) 
Tahun Pajak yang harus dibayar 
sebelum batas waktu penyampaian 
Surat Pemberitahuan Tahunan, 
perlu ditetapkan persyaratan yang 
berakibat pengenaan sanksi 
administrasi berupa bunga bagi 
Wajib Pajak yang ingin 
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waktu penyampaian SPT Tahunan 
Pajak Penghasilan. 

Persyaratan khusus tersebut 
berupa keharusan memberikan 
pernyataan tertulis tentang 
besarnya pajak yang harus dibayar 
berdasarkan penghitungan 
sementara dalam satu Tahun Pajak, 
sebagai lampiran Surat 
Permohonan penundaan kewajiban 
penyampaian SPT Tahunan Pajak 
Penghasilan. 

memperpanjang waktu 
penyampaian Surat 
Pemberitahuan Tahunan Pajak 
Penghasilan. Persyaratan tersebut 
berupa keharusan menyampaikan 
pemberitahuan sementara dengan 
menyebutkan besarnya pajak yang 
harus dibayar berdasarkan 
penghitungan sementara pajak 
yang terutang dalam 1 (satu) 
Tahun Pajak dan Surat Setoran 
Pajak sebagai bukti pelunasan, 
sebagai lampiran pemberitahuan 
perpanjangan jangka waktu 
penyampaian Surat 
Pemberitahuan Tahunan Pajak 
Penghasilan. 

Ayat (5a) 

Dalam rangka pembinaan 
terhadap Wajib Pajak yang sampai 
dengan batas waktu yang telah 
ditentukan ternyata tidak 
menyampaikan Surat 
Pemberitahuan, terhadap Wajib 
Pajak yang bersangkutan dapat 
diberikan Surat Teguran. 

Ayat (6) 

Karena SPT itu merupakan alat 
penelitian atas kebenaran 
penghitungan pajak terhutang yang 
diberitahukan oleh Wajib Pajak, 
maka lampiran tersebut merupakan 
bagian dari SPT dan merupakan 
persyaratan mutlak yang harus 
dipenuhi oleh Wajib Pajak. 

Ayat (6) 

Mengingat fungsi Surat 
Pemberitahuan merupakan sarana 
Wajib Pajak, antara lain untuk 
melaporkan dan 
mempertanggungjawabkan 
penghitungan jumlah pajak dan 
pembayarannya, dalam rangka 
keseragaman dan mempermudah 
pengisian serta 
pengadministrasiannya, bentuk 
dan isi Surat Pemberitahuan, 
keterangan, dokumen yang harus 
dilampirkan dan cara yang 
digunakan untuk menyampaikan 
Surat Pemberitahuan diatur 
dengan atau berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan. 
Surat Pemberitahuan Tahunan 
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Pajak Penghasilan sekurang-
kurangnya memuat jumlah 
peredaran, jumlah penghasilan, 
jumlah Penghasilan Kena Pajak, 
jumlah pajak yang terutang, jumlah 
kredit pajak, jumlah kekurangan 
atau kelebihan pajak, serta harta 
dan kewajiban di luar kegiatan 
usaha atau pekerjaan bebas bagi 
Wajib Pajak orang pribadi. Surat 
Pemberitahuan Tahunan Pajak 
Penghasilan Wajib Pajak yang 
wajib menyelenggarakan 
pembukuan harus dilengkapi 
dengan laporan keuangan berupa 
neraca dan laporan laba rugi serta 
keterangan lain yang diperlukan 
untuk menghitung besarnya 
Penghasilan Kena Pajak. Surat 
Pemberitahuan Masa Pajak 
Pertambahan Nilai sekurang-
kurangnya memuat jumlah Dasar 
Pengenaan Pajak, jumlah Pajak 
Keluaran, jumlah Pajak Masukan 
yang dapat dikreditkan, dan 
jumlah kekurangan atau kelebihan 
pajak. 

Ayat (7) 

Surat Pemberitahuan yang 
ditandatangani beserta 
lampirannya adalah satu kesatuan 
yang merupakan unsur keabsahan 
Surat Pemberitahuan. Oleh karena 
itu, Surat Pemberitahuan dari 
Wajib Pajak yang disampaikan, 
tetapi tidak dilengkapi dengan 
lampiran yang dipersyaratkan, 
tidak dianggap sebagai Surat 
Pemberitahuan dalam 
administrasi Direktorat Jenderal 
Pajak. Dalam hal demikian, Surat 
Pemberitahuan tersebut dianggap 
sebagai data perpajakan. Demikian 
juga apabila penyampaian Surat 
Pemberitahuan yang menyatakan 
lebih bayar telah melewati 3 (tiga) 
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tahun sesudah berakhirnya Masa 
Pajak, bagian Tahun Pajak, atau 
Tahun Pajak dan Wajib Pajak telah 
ditegur secara tertulis, atau apabila 
Surat Pemberitahuan disampaikan 
setelah Direktur Jenderal Pajak 
melakukan pemeriksaan atau 
menerbitkan surat ketetapan 
pajak, Surat Pemberitahuan 
tersebut dianggap sebagai data 
perpajakan. 

Ayat (7a) 

Cukup jelas. 

Ayat (8) 

Pada prinsipnya setiap Wajib Pajak 
Pajak Penghasilan diwajibkan 
menyampaikan Surat 
Pemberitahuan. Dengan 
pertimbangan efisiensi atau 
pertimbangan lainnya, Menteri 
Keuangan dapat menetapkan 
Wajib Pajak Pajak Penghasilan 
yang dikecualikan dari kewajiban 
menyampaikan Surat 
Pemberitahuan, misalnya Wajib 
Pajak orang pribadi yang 
menerima atau memperoleh 
penghasilan di bawah Penghasilan 
Tidak Kena Pajak, tetapi karena 
kepentingan tertentu diwajibkan 
memiliki Nomor Pokok Wajib 
Pajak. 

 

Pasal 4 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU UU NOMOR 28 TAHUN 2007 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
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Ayat (4) 

Cukup jelas 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (4a) 

Yang dimaksud dengan Laporan 
Keuangan masing-masing Wajib 
Pajak adalah laporan keuangan 
hasil kegiatan usaha masing-masing 
Wajib Pajak. 

Contoh:  

PT A memiliki saham pada PT B dan 
PT C. Dalam contoh tersebut, PT A 
mempunyai kewajiban 
melampirkan laporan keuangan 
konsolidasi PT A dan anak 
perusahaan, juga melampirkan 
laporan keuangan atas usaha PT A 
(sebelum dikonsolidasi), sedangkan 
PT B dan PT C wajib melampirkan 
laporan keuangan masing-masing, 
bukan laporan keuangan 
konsolidasi. 

Ayat (4b) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Tata cara penerimaan dan 
pengolahan Surat Pemberitahuan 
memuat hal-hal mengenai, antara 
lain, penelitian kelengkapan, 
pemberian tanda terima, 
pengelompokan Surat 
Pemberitahuan Lebih Bayar, 
Kurang Bayar, dan Nihil, prosedur 
perekaman dan tindak lanjut 
pengelolaannya, yang diatur 
dengan atau berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan. 

 

Pasal 5 

Cukup jelas. 
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Pasal 6 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 28 TAHUN 2007 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Dalam rangka peningkatan 
pelayanan kepada Wajib Pajak dan 
sejalan dengan perkembangan 
teknologi informasi, perlu cara lain 
bagi Wajib Pajak untuk memenuhi 
kewajiban menyampaikan Surat 
Pemberitahuannya, misalnya 
disampaikan secara elektronik. 

Ayat (3) 

Tanda bukti dan tanggal    surat 
untuk penyampaian Surat 
Pemberitahuan melalui pos atau 
dengan cara lain merupakan bukti 
penerimaan, apabila Surat 
Pemberitahuan dimaksud telah 
lengkap, yaitu memenuhi 
persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), 
ayat (1a), dan ayat (6). 

 

Pasal 7 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 28 TAHUN 2007 

Untuk kepentingan tertib administrasi 
perpajakan dan untuk menjaga disiplin 
Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak yang tidak 
mematuhi kewajiban formal 
menyampaikan SPT sesuai dengan batas 
waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi 
berupa denda administrasi yang 
ditetapkan sebesar Rp 10.000,-(sepuluh 
ribu rupiah). 

Ayat (1) 

Maksud pengenaan sanksi 
administrasi berupa denda 
sebagaimana diatur pada ayat ini 
adalah untuk kepentingan tertib 
administrasi perpajakan dan 
meningkatkan kepatuhan Wajib 
Pajak dalam memenuhi kewajiban 
menyampaikan Surat 
Pemberitahuan. 

Ayat (2) 
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Bencana adalah bencana nasional 
atau bencana yang ditetapkan oleh 
Menteri Keuangan. 

 

Pasal 8 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 7 TAHUN 2021 

Ayat (1) 

Terhadap kekeliruan dalam 
pengisian SPT yang dibuat oleh 
Wajib Pajak, masih terbuka baginya 
hak untuk melakukan pembetulan 
sendiri, dengan syarat Direktur 
Jenderal Pajak belum mengetahui 
tentang adanya ketidakbenaran 
dalam SPT yang telah disampaikan 
atau belum menugaskan 
petugasnya untuk memulai 
tindakan pemeriksaan. 

Ayat (1) 

Terhadap kekeliruan dalam 
pengisian Surat Pemberitahuan 
yang dibuat oleh Wajib Pajak, Wajib 
Pajak masih berhak untuk 
melakukan pembetulan atas 
kemauan sendiri, dengan syarat 
Direktur Jenderal Pajak belum 
mulai melakukan tindakan 
pemeriksaan. Yang dimaksud 
dengan "mulai melakukan tindakan 
pemeriksaan" adalah pada saat 
Surat Pemberitahuan Pemeriksaan 
Pajak disampaikan kepada Wajib 
Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau 
anggota keluarga yang telah dewasa 
dari Wajib Pajak. 

Ayat (1a) 

Yang dimaksud dengan daluwarsa 
penetapan adalah jangka waktu 5 
(lima) tahun setelah saat 
terutangnya pajak atau berakhirnya 
Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, 
atau Tahun Pajak, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1). 

Ayat (2) 

Dengan adanya pembetulan sendiri 
SPT tersebut membawa akibat 
penghitungan jumlah pajak yang 
terhutang dan jumlah perhitungan 
pembayaran pajak menjadi berubah 
dari jumlah semula. Atas 
kekurangan pembayaran pajak 
sebagai akibat pembetulan tersebut 
dikenakan sanksi administrasi 
berupa bunga sebesar 2% (dua 
persen) per bulan.  

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (2a) 

Cukup jelas. 

Ayat (2b) 

Cukup jelas. 
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Bunga yang terhutang atas 
kekurangan pembayaran pajak 
tersebut, dihitung mulai dari 
berakhirnya batas waktu 
penyampaian SPT sampai dengan 
tanggal pembayaran karena adanya 
pembetulan SPT tersebut. Apabila 
terdapat kelebihan pembayaran 
pajak dalam melakukan 
pembetulan tersebut, Wajib Pajak 
dapat mengajukan permohonan 
pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11. 

Ayat (3) 

Wajib Pajak yang melakukan 
pelanggaran sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 38, sepanjang 
belum dilakukan tindakan 
penyidikan oleh petugas 
perpajakan, sekalipun telah 
dilakukan pemeriksaan 
terhadapnya dan Wajib Pajak telah 
mengungkapkan kesalahannya dan 
sekaligus melunasi jumlah pajak 
yang sebenarnya terhutang beserta 
denda administrasi sebesar dua kali 
dari jumlah pajak yang kurang 
dibayar, maka terhadapnya tidak 
akan dilakukan penyidikan.Namun 
bilamana telah dilakukan tindakan 
penyidikan dan mulainya 
penyidikan tersebut diberitahukan 
kepada Penuntut Umum, maka 
kesempatan untuk membetulkan 
sendiri sudah tertutup bagi Wajib 
Pajak yang bersangkutan. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (3a) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Walaupun Direktur Jenderal Pajak 
telah melakukan pemeriksaan 
tetapi belum menyampaikan surat 
pemberitahuan hasil pemeriksaan, 
kepada Wajib Pajak baik yang telah 
maupun yang belum membetulkan 
Surat Pemberitahuan masih 
diberikan kesempatan untuk 
mengungkapkan ketidakbenaran 
pengisian Surat Pemberitahuan 
yang telah disampaikan, yang dapat 
berupa Surat Pemberitahuan 
Tahunan atau Surat Pemberitahuan 
Masa untuk Tahun Pajak, Bagian 
Tahun Pajak, atau Masa Pajak yang 
diperiksa. Pengungkapan 
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ketidakbenaran pengisian Surat 
Pemberitahuan tersebut dilakukan 
dalam laporan tersendiri dan harus 
mencerminkan keadaan yang 
sebenarnya sehingga dapat 
diketahui jumlah pajak yang 
sesungguhnya terutang. Namun, 
untuk membuktikan kebenaran 
laporan Wajib Pajak tersebut, 
proses pemeriksaan tetap 
dilanjutkan sampai selesai. 

 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 
Ayat (5a) 

Cukup jelas. 
Ayat (6) 

Sehubungan dengan diterbitkannya 
surat ketetapan pajak, Surat 
Keputusan Keberatan, Surat 
Keputusan Pembetulan, Putusan 
Banding, atau Putusan Peninjauan 
Kembali atas suatu Tahun Pajak 
yang mengakibatkan rugi fiskal 
yang berbeda dengan rugi fiskal 
yang telah dikompensasikan dalam 
Surat Pemberitahuan Tahunan 
tahun berikutnya atau tahun-tahun 
berikutnya, akan dilakukan 
penyesuaian rugi fiskal sesuai 
dengan surat ketetapan pajak, Surat 
Keputusan Keberatan, Surat 
Keputusan Pembetulan, Putusan 
Banding, atau Putusan Peninjauan 
Kembali dalam penghitungan Pajak 
Penghasilan tahun-tahun 
berikutnya, pembatasan jangka 
waktu 3 (tiga) bulan tersebut 
dimaksudkan untuk tertib 
administrasi tanpa menghilangkan 
hak Wajib Pajak atas kompensasi 
kerugian. 

Dalam hal Wajib Pajak 
membetulkan Surat Pemberitahuan 
lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan 
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atau Wajib Pajak tidak mengajukan 
pembetulan sebagai akibat adanya 
surat ketetapan pajak, Surat 
Keputusan Keberatan, Surat 
Keputusan Pembetulan, putusan 
Banding, atau Putusan Peninjauan 
Kembali Tahun Pajak sebelumnya 
atau beterapa Tahun pajak 
sebelumnya, yang menyatakan rugi 
fiskal yang berbeda dengan rugi 
fiskal yang telah dikompensasikan 
dalam Surat Pemberitahuan 
Tahunan pajak penghasilan, 
Direktur Jenderal Pajak akan 
memperhitungkannya dalam 
menetapkan kewajiban perpajakan 
Wajib pajak. 

Untuk jelasnya diberikan contoh 
sebagai berikut: 

Contoh 1: 

PT A menyampaikan Surat 
Pemberitahuan Tahunan Pajak 
Penghasilan tahun 2O2l yang 
menyatakan: 

Penghasilan Neto sebesar 
=Rp200.000.000,00 

Kompensasi kerugian 

berdasarkan Surat 

Pemberitahuan Tahunan Pajak 

Penghasilan tahun 2020 

Sebesar 

=Rp150.000.000,00 (-) 
 

Penghasilan Kena Pajak Sebesar 

=Rp.50.000.000,00 

Terhadap Surat Pemberitahuan 
Tahunan pajak Penghasilan tahun 
2020 dilakukan pemeriksaan, dan 
pada tanggal 6 Januari 2023 
diterbitkan surat ketetapan pajak 
yang menyatakan rugi fiskal 
sebesar Rp70.000.000,00. 
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Berdasarkan surat ketetapan pajak 
tersebut Direktur Jenderal Pajak 
akan mengubah perhitungan 
Penghasilan Kena Pajak tahun 2020 
menjadi sebagai berikut: 

Penghasilan Neto 

=Rp.200.000.000,00 

Rugi menurut ketetapan pajak 

Tahun 2020 

=    Rp70.000.000,00(-) 

Penghasilan Kena Pajak sebesar  

= Rp.130.000.000,00 

Dengan demikian Penghasilan Kena 
pajak dari Surat Pemberitahuan 
yang semula Rp50.000.000,00 
(Rp200.000.000,00 - 
Rp150.000.000,00) setelah 
pembetulan menjadi 
Rp130.000.000,00 

(Rp200.000.00O,00 - 
Rp70.000.000,00). 

Contoh 2: 

PT B menyampaikan Surat 
Pemberitahuan Tahunan Pajak 
Penghasilan tahun 202l yang 
menyatakan: 

Penghasilan Neto sebesar 

=Rp.300.000.000,00 

Kompensasi kerugian 

berdasarkan Surat 

Pemberitahuan Tahunan pajak 

Penghasilan Tahun 2020 

sebesar       =Rp.200.000.000,00 (-) 

Penghasilan Kena Pajak sebesar  

= Rp.100.000.000,00 

Terhadap Surat Pemberitahuan 
Tahunan pajak Penghasilan tahun 
2O2O dilakukan pemeriksaan dan 
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pada tanggal 6 Januari 2023 
diterbitkan surat ketetapan pajak 
yang menyatakan rugi fiskal 
sebesar Rp250.000.000,00. 

Berdasarkan surat ketetapan pajak 
tersebut Direktur Jenderal Pajak 
akan mengubah perhitungan 
Penghasilan Kena Pajak tahun 2021 
menjadi sebagai berikut: 

Penghasilan Neto 

= Rp.300.000.000,00 

Rugi menurut ketetapan pajak 

Tahun 2020 

=  Rp250.000.000,00(-) 

Penghasilan Kena Pajak sebesar  

= Rp.50.000.000,00 
Dengan demikian Penghasilan Kena pajak 
dari Surat Pemberitahuan yang semula 
Rp100.000.000,00 (Rp300.000.000,00 - 
Rp200.000.000,00) setelah pembetulan 
menjadi Rp50.000.000,00 
(Rp300.000.000,00- Rp250.000.000,00). 

 

Pasal 9 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 11 TAHUN 2020 

Ayat (1) 

Batas waktu pembayaran masa 
ditentukan oleh Menteri Keuangan 
dengan batas waktu tidak boleh 
melebihi lima belas hari setelah saat 
terhutangnya atau berakhirnya 
Masa Pajak. Keterlambatan dalam 
pembayaran masa tersebut 
berakibat dikenakannya sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar 
2% (dua persen) per bulan. 

 

Ayat (1) 

Batas waktu pembayaran dan 
penyetoran pajak yang terutang 
untuk suatu saat atau Masa Pajak 
ditetapkan oleh Menteri Keuangan 
dengan batas waktu tidak 
melampaui 15 (lima belas) hari 
setelah saat terutangnya pajak atau 
berakhirnya Masa Pajak. 
Keterlambatan dalam pembayaran 
dan penyetoran tersebut berakibat 
dikenai sanksi administrasi sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. 
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Ayat (2) 

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3 ayat (3) huruf b Wajib Pajak wajib 
menyampaikan SPT Tahunan dalam 
waktu tiga bulan setelah akhir 
Tahun Pajak. Jika pada waktu 
pengisian SPT tersebut ternyata 
masih terdapat kekurangan 
pembayaran pajak yang terhutang, 
maka kekurangan pembayaran 
pajak tersebut harus dibayar lunas 
sebelum SPT Tahunan itu 
disampaikan, misalnya SPT harus 
disampaikan pada tanggal 31 Maret, 
kekurangan pembayaran pajak 
yang terhutang atau setoran 
terakhir harus sudah dilunasi 
sebelum SPT disampaikan. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (2a)  

Cukup jelas.  

Ayat (2b)  

Cukup jelas.  

Ayat (2c)  

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (3a)  

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Direktur Jenderal Pajak dapat 
memperkenankan penundaan 
pembayaran pajak yangterhutang, 
meskipun tanggal jatuh tempo 
pembayaran telah ditentukan. 
Kelonggaran tersebut diberikan 
dengan hati-hati dan terbatas 
kepada Wajib Pajak yang benar-
benar sedang mengalami kesulitan 
likwiditas. Dipersyaratkan untuk 
mendapatkan kelonggaran 
tersebut, Wajib Pajak harus 
mengajukan permohonan tertulis 
disertai alasan-alasan yang dapat 
dipertanggungjawabkan dan 
meyakinkan. 

Ayat (4)  

Cukup jelas. 
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Ayat (1) 

Terhadap kekeliruan dalam 
pengisian SPT yang dibuat oleh 
Wajib Pajak, masih terbuka baginya 
hak untuk melakukan pembetulan 
sendiri, dengan syarat Direktur 
Jenderal Pajak belum mengetahui 
tentang adanya ketidakbenaran 
dalam SPT yang telah disampaikan 
atau belum menugaskan 
petugasnya untuk memulai 
tindakan pemeriksaan. 

Ayat (1) 

Terhadap kekeliruan dalam 
pengisian Surat Pemberitahuan 
yang dibuat oleh Wajib Pajak, Wajib 
Pajak masih berhak untuk 
melakukan pembetulan atas 
kemauan sendiri, dengan syarat 
Direktur JenderalPajak belum mulai 
melakukan tindakan pemeriksaan. 
Yang dimaksud dengan "mulai 
melakukan tindakan pemeriksaan" 
adalah pada saat Surat 
Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak 
disampaikan kepada Wajib Pajak, 
wakil, kuasa, pegawai, atau anggota 
keluarga yang telah dewasa dari 
Wajib Pajak. 

Ayat (1a) 

Yang dimaksud dengan daluwarsa 
penetapan adalah jangka waktu 5 
(lima) tahun setelah saat 
terutangnya pajak atau berakhirnya 
Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, 
atau Tahun Pajak, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1). 

Ayat (2) 

Dengan adanya pembetulan sendiri 
SPT tersebut membawa akibat 
penghitungan jumlah pajak yang 
terhutang dan jumlah perhitungan 
pembayaran pajak menjadi berubah 
dari jumlah semula. Atas 
kekurangan pembayaran pajak 
sebagai akibat pembetulan tersebut 
dikenakan sanksi administrasi 
berupa bunga sebesar 2% (dua 
persen) per bulan. Bunga yang 
terhutang atas kekurangan 
pembayaran pajak tersebut, 
dihitung mulai dari berakhirnya 
batas waktu penyampaian SPT 
sampai dengan tanggal pembayaran 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (2a) 

Cukup jelas 

Ayat (2b) 

Cukup jelas. 
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karena adanya pembetulan SPT 
tersebut. Apabila terdapat 
kelebihan pembayaran pajak dalam 
melakukan pembetulan tersebut, 
Wajib Pajak dapat mengajukan 
permohonan pengembalian 
kelebihan pembayaran pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
11. 

Ayat (3) 

Wajib Pajak yang melakukan 
pelanggaran sebagaimana di- 
maksud dalam Pasal 38, sepanjang 
belum dilakukan tindakan 
penyidikan oleh petugas 
perpajakan, sekalipun telah 
dilakukan pemeriksaan 
terhadapnya dan Wajib Pajak telah 
mengungkapkan kesalahannya dan 
sekaligus melunasi jumlah pajak 
yang sebenarnya terhutang beserta 
denda administrasi sebesar dua kali 
dari jumlah pajak yang kurang 
dibayar, maka terhadapnya tidak 
akan dilakukan penyidikan.Namun 
bilamana telah dilakukan tindakan 
penyidikan dan mulainya 
penyidikan tersebut diberitahukan 
kepada Penuntut Umum, maka 
kesempatan untuk membetulkan 
sendiri sudah tertutup bagi Wajib 
Pajak yang bersangkutan. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (3a) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Walaupun Direktur Jenderal Pajak 
telah melakukan pemeriksaan 
tetapi belum menyampaikan surat 
pemberitahuan hasil pemeriksaan, 
kepada Wajib Pajak baik yang telah 
maupun yang belum membetulkan 
Surat Pemberitahuan masih 
diberikan kesempatan untuk 
mengungkapkan ketidakbenaran 
pengisian Surat Pemberitahuan 
yang telah disampaikan, yang dapat 
berupa Surat Pemberitahuan 
Tahunan atau Surat Pemberitahuan 
Masa untuk Tahun Pajak, Bagian 
Tahun Pajak, atau Masa Pajak yang 
diperiksa. Pengungkapan 
ketidakbenaran pengisian Surat 
Pemberitahuan tersebut dilakukan 
dalam laporan tersendiri dan harus 
mencerminkan keadaan yang 
sebenarnya sehingga dapat 
diketahui jumlah pajak yang 
sesungguhnya terutang. Namun, 
untuk membuktikan kebenaran 
laporan Wajib Pajak tersebut, 
proses pemeriksaan tetap 
dilanjutkan sampai selesai. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 
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Ayat (5a) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Sehubungan dengan diterbitkannya 
surat ketetapan pajak, Surat 
Keputusan Keberatan, Surat 
Keputusan Pembetulan, Putusan 
Banding, atau Putusan Peninjauan 
Kembali atas suatu Tahun Pajak 
yang mengakibatkan rugi fiskal 
yang berbeda dengan rugi fiskal 
yang telah dikompensasikan dalam 
Surat Pemberitahuan Tahunan 
tahun berikutnya atau tahuntahun 
berikutnya, akan dilakukan 
penyesuaian rugi fiskal sesuai 
dengan surat ketetapan pajak, Surat 
Keputusan Keberatan, Surat 
Keputusan Pembetulan, Putusan 
Banding, atau Putusan Peninjauan 
Kembali dalam penghitungan Pajak 
Penghasilan tahun-tahun 
berikutnya, pembatasan jangka 
waktu 3 (tiga) bulan tersebut 
dimaksudkan untuk tertib 
administrasi tanpa menghilangkan 
hak Wajib Pajak atas kompensasi 
kerugian. 

Dalam hal Wajib Pajak 
membetulkan Surat Pemberitahuan 
lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan 
atau Wajib Pajak tidak mengajukan 
pembetulan sebagai akibat adanya 
surat ketetapan pajak, Surat 
Keputusan Keberatan, Surat 
Keputusan Pembetulan, putusan 
Banding, atau Putusan Peninjauan 
Kembali Tahun Pajak sebelumnya 
atau beterapa Tahun pajak 
sebelumnya, yang menyatakan rugi 
fiskal yang berbedadengan rugi 
fiskal yang telah dikompensasikan 
dalam Surat Pemberitahuan 
Tahunan pajak penghasilan, 
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Direktur Jenderal Pajak akan 
memperhitungkannya dalam 
menetapkan kewajiban perpajakan 
Wajib pajak. Untuk jelasnya 
diberikan contoh sebagai berikut: 
Contoh 1: 

PT A menyampaikan Surat 
Pemberitahuan Tahunan Pajak 
Penghasilan tahun 2021 yang 
menyatakan: Penghasilan Neto 
sebesar = Rp200.000.000,00 
Kompensasi kerugian Berdasarkan 
Surat Pemberitahuan Tahunan 
Pajak Penghasilan tahun 2020 
Sebesar = Rp150.000.000.00 (-) 
Penghasilan Kena Pajak sebesar = 
Rp50.000.000,00 Terhadap Surat 
Pemberitahuan Tahunan pajak 
Penghasilan tahun 2020 dilakukan 
pemeriksaan, dan pada tanggal 6 
Januari 2023 diterbitkan surat 
ketetapan pajak yang menyatakan 
rugi fiskal sebesar 
Rp70.000.000,00. Berdasarkan 
surat ketetapan pajak tersebut 
Direktur Jenderal Pajak akan 
mengubah perhitungan 
Penghasilan Kena Pajak tahun 2021 
menjadi sebagai berikut: 
Penghasilan Neto = 
Rp200.000.000,00 Rugi menurut 
ketetapan pajak tahun 2020 = Rp 
70.000.000,00(-) Penghasilan Kena 
Pajak sebesar = Rp130.000.000,00 
Dengan demikian Penghasilan Kena 
pajak dari Surat Pemberitahuan 
yang semula Rp50.000.000,00 
(Rp200.0O0.000,00 - 
Rp150.000.000,00) setelah 
pembetulan menjadi 
Rp130.000.000,00 
(Rp200.000.000,00 - 
Rp70.000.000,00). 

Contoh 2: PT B menyampaikan 
Surat Pemberitahuan Tahunan 
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Pajak Penghasilan tahun 2O2l yang 
menyatakan: Penghasilan Neto 
sebesar = Rp300.000.000,00 
Kompensasi kerugian berdasarkan 
Surat Pemberitahuan Tahunan 
pajak Penghasilan Tahun 2020 
Sebesar = Rp200.000.000,00(-) 
Penghasilan Kena Pajak sebesar = 
Rp100.000.000,00 Terhadap Surat 
Pemberitahuan Tahunan pajak 
Penghasilan tahun 2020 dilakukan 
pemeriksaan dan pada tanggal 6 
Januari 2029 diterbitkan surat 
ketetapan pajak yang menyatakan 
rugi fiskal sebesar 
Rp250.000.000,00. Berdasarkan 
surat ketetapan pajak tersebut 
Direktur Jenderal Pajak akan 
mengubah perhitungan 
Penghasilan Kena Pajak tahun 2021 
menjadi sebagai berikut: 
Penghasilan Neto = 
Rp300.000.000,00 Rugi menurut 
ketetapan pajak tahun 2020 = Rp 
250.000.000,00(-) Penghasilan 
Kena Pajak = Rp50.000.000,00 
Dengan demikian Penghasilan Kena 
pajak dari Surat Pemberitahuan 
yang semula Rp100.000.000,00 
(Rp300.000.000,00 - 
Rp200.000.000,00) setelah 
pembetulan menjadi 
Rp50.000.000,00 
(Rp300.000.000,00 - 
Rp250.000.000,00). 

 

Pasal 11 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 11 TAHUN 2020 

Ayat (1) 

Jika setelah diadakan perhitungan 
jumlah pajak yang sebenarnya 
terhutang dengan jumlah pajak 
yang telah dibayar menunjukkan 
jumlah selisih lebih (jumlah pajak 

Ayat (1) 

Jika setelah diadakan penghitungan 
jumlah pajak yang sebenarnya 
terutang dengan jumlah kredit 
pajak menunjukkan jumlah selisih 
lebih (jumlah kredit pajak lebih 
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yang telah dibayar lebih besar dari 
jumlah pajak yang terhutang), 
Wajib Pajak berhak untuk meminta 
kembali kelebihan pembayaran 
pajak, dengan catatan Wajib Pajak 
tersebut tidak mempunyai hutang 
pajak lain. Dalam hal Wajib Pajak 
masih mempunyai hutang pajak 
lainnya yang belum dilunasi, 
kelebihan pembayaran tersebut 
harus diperhitungkan lebih dahulu 
dengan hutang pajak tersebut dan 
bilamana masih terdapat sisa lebih, 
baru dapat dikembalikan kepada 
Wajib Pajak. Untuk memperoleh 
kembali kelebihan pembayaran 
tersebut, Wajib Pajak harus 
mengajukan permohonan tertentu 
kepada Direktur Jenderal Pajak atau 
pejabat yang ditunjuknya. 

besar daripada jumlah pajak yang 
terutang) atau telah dilakukan 
pembayaran pajak yang seharusnya 
tidak terutang, Wajib Pajak berhak 
untuk meminta kembali kelebihan 
pembayaran pajak, dengan catatan 
Wajib Pajak tersebut tidak 
mempunyai utang pajak. Dalam hal 
Wajib Pajak masih mempunyai 
utang pajak yang meliputi semua 
jenis pajak baik di pusat maupun 
cabang-cabangnya, kelebihan 
pembayaran tersebut harus 
diperhitungkan lebih dahulu 
dengan utang pajak tersebut dan 
jika masih terdapat sisa lebih, 
dikembalikan kepada Wajib Pajak. 

Ayat (1a) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Untuk menjamin adanya kepastian 
hukum bagi Wajib Pajak dan 
menjamin ketertiban administrasi, 
batas waktu pengembalian oleh 
Direktur Jenderal Pajak ditetapkan 
dalam jangka waktu selama-
lamanya satu bulan setelah Surat 
Keputusan Kelebihan Pembayaran 
Pajak ditetapkan oleh Direktur 
Jenderal Pajak. 

Ayat (2) 

Untuk menjamin kepastian hukum 
bagi Wajib Pajak dan ketertiban 
administrasi, batas waktu 
pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak ditetapkan 
paling lama 1 (satu) bulan:  

a. untuk Surat Ketetapan Pajak 
Lebih Bayar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 ayat 
(1), dihitung sejak tanggal 
diterimanya permohonan 
tertulis tentang pengembalian 
kelebihan pembayaran pajak; 

b. untuk Surat Ketetapan Pajak 
Lebih Bayar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 ayat 
(2) dan Pasal 17B, dihitung sejak 
tanggal penerbitan;  

c. untuk Surat Keputusan 
Pengembalian Pendahuluan 
Kelebihan Pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17C dan 
Pasal 17D, dihitung sejak 
tanggal penerbitan;  
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d. untuk Surat Keputusan 
Keberatan, Surat Keputusan 
Pembetulan, Surat Keputusan 
Pengurangan Sanksi 
Administrasi, Surat Keputusan 
Penghapusan Sanksi 
Administrasi, Surat Keputusan 
Pengurangan Ketetapan Pajak, 
Surat Keputusan Pembatalan 
Ketetapan Pajak, atau Surat 
Keputusan Pemberian Imbalan 
Bunga, dihitung sejak tanggal 
penerbitan;  

e. untuk Putusan Banding dihitung 
sejak diterimanya Putusan 
Banding oleh Kantor Direktorat 
Jenderal Pajak yang berwenang 
melaksanakan putusan 
pengadilan; atau  

f. untuk Putusan Peninjauan 
Kembali dihitung sejak 
diterimanya Putusan 
Peninjauan Kembali oleh Kantor 
Direktorat Jenderal Pajak yang 
berwenang melaksanakan 
putusan pengadilan,  

sampai dengan saat diterbitkan 
Surat Keputusan Pengembalian 
Kelebihan Pembayaran Pajak. 

Ayat (3) 

Untuk terciptanya keseimbangan 
hak dan kewajiban bagi Wajib Pajak 
dengan kecepatan pelayanan oleh 
Direktorat Jenderal Pajak, ayat ini 
menentukan, bahwa atas setiap 
kelambatan dalam pengembalian 
kelebihan pembayaran pajak dari 
jangka waktu tersebut pada ayat(2), 
kepada Wajib Pajak yang 
bersangkutan diberikan imbalan 
oleh Pemerintah berupa bunga 
sebesar 2% (dua persen) per bulan, 
dihitung sejak saat berlakunya 
batas waktu satu bulan sampai saat 
dilakukan pembayaran. Yang 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (3a) 

Cukup jelas. 
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dimaksud dengan saat dilakukan 
pembayaran kelebihan pembayaran 
pajak adalah saat Surat Perintah 
Membayar Kelebihan Pajak 
(SPMKP) diterbitkan. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 12 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 27 TAHUN 2007 

Pada prinsipnya pajak terhutang pada 
saat timbulnya obyek pajak yang dapat 
dikenakan, pajak.Saat terhutangnya pajak 
tersebut adalah : 

a. Pada Suatu Saat, untuk Pajak 
Penghasilan yang dipotong oleh pihak 
ketiga; 

b. Pada Akhir Masa, untuk Pajak 
Penghasilan karyawan yang dipotong 
oleh pemberi kerja, atau oleh pihak 
lain atas kegiatan usaha, atau oleh 
pengusaha atas pemungutan Pajak 
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa 
dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah; 

c. Pada akhir Tahun Pajak, untuk Pajak 
Penghasilan. 

Jumlah pajak terhutang yang telah 
dipotong, dipungut, ataupun yang harus 
dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setelah 
tiba saat atau masa pelunasan 
pembayaran sebagaimana ditentukan 
dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (2), oleh 
Wajib Pajak harus disetorkan ke Kas 
Negara atau tempat lain yang telah 
ditentukan. Berdasarkan undang-undang 
ini Direktorat Jenderal Pajak tidak lagi 
berkewajiban untuk menerbitkan Surat 
Ketetapan Pajak atas keseluruhan SPT 
Wajib Pajak. Penerbitan sesuatu Surat 
Ketetapan Pajak hanya terbatas pada 
Wajib Pajak tertentu yang disebabkan 
oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT 

Ayat (1) 

Pajak pada prinsipnya terutang 
pada saat timbulnya objek pajak 
yang dapat dikenai pajak, tetapi 
untuk kepentingan administrasi 
perpajakan saat terutangnya pajak 
tersebut adalah:  

a. pada suatu saat, untuk Pajak 
Penghasilan yang dipotong oleh 
pihak ketiga; 

b. pada akhir masa, untuk Pajak 
Penghasilan yang dipotong oleh 
pemberi kerja, atau yang 
dipungut oleh pihak lain atas 
kegiatan usaha, atau oleh 
Pengusaha Kena Pajak atas 
pemungutan Pajak 
Pertambahan Nilai Barang dan 
Jasa dan Pajak Penjualan Atas 
Barang Mewah; atau 

c. pada akhir Tahun Pajak, untuk 
Pajak Penghasilan.  

Jumlah pajak yang terutang yang 
telah dipotong, dipungut, atau pun 
yang harus dibayar oleh Wajib Pajak 
setelah tiba saat atau masa pelunasan 
pembayaran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (2), 
oleh Wajib Pajak harus disetorkan ke 
kas negara melalui tempat 
pembayaran yang diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri 
Keuangan sebagaimana dimaksud 
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atau karena ditemukannya data fiskal 
yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak. 

dalam Pasal 10 ayat (1). Berdasarkan 
Undang-Undang ini Direktorat 
Jenderal Pajak tidak berkewajiban 
untuk menerbitkan surat ketetapan 
pajak atas semua Surat 
Pemberitahuan yang disampaikan 
Wajib Pajak. Penerbitan suatu surat 
ketetapan pajak hanya terbatas pada 
Wajib Pajak tertentu yang disebabkan 
oleh ketidakbenaran dalam pengisian 
Surat Pemberitahuan atau karena 
ditemukannya data fiskal yang tidak 
dilaporkan oleh Wajib Pajak. 

Ayat (2)  

Ketentuan ini mengatur bahwa 
kepada Wajib Pajak yang telah 
menghitung dan membayar 
besarnya pajak yang terutang 
secara benar sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan, serta 
melaporkan dalam Surat 
Pemberitahuan, tidak perlu 
diberikan surat ketetapan pajak 
atau pun Surat Tagihan Pajak. 

Ayat (3) 

Apabila berdasarkan hasil 
pemeriksaan atau keterangan lain, 
pajak yang dihitung dan dilaporkan 
dalam Surat Pemberitahuan yang 
bersangkutan tidak benar, misalnya 
pembebanan biaya ternyata 
melebihi yang sebenarnya, Direktur 
Jenderal Pajak menetapkan 
besarnya pajak yang terutang 
sebagaimana mestinya sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. 

 

Pasal 13 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 7 TAHUN 2021 

Ayat (1) Ayat (1) 

Cukup jelas. 
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Ketentuan ayat ini memberi 
wewenang kepada Direktur 
Jenderal Pajak untuk dapat 
menerbitkan Surat Ketetapan 
Pajak, yang pada hakekatnya hanya 
terhadap kasus-kasus tertentu 
seperti tersebut dalam ayat ini, 
atau tegasnya hanya terhadap 
Wajib Pajak tertentu yang nyata-
nyata atau berdasarkan hasil 
penelitian dan pemeriksaan tidak 
memenuhi kewajiban formal dan 
kewajiban material. Wewenang 
yang diberikan oleh ketentuan 
peraturan perundang-undangan 
perpajakan kepada Direktur 
Jenderal Pajak untuk melakukan 
koreksi fiskal tersebut, dibatasi 
sampai dengan kurun waktu lima 
tahun saja. Menurut ketentuan ayat 
(1) huruf a, Surat Ketetapan Pajak 
baru diterbitkan bilamana Wajib 
Pajak tidak membayar pajak 
sebagaimana mestinya menurut 
ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan. 
Diketahuinya bahwa Wajib Pajak 
tidak atau kurang membayar pajak, 
adalah karena dilakukan 
pemeriksaan terhadap Wajib Pajak 
yang bersangkutan dan dari hasil 
pemeriksaan itu diketahui bahwa 
Wajib Pajak kurang membayar dari 
jumlah yang seharusnya terhutang. 
Pemeriksaan dapat dilakukan di 
tempat Wajib Pajak dengan sifat 
pemeriksaan buku lengkap atau 
melalui penelitian administrasi 
perpajakan. Surat Ketetapan Pajak 
dapat juga ditebitkan dalam hal 
Direktur Jenderal Pajak memiliki 
data lain di luar data yang 
disampaikan oleh Wajib Pajak 
sendiri, dari data mana dapat 
dipastikan (bukan dugaan), bahwa 
Wajib Pajak tidak memenuhi 
kewajiban pajaknya sebagaimana 
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mestinya. Untuk memastikan 
kebenaran data itu, terhadap Wajib 
Pajak dapat dilakukan 
pemeriksaan. SPT yang tidak 
disampaikan pada waktunya, 
walaupun telah ditegor secara 
tertulis dan tidak juga disampaikan 
dalam jangka waktu yang 
ditentukan dalam Surat Tegoran 
itu, menurut ketentuan ayat (1) 
huruf b membawa akibat, bahwa 
Direktur Jenderal Pajak dapat 
menerbitkan Surat Ketetapan 
Pajak secara jabatan. Terhadap 
ketetapan seperti ini dikenakan 
sanksi administrasi berupa 
kenaikan sebagaimana diatur 
dalam ayat (3). 

Tegoran itu antara lain 
dimaksudkan pula untuk memberi 
kesempatan kepada Wajib Pajak 
yang beritikad baik, untuk 
menyampaikan alasan atau sebab-
sebab tidak dapatnya SPT 
disampaikan apabila karena 
terjadinya sesuatu hal di luar 
kemampuan (force mayeur). Dalam 
hal SPT disampaikan dalam jangka 
waktu yang ditentukan dalam 
Surat Tegoran dan pajak yang 
terhutang dilunasi sebagaimana 
mestinya, Surat Ketetapan Pajak 
tidak akan diterbitkan dengan 
anggapan bahwa SPT tersebut 
telah diisi dengan benar sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. 
Bagi Wajib Pajak yang dengan 
sengaja melakukan pelanggaran 
dalam kewajiban perpajakan di 
bidang Pajak Pertambahan Nilai 
Barang dan Jasa dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah, 
berupa pelaksanaan kompensasi 
selisih lebih pembayaran pajak, 
tarif O% (nol persen)yang 
semestinya bukan O% (nol persen), 
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pengembalian pembayaran pajak 
yang seharusnya tidak perlu terjadi 
seperti tersebut dalam ayat (1) 
huruf c, dikenakan sanksi 
administrasi dengan menerbitkan 
Surat Ketetapan Pajak ditambah 
kenaikan sebesar lOO% (seratus 
persen). Bagi Wajib Pajak yang 
tidak menyelenggarakan 
pembukuan menurut ketentuan 
Pasal 28 Undang-undang ini atau 
pada saat diperiksa tidak 
memenuhi permintaan menurut 
Pasal 29 ayat (2), sehingga Direktur 
Jenderal Pajak tidak dapat 
mengetahui keadaan usaha Wajib 
Pajak yang sebenarnya dan 
berakibat tidak dapat dihitung 
jumlah pajak yang seharusnya 
terhutang, maka Direktur Jenderal 
Pajak berwenang menerbitkan 
Surat Ketetapan Pajak dengan 
penghitungan secara jabatan, yaitu 
penghitungan pajak yang 
didasarkan pada data yang tidak 
hanya diperoleh Wajib Pajak 
saja.Sebagai konsekwensinya 
beban pembuktian atas uraian 
perhitungan yang dijadikan dasar 
penghitungan secara jabatan oleh 
Direktur Jenderal Pajak, diletakkan 
pada Wajib Pajak. 

Sebagai contoh diberikan antara 
lain : 

1) pembukuan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 28 ayat 
(4)tidak lengkap, sehingga 
penghitungan rugi laba atau 
peredaran tidak jelas; 

2) dokumen-dokumen 
pembukuan tidak lengkap 
sehingga angka-angka dalam 
pembukuan tidak dapat diuji; 

3) dari rangkaian penelitian dan 
fakta-fakta yang diketahui 
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besar dugaan 
disembunyikannya dokumen 
atau barang bukti lain di suatu 
tempat tertentu, sehingga dari 
sikap demikian jelas Wajib 
Pajak telah tidak menunjukkan 
itikad baiknya untuk 
membantu kelancaran jalannya 
pemeriksaan. 

Ayat (2) 

Ayat ini mengatur sanksi 
administrasi perpajakan yang 
dikenakan kepada Wajib Pajak, 
karena melanggar kewajiban 
perpajakan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) huruf a. Sanksi 
administrasi perpajakan dalam ayat 
ini berupa sanksi bunga yang 
dituangkan dalam Surat Ketetapan 
Pajak. 

Contoh : Seorang Wajib Pajak 
Penghasilan yang mempunyai 
tahun buku sama dengan tahun 
takwim memasukkan SPT Tahunan 
untuk tahun 1984 tepat pada 
waktunya yang disertai dengan 
setoran akhir. Pada bulan April 
1987 dikeluarkan Surat Ketetapan 
Pajak yang menunjukkan 
kekurangan pajak yang terhutang 
sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta 
rupiah). Berdasarkan ketentuan 
ayat ini maka atas kekurangan 
tersebut dikenakan bunga 2%(dua 
persen) sebulan. Walaupun Surat 
Ketetapan Pajak tersebut 
diterbitkan lebih dari dua tahun 
sejak berakhirnya Tahun Pajak, 
bunga dikenakan atas kekurangan 
tersebut hanya untuk masa dua 
tahun dengan perhitungan sebagai 
berikut : - Kekurangan pajak yang 
terhutang ... = Rp. 1.000.000,- - 
Bunga 2 tahun = 2% x 2 x 12 x Rp. 
1.000.000,- = Rp. 480.000,- Masih 
harus dibayar = Rp. 1.480.000,- 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (2a)  

Cukup jelas. 

Ayat (2b)  

Cukup jelas. 
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Seandainya Surat Ketetapan Pajak 
tersebut diterbitkan bulan Mei 1986 
maka perhitungannya adalah 
sebagai berikut: - Kekurangan pajak 
yang terhutang = Rp. 1.000.000,- - 
Bunga 17 bulan = 2% x 17 x Rp. 
1.000.000,- = Rp. 340.000,- Masih 
harus dibayar= Rp. 1.340.000,- 

Ayat (3) 

Ayat ini mengatur sanksi 
administrasi dari suatu Ketetapan 
Pajak, karena melanggar kewajiban 
perpajakan, sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) huruf b, huruf c, dan 
huruf d. Sanksi administrasi 
demikian berupa "kenaikan", yaitu 
suatu jumlah proporsional yang 
harus ditambahkan pada jumlah 
pajak yang harus ditagih. Besarnya 
sanksi administrasi berupa 
kenaikan berbeda-beda menurut 
jenis pajaknya yaitu untuk jenis 
Pajak Penghasilan yang dibayar 
sendiri oleh Wajib Pajak sanksi 
kenaikan sebesar 50%(lima puluh 
persen), untuk jenis Pajak 
Penghasilan yang dipotong oleh 
orang/badan lain sanksi kenaikan 
sebesar 100% (seratus persen), 
sedangkan untuk jenis Pajak 
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa 
dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah sanksi kenaikan sebesar 
100%(seratus persen). 

Ayat (3)  

Ayat ini mengatur sanksi 
administratif dari suatu ketetapan 
pajak karena melanggar kewajiban 
perpajakan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan 
huruf d. Sanksi administratif berupa 
bunga atau kenaikan merupakan 
suatu jumlah proporsional yang 
harus ditambahkan pada pokok 
pajak yang kurang dibayar. Sanksi 
administratif untuk Pajak 
penghasilan yang dibayar oleh 
Wajib Pajak dan pajak penghasilan 
yang tidak atau kurang dipotong 
atau dipungut berupa tarii bunga 
yang ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan yang dihitung 
berdasarkan suku bunga acuan 
ditambah 20% (dua puluh persen) 
dan dibagi 12 (dua belas) yang 
berlaku pada tanggal dimulainya 
penghitungan sanksi, sedangkan 
untuk Pajak Penghasilan yang 
dipotong atau dipungut tetapi tidak 
atau kurang disetor dan pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak 
penjualan atas Barang Mewah 
sanksi administratif berupa 
kenaikan sebesar 75% (tujuh puluh 
lima persen). 

Ayat (3a)  

Cukup jelas. 

Ayat (3b)  

Cukup jelas. 

Ayat (3c)  
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Cukup jelas. 

 

Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan pajak yang 
"dikreditkan" ialah jumlah pengurangan 
pajak yang terdiri dari:  

1. pajak yang dipotong oleh pihak ketiga; 

2. pajak yang dipungut oleh pihak ketiga; 

3. pajak yang dibayar sendiri; 

4. pajak yang ditagih dalam Surat 
Tagihan Pajak (STP); 

5. pajak yang terhutang di luar negeri. 
Jumlah pengurangan tersebut 
dikurangkan dari pajak yang 
terhutang.  

Contoh :  

Surat Ketetapan Pajak Penghasilan (SKP 
PPh). 

1. Pajak yang terhutang : Rp. 1000.000,- 

2. Pengurangan-pengurangan :  

a. Pajak yang dipotong oleh pemberi 
kerja Rp. 150.000,- 

b. Pajak yang dibayar sendiri 
(setoran masa) Rp. 400.000,- 

c. Pajak yang ditagih dalam STP 
(tidak termasuk bunga dan denda) 
Rp. 75.000,- 

d. Pajak yang ditagih di luar negeri 
Rp. 100.000,- Jumlah pajak yang 
dikreditkan Rp. 725.000,- Jumlah 
pajak yang dikreditkan Rp. 
725.000,- 

Ayat (4)  

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Sanksi administrasi berupa bunga, 
denda administrasi, dan kenaikan, 
tidak dapat diperhitungkan atau 
dikreditkan terhadap jumlah pajak 
terhutang. Dengan demikian, 1 
dalam hal akan dilakukan 

Ayat (5)  

Dihapus. 
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perhitungan atau pengembalian 
kelebihan pembayaran pajak, 
jumlah sanksi administrasi 
perpajakan yang telah dibayar 
harus dikeluarkan lebih dahulu dari 
jumlah kelebihan pembayaran yang 
akan diterima oleh Wajib Pajak. 

Ayat (6) 

Untuk memberikan kepastian dan 
jaminan hukum bagi para Wajib 
Pajak, berkenaan dengan 
pelaksanaan pemungutan pajak 
dengan sistem "self assessment", 
maka apabila dalam waktu lima 
tahun sejak saat terhutangnya 
pajak, berakhirnya Masa Pajak, 
Bagian Tahun Pajak atau 
berakhirnya Tahun Pajak, 
Direktorat Jenderal Pajak tidak juga 
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, 
maka jumlah pembayaran pajak 
yang diberitahukan dalam SPT Masa 
atau SPT Tahunan pada hakekatnya 
telah menjadi tetap dengan 
sendirinya atau telah menjadi pasti 
karena hukum menurut ketentuan 
peraturan perundang-undangan 
perpajakan. Dengan demikian, SPT 
Wajib Pajak yang bersangkutan 
telah merupakan ketetapan yang 
tetap dan tidak akan diubah 
(rampung). 

Ayat (6)  

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Dalam hal Wajib Pajak, dipidana 
karena melakukan tindak pidana di 
bidang perpajakan mengenai pajak 
yang penagihannya telah lewat 
waktu, berdasarkan putusan 
Pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap Surat 
Ketetapan Pajak masih dibenarkan 
untuk diterbitkan, meskipun jangka 
waktu lima tahun sebagaimana 
ditentukan dalam ayat(1)telah 
dilampaui. Dengan adanya putusan 
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Pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap tersebut, 
terungkap adanya data fiskal yang 
selama itu sengaja tidak dilaporkan 
oleh Wajib Pajak. 

 

Pasal 13A59 

UU NOMOR 28 TAHUN 2007 UU Nomor 11 Tahun 2020 
Pengenaan sanksi pidana merupakan upaya 
terakhir untuk meningkatkan kepatuhan 
Wajib Pajak. Namun, bagi Wajib Pajak yang 
melanggar pertama kali ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini 
tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai 
sanksi administrasi. 
Oleh karena itu, Wajib Pajak yang karena 
kealpaannya tidak menyampaikan Surat 
Pemberitahuan atau menyampaikan Surat 
Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar 
atau tidak lengkap, atau melampirkan 
keterangan yang isinya tidak benar 
sehingga dapat menimbulkan kerugian 
pada pendapatan negara tidak dikenai 
sanksi pidana apabila kealpaan tersebut 
pertama kali dilakukan Wajib Pajak. Dalam 
hal ini, Wajib Pajak tersebut wajib melunasi 
kekurangan pembayaran jumlah pajak yang 
terutang beserta sanksi administrasi 
berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus 
persen) dari jumlah pajak yang kurang 
dibayar. 

Dihapus. 

 

Pasal 14 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 7 TAHUN 2021 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Surat Tagihan Pajak menurut ayat 
ini dipersamakan kekuatan 
hukumnya dengan Surat Ketetapan 

Ayat (2)  

Surat Tagihan Pajak menurut ayat 
ini disamakan kekuatan hukumnya 
dengan surat ketetapan pajak 

 
59  Penjelasan Pasal 13A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 
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Pajak, sehingga dalam hal 
penagihannya dapat juga 
dilakukan dengan Surat Paksa. 

sehingga dalam hal penagihannya 
dapat juga dilakukan dengan Surat 
Paksa. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (4)  

Cukup jelas. 

Ayat (5)  

Dihapus. 

Ayat (5a)  

Cukup jelas. 

Ayat (5b)  

Cukup jelas. 

Ayat (5c)  

Cukup jelas. 

Ayat (6)  

Cukup jelas. 

 

Pasal 15 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 11 TAHUN 2020 

Ayat (1) 

Untuk menampung kemungkinan 
terjadinya suatu Surat Ketetapan 
Pajak yang ternyata telah 
ditetapkan lebih rendah, atau telah 
dilakukan pengembalian pajak yang 
tidak seharusnya, atau pada waktu 
dilakukan penetapan dalam bentuk 
Keputusan Kelebihan Pembayaran 
Pajak, atau penerbitan Surat 
Pemberitaan, undang-undang ini 
masih memberikan wewenang 
kepada Direktur Jenderal Pajak 
untuk menerbitkan Ketetapan Pajak 
Tambahan dalam jangka waktu lima 
tahun sesudah saat terhutang pajak, 
berakhirnya Masa Pajak, Bagian 
Tahun Pajak atau Tahun Pajak. 

Ayat (1)  

Untuk menampung kemungkinan 
terjadinya suatu Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar yang ternyata 
telah ditetapkan lebih rendah atau 
pajak yang terutang dalam suatu 
Surat Ketetapan Pajak Nihil 
ditetapkan lebih rendah atau telah 
dilakukan pengembalian pajak yang 
tidak seharusnya sebagaimana 
telah ditetapkan dalam Surat 
Ketetapan Pajak Lebih Bayar, 
Direktur Jenderal Pajak berwenang 
untuk menerbitkan Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar Tambahan 
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun 
setelah saat terutangnya pajak atau 
berakhirnya Masa Pajak, Bagian 
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Surat Ketetapan Pajak Tambahan 
merupakan koreksi atas Surat 
Ketetapan Pajak sebelumnya. Surat 
Ketetapan Pajak Tambahan baru 
diterbitkan apabila sebelumnya 
telah pernah diterbitkan Surat 
Ketetapan Pajak.Dengan perkataan 
lain Surat Ketetapan Pajak 
Tambahan tidak akan mungkin 
diterbitkan sebelum didahului 
dengan penerbitan Surat Ketetapan 
Pajak. Ayat ini tidak hanya 
mensyaratkan harus adanya data 
baru (novum) dalam penerbitan 
Surat Ketetapan Pajak Tambahan. 
Dalam hal masih ditemukan lagi 
data yang belum terungkap pada 
saat diterbitkannya Surat Ketetapan 
Pajak Tambahan, atau baru 
diketahui, kemudian oleh Direktur 
Jenderal Pajak Surat Ketetapan 
Pajak Tambahan masih dapat 
diterbitkan lagi. 

Tahun Pajak atau Tahun Pajak. 
Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar Tambahan merupakan 
koreksi atas surat ketetapan pajak 
sebelumnya. Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar Tambahan baru 
diterbitkan apabila sudah pernah 
diterbitkan surat ketetapan pajak. 
Pada prinsipnya untuk 
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar Tambahan perlu 
dilakukan pemeriksaan. Jika surat 
ketetapan pajak sebelumnya 
diterbitkan berdasarkan 
pemeriksaan, perlu dilakukan 
pemeriksaan ulang sebelum 
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar Tambahan. Dalam hal 
surat ketetapan pajak sebelumnya 
diterbitkan berdasarkan 
keterangan lain sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) 
huruf a, Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar Tambahan juga harus 
diterbitkan berdasarkan 
pemeriksaan, tetapi bukan 
pemeriksaan ulang. Dengan 
demikian, Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar Tambahan tidak akan 
mungkin diterbitkan sebelum 
didahului dengan penerbitan surat 
ketetapan pajak. Penerbitan Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
Tambahan dilakukan dengan syarat 
adanya data baru termasuk data 
yang semula belum terungkap yang 
menyebabkan penambahan pajak 
yang terutang dalam surat 
ketetapan pajak sebelumnya. 
Sejalan dengan itu, setelah Surat 
Ketetapan Pajak Lebih Bayar 
diterbitkan sebagai akibat telah 
lewat waktu 12 (dua belas) bulan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
17B, Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar Tambahan diterbitkan hanya 
dalam hal ditemukan data baru 
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termasuk data yang semula belum 
terungkap. Dalam hal masih 
ditemukan lagi data baru termasuk 
data yang semula belum terungkap 
pada saat diterbitkannya Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
Tambahan, dan/atau data baru 
termasuk data yang semula belum 
terungkap yang diketahui 
kemudian oleh Direktur Jenderal 
Pajak, Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar Tambahan masih 
dapat diterbitkan lagi. Yang 
dimaksud dengan “data baru” 
adalah data atau keterangan 
mengenai segala sesuatu yang 
diperlukan untuk menghitung 
besarnya jumlah pajak yang 
terutang yang oleh Wajib Pajak 
belum diberitahukan pada waktu 
penetapan semula, baik dalam Surat 
Pemberitahuan dan lampiran-
lampirannya maupun dalam 
pembukuan perusahaan yang 
diserahkan pada waktu 
pemeriksaan. Selain itu, yang 
termasuk dalam data baru adalah 
data yang semula belum terungkap, 
yaitu data yang: 

a. tidak diungkapkan oleh Wajib 
Pajak dalam Surat 
Pemberitahuan beserta 
lampirannya (termasuk laporan 
keuangan); dan/atau 

b. pada waktu pemeriksaan untuk 
penetapan semula Wajib Pajak 
tidak mengungkapkan data 
dan/atau memberikan 
keterangan lain secara benar, 
lengkap, dan terinci sehingga 
tidak memungkinkan fiskus 
dapat menerapkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 
perpajakan dengan benar dalam 
menghitung jumlah pajak yang 
terutang.  
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Walaupun Wajib Pajak telah 
memberitahukan data dalam Surat 
Pemberitahuan atau 
mengungkapkannya pada waktu 
pemeriksaan, tetapi apabila 
memberitahukannya atau 
mengungkapkannya dengan cara 
sedemikian rupa sehingga membuat 
fiskus tidak mungkin menghitung 
besarnya jumlah pajak yang terutang 
secara benar sehingga jumlah pajak 
yang terutang ditetapkan kurang dari 
yang seharusnya, hal tersebut 
termasuk dalam pengertian data yang 
semula belum terungkap. Contoh:  

1. Dalam Surat Pemberitahuan 
dan/atau laporan keuangan 
tertulis adanya biaya iklan 
Rp10.000.000,00, sedangkan 
sesungguhnya biaya tersebut 
terdiri atas Rp5.000.000,00 
biaya iklan di media massa dan 
Rp5.000.000,00 sisanya adalah 
sumbangan atau hadiah yang 
tidak boleh dibebankan sebagai 
biaya. Apabila pada saat 
penetapan semula Wajib Pajak 
tidak mengungkapkan perincian 
tersebut sehingga fiskus tidak 
melakukan koreksi atas 
pengeluaran berupa sumbangan 
atau hadiah sehingga pajak yang 
terutang tidak dapat dihitung 
secara benar, data mengenai 
pengeluaran berupa sumbangan 
atau hadiah tersebut tergolong 
data yang semula belum 
terungkap. 

2. Dalam Surat Pemberitahuan 
dan/atau laporan keuangan 
disebutkan pengelompokan 
harta tetap yang disusutkan 
tanpa disertai dengan perincian 
harta pada setiap kelompok 
yang dimaksud, demikian pula 
pada saat pemeriksaan untuk 
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penetapan semula Wajib Pajak 
tidak mengungkapkan perincian 
tersebut sehingga fiskus tidak 
dapat meneliti kebenaran 
pengelompokan dimaksud, 
misalnya harta yang seharusnya 
termasuk dalam kelompok harta 
berwujud bukan bangunan 
kelompok 3, tetapi 
dikelompokkan ke dalam 
kelompok 2. Akibatnya, atas 
kesalahan pengelompokan 
harta tersebut tidak dilakukan 
koreksi, sehingga pajak yang 
terutang tidak dapat dihitung 
secara benar. Apabila setelah itu 
diketahui adanya data yang 
menyatakan bahwa 
pengelompokan harta tersebut 
tidak benar, maka data tersebut 
termasuk data yang semula 
belum terungkap. 

3. Pengusaha Kena Pajak 
melakukan pembelian sejumlah 
barang dari Pengusaha Kena 
Pajak lain dan atas pembelian 
tersebut oleh Pengusaha Kena 
Pajak penjual diterbitkan faktur 
pajak. Barang-barang tersebut 
sebagian digunakan untuk 
kegiatan yang mempunyai 
hubungan langsung dengan 
kegiatan usahanya, seperti 
pengeluaran untuk kegiatan 
produksi, distribusi, pemasaran, 
dan manajemen, dan sebagian 
lainnya tidak mempunyai 
hubungan langsung. Seluruh 
faktur pajak tersebut 
dikreditkan sebagai Pajak 
Masukan oleh Pengusaha Kena 
Pajak pembeli. Apabila pada saat 
penetapan semula Pengusaha 
Kena Pajak tidak 
mengungkapkan rincian 
penggunaan barang tersebut 
dengan benar sehingga tidak 
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dilakukan koreksi atas 
pengkreditan Pajak Masukan 
tersebut oleh fiskus, sebagai 
akibatnya Pajak Pertambahan 
Nilai yang terutang tidak dapat 
dihitung secara benar.  

Apabila setelah itu diketahui adanya 
data atau keterangan tentang 
kesalahan mengkreditkan Pajak 
Masukan yang tidak mempunyai 
hubungan langsung dengan kegiatan 
usaha dimaksud, data atau 
keterangan tersebut merupakan data 
yang semula belum terungkap. 
 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Dalam hal setelah diterbitkan surat 
ketetapan pajak ternyata masih 
ditemukan data baru termasuk data 
yang belum terungkap yang belum 
diperhitungkan sebagai dasar 
penetapan tersebut, atas pajak yang 
kurang dibayar ditagih dengan 
Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar Tambahan ditambah sanksi 
administrasi berupa kenaikan 
sebesar 100% (seratus persen) dari 
pajak yang kurang dibayar. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Dalam hal Wajib Pajak dipidana 
karena melakukan tindak pidana di 
bidang perpajakan mengenai pajak 
yang penagihannya telah lewat 
waktu berdasarkan putusan 
Pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap, Surat 
Ketetapan Pajak Tambahan masih 
dibenarkan untuk diterbitkan, 
meskipun jangka waktu lima tahun 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 
15 ayat(1)telah dilampaui. Dengan 
adanya putusan Pengadilan yang 

Ayat (4)  

Dihapus. 

Ayat (5)  

Cukup jelas. 
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telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap tersebut, terungkap adanya 
data fiskal yang selama itu sengaja 
tidak dilaporkan Wajib Pajak. 

 

Pasal 16 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 28 TAHUN 2007 
Apabila terjadi kesalahan tulis, kesalahan 
hitung atau kekeliruan dalam surat 
ketetapan pajak seperti salah ketik, salah 
dalam jumlah, salah penerapan tarif, 
Direktur Jenderal Pajak secara jabatan atau 
atas permintaan Wajib Pajak, dapat 
membetulkan Surat Ketetapan Pajak/Surat 
Ketetapan Pajak Tambahan yang salah atau 
keliru tersebut. Pengertian membetulkan 
dalam ayat ini bisa berarti menambah, atau 
mengurangkan atau menghapuskan, 
tergantung pada sifat kesalahan atau 
kekeliruannya, 

Ayat (1)  

Pembetulan menurut ayat ini 
dilaksanakan dalam rangka 
menjalankan tugas pemerintahan 
yang baik sehingga apabila terdapat 
kesalahan atau kekeliruan yang 
bersifat manusiawi perlu 
dibetulkan sebagaimana mestinya. 
Sifat kesalahan atau kekeliruan 
tersebut tidak mengandung 
persengketaan antara fiskus dan 
Wajib Pajak. Apabila ditemukan 
kesalahan atau kekeliruan baik oleh 
fiskus maupun berdasarkan 
permohonan Wajib Pajak, 
kesalahan atau kekeliruan tersebut 
harus dibetulkan. Yang dapat 
dibetulkan karena kesalahan atau 
kekeliruan adalah sebagai berikut: 

a. surat ketetapan pajak, yang 
meliputi Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar, Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar Tambahan, 
Surat Ketetapan Pajak Nihil, dan 
Surat Ketetapan Pajak Lebih 
Bayar; 

b. Surat Tagihan Pajak; 

c. Surat Keputusan Pengembalian 
Pendahuluan Kelebihan Pajak; 

d. Surat Keputusan Pemberian 
Imbalan Bunga; 

e. Surat Keputusan Pembetulan; 

f. Surat Keputusan Keberatan; 

g. Surat Keputusan Pengurangan 
Sanksi Administrasi; 
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h. Surat Keputusan Penghapusan 
Sanksi Administrasi; 

i. Surat Keputusan Pengurangan 
Ketetapan Pajak; atau 

j. Surat Keputusan Pembatalan 
Ketetapan Pajak.  

Ruang lingkup pembetulan yang 
diatur pada ayat ini terbatas pada 
kesalahan atau kekeliruan sebagai 
akibat dari:  

a. kesalahan tulis, antara lain 
kesalahan yang dapat berupa 
nama, alamat, Nomor Pokok 
Wajib Pajak, nomor surat 
ketetapan pajak, jenis pajak, 
Masa Pajak atau Tahun Pajak, 
dan tanggal jatuh tempo;  

b. kesalahan hitung, antara lain 
kesalahan yang berasal dari 
penjumlahan dan/atau 
pengurangan dan/atau 
perkalian dan/atau pembagian 
suatu bilangan; atau  

c. kekeliruan dalam penerapan 
ketentuan tertentu dalam 
peraturan perundangundangan 
perpajakan, yaitu kekeliruan 
dalam penerapan tarif, 
kekeliruan penerapan 
persentase Norma 
Penghitungan Penghasilan Neto, 
kekeliruan penerapan sanksi 
administrasi, kekeliruan 
Penghasilan Tidak Kena Pajak, 
kekeliruan penghitungan Pajak 
Penghasilan dalam tahun 
berjalan, dan kekeliruan dalam 
pengkreditan pajak.  

Pengertian ”membetulkan” pada ayat 
ini, antara lain, menambahkan, 
mengurangkan, atau menghapuskan, 
tergantung pada sifat kesalahan dan 
kekeliruannya. Jika masih terdapat 
kesalahan tulis, kesalahan hitung, 
dan/atau kekeliruan penerapan 
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ketentuan tertentu dalam peraturan 
perundang-undangan perpajakan, 
Wajib Pajak dapat mengajukan lagi 
permohonan pembetulan kepada 
Direktur Jenderal Pajak, atau Direktur 
Jenderal Pajak dapat melakukan 
pembetulan lagi karena jabatan. 

Ayat (2)  

Untuk memberikan kepastian 
hukum, permohonan pembetulan 
yang diajukan oleh Wajib Pajak 
harus diputuskan dalam batas 
waktu paling lama 6 (enam) bulan 
sejak permohonan diterima. 

Ayat (3)  

Dalam hal batas waktu 6 (enam) 
bulan terlampaui, tetapi Direktur 
Jenderal Pajak belum memberikan 
keputusan, permohonan Wajib 
Pajak dianggap dikabulkan. Dengan 
dianggap dikabulkannya 
permohonan Wajib Pajak, Direktur 
Jenderal Pajak menerbitkan Surat 
Keputusan Pembetulan sesuai 
dengan permohonan Wajib Pajak. 

Ayat (4)  

Cukup jelas. 

 

Pasal 17 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 28 TAHUN 2007 
Ayat (1) huruf a 

Surat Keputusan Kelebihan 
Pembayaran Pajak (SKKPP) dapat 
diterbitkan, setelah oleh Direktur 
Jenderal Pajak diadakan penelitian 
atau pemeriksaan dengan maksud 
untuk memastikan dan memberikan 
keyakinan, bahwa memang benar-
benar terdapat kelebihan pembayaran 
atas jumlah pajak yang terhutang. 
Surat Keputusan Kelebihan 
Pembayaran Pajak tersebut harus 
diterbitkan dalam jangka waktu paling 

Ayat (1)  

Menurut ketentuan ayat ini Surat 
Ketetapan Pajak Lebih Bayar 
diterbitkan untuk:  

a. Pajak Penghasilan apabila 
jumlah kredit pajak lebih besar 
daripada jumlah pajak yang 
terutang;  

b. Pajak Pertambahan Nilai apabila 
jumlah kredit pajak lebih besar 
daripada jumlah pajak yang 
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lama dua belas bulan setelah surat 
permohonan diterima. Dengan batas 
waktu tersebut, selain memperhatikan 
kepentingan kepastian hukum bagi 
Wajib Pajak, juga dimaksudkan pula 
untuk kepentingan tertib administrasi 
perpajakan. 

terutang. Jika terdapat pajak 
yang dipungut oleh Pemungut 
Pajak Pertambahan Nilai, 
jumlah pajak yang terutang 
dihitung dengan cara jumlah 
Pajak Keluaran dikurangi 
dengan pajak yang dipungut 
oleh Pemungut Pajak 
Pertambahan Nilai tersebut; 
atau  

c. Pajak Penjualan Atas Barang 
Mewah apabila jumlah pajak 
yang dibayar lebih besar 
daripada jumlah pajak yang 
terutang.  

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar 
tersebut diterbitkan setelah 
dilakukan pemeriksaan atas Surat 
Pemberitahuan yang disampaikan 
Wajib Pajak yang menyatakan kurang 
bayar, nihil, atau lebih bayar yang 
tidak disertai dengan permohonan 
pengembalian kelebihan pembayaran 
pajak. Apabila Wajib Pajak setelah 
menerima Surat Ketetapan Pajak 
Lebih Bayar dan menghendaki 
pengembalian kelebihan pembayaran 
pajak, wajib mengajukan 
permohonan tertulis sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2). 

Ayat (1) huruf b 
Surat Pemberitaan dapat diterbitkan 
setelah oleh Direktur Jenderal Pajak 
diadakan penelitian atau 
pemeriksaan dengan maksud untuk 
memastikan dan memberikan 
keyakinan bahwa memang benar-
benar jumlah pajak yang dibayar oleh 
Wajib Pajak dan yang telah 
dipotong/dipungut oleh pihak ketiga 
sama besarnya dengan jumlah pajak 
yang terhutang. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

 

Pasal 17A60 

Ayat (1)  

Menurut ketentuan ayat ini, Surat Ketetapan Pajak Nihil diterbitkan untuk: a. Pajak 
Penghasilan apabila jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang terutang atau pajak 
yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak; b. Pajak Pertambahan Nilai apabila 

 
60  Penjelasan Pasal 17A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 
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jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang 
dan tidak ada kredit pajak. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak 
Pertambahan Nilai, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah Pajak 
Keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan 
Nilai tersebut; atau c. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah apabila jumlah pajak yang 
dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak 
ada pembayaran pajak.  

Ayat (2)  
Cukup jelas. 

 

Pasal 17B61 

UU NOMOR 16 TAHUN 2000 UU NOMOR 11 TAHUN 2020 

Ayat (1)  

Terhadap permohonan pengembalian 
kelebihan pembayaran pajak selain 
permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak dari Wajib Pajak 
dengan kriteria tertentu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17C harus 
diterbitkan surat ketetapan pajak 
paling lambat 12 (dua belas) bulan 
sejak surat permohonan diterima 
secara lengkap, dalam arti bahwa Surat 
Pemberitahuan telah diisi lengkap 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. 

Untuk kegiatan tertentu yaitu ekspor 
dan penyerahan Barang Kena Pajak 
dan atau Jasa Kena Pajak kepada 
Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, 
jangka waktu tersebut dapat 
dipersingkat dengan keputusan 
Direktur Jenderal Pajak. Permohonan 
dapat disampaikan dengan cara 
mengisi kolom dalam Surat 
Pemberitahuan atau dengan surat 
tersendiri. 

Surat ketetapan pajak tersebut dapat 
berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar atau Surat Ketetapan PajakLebih 
Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil. 

Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan “surat 
permohonan telah diterima secara 
lengkap” adalah Surat Pemberitahuan 
yang telah diisi lengkap sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3. Surat 
ketetapan pajak yang diterbitkan 
berdasarkan hasil pemeriksaan atas 
permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak dapat berupa Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau 
Surat Ketetapan Pajak Nihil atau Surat 
Ketetapan Pajak Lebih Bayar.  

Ayat (1a)  

Yang dimaksud dengan “sedang 
dilakukan pemeriksaan bukti 
permulaan” adalah dimulai sejak surat 
pemberitahuan pemeriksaan bukti 
permulaan disampaikan kepada Wajib 
Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau 
anggota keluarga yang telah dewasa 
dari Wajib Pajak.  

 

Ayat (2)  Ayat (2)  

 
61  Penjelasan Pasal 17B merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 
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Dengan batas waktu tersebut dalam 
ayat (1) dimaksudkan untuk 
memberikan kepastian hukum 
terhadap permohonan Wajib Pajak 
atau Pengusaha Kena Pajak, sehingga 
bila batas waktu tersebut dilewati dan 
Direktur Jenderal Pajak tidak 
memberikan suatu keputusan, maka 
permohonan tersebut dianggap 
dikabulkan. Selain itu, batas waktu 
tersebut dimaksudkan pula untuk 
kepentingan tertib administrasi 
perpajakan. 

Batas waktu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dimaksudkan untuk 
memberikan kepastian hukum 
terhadap permohonan Wajib Pajak 
atau Pengusaha Kena Pajak sehingga 
bila batas waktu tersebut dilampaui 
dan Direktur Jenderal Pajak tidak 
memberikan suatu keputusan, 
permohonan tersebut dianggap 
dikabulkan. Selain itu, batas waktu 
tersebut dimaksudkan pula untuk 
kepentingan tertib administrasi 
perpajakan.  

 

Ayat (3)  

Dalam hal Direktur Jenderal Pajak 
terlambat menerbitkan Surat 
Ketetapan Pajak Lebih Bayar, maka 
kepada Wajib Pajak diberikan imbalan 
bunga sebesar 2% (dua persen) per 
bulan, dihitung sejak berakhirnya 
jangka waktu sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) sampai dengan saat 
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar 
diterbitkan, bagian dari bulan dihitung 
satu bulan. 

Ayat (3)  

Cukup jelas.  

Ayat (4)  

Cukup jelas.  

Ayat (5)  

Cukup jelas.  

Ayat (6)  

Cukup jelas.  

Ayat (7)  

Cukup jelas. 

 

Pasal 17C62 

UU NOMOR 16 TAHUN 2000 UU NOMOR 28 TAHUN 2007 

Ayat (1)  

Terhadap permohonan pengembalian 
kelebihan pembayaran pajak untuk 
Wajib Pajak dengan kriteria tertentu 
setelah dilakukan penelitian harus 
diterbitkan Surat Keputusan 
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan 
Pajak paling lama: 

Ayat (1)  

Terhadap permohonan pengembalian 
kelebihan pembayaran pajak untuk 
Wajib Pajak dengan kriteria tertentu 
setelah dilakukan penelitian harus 
diterbitkan Surat Keputusan 
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan 
Pajak paling lama: 

 
62  Penjelasan Pasal 17C merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 
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a. 3 (tiga) bulan untuk Pajak 
Penghasilan 

b. 1 (satu) bulan untuk Pajak 
Pertambahan Nilai  

sejak permohonan diterima secara 
lengkap, dalam arti bahwa Surat 
Pemberitahuan telah diisi lengkap 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (1), ayat (1a), dan ayat (6). 
Permohonan dapat disampaikan dengan 
cara mengisi kolom dalam Surat 
Pemberitahuan atau dengan surat 
tersendiri. Pengembalian pendahuluan 
kelebihan pembayaran pajak dapat 
diberikan setelah Direktur Jenderal 
Pajak melakukan konfirmasi kebenaran 
kredit pajak.  

a. 3 (tiga) bulan untuk Pajak 
Penghasilan 

b. 1 (satu) bulan untuk Pajak 
Pertambahan Nilai  

sejak permohonan diterima secara 
lengkap, dalam arti bahwa Surat 
Pemberitahuan telah diisi lengkap 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (1), ayat (1a), dan ayat (6). 
Permohonan dapat disampaikan dengan 
cara mengisi kolom dalam Surat 
Pemberitahuan atau dengan surat 
tersendiri. Pengembalian pendahuluan 
kelebihan pembayaran pajak dapat 
diberikan setelah Direktur Jenderal 
Pajak melakukan konfirmasi kebenaran 
kredit pajak.  

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan kriteria tertentu 
antara lain: 

1. Kepatuhan Wajib Pajak yang 
meliputi penyampaian Surat 
Pemberitahuan, tidak mempunyai 
tunggakan pajak; 

2. Laporan keuangan diaudit oleh 
Akuntan Publik dengan pendapat 
wajar tanpa pengecualian; 

3. Penghitungan jumlah peredaran 
usaha dan pajaknya mudah 
diketahui karena berkaitan dengan 
aturan Pemerintah lainnya seperti 
peredaran usaha dan Pajak 
Pertambahan Nilai atau produsen 
rokok diketahui dari pelaksanaan 
cukai. 

Ayat (2)  

Termasuk dalam pengertian 
kepatuhan penyampaian Surat 
Pemberitahuan adalah:  

a. tepat waktu dalam menyampaikan 
Surat Pemberitahuan Tahunan 
dalam 3 (tiga) tahun terakhir; 

b. dalam Tahun Pajak terakhir, 
penyampaian Surat 
Pemberitahuan Masa untuk Masa 
Pajak Januari sampai dengan 
November yang terlambat tidak 
lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak 
untuk setiap jenis pajak dan tidak 
berturut-turut; dan  

c. Surat Pemberitahuan Masa yang 
terlambat sebagaimana dimaksud 
dalam huruf b telah disampaikan 
tidak lewat dari batas waktu 
penyampaian Surat 
Pemberitahuan Masa Masa Pajak 
berikutnya.  

Bahwa Wajib Pajak tidak mempunyai 
tunggakan pajak adalah keadaan pada 
tanggal 31 Desember. Utang pajak yang 
belum melewati batas akhir pelunasan 
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tidak termasuk dalam pengertian 
tunggakan pajak.  

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Cukup jelas.  

Ayat (4)  

Direktur Jenderal Pajak menerbitkan 
surat ketetapan pajak dalam jangka 
waktu 10 (sepuluh) tahun setelah 
melakukan pemeriksaan terhadap 
Wajib Pajak yang telah memperoleh 
pengembalian pendahuluan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 
Surat ketetapan pajak tersebut dapat 
berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak 
Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan 
Pajak Nihil. 

Ayat (4)  

Direktur Jenderal Pajak dapat 
menerbitkan surat ketetapan pajak 
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun 
setelah melakukan pemeriksaan 
terhadap Wajib Pajak yang telah 
memperoleh pengembalian 
pendahuluan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1). Surat ketetapan pajak 
tersebut dapat berupa Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau 
Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat 
Ketetapan Pajak Lebih Bayar.  

Ayat (5)  

Untuk mendorong Wajib Pajak dalam 
melaporkan jumlah pajak yang 
terutang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 
perpajakan yang berlaku, maka 
apabila dari hasil pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(4) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar ditambah dengan 
sanksi administrasi berupa kenaikan 
sebesar 100% (seratus persen) dari 
jumlah kekurangan pembayaran 
pajak. 

Untuk jelasnya cara penghitungan 
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
dan pengenaan sanksi administrasi 
berupa kenaikan tersebut diberikan 
contoh sebagai berikut: 

1) Pajak Penghasilan 

- Wajib Pajak telah memperoleh 
pengembalian pendahuluan 
kelebihan pajak sebesar 
Rp80.000.000,00. 

Ayat (5)  

Untuk mendorong Wajib Pajak dalam 
melaporkan jumlah pajak yang 
terutang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 
perpajakan yang berlaku, maka 
apabila dari hasil pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
diterbitkan Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar ditambah dengan 
sanksi administrasi berupa kenaikan 
sebesar 100% (seratus persen) dari 
jumlah kekurangan pembayaran 
pajak. Untuk jelasnya cara 
penghitungan Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar dan pengenaan sanksi 
administrasi berupa kenaikan 
tersebut diberikan contoh sebagai 
berikut:  

1) Pajak Penghasilan 

- Wajib Pajak telah memperoleh 
pengembalian pendahuluan 
kelebihan pajak sebesar 
Rp80.000.000,00. 

- Dari pemeriksaan diperoleh 
hasil sebagai berikut:  
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- Dari pemeriksaan diperoleh 
hasil sebagai berikut:  

a. Pajak Penghasilan yang 
terutang sebesar 
Rp100.000.000,00 

b. Kredit pajak, yaitu:  

- Pajak Penghasilan Pasal 
22 Rp20.000.000,00  

- Pajak Penghasilan Pasal 
23 Rp40.000.000,00  

- Pajak Penghasilan Pasal 
25 Rp90.000.000,00  

Berdasarkan hasil pemeriksaan 
tersebut diterbitkan Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar dengan 
penghitungan sebagai berikut: 
 

- Pajak Penghasilan yang terutang 
sebesar Rp100.000.000,00 

 
Kredit Pajak: 

- Pajak Penghasilan Pasal 22  

Rp 20.000.000,00 

- Pajak Penghasilan Pasal 23  

Rp 40.000.000,00 

- Pajak Penghasilan Pasal 25  

Rp 90.000.000,00  
------------------(+)  

Rp150.000.000,00 

- Jumlah Pengembalian 
Pendahuluan Kelebihan Pajak  

Rp 80.000.000,00  
------------------(-) 

- Jumlah pajak yang dapat 
dikreditkan  

Rp 70.000.000,00 
------------------ 

a. Pajak Penghasilan yang 
terutang sebesar 
Rp100.000.000,00 

b. Kredit pajak, yaitu:  

- Pajak Penghasilan 
Pasal 22 
Rp20.000.000,00  

- Pajak Penghasilan 
Pasal 23 
Rp40.000.000,00  

- Pajak Penghasilan 
Pasal 25 
Rp90.000.000,00  

Berdasarkan hasil pemeriksaan 
tersebut diterbitkan Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar dengan 
penghitungan sebagai berikut: 

- Pajak Penghasilan yang 
terutang sebesar  

Rp100.000.000,00 

- Kredit Pajak: 

- Pajak Penghasilan Pasal 22  

Rp 20.000.000,00 

- Pajak Penghasilan Pasal 23  

Rp 40.000.000,00 

- Pajak Penghasilan Pasal 25  

Rp 90.000.000,00 (+) 
Rp150.000.000,00 

- Jumlah Pengembalian 
Pendahuluan Kelebihan Pajak  

Rp 80.000.000,00 (-) 

- Jumlah pajak yang dapat 
dikreditkan  

Rp 70.000.000,00 (-)  

Pajak yang tidak/kurang 
dibayar  

Rp 30.000.000,00  
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Pajak yang tidak/kurang 
dibayar  

Rp 30.000.000,00  

Sanksi administrasi berupa 
kenaikan sebesar 100%  

Rp 30.000.000,00  
------------------ (+)  

Jumlah yang masih harus 
dibayar  

Rp 60.000.000,00 
============ 

 

2) Pajak Pertambahan Nilai 

- Pengusaha Kena Pajak telah 
memperoleh pengembalian 
pendahuluan kelebihan pajak 
sebesar Rp60.000.000,00. 

- Dari pemeriksaan diperoleh 
hasil sebagai berikut:  
a. Pajak Keluaran 

Rp100.000.000,00  
b. Pajak Masukan, yaitu:  

Rp150.000.000,00  

- Berdasarkan hasil 
pemeriksaan tersebut 
diterbitkan Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar dengan 
penghitungan sebagai berikut: 

- Pajak Keluaran  
Rp100.000.000,00  

- Kredit Pajak:  

- Pajak Masukan  

Rp150.000.000,00  

- Jumlah Pengembalian 
Pendahuluan  
Kelebihan Pajak  

Rp 60.000.000,00  
------------------(-)  

Sanksi administrasi berupa 
kenaikan sebesar 100%  

Rp 30.000.000,00 (+)  

Jumlah yang masih harus 
dibayar  

Rp 60.000.000,00 

2) Pajak Pertambahan Nilai 

- Pengusaha Kena Pajak telah 
memperoleh pengembalian 
pendahuluan kelebihan pajak 
sebesar Rp60.000.000,00. 

- Dari pemeriksaan diperoleh 
hasil sebagai berikut: a. Pajak 
Keluaran Rp100.000.000,00 b. 
Kredit pajak, yaitu Pajak 
Masukan Rp150.000.000,00 
Berdasarkan hasil 
pemeriksaan tersebut 
diterbitkan Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar dengan 
penghitungan sebagai berikut: 

- Pajak Keluaran  

Rp100.000.000,00  

- Kredit Pajak:  

- Pajak Masukan  

Rp150.000.000,00  

- Jumlah Pengembalian 
Pendahuluan Kelebihan 
Pajak  

Rp 60.000.000,00 (-)  

- Jumlah pajak yang dapat 
dikreditkan  

Rp 90.000.000,00 (-)  

Pajak yang kurang dibayar  

Rp 10.000.000,00  

Sanksi administrasi kenaikan 
100% 

 Rp 10.000.000,00 (+)  
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- Jumlah pajak yang dapat 
dikreditkan  

Rp 90.000.000,00  
------------------  

Pajak yang kurang dibayar  

Rp 10.000.000,00  

- Sanksi administrasi kenaikan 
100% 

 Rp 10.000.000,00  
------------------(+) 

Jumlah yang masih harus dibayar  

Rp 20.000.000,00 
============ 

Jumlah yang masih harus dibayar  

Rp 20.000.000,00  

Ayat (6)  

Cukup jelas.  

Ayat (7)  

Cukup jelas. 

 

Pasal 17D63 

Ayat (1)  

Cukup jelas.  

Ayat (2)  

Cukup jelas.  

Ayat (3)  

Cukup jelas.  

Ayat (4)  

Untuk mengurangi penyalahgunaan pemberian kemudahan percepatan pengembalian 
kelebihan pembayaran pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan 
setelah memberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

Ayat (5)  

Untuk memotivasi Wajib Pajak agar melaporkan jumlah pajak yang terutang sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, apabila dari hasil 
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar, jumlah pajak yang kurang dibayar ditambah dengan sanksi administrasi 
berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pembayaran 
pajak. 

 

 
63  Penjelasan Pasal 17D merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 
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Pasal 17E64 

Cukup jelas. 

 

Pasal 18 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 28 TAHUN 2007 
Ayat (1) 

Pada dasarnya besarnya hutang pajak 
dihitung sendiri oleh Wajib Pajak. Baru 
apabila kemudian ternyata terdapat 
kekeliruan atau kesalahan Wajib Pajak 
dalam melakukan penghitungan pajak 
yang terhutang atau Wajib Pajak 
melanggar ketentuan yang diatur 
dalam undang-undang perpajakan, 
Direktur Jenderal Pajak dapat 
menerbitkan Surat Tagihan Pajak, 
Surat Ketetapan Pajak atau Surat 
Ketetapan Pajak Tambahan. Ketiga 
surat ini merupakan sarana 
administrasi bagi Direktur Jenderal 
Pajak untuk melakukan penagihan 
pajak. Dalam hal tagihan pajak 
tersebut tidak dibayar pada tanggal 
jatuh tempo yang telah ditetapkan, 
penagihannya dapat dilakukan dengan 
Surat Paksa. 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Untuk tertibnya dan keseragaman 
tindakan dalam melaksanakan 
penagihan pajak, Menteri Keuangan 
akan mengatur tata caranya termasuk 
aspek administrasi baik mengenai 
tindakan penagihan itu sendiri 
maupun aspek pelaksanaan 
pembayaran atas tagihan pajak. 

Ayat (2)  

Dihapus. 

 

Pasal 19 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 11 TAHUN 2020 

Ayat (1) 

Ayat ini mengatur pengenaan bunga 
atas pajak yang tidak dibayar atau 
kurang dibayar pada saat jatuh 

Cukup jelas. 

 
64  Penjelasan Pasal 17E merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 
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UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 11 TAHUN 2020 
tempo pembayaran atau terlambat 
dibayar. Untuk jelasnya cara 
penghitungan bunga tersebut 
diberikan contoh sebagai berikut : 

1. Atas jumlah pajak yang kurang 
dibayar. Surat Ketetapan Pajak 
Penghasilan (SKP PPh) Pajak 
terhutang atau ditagih 
(dianggap tidak ada jumlah 
pajak yang dikreditkan) : Rp. 
100.000,- SKP diterbitkan 
tanggal 10 Oktober 1985. Harus 
dilunasi paling lambat tanggal 
10 Nopember 1985, tetapi baru 
dibayar Sejumlah Rp.60.000,- 
pada tanggal 1 Nopember 1985. 
Sampai pada tanggal batas 
waktu pembayaran (1O 
Nopember 1985) terakhir sisa 
tagihan tidak dibayar lagi oleh 
Wajib Pajak. Pada tanggal 18 
Nopember 1985 diterbitkan 
Surat Tagihan Pajak oleh 
Direktur Jenderal Pajak dengan 
perhitungan sebagai berikut : 
Pajak terhutang = Rp. 100.000,- 
Dibayar pada waktunya = Rp. 
60.000,- Kurang dibayar Rp. 
40.000,- 

Bunga Dihitung satu bulan = 1 x 
2% x Rp. 40.000,- = Rp. 800,- 
Bunga tersebut ditagih dengan 
STP. 

2. Atas jumlah pajak yang 
terlambat dibayar. Dasarnya 
sama dengan contoh nomor 1. 
Dibayar penuh tetapi terlambat, 
misalnya dibayar tanggal 20 
Nopember 1985. Tanggal 24 
Nopember 1985 diterbitkan 
STP. Bunga terhutang dalam 
Surat Tagihan Pajak dihitung 
satu bulan = 1 x 2% x Rp. 
100.000,- = Rp. 2.000,- 
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UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 11 TAHUN 2020 

3. Atas jumlah pajak yang kurang 
dan terlambat dibayar. 
Dasarnya sama dengan contoh 
nomor 1. Dibayar sejumlah Rp. 
60.000,-pada tanggal 20 
Nopember 1985. Tanggal 24 
Nopember 1985 diterbitkan 
STP. Bunga terhutang dihitung 
satu bulan = 1 x 2% x Rp. 
100.000,- = Rp. 2.000,- 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 20 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 28 TAHUN 2007 
Dalam hal terjadi suatu peristiwa atau 
keadaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal ini, maka untuk menjaga 
kemungkinan terjadinya sesuatu yang akan 
mengakibatkan pajak yang terhutang tidak 
dapat ditagih, tanpa menunggu jatuh tempo 
pembayaran dalam Surat Tagihan Pajak, 
Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan 
Pajak Tambahan, penagihannya dapat 
dilakukan seketika dan sekaligus. 

Ayat (1) 

Apabila jumlah utang pajak tidak 
atau kurang dibayar sampai dengan 
tanggal jatuh tempo pembayaran 
atau sampai dengan tanggal jatuh 
tempo penundaan pembayaran, 
atau Wajib Pajak tidak memenuhi 
angsuran pembayaran pajak, 
penagihannya dilaksanakan dengan 
Surat Paksa sesuai dengan 
ketentuan peraturan 
perundangundangan perpajakan. 
Penagihan pajak dengan Surat 
Paksa tersebut dilaksanakan 
terhadap Penanggung Pajak. 

Ayat (2)  

Yang dimaksud dengan “penagihan 
seketika dan sekaligus” adalah 
tindakan penagihan pajak yang 
dilaksanakan oleh Jurusita Pajak 
kepada Penanggung Pajak tanpa 
menunggu tanggal jatuh tempo 
pembayaran yang meliputi seluruh 
utang pajak dari semua jenis pajak, 
Masa Pajak, dan Tahun Pajak. 
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Ayat (3)  

Cukup jelas. 

 

Pasal 20A65 

Ayat (1)  
Undang-Undang ini memberi wewenang kepada Menteri Keuangan melakukan kerja sama 
untuk pelaksanaan bantuan penagihan pajak kepada pemerintah Negara mitra atau 
yurisdiksi mitra. Yang dimaksud dengan "bantuan penagihan pajak" adalah fasilitas 
bantuan penagihan pajak yang terdapat di dalam perjanjian internasional yang dapat 
dimanfaatkan oleh Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara mitra atau yurisdiksi 
mitra secara resiprokal untuk melakukan penagihan atas utang pajak yang 
diadministrasikan oleh Direktur Jenderal Pajak atau otoritas pajak negara mitra atau 
yurisdiksi mitra. 
 

Ayat (2)  
Dalam pelaksanaan kerja sama bantuan penagihan pajak, Direktur Jenderal Pajak 
melakukan kegiatan bantuan penagihan pajak kepada otoritas pajak Negara mitra atau 
yurisdiksi mitra. Pelaksanaan bantuan penagihan pajak tersebut meliputi pemberian 
bantuan penagihan pajak dan permintaan bantuan penagihan pajak kepada otoritas pajak 
negara mitra atau yr-rrisdiksi mitra. 

Ayat (3)  
Penerapan prinsip resiprokal dalam ayat ini dimaksudkan Direktur Jenderal Pajak dapat 
memberikan bantuan penagihan pajak kepada pemerintah negara mitra atau yurisdiksi 
mitra sepanjang pemerintah negara mitra atau yurisdiksi mitra tersebut juga memberikan 
bantuan penagihan pajak yang setara kepada Pemerintah Indonesia. Misalnya, tindakan 
penagihan pajak akan dilakukan sampai dengan memberitahukan Surat paksa dalam hal 
negara mitra atau yurisdiksi mitra melakukan bantuan tindakan penagihan pajak sampai 
dengan memberitahukan Surat Paksa atau tindakan yang dapat dipersamakan dengan itu. 

Ayat (4)  
Cukup jelas. 

Ayat (5)  
Yang dimaksud dengan "perjanjian internasional" adalah perjanjian bilateral atau 
multilateral yang telah disahkan oleh Pemerintah Indonesia sesuai dengan ketentuan 
Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional, yang menyatakan bahwa Pemerintah 
Indonesia telah mengikatkan dirinya dengan Negara mitra atau yurisdiksi mitra mengenai 
kerja sama atas hal yang berkaitan dengan bantuan penagihan pajak. Termasuk dalam 
perjanjian internasional di antaranya konvensi tentang bantuan administratif bersama di 
bidang perpajakan (conuention on muhtal administratiue assistance in tax mattersl.  

Ayat (6)  
Cukup jelas.  

 
65  Pasal 20A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Himpunan 

Peraturan Perpajakan. 
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Ayat (7)  
Huruf a Yang dimaksud dengan "nilai klaim pajak" adalah nilai uang yang dimintakan 
bantuan penagihan pajak oleh negara mitra atau yurisdiksi mitra yang memuat antara lain 
nilai pokok pajak yang masih harus dibayar, sanksi administratif, dan biaya penagihan yang 
dikenakan oleh negara mitra atau yurisdiksi mitra. Sementara itu, biaya penagihan yang 
dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pemberian bantuan penagihan 
pajak ditanggung oleh negara mitra atau yurisdiksi mitra yang meminta bantuan 
penagihan pajak, dalam ha1 klaim pajak dapat tertagih, dan berlaku sebaliknya. Biaya 
penagihan tersebut dicatat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam hal klaim pajak tidak dapat tertagih, biaya 
penagihan pajak yang sudah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak ditanggung oleh 
negara. Klaim pajak yang dimintakan bantuan penagihan pajak oleh negara mitra atau yr-
rrisdiksi mitra tidak dalam sengketa (yang sudah inkrah) di Negara mitra atau yurisdiksi 
mitra Huruf b Identitas penanggung pajak paling kurang memuat nama, nomor identitas, 
dan alamat penanggung pajak.  

Ayat (8)  
Klaim pajak dari negara mitra atau yurisdiksi mitra merupakan dasar penagihan pajakyang 
akan dilakukan tindakan penagihan pajak oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku mutatis mutandis 
dengan ketentuan penagihan pajak yang berlaku di negara mitra atau yurisdiksi mitra. Nilai 
klaim pajak dari negara mitra atau yurisdiksi mitra kedudukannya dipersamakan dengan 
utang pajak. Oleh karena itu, atas nilai klaim pajak tersebut dilakukan tindakan penagihan 
pajak oleh Direktur Jenderal pajak melalui kegiatan menegur atau memperingatkan, 
menerbitkan dan memberitahukan Surat Paksa, melaksanakan penyitaan, menjual barang 
yang telah disita, mengusulkan pencegahan, dan melaksanakan penyanderaan sesuai 
dengan ketentuan perundangundangan di bidang perpajakan. Tindakan penagihan pajak 
dilakukan secara setara dengan tindakan yang dilakukan oleh negara mitra atau yurisdiksi 
mitra. Misalnya, tindakan penagihan pajak akan dilakukan sampai dengan 
memberitahukan Surat Paksa dalam hal negara mitra atau yurisdiksi mitra melakukan 
bantuan tindakan penagihan pajak sampai dengan memberitahukan Surat Paksa atau 
tindakan yang dapat dipersamakan dengan itu. Tindakan penagihan pajak dilakukan 
terhadap penanggung pajak yang identitasnya tercantum dalam klaim pajak.  

Ayat (9)  
Hasil penagihan pajak atas klaim pajak dari Negara mitra atau yurisdiksi mitra ditampung 
dalam rekening pemerintah lainnya yang terpisah dari rekening kas negara atau modul 
penerimaan negara sebelum dikirimkan ke negara mitra atau yurisdiksi mitra. Hasil 
penagihan pajak atas klaim pajak dari negara mitra atau yurisdiksi mitra bukan merupakan 
Penerimaan Negara sehingga tidak dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara karena tidak termasuk dalam ranah keuangan negara. 
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Pasal 21 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 28 TAHUN 2007 

Ayat (1) 
Ayat ini menetapkan kedudukan 
Negara sebagai kreditur preferen yang 
dinyatakan mempunyai hak 
mendahulu atas barang-barang milik 
Wajib Pajak, dan barang-barang milik 
wakilnya akan dilelang di muka umum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
32 ayat (2). Dalam hal telah dilakukan 
tindakan penagihan sampai kepada 
tindakan penagihan aktif, seterusnya 
pelelangan di muka umum atas 
barang-barang milik Wajib Pajak, 
tetapi hasil dari pelelangan di muka 
umum barang-barang milik Wajib 
Pajak tersebut belum cukup untuk 
melunasi hutang pajaknya, maka 
barangbarang milik wakilnya, 
sepanjang dalam kedudukannya 
bertanggung jawab untuk itu, akan 
disita dan dilelang di muka umum 
untuk melunasi hutang pajak Wajib 
Pajak. 

Ayat (1)  

Ayat ini menetapkan kedudukan 
negara sebagai kreditur preferen 
yang dinyatakan mempunyai hak 
mendahulu atas barang-barang 
milik Penanggung Pajak yang akan 
dilelang di muka umum. 
Pembayaran kepada kreditur lain 
diselesaikan setelah utang pajak 
dilunasi. 

Ayat (2) 
Cukup Jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Pada ayat ini ditegaskan bahwa hak 
mendahulu ini melebihi segala hak 
lainnya, artinya lebih kuat dari hak 
lainnya kecuali terhadap pihak-pihak 
sebagaimana dimaksud dalam : 

1. Pasal 1139 angka 1 Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata 
yang berbunyi :"biaya perkara 
yang semata-mata disebabkan 
karena suatu penghukuman 
untuk melelang suatu barang 
bergerak maupun tak bergerak. 
Biaya ini dibayar dari hasil 
penjualan benda-benda tersebut 
terlebih dahulu daripada semua 
piutang lainnya yang 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (3a)66  

 

 
66  Penjelasan Pasal 21 ayat (3a) UU Nomor 28 Tahun 2007 tidak terdapat dipenjelasan. 
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UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 28 TAHUN 2007 
diistimewakan, bahkan lebih 
dahulu pula daripada gadai dan 
hipotik". 

2. Pasal 1139 angka 4 Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata 
yang berbunyi :"biaya yang telah 
dikeluarkan untuk 
menyelamatkan suatu barang". 

3. Pasal 1149 angka 1 Kitab 
Undang-undang Hukum Perdata 
yang berbunyi :"biaya perkara, 
yang semata-mata disebabkan 
karena pelelangan dan 
penyelesaian suatu warisan; 
biaya ini didahulukan daripada 
gadai dan hipotik". 

4. Pasal 80 dan Pasal 81 Kitab 
Undang-undang Hukum Dagang, 
mengenai hak tagihan seorang 
komisioner. 

Ayat (4) 

Cukup Jelas. 

Ayat (4)  

Cukup jelas. 

 

Ayat (5) 
Cukup Jelas. 

Ayat (5)  

Cukup jelas. 

 

Pasal 22 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 28 TAHUN 2007 
Pada dasarnya pelaksanaan penagihan 
pajak daluwarsa dalam waktu lima tahun, 
tetapi dapat saja melebihi lima tahun 
apabila :  

1. telah dikeluarkan Surat Tegoran dan 
Surat Paksa; 

2. adanya pengakuan Wajib Pajak secara 
langsung atau tidak langsung antara 
lain:  

a. dilakukan pembayaran hutang 
pajak itu; 

Ayat (1)  

Saat daluwarsa penagihan pajak ini 
perlu ditetapkan untuk memberi 
kepastian hukum kapan utang pajak 
tersebut tidak dapat ditagih lagi. 
Daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) 
tahun dihitung sejak Surat Tagihan 
Pajak dan surat ketetapan pajak 
diterbitkan. Dalam hal Wajib Pajak 
mengajukan permohonan 
pembetulan, keberatan, banding 
atau Peninjauan Kembali, 
daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) 
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UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 28 TAHUN 2007 

b. diajukan permohonan penundaan 
pembayaran;atau 

c. diadakannya pengangsuran 
pembayaran. Dalam hal demikian 
kedaluwarsaan penagihan piutang 
pajak dihitung dari saat terjadinya 
peristiwa-peristiwa tersebut di 
atas 

tahun dihitung sejak tanggal 
penerbitan Surat Keputusan 
Pembetulan, Surat Keputusan 
Keberatan, Putusan Banding, atau 
Putusan Peninjauan Kembali 

Ayat (2)  

Daluwarsa penagihan pajak dapat 
melampaui 5 (lima) tahun 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) apabila:  

a. Direktur Jenderal Pajak 
menerbitkan dan 
memberitahukan Surat Paksa 
kepada Penanggung Pajak yang 
tidak melakukan pembayaran 
utang pajak sampai dengan 
tanggal jatuh tempo 
pembayaran. Dalam hal seperti 
itu, daluwarsa penagihan pajak 
dihitung sejak tanggal 
pemberitahuan Surat Paksa 
tersebut. 

b. Wajib Pajak menyatakan 
pengakuan utang pajak dengan 
cara mengajukan permohonan 
angsuran atau penundaan 
pembayaran utang pajak 
sebelum tanggal jatuh tempo 
pembayaran. Dalam hal seperti 
itu, daluwarsa penagihan pajak 
dihitung sejak tanggal surat 
permohonan angsuran atau 
penundaan pembayaran utang 
pajak diterima oleh Direktur 
Jenderal Pajak.  

c. Terdapat Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar atau Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
Tambahan yang diterbitkan 
terhadap Wajib Pajak karena 
Wajib Pajak melakukan tindak 
pidana di bidang perpajakan 
dan tindak pidana lain yang 
dapat merugikan pendapatan 
negara berdasarkan putusan 



 

 

PANLAK UU/PUSPANLAK UU TW III 

i2022 

187 PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG, BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 

 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 28 TAHUN 2007 
pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum 
tetap. Dalam hal seperti itu, 
daluwarsa penagihan pajak 
dihitung sejak tanggal 
penerbitan surat ketetapan 
pajak tersebut.  

d. Terhadap Wajib Pajak 
dilakukan penyidikan tindak 
pidana di bidang perpajakan, 
daluwarsa penagihan pajak 
dihitung sejak tanggal 
penerbitan Surat Perintah 
Penyidikan tindak pidana di 
bidang perpajakan. 

 

Pasal 23 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 28 TAHUN 2007 

Cukup Jelas. 

Ayat (1)  

Dihapus. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Dihapus. 

Pasal 24 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 28 TAHUN 2007 
Menteri Keuangan akan mengatur tata cara 
penghapusan dan menentukan besarnya 
jumlah piutang pajak yang tidak dapat 
ditagih lagi. Melalui cara ini akan dapat 
diperkirakan secara efektif besarnya saldo 
piutang pajak yang, akan dapat ditagih atau 
dicairkan. 

Menteri Keuangan mengatur tata cara 
penghapusan dan menentukan besarnya 
jumlah piutang pajak yang tidak dapat 
ditagih lagi, antara lain karena Wajib 
Pajak telah meninggal dunia dan tidak 
mempunyai harta warisan atau kekayaan, 
Wajib Pajak badan yang telah selesai 
proses pailitnya, atau Wajib Pajak yang 
tidak memenuhi syarat lagi sebagai subjek 
pajak dan hak untuk melakukan 
penagihan pajak telah daluwarsa. Melalui 
cara ini dapat diperkirakan secara efektif 
besarnya saldo piutang pajak yang akan 
dapat ditagih atau dicairkan. 
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UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 7 TAHUN 2021 
Ayat (1) 

Perkataan "suatu" dalam ayat ini, 
dimaksudkan bahwa satu keberatan 
harus diajukan untuk satu jenis pajak 
dan satu tahun pajak, misalnya: Pajak 
Penghasilan Tahun Pajak 1985 dan 
Tahun Pajak 1986. Keberatan 
terhadap Surat Ketetapan Pajak 
Penghasilan Tahun 1985 dan Tahun 
1986 tersebut, harus diajukan masing-
masing dalam satu Surat Keberatan 
tersendiri. Untuk dua tahun pajak 
tersebut harus diajukan dua buah 
Surat Keberatan. 

Ayat (1)  

Apabila Wajib Pajak berpendapat 
bahwa jumlah rugi, jumlah pajak, 
dan pemotongan atau pemungutan 
pajak tidak sebagaimana mestinya, 
Wajib Pajak dapat mengajukan 
keberatan hanya kepada Direktur 
Jenderal Pajak. Keberatan yang 
diajukan adalah mengenai materi 
atau isi dari ketetapan pajak, yaitu 
jumlah rugi berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 
perpaj akan, jumlah besarnya pajak, 
atau pemotongan atau pemungutan 
pajak. Yang dimaksud dengan 
"suatu" pada ayat ini adalah 1 (satu) 
keberatan harus diajukan terhadap 
I (satu) jenis pajak dan 1 (satu) 
Masa Pajak atau Tahun Pajak. 
Contoh: Keberatan atas ketetapan 
Pajak Penghasilan Tahun Pajak 
2008 dan Tahun Pajak 2009 harus 
diajukanmasing-masing dalam 1 
(satu) surat keberatan tersendiri. 
Untuk 2 (dua) Tahun Pajak tersebut 
harus diajukan 2 (dua) buah surat 
keberatan. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Yang dimaksud dengan "alasan-
alasan yang menjadi dasar 
penghitungan" dimaksud adalah 
alasan-alasan yang jelas dan 
dilampiri dengan fotokopi surat 
ketetapan pajak, bukti pemungutan, 
atau bukti pemotongan. 

Ayat (3) 
Batas waktu pengajuan Surat 
Keberatan ditentukan dalam waktu 
tiga bulan sejak diterbitkannya Surat 
Ketetapan Pajak atau SKP 
sebagaimana ditentukan dalam 
ayat(1), dengan maksud agar supaya 
Wajib Pajak mempunyai waktu yang 

Ayat (3)  

Batas waktu pengajuan surat 
keberatan ditentukan dalam waktu 
3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim 
surat ketetapan pajak atau sejak 
tanggal pemotongan atau 
pemungutan pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dengan 
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cukup memadai untuk 
mempersiapkan Surat Keberatan 
beserta alasannya. Apabila ternyata 
bahwa batas waktu tiga bulan tersebut 
tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak, 
karena keadaan di luar kekuasaan 
Wajib Pajak (force mayeur), maka 
tenggang waktu selama tiga bulan 
tersebut masih dapat 
dipertimbangkan untuk diperpanjang 
oleh Direktur Jenderal Pajak. 

maksud agar Wajib Pajak 
mempunyai waktu yang cukup 
memadai untuk mempersiapkan 
surat keberatan beserta alasannya. 
Apabila ternyata bahwa batas 
waktu 3 (tiga) bulan tersebut tidak 
dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak 
karena keadaan di luar kekuasaan 
Wajib Pajak (force majeur), 
tenggang waktu selama 3 (tiga) 
bulan tersebut masih dapat 
dipertimbangkan untuk 
diperpanjang oleh Direktur 
Jenderal Pajak. 

Ayat (3a)  

Ketentuan ini mengatur bahwa 
persyaratan pengajuan keberatan bagi 
Wajib Pajak adalah harus melunasi 
terlebih dahulu sejumlah kewajiban 
perpajakannya yang telah disetujui Wajib 
Pajak pada saat pembahasan akhir hasil 
pemeriksaan. Pelunasan tersebut harus 
dilakukan sebelum Wajib Pajak 
mengajukan keberatan. 

Ayat (4) 
Tanda bukti/Resi penerimaan Surat 
Keberatan sangat diperlukan untuk 
memenuhi ketentuan formal. Diterima 
atau tidaknya hak mengajukan Surat 
Keberatan dimaksud, tergantung 
dipenuhinya ketentuan batas waktu 
sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(3), yang dihitung mulai 
diterbitkannya sampai saat 
diterimanya Surat Keberatan tersebut. 
 
Tanda bukti atau resi penerimaan 
tersebut oleh Wajib Pajak dapat juga 
digunakan sebagai alat kontrol 
baginya, untuk mengetahui sampai 
kapan batas waktu dua belas bulan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
26 ayat (1) itu berakhir. Tanda bukti 
atau resi penerimaan itu diperlukan 
untuk memastikan bahwa 
keberatannya dikabulkan, apabila 

Ayat (4)  

Permohonan keberatan yang tidak 
memenuhi salah satu syarat 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 
ini bukan merupakan surat 
keberatan, sehingga tidak dapat 
dipertimbangkan dan tidak 
diterbitkan Surat Keputusan 
Keberatan. 
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dalam jangka waktu tersebut Wajib 
Pajak tidak menerima surat balasan 
dari Direktur Jenderal Pajak atas 
keberatan yang diajukannya. Inilah 
yang dimaksud dengan kata 
“kepentingan” dalam ayat ini. 

Ayat (5) 
Agar Wajib Pajak dapat menyusun 
keberatan dengan alasan- alasan yang 
kuat, Wajib Pajak diberi hak untuk 
meminta dasar- dasar pengenaan, 
pemotongan atau pemungutan pajak 
yang telah ditetapkan, sebaliknya 
Direktur Jenderal Pajak berkewajiban 
untuk memenuhi permintaan tersebut 
di atas. 

Ayat (5)  

Tanda penerimaan surat yang telah 
diberikan oleh pegawai Direktorat 
Jenderal Pajak atau oleh pos 
berfungsi sebagai tanda terima 
surat keberatan apabila surat 
tersebut memenuhi syarat sebagai 
surat keberatan. Dengan demikian, 
batas waktu penyelesaian 
keberatan dihitung sejak tanggal 
penerimaan surat dimaksud. 
Apabila surat Wajib Pajak tidak 
memenuhi syarat sebagai surat 
keberatan dan Wajib Pajak 
memperbaikinya dalam batas 
waktu penyampaian surat 
keberatan, batas waktu 
penyelesaian keberatan dihitung 
sejak diterima surat berikutnya 
yang memenuhi syarat sebagai 
surat keberatan. 

 
Ayat (6) 

Untuk mencegah usaha penghindaran 
atau penundaan pajak melalui 
pengajuan Surat Keberatan, maka 
pengajuan keberatan itu tidak 
menghalangi tindakan penagihan. 
Ketentuan ini perlu dicantumkan 
dengan maksud agar Wajib Pajak 
dengan dalih mengajukan keberatan, 
untuk tidak melakukan kewajiban 
untuk membayar pajak yang telah 
ditetapkan, sehingga dapat dicegah 
terganggunya penerimaan negara. 

Ayat (6)  

Agar Wajib Pajak dapat menyusun 
keberatan dengan alasan yang kuat, 
Wajib Pajak diberi hak untuk 
meminta dasar pengenaan pajak, 
penghitungan rugi, atau 
pemotongan atau pemungutan 
pajak yang telah ditetapkan. Oleh 
karena itu, Direktur Jenderal Pajak 
berkewajiban untuk memenuhi 
permintaan tersebut. 

Ayat (7)  

Ayat ini mengatur bahwa jatuh 
tempo pembayaran yang tertera 
dalam surat ketetapan pajak 
tertangguh sampai dengan 1 (satu) 



 

 

PANLAK UU/PUSPANLAK UU TW III 

i2022 

191 PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG, BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 

 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 7 TAHUN 2021 
bulan sejak tanggal penerbitan 
Surat Keputusan Keberatan. 
Penangguhan jangka waktu 
pelunasan pajak menyebabkan 
sanksi administrative berupa bunga 
sebagaimana diatur dalam Pasal 19 
tidak diberlakukan atas jumlah 
pajak yang belum dibayar pada saat 
pengajuan keberatan. 

Ayat (8)  

Cukup jelas. 

Ayat (9)  

Dalam hal keberatan Wajib Pajak 
ditolak atau dikabulkan sebagian 
dan Wajib Pajak tidak mengajukan 
permohonan banding, jumlah pajak 
berdasarkan keputusan keberatan 
dikurangi dengan pajak yang telah 
dibayar sebelum mengajukan 
keberatan harus dilunasi paling 
lama 1 (satu) bulan sejak tanggal 
penerbitan Surat Keputusan 
Keberatan, dan penagihan dengan 
Surat Paksa akan dilaksanakan 
apabila Wajib Pajak tidak melunasi 
utang pajak tersebut. Di samping 
itu, Wajib Pajak dikenai sanksi 
administratif berupa denda sebesar 
30% (tiga puluh persen). Contoh: 
Untuk Tahun Pajak 2023, Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
(SKPKB) dengan jumlah pajak yang 
masih harus dibayar sebesar 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah) diterbitkan terhadap PT A. 
Dalam pembahasan akhir hasil 
pemeriksaan, Wajib Pajak hanya 
menyetujui pajak yang masih harus 
dibayar sebesar Rp200.000.000,0O 
(dua ratus juta rupiah). Wajib Pajak 
telah melunasi sebagian SKPKB 
tersebut sebesar Rp200.000.000,00 
(dua ratus juta rupiah) dan 
kemudian mengajukan keberatan 
atas koreksi lainnya. Direktur 
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Jenderal Pajak mengabulkan 
sebagian keberatan Wajib Pajak 
dengan jumlah pajak yang masih 
harus dibayar menjadi sebesar 
Rp750.000.0O0,OO (tujuh ratus 
lima puluh juta rupiah). Dalam hal 
ini, Wajib Pajak tidak dikenai sanksi 
administrative sebagaimana diatur 
dalam Pasal 19, tetapi dikenai 
sanksi administratif sesuai dengan 
ayat ini, yaitu sebesar 30% x 
(Rp750.000.000,00 - 
Rp20O.000.000,00) = 
Rp165.000.000,00. 

Ayat (10)  

Cukup jelas. 

 

Pasal 26 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 PERPU NOMOR 1 TAHUN 2020 
Ayat (1) 

Terhadap Surat Keberatan yang 
diajukan oleh Wajib Pajak 
kewenangan penyelesaian dalam 
tingkat pertama diberikan kepada 
Direktur Jenderal Pajak dengan 
ketentuan batasan waktu 
penyelesaian keputusan atas 
keberatan Wajib Pajak ditetapkan 
paling lama dua belas bulan sejak 
tanggal Surat Keberatan diterima. 
Dengan ditentukannya batas waktu 
penyelesaian keputusan atas 
keberatan tersebut, berarti akan 
diperoleh suatu kepastian hukum bagi 
Wajib Pajak di samping terlaksananya 
administrasi perpajakan. 

Ayat (1)  

Terhadap surat keberatan yang 
diajukan oleh Wajib Pajak, 
kewenangan penyelesaian dalam 
tingkat pertama diberikan kepada 
Direktur Jenderal Pajak dengan 
ketentuan batasan waktu 
penyelesaian keputusan atas 
keberatan Wajib Pajak ditetapkan 
paling lama 12 (dua belas) bulan 
sejak tanggal surat keberatan 
diterima. Dengan ditentukannya 
batas waktu penyelesaian 
keputusan atas keberatan tersebut, 
berarti akan diperoleh suatu 
kepastian hukum bagi Wajib Pajak 
selain terlaksananya administrasi 
perpajakan. 

Ayat (2) 

Cukup Jelas. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup Jelas. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 
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Ayat (4) 

Ayat ini mengharuskan Wajib Pajak 
membuktikan ketidakbenaran 
ketetapan pajak, dalam hal Wajib Pajak 
mengajukan keberatan terhadap 
pajak-pajak yang ditetapkan secara 
jabatan, Surat Ketetapan Pajak secara 
jabatan tersebut diterbitkan karena 
Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT 
Tahunan, meskipun telah ditegor 
secara tertulis, atau tidak memenuhi 
kewajiban menyelenggarakan 
pembukuan, atau menolak untuk 
memberikan kesempatan kepada 
pejabat pemeriksa memasuki 
tempattempat tertentu yang 
dipandang perlu, dalam rangka 
pemeriksaan guna menetapkan 
besarnya jumlah pajak yang terhutang. 
Apabila Wajib Pajak tidak dapat 
membuktikan ketidakbenaran Surat 
Ketetapan Pajak secara jabatan itu, 
maka keberatannya ditolak. 

Ayat (4)  

Ayat ini mengharuskan Wajib Pajak 
membuktikan ketidakbenaran 
ketetapan pajak dalam hal Wajib 
Pajak mengajukan keberatan 
terhadap pajak-pajak yang 
ditetapkan secara jabatan. Surat 
ketetapan pajak secara jabatan 
tersebut diterbitkan karena Wajib 
Pajak tidak menyampaikan Surat 
Pemberitahuan Tahunan meskipun 
telah ditegur secara tertulis, tidak 
memenuhi kewajiban 
menyelenggarakan pembukuan, 
atau menolak untuk memberikan 
kesempatan kepada pemeriksa 
memasuki tempat-tempat tertentu 
yang dipandang perlu, dalam 
rangka pemeriksaan guna 
menetapkan besarnya jumlah pajak 
yang terutang. Apabila Wajib Pajak 
tidak dapat membuktikan 
ketidakbenaran surat ketetapan 
pajak secara jabatan, pengajuan 
keberatannya ditolak. 

Ayat (5) 

Cukup Jelas. 

Ayat (5)  

Cukup jelas. 

 

 

Pasal 26A67 

Ayat (1)  

Cukup jelas.  

Ayat (2)  

Agar dapat memberikan kesempatan yang lebih luas kepada Wajib Pajak untuk 
memperoleh keadilan dalam penyelesaian keberatannya, dalam tata cara sebagaimana 
dimaksud pada ayat ini diatur, antara lain, Wajib Pajak dapat hadir untuk memberikan 
keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatannya.  

Ayat (3)  

Cukup jelas.  

 
67  Pasal 26A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Himpunan 

Peraturan Perpajakan. 
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Ayat (4)  

Cukup jelas. 

 

Pasal 27 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 7 TAHUN 2021 
Ayat (1) 

Dalam hal Wajib Pajak masih merasa 
kurang puas terhadap keputusan 
Direktur Jenderal Pajak atas keberatan 
yang diajukan, Wajib Pajak masih 
diberi kesempatan untuk mengajukan 
banding ke badan peraduan pajak, 
dalam hal seperti yang ada sekarang 
Majelis Pertimbangan Pajak, dalam 
jangka waktu tiga bulan sejak tanggal 
keputusan keberatan tersebut. Dengan 
demikian bagi Wajib Pajak telah 
diberikan cukup waktu untuk 
menyiapkan Surat Banding beserta 
alasan-alasan dan bukti-bukti yang 
diperlukan bagi badan peradilan pajak 
tersebut. 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Lihat penjelasan Pasal 25 ayat (2). 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Lihat penjelasan Pasal 25 ayat (6). 
Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (4)  

Dihapus. 

Ayat (4a) 

Cukup jelas 

Ayat (5)  

Dihapus. 

Ayat (5a)  

Ayat ini mengatur bahwa bagi Wajib 
Pajak yang mengajukan banding, 
jangka waktu pelunasan pajak yang 
diajukan banding tertangguh 
sampai dengan 1 (satu) bulan sejak 
tanggal penerbitan Putusan 
Banding. Penangguhan jangka 
waktu pelunasan pajak 
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menyebabkan sanksi administratif 
berupa bunga sebagaimana diatur 
dalam Pasal 19 tidak diberlakukan 
atas jumlah pajak yang belum 
dibayar pada saat pengajuan 
keberatan. 

Ayat (5b)  

Cukup jelas. 

Ayat (5c)  

Cukup jelas. 

Ayat (5d)  

Dalam hal permohonan banding 
Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan 
sebagian, jumlah pajak berdasarkan 
Putusan Banding dikurangi dengan 
pajak yang telah dibayar sebelum 
mengajukan keberatan harus 
dilunasi paling lama 1 (satu) bulan 
sejak tanggal penerbitan Putusan 
Banding, dan penagihan dengan 
Surat Paksa akan dilaksanakan 
apabila Wajib Pajak tidak melunasi 
utang pajak tersebut. Di samping 
itu, Wajib Pajak dikenai sanksi 
administratif berupa denda sebesar 
607o (enam puluh persen) 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
ini. Selanjutnya Wajib Pajak 
mengajukan permohonan banding 
dan oleh Pengadilan Pajak 
diputuskan besarnya pajak yang 
masih harus dibayar menjadi 
sebesar Rp450.000.000,00 (empat 
ratus lima puluh juta rupiah). Dalam 
hal ini, baik sanksi administratif 
berupa bunga sebagaimana diatur 
dalam Pasal 19 maupun sanksi 
administratif berupa denda 
sebagaimana diatur dalam Pasal 25 
ayat (9) tidak dikenakan. Namun, 
Wajib Palak dikenai sanksi 
administratif berupa denda sesuai 
dengan ayat ini, yaitu sebesar 600/o 
x (Rpa50.000.000,00 - 
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Rp200.000.000,00) = 
Rp150.000.0O0,00. 

Ayat (5e)  

Cukup jelas. 

Ayat (5f)  

Dalam hal terhadap Putusan 
Banding diajukan permohonan 
peninjauan kembali oleh Wajib 
Pajak atau Direktur Jenderal Pajak 
dan berdasarkan Putusan 
Peninjauan Kembali 
mengakibatkan jumlah pajak yang 
masih harus dibayar oleh Wajib 
Pajak bertambah, terhadap Wajib 
Pajak dikenai sanksi administrative 
berupa denda sebesar 600/o (enam 
puluh persen) dari jumlah pajak 
berdasarkan Putusan Peninjauan 
Kembali dikurangi dengan pajak 
yang telah dibayar sebelum 
mengajukan keberatan.  

Contoh 1:  

Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar (SKPKB) terhadap 
Wajib Pajak untuk Tahun Pajak 
2023 dengan jumlah pajak yang 
masih harus dibayar sebesar 
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar 
rupiah). Surat Pemberitahuan 
Tahunan Pajak Penghasilan badan 
yang sebelumnya disampaikan oleh 
Wajib Pajak berstatus kurang bayar 
dengan nilai Rp1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah). Dalam 
pembahasan akhir hasil 
pemeriksaan, Wajib Pajak tidak 
menyetujui seluruhnya pajak yang 
masih harus dibayar, sehingga tidak 
ada pembayaran atas SKPKB yang 
dilakukan oleh Wajib Pajak sebelum 
pengajuan keberatan. Berdasarkan 
pengajuan keberatan oleh Wajib 
Pajak, Direktur Jenderal Pajak 
menerbitkan Surat Keputusan 
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Keberatan yang isinya menolak 
seluruh keberatan Wajib Pajak. 
Wajib Pajak kemudian mengajukan 
permohonan banding dan Hakim 
Pengadilan Pajak memutuskan 
menerima seluruh banding Wajib 
Pajak. Berdasarkan Putusan 
Banding tersebut, tidak terdapat 
pajak yang masih harus dibayar 
oleh Wajib Pajak. Direktur Jenderal 
Pajak kemudian mengajukan 
peninjauan kembali kepada 
Mahkamah Agung. Hasil Putusan 
Peninjauan Kembali mengabulkan 
permohonan pemohon dan 
menyatakan bahwa jumlah pajak 
yang masih harus dibayar Wajib 
Pajak adalah sebesar 
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar 
rupiah). Dalam hal ini, Wajib Pajak 
harus melunasi kurang bayar 
sebesar Rp3.000.000.000,00 
ditambah sanksi administrative 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
ini yaitu sebesar 60%o x 
Rp3.000.000.000,00 = Rp 
1.800.000.000,00. 

Contoh 2:  

Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar (SKPKB) terhadap 
Wajib Pajak untuk Tahun Pajak 
2023 dengan jumlah pajak yang 
masih harus dibayar sebesar 
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar 
rupiah). Surat Pemberitahuan 
Tahunan Pajak Penghasilan badan 
yang sebelumnya disampaikan oleh 
Wajib Pajak berstatus kurang bayar 
dengan nilai Rp400.0O0.000,00 
(empat ratus juta rupiah). Dalam 
pembahasan akhir hasil 
pemeriksaan, Wajib Pajak 
menyetujui jumlah pajak yang 
masih harus dibayar sebesar 
Rp600.000.O00,00 (enam ratus juta 
rupiah) sehingga Wajib Pajak 
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melakukan pembayaran atas 
SKPKB sejumlah yang disetujui 
dalam pembahasan akhir hasil 
pemeriksaan sebelum pengajuan 
keberatan. Berdasarkan pengajuan 
keberatan oleh Wajib Pajak, 
Direktur Jenderal Pajak 
menerbitkan Surat Keputusan 
Keberatan yang isinya menolak 
seluruh keberatan Wajib Pajak. 
Wajib pajak kemudian mengajukan 
permohonan banding dan Hakim 
Pengadilan Pajak memutuskan 
menerima sebagian banding Wajib 
Pajak dan menyatakan pajak yang 
kurang dibayar menjadi sebesar 
Rp600.000.000,00 (enam ratus juta 
rupiah). Mengingat bahwa Wajib 
Pajak telah melakukan pembayaran 
sebelum pengajuan keberatan yang 
jumlahnya senilai dengan Putusan 
Banding, maka tidak terdapat pajak 
yang harus dilunasi berdasarkan 
Putusan Banding oleh Wajib Pajak 
dan tidak dikenakan sanksi 
administrative sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5d). Direktur 
Jenderal Pajak kemudian 
mengajukan peninjauan kembali 
kepada Mahkamah Agung. Hasil 
putusan Peninjauan Kembali 
mengabulkan permohonan 
pemohon dan menyatakan bahwa 
jumlah pajak yang masih harus 
dibayar Wajib Pajak adalah sebesar 
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar 
rupiah). Dalam hal ini, Wajib Pajak 
harus melunasi kurang bayar 
sebesar Rp3.O00.000.000,00 - 
Rp600.000.000,00 = 
Rp2.400.000.000,00, ditambah 
sanksi administrative sebagaimana 
dimaksud pada ayat ini, yaitu 
sebesar 600/o x 
(Rp3.000.OO0.000,00 
Rp60O.000.000,00) = Rp 
1.440.000.000,00. 
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Ayat (5g)  

Cukup jelas. 

Ayat (6)  

Cukup jelas. 

 

Pasal 27A68 

UU NOMOR 16 TAHUN 2000 UU NOMOR 11 TAHUN 2020 

Ayat (1) 

Imbalan bunga hanya diberikan 
berkenaan dengan Keputusan 
Keberatan atau Putusan Banding yang 
menyangkut Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar Tambahan. 

Dihapus. 

Ayat (2) 

Imbalan bunga juga diberikan 
terhadap pembayaran lebih Surat 
Tagihan Pajak yang telah diterbitkan 
berdasarkan Pasal 14 ayat (4) dan 
Pasal 19 ayat (1) sehubungan dengan 
diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar ata Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar Tambahan, yang 
memperoleh pengurangan atau 
penghapusan sanksi administrasi 
berupa denda atau bunga. 

Pengurangan atau penghapusan 
dimaksud merupakan akibat dari 
adanya Keputusan Keberatan atau 
Putusan Banding atas Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar atau Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
Tambahan tersebut, yang menerima 
sebagian atau seluruh permohonan 
Wajib Pajak. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 
68  Penjelasan Pasal 27A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
sebagaimana dihapus dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 
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Pasal 27B69 

Cukup Jelas. 

 

Pasal 27C70 

Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan "prosedur persetujuan bersama" atau mutual agreement 
procedure adalah prosedur administratif yang diatur dalam persetujuan penghindaran 
pajak berganda untuk mencegah atau menyelesaikan permasalahan yang timbul 
dalampenerapan persetujuan penghindaran pajak berganda.  

Ayat (2)  

Cukup jelas.  

Ayat (3)  

Cukup jelas.  

Ayat (4)  

Agar prosedur persetujuan bersama dapat secara efektif mendorong Wajib Pajak untuk 
mendapatkan keadilan dan mengeliminasi pemajakan berganda, perlu diatur interaksinya 
dalam hal prosedur persetujuan bersama dilaksanakan bersamaan dengan proses 
penyelesaiansengketa domestik, khususnya pengajuan banding dan peninjauan kembali. 
Ayat ini menegaskan bahwa dalam hal putusan banding atau peninjauan kembali telah 
diucapkan terlebih dahulu sebelum dicapainya persetujuan bersama tetapi sengketa yang 
diajukan prosedur persetujuan bersama tidak diputus dalam putusan banding atau 
peninjauan kembali, perundingan dalam rangka prosedur persetujuan bersama 
dilanjutkan. Dalam hal putusan banding atau peninjauan kembali juga memutus sengketa 
yang diajukan prosedur persetujuan bersama maka perundingan tetap dapat diianjutkan 
dengan mendasarkan posisi rundingDirektur Jenderal Pajak pada putusan banding atau 
peninjauan kembali. Dalam hal persetujuan bersama tidak dapat dicapai dengan posisi 
runding tersebut, Direktur Jenderal Pajak dapat mengusulkan untuk menghentikan 
perundingan dengan memperhatikan ketentuan dan kaidah dalam negosiasi dan 
perundingan internasional, khususnya terkait pelaksanaan prosedur persetujuan bersama.  

Ayat (5) 

Cukup jelas.  

Ayat (6)  

Cukup jelas. 

 

  

 
69  Penjelasan Pasal 27B merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja. 
70  Penjelasan Pasal 27C merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 
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Pasal 28 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 28 TAHUN 2007 

Ayat (1) 

Cukup Jelas. 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Pada dasarnya setiap orang/Badan 
yang melakukan kegiatan usaha atau 
pekerjaan bebas diharuskan 
mengadakan pembukuan. Tetapi bagi 
Wajib Pajak yang karena 
kemampuannya belum memadai, 
dimungkinkan untuk dibebaskan dari 
kewajiban mengadakan pembukuan. 

Yang dimaksud dengan “dibebaskan” 
dari kewajiban mengadakan 
pembukuan dalam ayat ini, tidak 
diartikan bahwa Wajib Pajak untuk 
seterusnya tidak berusaha untuk 
meningkatkan kemampuannya 
menyelenggarakan pembukuan secara 
lengkap dan baik, sehingga sama sekali 
tidak memiliki pembukuan dalam 
menyelenggarakan usahanya. 
Sepanjang kemampuan tersebut 
belum dimiliki, Wajib Pajak 
dibenarkan untuk hanya membuat 
catatan-catatan yang merupakan 
pembukuan sederhana yang memuat 
data-data pokok yang dapat dipakai 
untuk melakukan penghitungan pajak 
yang terhutang bagi Wajib Pajak yang 
bersangkutan. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup Jelas. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup Jelas. 

Ayat (4)  

Cukup jelas. 
Ayat (5) 

Cukup Jelas. 

Ayat (5)  

Prinsip taat asas adalah prinsip 
yang sama digunakan dalam 
metode pembukuan dengan tahun-
tahun sebelumnya untuk mencegah 
penggeseran laba atau rugi. Prinsip 
taat asas dalam metode pembukuan 
misalnya dalam penerapan: a. 
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stelsel pengakuan penghasilan; b. 
tahun buku; c. metode penilaian 
persediaan; atau d. metode 
penyusutan dan amortisasi. Stelsel 
akrual adalah suatu metode 
penghitungan penghasilan dan 
biaya dalam arti penghasilan diakui 
pada waktu diperoleh dan biaya 
diakui pada waktu terutang. Jadi, 
tidak tergantung kapan penghasilan 
itu diterima dan kapan biaya itu 
dibayar secara tunai. Termasuk 
dalam pengertian stelsel akrual 
adalah pengakuan penghasilan 
berdasarkan metode persentase 
tingkat penyelesaian pekerjaan 
yang umumnya dipakai dalam 
bidang konstruksi dan metode lain 
yang dipakai dalam bidang usaha 
tertentu seperti build operate and 
transfer (BOT) dan real estat. Stelsel 
kas adalah suatu metode yang 
penghitungannya didasarkan atas 
penghasilan yang diterima dan 
biaya yang dibayar secara tunai. 
Menurut stelsel kas, penghasilan 
baru dianggap sebagai penghasilan 
apabila benarbenar telah diterima 
secara tunai dalam suatu periode 
tertentu serta biaya baru dianggap 
sebagai biaya apabila benar-benar 
telah dibayar secara tunai dalam 
suatu periode tertentu. Stelsel kas 
biasanya digunakan oleh 
perusahaan kecil orang pribadi atau 
perusahaan jasa, misalnya 
transportasi, hiburan, dan restoran 
yang tenggang waktu antara 
penyerahan jasa dan penerimaan 
pembayarannya tidak berlangsung 
lama. Dalam stelsel kas murni, 
penghasilan dari penyerahan 
barang atau jasa ditetapkan pada 
saat pembayaran dari pelanggan 
diterima dan biaya-biaya 
ditetapkan pada saat barang, jasa, 
dan biaya operasi lain dibayar. 
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Dengan cara ini, pemakaian stelsel 
kas dapat mengakibatkan 
penghitungan yang mengaburkan 
terhadap penghasilan, yaitu 
besarnya penghasilan dari tahun ke 
tahun dapat disesuaikan dengan 
mengatur penerimaan kas dan 
pengeluaran kas. Oleh karena itu, 
untuk penghitungan Pajak 
Penghasilan dalam memakai stelsel 
kas harus memperhatikan hal-hal 
antara lain sebagai berikut. 1) 
Penghitungan jumlah penjualan 
dalam suatu periode harus meliputi 
seluruh penjualan, baik yang tunai 
maupun yang bukan. Dalam 
menghitung harga pokok penjualan 
harus diperhitungkan seluruh 
pembelian dan persediaan. 2) 
Dalam memperoleh harta yang 
dapat disusutkan dan hak-hak yang 
dapat diamortisasi, biaya-biaya 
yang dikurangkan dari penghasilan 
hanya dapat dilakukan melalui 
penyusutan dan amortisasi. 3) 
Pemakaian stelsel kas harus 
dilakukan secara taat asas 
(konsisten). Dengan demikian 
penggunaan stelsel kas untuk 
tujuan perpajakan dapat juga 
dinamakan stelsel campuran. 

Ayat (6) 

Pembukuan dan dokumen-dokumen 
yang berhubungan dengan kegiatan 
usaha atau perusahaan harus 
disimpan selama sepuluh tahun, 
supaya dalam batas waktu tersebut 
apabila Direktur Jenderal Pajak akan 
mengeluarkan surat ketetapan pajak, 
bahan pembuktian yang diperlukan 
masih tetap tersedia.Kurun waktu 
sepuluh tahun harus disimpannya 
pembukuan dokumen-dokumen yang 
menjadi dasar pembukuan adalah taat 
asas (konsisten) dengan ketentuan 

Ayat (6)  

Pada dasarnya metode pembukuan 
yang dianut harus taat asas, yaitu 
harus sama dengan tahun-tahun 
sebelumnya, misalnya dalam hal 
penggunaan metode pengakuan 
penghasilan dan biaya (metode kas 
atau akrual), metode penyusutan 
aktiva tetap, dan metode penilaian 
persediaan. Namun, perubahan 
metode pembukuan masih 
dimungkinkan dengan syarat telah 
mendapat persetujuan dari 
Direktur Jenderal Pajak. Perubahan 
metode pembukuan harus diajukan 
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Pasal 40 mengenai gugurnya tuntutan 
pidana perpajakan. 

kepada Direktur Jenderal Pajak 
sebelum dimulainya tahun buku 
yang bersangkutan dengan 
menyampaikan alasan yang logis 
dan dapat diterima serta akibat 
yang mungkin timbul dari 
perubahan tersebut. Perubahan 
metode pembukuan akan 
mengakibatkan perubahan dalam 
prinsip taat asas yang dapat 
meliputi perubahan metode dari 
kas ke akrual atau sebaliknya atau 
perubahan penggunaan metode 
pengakuan penghasilan atau 
pengakuan biaya itu sendiri, 
misalnya dalam metode pengakuan 
biaya yang berkenaan dengan 
penyusutan aktiva tetap dengan 
menggunakan metode penyusutan 
tertentu. Contoh: Wajib Pajak dalam 
tahun 2008 menggunakan metode 
penyusutan garis lurus atau straight 
line method. Jika dalam tahun 2009 
Wajib Pajak bermaksud mengubah 
metode penyusutan aktiva dengan 
menggunakan metode penyusutan 
saldo menurun atau declining 
balance method, Wajib Pajak harus 
minta persetujuan terlebih dahulu 
kepada Direktur Jenderal Pajak 
yang diajukan sebelum dimulainya 
tahun buku 2009 dengan 
menyebutkan alasan dilakukannya 
perubahan metode penyusutan dan 
akibat dari perubahan tersebut. 
Selain itu, perubahan periode tahun 
buku juga berakibat berubahnya 
jumlah penghasilan atau kerugian 
Wajib Pajak. Oleh karena itu, 
perubahan tersebut juga harus 
mendapat persetujuan Direktur 
Jenderal Pajak. Tahun Pajak adalah 
sama dengan tahun kalender 
kecuali Wajib Pajak menggunakan 
tahun buku yang tidak sama dengan 
tahun kalender. Apabila Wajib Pajak 
menggunakan tahun buku yang 
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tidak sama dengan tahun kalender, 
penyebutan Tahun Pajak yang 
bersangkutan menggunakan tahun 
yang di dalamnya termasuk 6 
(enam) bulan pertama atau lebih. 
Contoh: a. Tahun buku 1 Juli 2008 
sampai dengan 30 Juni 2009 adalah 
Tahun Pajak 2008. b. Tahun buku 1 
Oktober 2008 sampai dengan 30 
September 2009 adalah Tahun 
Pajak 2009. 

Ayat (7)  

Pengertian pembukuan telah diatur 
dalam Pasal 1 angka 29. Pengaturan 
dalam ayat ini dimaksudkan agar 
berdasarkan pembukuan tersebut 
dapat dihitung besarnya pajak yang 
erutang. Selain dapat dihitung 
besarnya Pajak Penghasilan, pajak 
lainnya juga harus dapat dihitung 
dari pembukuan tersebut. Agar 
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan Atas Barang Mewah 
dapat dihitung dengan benar, 
pembukuan harus mencatat juga 
jumlah harga perolehan atau nilai 
impor, jumlah harga jual atau nilai 
ekspor, jumlah harga jual dari 
barang yang dikenakan Pajak 
Penjualan Atas Barang Mewah, 
jumlah pembayaran atas 
pemanfaatan Barang Kena Pajak 
tidak berwujud dari luar daerah 
pabean di dalam daerah pabean 
dan/atau pemanfaatan Jasa Kena 
Pajak dari luar daerah pabean di 
dalam daerah pabean, jumlah Pajak 
Masukan yang dapat dikreditkan 
dan yang tidak dapat dikreditkan. 
Dengan demikian, pembukuan 
harus diselenggarakan dengan cara 
atau sistem yang lazim dipakai di 
Indonesia, misalnya berdasarkan 
Standar Akuntansi Keuangan, 
kecuali peraturan perundang-
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undangan perpajakan menentukan 
lain. 

Ayat (8)  

Cukup jelas. 

Ayat (9)  

Pencatatan oleh Wajib Pajak orang 
pribadi yang melakukan kegiatan 
usaha dan pekerjaan bebas meliputi 
peredaran atau penerimaan bruto 
dan penerimaan penghasilan 
lainnya, sedangkan bagi mereka 
yang semata-mata menerima 
penghasilan dari luar usaha dan 
pekerjaan bebas, pencatatannya 
hanya mengenai penghasilan bruto, 
pengurang, dan penghasilan neto 
yang merupakan objek Pajak 
Penghasilan. Di samping itu, 
pencatatan meliputi pula 
penghasilan yang bukan objek pajak 
dan/atau yang dikenai pajak yang 
bersifat final. 

Ayat (10)  

Dihapus. 

Ayat (11)  

Buku, catatan, dan dokumen 
termasuk yang diselenggarakan 
secara program aplikasi on-line dan 
hasil pengolahan data elektronik 
yang menjadi dasar pembukuan 
atau pencatatan harus disimpan 
selama 10 (sepuluh) tahun di 
Indonesia. Hal itu dimaksudkan 
agar apabila Direktur Jenderal Pajak 
akan mengeluarkan surat ketetapan 
pajak, bahan pembukuan atau 
pencatatan yang diperlukan masih 
tetap ada dan dapat segera 
disediakan. Kurun waktu 10 
(sepuluh) tahun penyimpanan 
buku, catatan, dan dokumen yang 
menjadi dasar pembukuan atau 
pencatatan adalah sesuai dengan 
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ketentuan yang mengatur mengenai 
batas daluwarsa penyidikan tindak 
pidana di bidang perpajakan. 
Penyimpanan buku, catatan, dan 
dokumen yang menjadi dasar 
pembukuan atau pencatatan dan 
dokumen lain termasuk yang 
diselenggarakan secara program 
aplikasi on-line harus dilakukan 
dengan memperhatikan faktor 
keamanan, kelayakan, dan 
kewajaran penyimpanan. 

Ayat (12)  

Cukup jelas. 

 

Pasal 29 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 28 TAHUN 2007 

Ayat (1) 

Direktur Jenderal Pajak, dalam rangka 
melaksanakan tugas pemungutan 
pajak, diberikan wewenang untuk 
melaksanakan pemeriksaan, guna 
keperluan penetapan pajak yang 
terhutang dan keperluan-keperluan 
lain dalam rangka melaksanakan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan. 

Tujuan pemeriksaan, terutama adalah 
untuk memperoleh/ mengumpulkan 
bahan-bahan yang dijadikan dasar 
untuk: 

a. menerbitkan Surat Ketetapan 
Pajak/Surat Ketetapan Pajak 
Tambahan; 

b. menerbitkan Surat Pemberitaan; 

c. menerbitkan Surat Keputusan 
Kelebihan Pembayaran Pajak. 

d. hal-hal lain yang berhubungan 
dengan administrasi perpajakan. 

 

Ayat (1)  

Direktur Jenderal Pajak dalam 
rangka pengawasan kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan 
berwenang melakukan pemeriksaan 
untuk:  

a. menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan Wajib 
Pajak; dan/atau 

b. tujuan lain dalam rangka 
melaksanakan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 
perpajakan. 

Pemeriksaan dapat dilakukan di 
kantor (Pemeriksaan Kantor) atau di 
tempat Wajib Pajak (Pemeriksaan 
Lapangan) yang ruang lingkup 
pemeriksaannya dapat meliputi satu 
jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau 
seluruh jenis pajak, baik untuk tahun-
tahun yang lalu maupun untuk tahun 
berjalan. Pemeriksaan dapat 
dilakukan terhadap Wajib Pajak, 
termasuk terhadap instansi 
pemerintah dan badan lain sebagai 
pemungut pajak atau pemotong pajak. 
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Pengertian "tujuan lain" dalam ayat ini 
dimaksudkan adalah pemeriksaan 
dalam rangka yang menyangkut hal-
hal sebagai berikut :  

a. menyusun Norma Penghitungan; 

b. mencocokkan data dan alat 
keterangan; 

c. menentukan besarnya 
pembayaran pajak dalam suatu 
Masa Pajak bagi Wajib Pajak 
baru; 

d. hal-hal lain yang berhubungan 
dengan pelaksanaan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 
perpajakan. 

Pelaksanaan pemeriksaan dalam 
rangka menguji pemenuhan 
kewajiban perpajakan Wajib Pajak 
dilakukan dengan menelusuri 
kebenaran Surat Pemberitahuan, 
pembukuan atau pencatatan, dan 
pemenuhan kewajiban perpajakan 
lainnya dibandingkan dengan keadaan 
atau kegiatan usaha sebenarnya dari 
Wajib Pajak. Selain itu, pemeriksaan 
dapat juga dilakukan untuk tujuan lain, 
di antaranya: 

a. pemberian Nomor Pokok Wajib 
Pajak secara jabatan; 

b. penghapusan Nomor Pokok 
Wajib Pajak; 

c. pengukuhan atau pencabutan 
pengukuhan Pengusaha Kena 
Pajak; 

d. Wajib Pajak mengajukan 
keberatan; 

e. pengumpulan bahan guna 
penyusunan Norma 
Penghitungan Penghasilan Neto; 

f. pencocokan data dan/atau alat 
keterangan; 

g. penentuan Wajib Pajak berlokasi 
di daerah terpencil; h. penentuan 
satu atau lebih tempat terutang 
Pajak Pertambahan Nilai; 

h. pemeriksaan dalam rangka 
penagihan pajak; 

i. penentuan saat mulai 
berproduksi sehubungan dengan 
fasilitas perpajakan; dan/atau 

j. pemenuhan permintaan 
informasi dari negara mitra 
Perjanjian Penghindaran Pajak 
Berganda. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Pemeriksaan dilaksanakan oleh 
petugas pemeriksa yang jelas 
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identitasnya. Oleh karena itu, 
petugas pemeriksa harus memiliki 
tanda pengenal pemeriksa dan 
dilengkapi dengan Surat Perintah 
Pemeriksaan, serta 
memperlihatkannya kepada Wajib 
Pajak yang diperiksa. Petugas 
pemeriksa harus menjelaskan tujuan 
dilakukannya pemeriksaan kepada 
Wajib Pajak. Petugas pemeriksa 
harus telah mendapat pendidikan 
teknis yang cukup dan memiliki 
keterampilan sebagai pemeriksa 
pajak. Dalam menjalankan tugasnya, 
petugas pemeriksa harus bekerja 
dengan jujur, bertanggung jawab, 
penuh pengertian, sopan, dan 
objektif serta wajib menghindarkan 
diri dari perbuatan tercela. Pendapat 
dan simpulan petugas pemeriksa 
harus didasarkan pada bukti yang 
kuat dan berkaitan serta 
berlandaskan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. 
Petugas pemeriksa harus melakukan 
pembinaan kepada Wajib Pajak 
dalam memenuhi kewajiban 
perpajakannya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan. 

Ayat (3) 

Oleh karena pembukuan, catatan-
catatan, dokumen-dokumen yang 
berkaitan dengan kegiatan usaha dan 
keterangan-keterangan lain yang 
diperlukan demikian penting 
peranannya dalam menentukan 
besarnya pajak yang terhutang, maka 
apabila diminta oleh petugas 
pemeriksa, Wajib Pajak harus 
memperlihatkan atau 
meminjamkannya. Bilamana 
pembukuan, catatan-catatan, dan 
dokumen-dokumen yang diperlukan 
tidak dapat diberikan oleh Wajib Pajak 
dengan dalih untuk menghindarkan 

Ayat (3)  

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh 
Wajib Pajak yang diperiksa 
sebagaimana dimaksud pada ayat ini 
disesuaikan dengan tujuan 
dilakukannya pemeriksaan baik 
dalam rangka menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan 
maupun untuk tujuan lain dalam 
rangka melaksanakan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 
perpajakan. Apabila Wajib Pajak 
menyelenggarakan pencatatan atau 
pembukuan dengan menggunakan 
proses pengolahan data secara 
elektronik (electronic data 
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diri, berdasarkan ayat ini petugas 
pemeriksa dibolehkan memasuki 
tempat atau ruangan yang menurut 
dugaan petugas pemeriksa digunakan 
sebagai tempat penyimpanan buku-
buku, catatan-catatan, dan dokumen-
dokumen tersebut. 

processing/EDP), baik yang 
diselenggarakan sendiri maupun 
yang diselenggarakan melalui pihak 
lain, Wajib Pajak harus memberikan 
akses kepada petugas pemeriksa 
untuk mengakses dan/atau 
mengunduh data dari catatan, 
dokumen, dan dokumen lain yang 
berhubungan dengan penghasilan 
yang diperoleh, kegiatan usaha, 
pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau 
objek yang terutang pajak. 
Berdasarkan ayat ini Wajib Pajak 
yang diperiksa juga memiliki 
kewajiban memberikan kesempatan 
kepada pemeriksa untuk memasuki 
tempat atau ruangan yang 
merupakan tempat penyimpanan 
dokumen, uang, dan/atau barang 
yang dapat memberi petunjuk 
tentang keadaan usaha Wajib Pajak 
dan melakukan peminjaman 
dan/atau pemeriksaan di tempat-
tempat tersebut. Dalam hal petugas 
pemeriksa membutuhkan 
keterangan lain selain buku, catatan, 
dan dokumen lain, Wajib Pajak harus 
memberikan keterangan lain yang 
dapat berupa keterangan tertulis 
dan/atau keterangan lisan. 
Keterangan tertulis misalnya: a. 
surat pernyataan tidak diaudit oleh 
Kantor Akuntan Publik; b. 
keterangan bahwa fotokopi 
dokumen yang dipinjamkan sesuai 
dengan aslinya; c. surat pernyataan 
tentang kepemilikan harta; atau d. 
surat pernyataan tentang perkiraan 
biaya hidup. Keterangan lisan 
misalnya: a. wawancara tentang 
proses pembukuan Wajib Pajak; b. 
wawancara tentang proses produksi 
Wajib Pajak; atau c. wawancara 
dengan manajemen tentang 
transaksi-transaksi yang bersifat 
khusus. 



 

 

PANLAK UU/PUSPANLAK UU TW III 

i2022 

211 PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG, BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 

 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 28 TAHUN 2007 

Ayat (3a)  

Cukup jelas. 

Ayat (3b)  

Cukup jelas. 

 

Ayat (4) 

Untuk mencegah adanya dalih 
terikat pada kerahasiaan, sehingga 
pembukuan, catatan, dokumen serta 
keterangan-keterangan lain yang 
diperlukan tidak dapat diberikan 
oleh Wajib Pajak, maka ayat ini 
menegaskan bahwa kewajiban 
merahasiakan itu dapat ditiadakan. 

Ayat (4)  

Untuk mencegah adanya dalih 
bahwa Wajib Pajak yang sedang 
diperiksa terikat pada kerahasiaan 
sehingga pembukuan, catatan, 
dokumen serta keterangan-
keterangan lain yang diperlukan 
tidak dapat diberikan oleh Wajib 
Pajak maka ayat ini menegaskan 
bahwa kewajiban merahasiakan itu 
ditiadakan. 

 

Pasal 29A71 

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan fasilitas kepada Wajib Pajak yang 
mendaftarkan sahamnya di bursa efek, yaitu dalam hal Wajib Pajak dilakukan 
pemeriksaan, pemeriksaannya dapat melalui Pemeriksaan Kantor. Dengan Pemeriksaan 
Kantor, proses pemeriksaan menjadi lebih sederhana dan cepat penyelesaiannya 
sehingga Wajib Pajak semakin cepat mendapatkan kepastian hukum, dibandingkan 
melalui Pemeriksaan Lapangan. Mengingat pemeriksaan dapat dilakukan melalui 
Pemeriksaan Kantor dan jangka waktu pemeriksaannya cukup singkat, Direktur Jenderal 
Pajak melalui Wajib Pajak dapat meminta kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh 
Akuntan Publik. 

 

Pasal 30 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 28 TAHUN 2007 
Terhadap orang atau badan yang pada saat 
dilakukan pemeriksaan tidak bersedia 
memberi kesempatan kepada petugas 
pemeriksa untuk memasuki tempat-
tempat/ruangan-ruangan tertentu yang 
diduga disimpan di dalamnya pembukuan, 
dokumen-dokumen, dan catatan-catatan, 
sehingga pembukuan, dokumen-dokumen, 

Ayat (1)  

Dalam pemeriksaan dapat 
ditemukan adanya Wajib Pajak yang 
tidak memenuhi ketentuan yang 
diatur dalam Pasal 29 ayat (3) huruf 
b, yakni tidak memberikan 
kesempatan kepada pemeriksa 
untuk memasuki tempat atau ruang 

 
71  Penjelasan Pasal 29A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 
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dan catatan-catatan yang diperlukan tidak 
dapat diperoleh, maka Wajib Pajak 
dianggap menghalang-halangi pelaksanaan 
pemungutan pajak. Dalam hal demikian 
Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang 
untuk melakukan tindakan penyegelan 
tempat atau ruangan- ruangan tertentu 
yang diperkirakan sebagai tempat 
penyimpanan pembukuan, catatan-catatan, 
dan dokumen-dokumen guna 
mengamankan atau mencegah hilangnya 
pembukuan, catatan-catatan dan dokumen-
dokumen tersebut. 

yang dipandang perlu dan memberi 
bantuan guna kelancaran 
pemeriksaan. Keadaan tersebut 
dapat disebabkan oleh berbagai hal, 
misalnya, Wajib Pajak tidak berada 
di tempat atau sengaja tidak 
memberikan kesempatan kepada 
pemeriksa untuk memasuki tempat 
atau ruang yang dipandang perlu 
dan tidak memberi bantuan guna 
kelancaran pemeriksaan. Wajib 
Pajak yang pada saat dilakukan 
pemeriksaan tidak memberi 
kesempatan kepada pemeriksa 
untuk memasuki tempat, ruang, dan 
barang bergerak dan/atau tidak 
bergerak, serta mengakses data yang 
dikelola secara elektronik atau tidak 
memberi bantuan guna kelancaran 
pemeriksaan dianggap menghalangi 
pelaksanaan pemeriksaan. Dalam 
hal demikian, untuk memperoleh 
buku, catatan, dokumen termasuk 
data yang dikelola secara elektronik 
dan benda-benda lain yang dapat 
memberi petunjuk tentang kegiatan 
usaha atau pekerjaan bebas Wajib 
Pajak yang diperiksa dipandang 
perlu memberi kewenangan kepada 
Direktur Jenderal Pajak yang 
dilaksanakan oleh pemeriksa untuk 
melakukan penyegelan terhadap 
tempat, ruang, dan barang bergerak 
dan/atau tidak bergerak. Penyegelan 
merupakan upaya terakhir 
pemeriksa untuk memperoleh atau 
mengamankan buku, catatan, 
dokumen termasuk data yang 
dikelola secara elektronik, dan 
benda-benda lain yang dapat 
memberi petunjuk tentang kegiatan 
usaha atau pekerjaan bebas Wajib 
Pajak yang diperiksa agar tidak 
dipindahkan, dihilangkan, 
dimusnahkan, diubah, dirusak, 
ditukar, atau dipalsukan. Penyegelan 
data elektronik dilakukan sepanjang 
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tidak menghentikan kelancaran 
kegiatan operasional perusahaan, 
khususnya yang berkaitan dengan 
kepentingan masyarakat. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

 

Pasal 31 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 28 TAHUN 2007 

Untuk terlaksananya keseragaman, 
ketertiban, dan kesatuan tindakan 
pelaksanaan pemeriksaan, perlu diatur 
ketentuan dan tata caranya dengan 
Peraturan Pemerintah. 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Untuk lebih memberikan 
keseimbangan hak kepada Wajib 
Pajak dalam menanggapi temuan 
hasil pemeriksaan, dalam tata cara 
pemeriksaan tersebut, antara lain, 
mengatur kewajiban menyampaikan 
surat pemberitahuan hasil 
pemeriksaan kepada Wajib Pajak 
dan memberikan hak Wajib Pajak 
untuk hadir dalam pembahasan 
akhir hasil pemeriksaan dalam batas 
waktu yang ditentukan. Dalam hal 
Wajib Pajak tidak hadir dalam batas 
waktu yang ditentukan, hasil 
pemeriksaan ditindaklanjuti sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

 

Pasal 32 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 7 TAHUN 2021 
Ayat (1) 

Dalam Undang-undang ini ditentukan 
siapa yang menjadi wakil untuk 
melaksanakan hak dan kewajiban 
perpajakan Wajib Pajak terhadap 
Badan, Badan dalam pembubaran, 

Ayat (1)  

Dalam Undang-Undang ini 
ditentukan siapa yang menjadi wakil 
untuk melaksanakan hak dan 
kewajiban perpajakan Wajib Pajak 
terhadap badan, badan yang 
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warisan yang belum dibagi dan anak 
yang belum dewasa atau orang yang 
berada dalam pengampunan. Bagi 
Wajib Pajak tersebut perlu ditentukan 
siapa yang menjadi wakil atau 
kuasanya, guna melakukan tindakan 
hukum, melaksanakan hak dan 
kewajiban perpajakan, oleh karena 
mereka tidak dapat atau tidak 
mungkin melakukan sendiri tindakan 
hukum tersebut. 

dinyatakan pailit, badan dalam 
pembubaran, badan dalam likuidasi, 
warisan yang belum dibagi, dan anak 
yang belum dewasa atau orang yang 
berada dalam pengampuan. Bagi 
Wajib Pajak tersebut perlu 
ditentukan siapa yang menjadi wakil 
atau kuasanya karena mereka tidak 
dapat atau tidak mungkin 
melakukan sendiri tindakan hukum 
tersebut. 

Ayat (2) 
Pengecualian yang dimaksud dalam 
ayat ini harus dengan pembuktian 
bahwa dalam kedudukannya sebagai 
wakil menurut kewajaran dan 
kepatutan tidak mungkin dimintakan 
pertanggungjawabannya secara 
pribadi dan/atau secara renteng. 

Ayat (2)  

Ayat ini menegaskan bahwa wakil 
Wajib Pajak yang diatur dalam 
Undang-Undang ini bertanggung 
jawab secara pribadi atau secara 
renteng atas pembayaran pajak yang 
terutang. Pengecualian dapat 
dipertimbangkan oleh Direktur 
Jenderal Pajak apabila wakil Wajib 
Pajak dapat membuktikan dan 
meyakinkan bahwa dalam 
kedudukannya, menurut kewajaran 
dan kepatutan, tidak mungkin 
dimintai pertanggungjawaban 

Ayat (3) 
Ayat ini memberikan kelonggaran dari 
kesempatan bagi Wajib Pajak untuk 
minta bantuan orang lain yang 
memahami masalah perpajakan 
sebagai kuasanya, untuk dan atas 
namanya membantu melaksanakan hak 
dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. 
Bantuan tersebut meliputi pelaksanaan 
kewajiban formal dan material serta 
pemenuhan hak Wajib Pajak yang 
ditentukan dalam undang-undang 
perpajakan. 

Ayat (3)  

Ayat ini memberikan kelonggaran 
dan kesempatan bagi Wajib Pajak 
untuk meminta bantuan pihak lain 
yang memahami masalah 
perpajakan sebagai kuasanya, untuk 
dan atas namanya, membantu 
melaksanakan hak dan kewajiban 
perpajakan Wajib Pajak. Bantuan 
tersebut meliputi pelaksanaan 
kewajiban formal dan material serta 
pemenuhan hak Wajib Pajakyang 
ditentukan dalam peraturan 
perundang-undangan perpajakan. 
Yang dimaksud dengan kuasa adalah 
orang yang menerima kuasa khusus 
dari Wajib Pajak untuk menjalankan 
hak dan memenuhi kewajiban 
perpajakan tertentu dari Wajib Pajak 
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sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. 

Ayat (3a)  

Untuk melaksanakan hak dan 
memenuhi kewajiba.n perpajakan, 
seora5rg kuasa yang ditunjuk oleh 
Wajib Pajak harus memiliki 
kompetensi tertentu dalam aspek 
perpajakan. Kompetensi tertentu 
antara lain jenjang pendidikan 
tertentu, sertifikasi, dan/atau 
pembinaan oleh asosiasi atau 
Kementerian Keuangan. Oleh karena 
itu, kuasa dapat dilakukan oleh 
konsultan pajak atau pihak lain 
sepanjang memenuhi persyaratan 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan di bidang 
perpajakan. 

Ayat (4)  

Orang yang nyata-nyata mempunyai 
wewenang dalam menentukan 
kebijaksanaan dan/atau mengambil 
keputusan dalam rangka 
menjalankan kegiatan perusahaan, 
misalnya berwenang 
menandatangani kontrak dengan 
pihak ketiga, menandatangani cek, 
dan sebagainya walaupun orang 
tersebut tidak tercantum namanya 
dalam susunan pengurus yang 
tertera dalam akte pendirian 
maupun akte perubahan, termasuk 
dalam pengertian pengurus. 
Ketentuan dalam ayat ini berlaku 
pula bagi komisaris dan pemegang 
saham mayoritas atau pengendali. 

 

Pasal 32A72 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

 
72  Penjelasan Pasal 32A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 
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Ayat (2)  

Untuk meningkatkan realisasi potensi perpajakan serta untuk mengoptimalkan 
pengenaan pajak, dapat diterapkan skema pemotongan dan/atau pemungutan pajak 
(withholding tax) melalui penunjukan pemotong dan/atau pemungut pajak, yaitu pihak 
lain. Pihak lain yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak merupakan 
subjek pajak baik dalam negeri maupun luar negeri, yang terlibat langsung atau yang 
memfasilitasi transaksi misalnya dengan menyediakan sarana atau media transaksi, 
termasuk transaksi yang dilakukan secara elektronik.  

Contoh 1:  

PT ABC adalah Wajib Pajak dalam negeri yang menyediakan peer to peer lending platform 
di Indonesia. Tuan A meminjamkan sejumlah dana kepada Tuan B melalui platform 
tersebut. Dalam skema ini, meskipun PT ABC hanya sebagai perantara transaksi antara 
Tuan A dan Tuan B dalam peer to peer lending platform, Menteri Keuangan dapat 
menunjuk PT ABC sebagai pihak lain untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan 
pelaporan pajak atas penghasilan berupa bunga yang diterima oleh Tuan A dari Tuan B.  

Contoh 2:  

R Inc. merupakan perlrsahaan yang menyediakan situs untuk berbagi video yang 
berkedudukan di luar Indonesia. Tuan C, seorang pencipta konten (content creator) 
mendapatkan penghasilan dari R Inc.. Dalam transaksi ini, R Inc. merupakan pihak lain 
yang dapat ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk melakukan pemotongan, penyetoran, 
dan pelaporan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada Tuan C.  

Contoh 3:  

PT DEF merupakan penyedia marketplace platform dalam negeri sebagai wadah pedagang 
barang dan/atau penyedia jasa untuk memasang penawaran barang dan/atau jasa. PT 
PQR merupakan Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penawaran barang melalui 
marketplace platform yang disediakan oleh PT DEF. Tuan Z melakukan pembelian barang 
yang ditawarkan oleh PT PQR melalui marketplace platform yang disediakan oleh PT DEF.  
PT DEF dapat ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai pemungut PPN untuk memungut, 
menyetorkan, dan melaporkan PPN yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak 
oleh PT PQR kepada Tuan Z yang dilakukan melalui marketplace platform yang disediakan 
oleh PT DEF. 

Ayat (3)  

Pengaturan mengenai penetapan, penagihan, upaya hukum, dan pengenaan sanksi 
terhadap Wajib Pajak sesuai Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan dan Undang-Undang tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berlaku 
juga terhadap pihak lain, termasuk subjek pajak yang berada di luar wilayah hukum 
Indonesia. 

Ayat (4)  

Penyelenggara sistem elektronik merupakan penyelenggara sistem elektronik 
sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 
informasi dan transaksi elektronik. 

Ayat (5)  

Cukup jelas. 
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Ayat (6)  

Cukup jelas. 

Ayat (7)  

Cukup jelas. 

 

Pasal 33 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 28 TAHUN 2007 
Sesuai dengan prinsip beban pembayaran 
pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai 
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah adalah pembeli atau 
konsumen barang atau penerima jasa, 
karena itu sudah seharusnya apabila 
pembeli atau konsumen barang dan 
penerima jasa bertanggung jawab renteng 
atas pembayaran pajak yang terhutang 
apabila ternyata bahwa pajak yang 
terhutang tersebut tidak dibayarnya. 

Dihapus. 

 

Pasal 34 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU KETENTUAN UMUM DAN TATA 
CARA PERPAJAKAN KONSOLIDASI 

Ayat (1) 

Setiap pejabat baik petugas pajak 
maupun mereka yang melakukan 
tugas dibidang perpajakan, dilarang 
mengungkapkan kerahasiaan Wajib 
Pajak yang menyangkut masalah 
perpajakan. Masalah kerahasiaan 
tersebut perlu mendapatkan 
perlindungan, untuk mencegah 
disalahgunakannya bahan keterangan 
Wajib Pajak, dalam usaha persaingan 
dagang atau mengungkapkan keadaan 
asal usul kekayaan atau penghasilan 
yang diperoleh, yang pada hakekatnya 
merupakan rahasia pribadi, sesuai 
dengan asas hukum pajak. 

Ayat (1)  

Setiap pejabat, baik petugas pajak 
maupun mereka yang melakukan 
tugas di bidang perpajakan dilarang 
mengungkapkan kerahasiaan Wajib 
Pajak yang menyangkut masalah 
perpajakan, antara lain: a. Surat 
Pemberitahuan, laporan keuangan, 
dan lainlain yang dilaporkan oleh 
Wajib Pajak; b. data yang diperoleh 
dalam rangka pelaksanaan 
pemeriksaan: c. dokumen dan/atau 
data yang diperoleh dari pihak ketiga 
yang bersifat rahasia; d. dokumen 
dan/atau rahasia Wajib Pajak sesuai 
dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang 
berkenaan. 

Ayat (2) Ayat (2)  
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Para ahli seperti ahli/juru bahasa, 
akuntan, pengacara dan sebagainya 
yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal 
Pajak untuk membantu pelaksanaan 
undang-undang perpajakan, pada 
hakekatnya adalah sama dengan 
petugas pajak yang dilarang pula 
untuk mengungkapkan kerahasiaan 
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1). 

Para ahli, seperti ahli bahasa, 
akuntan, dan pengacara yang 
ditunjuk oleh Direktur Jenderal 
Pajak untuk membantu pelaksanaan 
undang-undang perpajakan adalah 
sama dengan petugas pajak yang 
dilarang pulauntuk mengungkapkan 
kerahasiaan Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1). 

Ayat (2a)  

Keterangan yang dapat 
diberitahukan adalah identitas 
Wajib Pajak dan informasi yang 
bersifat umum tentang perpajakan. 
Identitas Wajib Pajak meliputi:  

1. nama Wajib Pajak;  

2. Nomor Pokok Wajib Pajak;  

3. alamat Wajib Pajak;  

4. alamat kegiatan usaha;  

5. merek usaha; dan/atau  

6. kegiatan usaha Wajib Pajak. 
Informasi yang bersifat umum 
tentang perpajakan meliputi:  

a. penerimaan pajak secara 
nasional;  

b. penerimaan pajak per Kantor 
Wilayah Direktorat Jenderal 
Pajak dan/atau per Kantor 
Pelayanan Pajak;  

c. penerimaan pajak per jenis 
pajak;  

d. penerimaan pajak per 
klasifikasi lapangan usaha;  

e. jumlah Wajib Pajak dan/atau 
Pengusaha Kena Pajak 
terdaftar;  

f. register permohonan Wajib 
Pajak;  



 

 

PANLAK UU/PUSPANLAK UU TW III 

i2022 

219 PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG, BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 

 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU KETENTUAN UMUM DAN TATA 
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g. tunggakan pajak secara 
nasional; dan/atau  

h. tunggakan pajak per Kantor 
Wilayah Direktorat Jenderal 
Pajak dan/atau per Kantor 
Pelayanan Pajak. 

Ayat (3) 

Untuk kepentingan pengamanan 
keuangan negara yang dilakukan oleh, 
pejabat pemeriksa yang ditugaskan 
untuk itu, baik oleh pejabat pemeriksa 
Badan Pemeriksa Keuangan, Badan 
Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan, Menteri Keuangan 
dapat memberikan izin kepada 
Badanbadan tersebut, untuk melihat 
bukti-bukti perpajakan yang terikat 
dengan kerahasiaan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat(1)dan ayat(2), 
dalam rangka melaksanakan tugas 
pemeriksaan dan pengawasan 
keuangan negara yang ada 
hubungannya dengan masalah 
perpajakan. 

Ayat (3)  

Kerja sama yang dimaksud dalam 
ayat ini merupakan pemberian atau 
pertukaran data dan/atau informasi 
antara Direktorat Jenderal Pajak dan 
lembaga negara, instansi 
pemerintah, badan hukum yang 
dibentuk melalui Undang-Undang 
atau Peraturan Pemerintah, atau 
pihak lain untuk kepentingan negara 
dalam rangka menghimpun 
penerimaan negara maupun 
penerimaan daerah atau 
menjalankan administrasi 
pemerintahan yang baik serta 
mendukung kebijakan pemerintah.  

Dalam surat izin yang diterbitkan 
oleh Menteri Keuangan harus 
dicantumkan nama Wajib Pajak, 
nama pihak yang ditunjuk, dan nama 
pejabat, ahli, atau tenaga ahli yang 
diizinkan untuk memberikan 
keterangan atau memperlihatkan 
bukti tertulis dari atau tentang Wajib 
Pajak.  

Surat izin yang diterbitkan oleh 
Menteri Keuangan dalam rangka 
pelaksanaan kerja sama untuk 
kepentingan negara dapat tidak 
mencantumkan nama Wajib Pajak 
tetapi tetap mencantumkan jenis 
data sesuai yang tercantum dalam 
kerja sama.  

Pemberian izin tersebut dilakukan 
secara terbatas dalam hal yang 
dipandang perlu oleh Menteri 
Keuangan. 
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Ayat (4) 

Untuk melaksanakan pemeriksaan 
disidang pengadilan dalam perkara 
pidana yang berhubungan dengan 
masalah perpajakan, demi 
kepentingan peradilan, Menteri 
Keuangan dapat memberikan izin 
pembebasan atas kewajiban 
kerahasiaan kepada pejabat pajak 
termasuk pejabat yang ditugaskan 
dalam badan peradilan perpajakan 
atau Majelis Pertimbangan Pajak dan 
para ahli sebagaimana dimaksud 
dalam ayat(1)dan ayat(2), atas 
permintaan tertulis Hakim ketua 
sidang. 

Ayat (4)  

Untuk melaksanakan pemeriksaan 
pada siding pengadilan dalam 
perkara pidana atau perdata yang 
berhubungan dengan masalah 
perpajakan, demi kepentingan 
peradilan, Menteri Keuangan 
memberikan izin pembebasan atas 
kewajiban kerahasiaan kepada 
pejabat pajak dan para ahli 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat(2) atas permintaan 
tertulis hakim ketua sidang. 

Ayat (5) 

Maksud dari ayat ini adalah 
merupakan pembatasan dan 
penegasan, bahwa keterangan 
perpajakan yang diminta tersebut 
adalah hanya mengenai perkara 
pidana tentang perbuatan atau 
peristiwa yang menyangkut bidang 
perpajakan dan hanya terbatas pada 
tersangka yang bersangkutan. 

Ayat (5)  

Ayat ini merupakan pembatasan dan 
penegasan bahwa keterangan 
perpajakan yang diminta hanya 
mengenai perkara pidana atau 
perdata tentang perbuatan atau 
peristiwa yang menyangkut bidang 
perpajakan dan hanya terbatas pada 
tersangka yang bersangkutan. 

 

Pasal 35 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU KETENTUAN UMUM DAN TATA 
CARA PERPAJAKAN KONSOLIDASI 

Ayat (1) 
Untuk menjalankan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 
perpajakan, pihak ketiga yang 
mempunyai hubungan dengan Wajib 
Pajak yang diperiksa, seperti Konsulen 
Pajak, Akuntan Publik, Notaris dan 
pihak atau orang lainnya yang ada 
hubungannya dengan tindakan atau 
kegiatan usaha Wajib Pajak harus 
memberikan keterangan dan bukti-
bukti yang diminta petugas Direktorat 
Jenderal Pajak dalam rangka 

Ayat (1)  

Untuk menjalankan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 
perpajakan, atas permintaan tertulis 
Direktur Jenderal Pajak, pihak ketiga 
yaitu bank, akuntan publik, notaris, 
konsultan pajak, kantor 
administrasi, dan pihak ketiga 
lainnya yang mempunyai hubungan 
dengan kegiatan usaha Wajib Pajak 
yang dilakukan pemeriksaan pajak 
atau penagihan pajak atau 
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pemeriksaan Wajib Pajak yang 
bersangkutan. Bahan keterangan atau 
bukti yang diminta tersebut 
diperlukan untuk melengkapi bahan 
keterangan perpajakan guna 
menghitung dan menentukan 
besarnya jumlah pajak yang 
sebenarnya terhutang bagi Wajib 
Pajak yang diperiksa. Selain itu, 
ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan 
pula untuk mencegah adanya usaha 
menyembunyikan bahan keterangan 
atau bukti-bukti mengenai perpajakan 
ditempat- orang lain. 

penyidikan tindak pidana di bidang 
perpajakan harus memberikan 
keterangan atau bukti-bukti yang 
diminta. 

Yang dimaksud dengan “konsultan 
pajak” adalah setiap orang yang 
dalam lingkungan pekerjaannya 
secara bebas memberikan jasa 
konsultasi kepada Wajib Pajak 
dalam melaksanakan hak dan 
memenuhi kewajiban 
perpajakannya sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan. 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Untuk kepentingan perpajakan, 
pimpinan Bank Indonesia atas 
permintaan Menteri Keuangan 
berwenang mengeluarkan perintah 
tertulis kepada bank agar 
memberikan keterangan dan 
memperlihatkan bukti-bukti tertulis 
serta surat-surat mengenai keadaan 
keuangan nasabah penyimpan 
tertentu kepada pejabat pajak.73 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

 

Pasal 35A74 

Ayat (1)  

Dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan sebagai 
konsekuensi penerapan sistem self assessment, data dan informasi yang berkaitan 
dengan perpajakan yang bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan 
pihak lain sangat diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Data dan informasi 
dimaksud adalah data dan informasi orang pribadi atau badan yang dapat 

 
73  Pasal 8 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi 

Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan mengatur bahwa Pasal 35 ayat (2) tidak berlaku sepanjang berkaitan 
dengan pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang ini. 

74  Penjelasan Pasal 35A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 
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menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan dan/atau kekayaan 
yang bersangkutan, termasuk informasi mengenai nasabah debitur, data transaksi 
keuangan dan lalu lintas devisa, kartu kredit, serta laporan keuangan dan/atau laporan 
kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar Direktorat Jenderal Pajak. 

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan ini, sumber, jenis, dan tata cara penyampaian data 
dan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak diatur dengan Peraturan Pemerintah.  

Ayat (2)  

Apabila data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang diberikan oleh 
instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain belum mencukupi, untuk 
kepentingan penerimaan negara, Direktur Jenderal Pajak dapat menghimpun data dan 
informasi yang berkaitan dengan perpajakan sehubungan dengan terjadinya suatu 
peristiwa yang diperkirakan berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib 
Pajak dengan memperhatikan ketentuan tentang kerahasiaan atas data dan informasi 
dimaksud.75 

Pasal 36 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 28 TAHUN 2007 

Ayat (1) 

Dapat saja terjadi dalam praktek, 
bahwa sanksi administrasi yang 
dikenakan kepada Wajib Pajak, karena 
ketidaktelitian petugas pajak dapat 
membebani Wajib Pajak yang tidak 
bersalah atau tidak memahami 
peraturan perpajakan. Dalam hal yang 
demikian, sanksi administrasi berupa 
bunga, denda, dan kenaikan yang telah 
ditetapkan dapat dihapuskan atau 
dikurangkan oleh Direktur Jenderal 
Pajak. Demikian juga Direktur Jenderal 
Pajak karena jabatannya, dan 
berlandaskan unsur keadilan dapat 
mengurangkan atau membatalkan 
Ketetapan Pajak yang tidak benar, 
misalnya Wajib Pajak yang ditolak 
pengajuan keberatannya karena tidak 
memenuhi persyaratan 
formal(memasukkan Surat Keberatan 
tidak pada waktunya) meskipun 
persyaratan material terpenuhi. 

Ayat (1)  

Dalam praktik dapat ditemukan sanksi 
administrasi yang dikenakan kepada 
Wajib Pajak tidak tepat karena 
ketidaktelitian petugas pajak yang 
dapat membebani Wajib Pajak yang 
tidak bersalah atau tidak memahami 
peraturan perpajakan. Dalam hal 
demikian, sanksi administrasi berupa 
bunga, denda, dan kenaikan yang telah 
ditetapkan dapat dihapuskan atau 
dikurangkan oleh Direktur Jenderal 
Pajak.  

Selain itu, Direktur Jenderal Pajak 
karena jabatannya atau atas 
permohonan Wajib Pajak dan 
berlandaskan unsur keadilan dapat 
mengurangkan atau membatalkan 
surat ketetapan pajak yang tidak benar, 
misalnya Wajib Pajak yang ditolak 
pengajuan keberatannya karena tidak 
memenuhi persyaratan formal 
(memasukkan surat keberatan tidak 
pada waktunya) meskipun persyaratan 
material terpenuhi.  

 
75  Pasal 8 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi 

Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan mengatur bahwa Pasal 35A tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan 
pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang ini. 
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Demikian juga, atas Surat Tagihan Pajak 
yang tidak benar dapat dilakukan 
pengurangan atau pembatalan oleh 
Direktur Jenderal Pajak karena 
jabatannya atau atas permohonan 
Wajib Pajak. 

Dalam rangka memberikan keadilan 
dan melindungi hak Wajib Pajak, 
Direktur Jenderal Pajak atas 
kewenangannya atau atas permohonan 
Wajib Pajak dapat membatalkan hasil 
pemeriksaan pajak yang dilaksanakan 
tanpa penyampaian surat 
pemberitahuan hasil pemeriksaan atau 
tanpa dilakukan pembahasan akhir 
hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak. 
Namun, dalam hal Wajib Pajak tidak 
hadir dalam pembahasan akhir hasil 
pemeriksaan sesuai dengan batas 
waktu yang ditentukan, permohonan 
Wajib Pajak tidak dapat 
dipertimbangkan. 

Ayat (1a)  

Cukup jelas. 

Ayat (1b)  

Cukup jelas. 

Ayat (1c)  

Cukup jelas. 

Ayat (1d)  

Cukup jelas. 

Ayat (1e)  

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (2)  

Cukup jelas. 

 

Pasal 36A76 

 
76  Pasal 36A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 
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UU NOMOR 16 TAHUN 2000 UU NOMOR 28 TAHUN 2007 
Dalam rangka meningkatkan pelayanan 
kepada Wajib Pajak dan meningkatkan 
kemampuan petugas pajak maka terhadap 
petugas pajak yang menghitung atau 
menetapkan pajak yang tidak sesuai dengan 
Undang-undang perpajakan yang berlaku 
sehingga menimbulkan kerugian negara, 
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Ayat (1)  

Dalam rangka mengamankan 
penerimaan negara dan meningkatkan 
profesionalisme pegawai pajak dalam 
melaksanakan ketentuan undang-
undang perpajakan, terhadap pegawai 
pajak yang dengan sengaja menghitung 
atau menetapkan pajak yang tidak 
sesuai dengan undang-undang sehingga 
mengakibatkan kerugian pada 
pendapatan negara dikenai sanksi 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Ayat (2)  

Ayat ini mengatur pelanggaran yang 
dilakukan pegawai pajak, misalnya 
apabila pegawai pajak melakukan 
pelanggaran di bidang kepegawaian, 
pegawai pajak dapat diadukan karena 
telah melanggar peraturan perundang-
undangan di bidang kepegawaian. 
Apabila pegawai pajak dianggap 
melakukan tindak pidana, pegawai 
pajak dapat diadukan karena telah 
melakukan tindak pidana. Demikian 
juga, apabila pegawai pajak melakukan 
tindak pidana korupsi, pegawai pajak 
dapat diadukan karena melakukan 
tindak pidana korupsi. Dalam keadaan 
demikian, Wajib Pajak dapat 
mengadukan pelanggaran yang 
dilakukan pegawai pajak tersebut 
kepada unit internal Departemen 
Keuangan. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (4)  

Cukup jelas. 

Ayat (5)  

Pegawai pajak dalam melaksanakan 
tugasnya dianggap berdasarkan iktikad 
baik apabila pegawai pajak tersebut 
dalam melaksanakan tugasnya tidak 
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UU NOMOR 16 TAHUN 2000 UU NOMOR 28 TAHUN 2007 
untuk mencari keuntungan bagi diri 
sendiri, keluarga, kelompok, dan/atau 
tindakan lain yang berindikasi korupsi, 
kolusi, dan/atau nepotisme. 

 

Pasal 36B77 

Ayat (1)  

Cukup jelas.  

Ayat (2)  

Cukup jelas.  

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

 

Pasal 36C78 

Cukup jelas. 

 

Pasal 36D79 

Ayat (1)  

Cukup jelas.  

Ayat (2)  

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh 
Pemerintah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi 
masalah keuangan.  

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

 

Pasal 37 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA 
PERPAJAKAN KONSOLIDASI 

 
77  Penjelasan Pasal 36B merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 
78  Penjelasan Pasal 36C merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 
79  Penjelasan Pasal 36D merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 
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Sesuai dengan keadaan ekonomi keuangan, 
nilai uang akan dapat berubahubah. Karena itu 
undang-undang memberikan wewenang 
kepada Pemerintah apabila diperlukan dapat 
mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk 
mengubah dan menyesuaikan besarnya sanksi 
administrasi berupa bunga, denda 
administrasi, dan kenaikan sesuai dengan 
keadaan ekonomi keuangan. 

Sesuai dengan keadaan ekonomi keuangan, 
nilai uang akan dapat berubah-ubah. Karena 
itu undang-undang memberikan wewenang 
kepada Pemerintah apabila diperlukan dapat 
mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk 
mengubah dan menyesuaikan besarnya 
imbalan bunga dan sanksi administrasi 
berupa bunga, denda, dan kenaikan, sesuai 
dengan keadaan ekonomi keuangan. 

 

Pasal 37A80 

Ayat (1)  

Cukup jelas.  

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

 

Pasal 38 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 11 TAHUN 2020 
Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan 
yang dilakukan oleh Wajib Pajak, sepanjang 
menyangkut tindakan administrasi 
perpajakan dikenakan sanksi administrasi, 
sedangkan yang menyangkut tindak pidana di 
bidang perpajakan, dikenakan sanksi pidana. 
Dengan adanya sanksi pidana tersebut, 
diharapkan tumbuhnya kesadaran bagi Wajib 
Pajak untuk mematuhi atau melakukan 
kewajiban perpajakannya seperti yang 
ditentukan dalam undang-undang perpajakan. 
 
Kealpaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
ini berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati 
dan tidak memperdulikan kewajibannya, 
sehingga perbuatannya tersebut 
mengakibatkan kerugian bagi negara. 

Cukup jelas. 

 

Pasal 39 

 
80  Penjelasan Pasal 37A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti 

UndangUndang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 
Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. 
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UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 28 TAHUN 2007 
Ayat (1) 

Perbuatan atau tindakan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat ini yang dilakukan 
dengan sengaja bukan lagi merupakan 
pelanggaran administrasi tetapi 
merupakan tindak pidana kejahatan, 
karena itu diancam dengan pidana yang 
lebih berat daripada perbuatan karena 
kealpaan yang sifatnya adalah 
pelanggaran. 

Ayat (1) 

Perbuatan atau tindakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ini yang dilakukan 
dengan sengaja dikenai sanksi yang 
berat mengingat pentingnya peranan 
penerimaan pajak dalam penerimaan 
negara. Dalam perbuatan atau tindakan 
ini termasuk pula setiap orang yang 
dengan sengaja tidak mendaftarkan 
diri, menyalahgunakan atau 
menggunakan tanpa hak Nomor Pokok 
Wajib Pajak, atau menyalahgunakan 
atau menggunakan tanpa hak 
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 

Ayat (2) 
Untuk mencegah terjadinya pengulangan 
tindak pidana di bidang perpajakan, 
maka bagi mereka yang melakukan lagi 
tindak pidana di bidang perpajakan 
sebelum lewat satu tahun sejak selesai 
menjalani sebagian atau seluruh pidana 
penjara yang dijatuhkan, dikenakan 
pidana lebih berat, ialah dua kali lipat dari 
ancaman pidana yang diatur dalam ayat 
(1). 

Ayat (2)  

Untuk mencegah terjadinya 
pengulangan tindak pidana di bidang 
perpajakan, bagi mereka yang 
melakukan lagi tindak pidana di bidang 
perpajakan sebelum lewat 1 (satu) 
tahun sejak selesainya menjalani 
sebagian atau seluruh pidana penjara 
yang dijatuhkan, dikenai pidana lebih 
berat, yaitu ditambahkan 1 (satu) kali 
menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana yang 
diatur pada ayat (1). 

Ayat (3)  

Penyalahgunaan atau penggunaan 
tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak 
atau Pengukuhan Pengusaha Kena 
Pajak, atau penyampaian Surat 
Pemberitahuan yang isinya tidak benar 
atau tidak lengkap dalam rangka 
mengajukan permohonan restitusi 
pajak dan/atau kompensasi pajak atau 
pengkreditan pajak yang tidak benar 
sangat merugikan negara. Oleh karena 
itu, percobaan melakukan tindak 
pidana tersebut merupakan delik 
tersendiri 
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Pasal 39A81 

Faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak merupakan sarana administrasi yang sangat 
penting dalam pelaksanaan ketentuan Pajak Pertambahan Nilai. Demikian juga bukti 
pemotongan pajak dan bukti pemungutan pajak merupakan sarana untuk pengkreditan atau 
pengurangan pajak terutang sehingga setiap penyalahgunaan faktur pajak, bukti pemotongan 
pajak, bukti pemungutan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dapat mengakibatkan dampak 
negatif dalam keberhasilan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan. Oleh 
karena itu, penyalahgunaan tersebut berupa penerbitan dan/atau penggunaan faktur pajak, 
bukti pemotongan pajak, bukti pemungutan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak 
berdasarkan transaksi yang sebenarnya dikenai sanksi pidana. 

 

Pasal 40 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 7 TAHUN 2021 
Tindak pidana di bidang perpajakan 
daluwarsa sepuluh tahun, dari sejak saat 
terhutangnya pajak, berakhirnya Masa 
Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak 
yang bersangkutan. Hal tersebut 
dimaksudkan guna memberikan suatu 
kepastian hukum bagi Wajib Pajak, 
Penuntut Umum dan Hakim. angka waktu 
sepuluh tahun tersebut adalah untuk 
menyesuaikan dengan daluwarsa 
penyimpanan dokumen-dokumen 
perpajakan yang dijadikan dasar 
penghitungan jumlah pajak yang terhutang, 
selama sepuluh tahun. 

Penuntutan tindak pidana di bidang 
perpajakan daluwarsa 10 (sepuluh) tahun 
dari sejak saat terutangnya pajak, 
berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun 
Pajak, atau Tahun Pajak yang 
bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan 
guna memberikan suatu kepastian hukum 
bagi Wajib Pajak, Penuntut Umum, dan 
Hakim. Yang dimaksud dengan 
"penuntutan" adalah penyampaian surat 
pemberitahuan dimulainya penyidikan 
kepada penuntut umum melalui penyidik 
pejabat Kepolisian Negara Republik 
Indonesia dan/atau kepada terlapor. 

 

Pasal 41 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 28 TAHUN 2007 

Ayat (1) 

Untuk menjamin bahwa kerahasiaan 
mengenai perpajakan tidak akan 
diberitahukan pada pihak lain, dan 
supaya Wajib Pajak dalam 
memberikan data-data dan 
keterangan tidak ragu-ragu, dalam 
rangka pelaksanaan undang-undang 
perpajakan, maka perlu adanya 
sanksi pidana bagi pejabat yang 
bersangkutan yang menyebabkan 

Ayat (1)  

Untuk menjamin bahwa kerahasiaan 
mengenai perpajakan tidak akan 
diberitahukan kepada pihak lain dan 
supaya Wajib Pajak dalam 
memberikan data dan keterangan 
tidak ragu-ragu, dalam rangka 
pelaksanaan Undang-Undang 
Perpajakan, perlu adanya sanksi 
pidana bagi pejabat yang 
bersangkutan yang menyebabkan 

 
81  Penjelasan Pasal 39A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 
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UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 28 TAHUN 2007 
terjadinya pelanggaran 
pengungkapan kerahasiaan 
tersebut. Pelanggaran kerahasiaan 
yang dilakukan menurut ayat ini, 
adalah dilakukan karena 
kealpaannya dalam arti lalai, tidak 
hati-hati atau tidak memperdulikan 
sehingga kewajiban untuk 
merahasiakan keadaan, keterangan 
atau bukti-bukti yang ada pada 
Wajib Pajak yang dilindungi oleh 
undang-undang 
perpajakan,dilanggar. Atas 
pelanggaran karena kealpaannya 
tersebut dihukum dengan hukuman 
yang setimpal dengan kealpaannya 
tersebut. 

terjadinya pengungkapan 
kerahasiaan tersebut. 
Pengungkapan kerahasiaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ini 
dilakukan karena kealpaan dalam 
arti lalai, tidak hati-hati, atau kurang 
mengindahkan sehingga kewajiban 
untuk merahasiakan keterangan 
atau bukti-bukti yang ada pada 
Wajib Pajak yang dilindungi oleh 
Undang-Undang Perpajakan 
dilanggar. Atas kealpaan tersebut, 
pelaku dihukum dengan hukuman 
yang setimpal. 

Ayat (2) 

Ketentuan yang diatur dalam ayat ini 
adalah berunsur kesengajaan 
sehingga mengakibatkan 
pembocoran kerahasiaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
34. Karena itu hukumannya lebih 
berat dibanding dengan sanksi 
pidana yang ditentukan dalam 
ayat(1). Unsur kesengajaan tersebut 
menjurus pada kejahatan, karena itu 
hukumannya sesuai dengan 
perbuatan kejahatan tersebut. 

Ayat (2)  

Perbuatan atau tindakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ini 
yang dilakukan dengan sengaja 
dikenai sanksi yang lebih berat 
dibandingkan dengan perbuatan 
atau tindakan yang dilakukan karena 
kealpaan agar pejabat yang 
bersangkutan lebih berhati-hati 
untuk tidak melakukan perbuatan 
membocorkan rahasia Wajib Pajak. 

Ayat (3) 

Tuntutan pidana terhadap 
pelanggaran kerahasiaan 
sebagaimana dimaksud dalam 
ayat(1)dan ayat(2)sesuai dengan 
sifatnya, adalah menyangkut 
kepentingan pribadi seseorang atau 
Badan selaku Wajib Pajak, karena itu 
dijadikan tindak pidana pengaduan. 

Ayat (3)  

Tuntutan pidana terhadap 
pelanggaran kerahasiaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) sesuai dengan 
sifatnya adalah menyangkut 
kepentingan pribadi seseorang atau 
badan selaku Wajib Pajak. 

 

Pasal 41A82 

 
82  Penjelasan Pasal 41A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 
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Agar pihak ketiga memenuhi permintaan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam 
Pasal 35 maka perlu adanya sanksi bagi pihak ketiga yang melakukan perbuatan atau tindakan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini. 

 

Pasal 41B83 

Seseorang yang melakukan perbuatan menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak 
pidana di bidang perpajakan, misalnya menghalangi penyidik melakukan penggeledahan 
dan/atau menyembunyikan bahan bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dikenai 
sanksi pidana. 

Pasal 41C84 

Ayat (1)  

Cukup jelas.  

Ayat (2)  

Cukup jelas.  

Ayat (3)  

Cukup jelas.  

Ayat (4)  

Cukup jelas. 

 

Pasal 42 

Ayat (1)  

Cukup jelas.  

Ayat (2)  

Cukup jelas.  

 

Pasal 43 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 7 TAHUN 2021 
Ketentuan pidana di bidang perpajakan tidak 
saja ditujukan kepada diri Wajib Pajak, tetapi 
juga kepada pihak lain yang ditunjuk sebagai 
wakil, kuasa atau pegawai Wajib Pajak yang 
diberi pelimpahan tanggung jawab atau 
tanggung jawab secara renteng atas 

Ayat (1)  

Yang dipidana karena melakukan 
perbuatan tindak pidana di bidang 
perpajakan tidak terbatas pada Wajib 
Pajak, wakil Wajib Pajak, kuasa Wajib 
Pajak, pegawai Wajib Pajak, Akuntan 

 
83  Penjelasan Pasal 41B merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 
84  Penjelasan Pasal 41C merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 
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pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib 
Pajak yang dipercayakan dan dikuasakan 
padanya. 

Publik, Konsultan Pajak, atau pihak lain, 
tetapi juga terhadap mereka yang 
menyuruh melakukan, yang turut serta 
melakukan, yang menganjurkan, atau 
yang membantu melakukan tindak 
pidana di bidang perpajakan. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Pasal 43A85 

UU NOMOR 28 TAHUN 2007 UU NOMOR 7 TAHUN 2021 

Ayat (1)  

Informasi, data, laporan, dan 
pengaduan yang diterima oleh 
Direktorat Jenderal Pajak akan 
dikembangkan dan dianalisis melalui 
kegiatan intelijen atau pengamatan 
yang hasilnya dapat ditindaklanjuti 
dengan Pemeriksaan, Pemeriksaan 
Bukti Permulaan, atau tidak 
ditindaklanjuti. 

 

Ayat (1)  

Informasi, data, laporan, dan 
pengaduan yang diterima oleh 
Direktorat Jenderal Pajak akan 
dikembangkan dan dianalisis melalui 
kegiatan intelijen dan/atau kegiatan 
lain yang hasilnya dapat ditindaklanjuti 
dengan Pemeriksaan, Pemeriksaan 
Bukti Permulaan, atau tidak 
ditindaklanjuti. Pemeriksaan Bukti 
Permulaan memiliki tujuan dan 
kedudukan yang sama dengan 
penyelidikan sebagaimana diatur 
dalam Undang-Undang yang mengatur 
mengenai hukum acara pidana. 

Ayat (1a)  

Cukup jelas.  

Ayat (2)  

Cukup jelas.  

Ayat (2)  

Cukup jelas.  

Ayat (3)  

Cukup jelas.  

Ayat (3)  

Cukup jelas.  

Ayat (4)  

Cukup jelas. 

Ayat (4)  

Cukup jelas. 

 

Pasal 44 

 
85  Penjelasan Pasal 43A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 
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UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU KETENTUAN UMUM DAN TATA UU 
NOMOR 7 TAHUN 2021 

Ayat (1) 
Penyidikan di bidang perpajakan adalah 
serangkaian tindakan penyidik untuk 
mencari serta mengumpulkan bukti yang 
diperlukan, sehingga dapat membuat 
terang tentang tindak pidana di bidang 
perpajakan yang terjadi, dan guna 
menemukan tersangka serta mengetahui 
besarnya pajak terhutang yang diduga 
digelapkan. Penyidik di bidang 
perpajakan adalah pejabat pegawai 
negeri tertentu di lingkungan Direktorat 
Jenderal Pajak yang diangkat oleh 
Menteri Kehakiman sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Penyidikan 
tindak pidana dalam bidang perpajakan 
dilaksanakan menurut ketentuan yang 
diatur dalam Undang-undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
dan peraturan pelaksanaannya. 

Ayat (1)  

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di 
lingkungan Direktorat Jenderal Pajak 
yang diangkat sebagai penyidik tindak 
pidana di bidang perpajakan oleh 
pejabat yang berwenang adalah 
penyidik tindak pidana di bidang 
perpajakan. Penyidikan tindak pidana 
di bidang perpajakan dilaksanakan 
menurut ketentuan yang diatur dalam 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
yang berlaku. 

 Ayat (2)  

Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup 
jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d 
Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf 
f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf 
h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf 
j Penyitaan untuk tujuan pemulihan 
kerugian pada pendapatan negara 
dapat dilakukan terhadap barang 
bergerak ataupun tidak bergerak, 
termasuk rekening bank, piutang, dan 
surat berharga milik Wajib Pajak, 
Penanggung Pajak, danf atau pihak lain 
yang telah ditetapkan sebagai 
tersangka. Penyitaan dilakukan oleh 
penyidik dengan ketentuan sesuai 
dengan hukum acara pidana, antara 
lain: 1. harus memperoleh izin ketua 
pengadilan negeri setempat; 2. dalam 
keadaan yang sangat perlu dan 
mendesak, penyidik dapat melakukan 
penyitaan dan segera melaporkan 
kepada ketua pengadilan negeri 
setempat guna memperoleh 
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UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU KETENTUAN UMUM DAN TATA UU 
NOMOR 7 TAHUN 2021 

persetujuannya. Yang dimaksud 
dengan "pihak lain" adalah pihak yang 
menyuruh melakukan, yang turut serta 
melakukan, yang menganjurkan, atau 
yangmembantu melakukan tindak 
pidana di bidang perpajakan. 
Pemblokiran dilakukan dengan 
melakukan permintaan pemblokiran ke 
pihak berwenang seperti bank, kantor 
pertanahan, kantor samsat dan lain-
lain. Huruf k Cukup jelas Huruf l Cukup 
jelas 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (4)  

Cukup jelas. 

 

Pasal 44A86 

UU Nomor 9 Tahun 1994 UU Nomor 7 Tahun 2021 
Dalam hal penyidikan tindak pidana di bidang 
perpajakan dihentikan kecuali karena 
peristiwanya telah daluwarsa, maka surat 
ketetapan pajak tetap dapat diterbitkan. 

Huruf a  

Cukup jelas. 

Huruf b  

Cukup jelas.  

Huruf c  

Cukup jelas.  

Huruf d  

Penghentian penyidikan demi hukum 
adalah alasan hapusnya hak menuntut 
dan hilangnya hak menjalankan pidana, 
antara lain karena terhadap perkara 
yang sama tidak dapat diadili untuk 
kedua kalinya (nebis in idem), tersangka 
meninggal dunia, atau karena 
daluwarsa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 40. 

 
86  Penjelasan Pasal 44A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 
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Pasal 44B87 

UU Nomor 9 Tahun 1994 UU Nomor 7 Tahun 2021 

Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (1)  

Untuk kepentingan penerimaan negara, 
atas permintaan Menteri Keuangan, 
Jaksa Agung dapat menghentikan 
penyidikan tindak pidana perpajakan 
sepanjang perkara pidana tersebut 
belum dilimpahkan ke pengadilan.  

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Dalam hal proses penyidikan telah 
menetapkan tersangka yang lebih dari 1 
(satu) Permohonan penghentian 
penyidikan dilakukan oleh tersangka 
setelah melunasi jumlah kerugian pada 
pendapatan negara; jumlah 
pajak.terutang yang tidak atau kurang 
dibayar; jumlah pajak dalam faktur 
pajak, bukti pemungutan pajak, bukti 
pemotongan pajak, dan/atau bukti 
setoran pajak; jumlah restitusi yang 
dimohonkan dan/atau kompensasi atau 
pengkreditan pajak yang dilakukan, 
sesuai dengan proporsi yang menjadi 
bebannya ditambah sanksi 
administrative berupa denda.  

Contoh: Penyidik melakukan penyidikan 
terhadap PT KyZ dengan kerugian pada 
pendapatan negara sebesar 
Rp100.000.000,00. Terhadap kasus 
tersebut dilakukan penetapan tersangka 
terhadap A dan B. Berdasarkan hasil 
pemeriksaan diketahui bahwa A 
menerima manfaat sebesar 
Rp15.000.000,00, sedangkan B 
menerima manfaat sebesar 
Rp5.OO0.00O,00. A dan B kemudian 
mengajukan permohonan penghentian 
penyidikan dan meminta informasi 
kerugian pada pendapatan negara yang 
harus mereka lunasi. Berdasarkan 

 
87  Penjelasan Pasal 44B merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 
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UU Nomor 9 Tahun 1994 UU Nomor 7 Tahun 2021 
manfaat yang diterima A dan B maka 
jumlah kerugian pada pendapatan 
negara yang harus dilunasi dalam 
rangka permohonan penghentian 
penyidikan adalah sebagai berikut: 1. A 
harus melunasi sebesar (Rp. 1 
5.000.000,00/ Rp2O.OO0.000,OO) x Rp 
1 00.000.000,00 = Rp75.000.000,00 2. B 
harus melunasi sebesar (Rp. 
5.000.OO0,O0/ Rp2O.O0O.OO0,0O) x Rp 
1 00.000.0O0,00 = Rp25.000.000,00  

Ayat (2a)  

Mengingat penanganan perkara pidana 
di bidang perpajakan lebih 
mengedepankan pemulihan kerugian 
pada pendapatan negara daripada 
pemidanaan, kesempatan terdakwa 
untuk melunasi jumlah kerugian pada 
pendapatan negara; jumlah pajak 
terutang yang tidak atau kurang 
dibayar; jumlah pajak dalam faktur 
pajak, bukti pemungutan pajak, bukti 
pemotongan pajak, dan/atau bukti 
setoran pajak; jumlah restitusi yang 
dimohonkan dan/atau kompensasi 
atau pengkreditan pajak yang 
dilakukan, sesuai dengan proporsi yang 
menjadi bebannya ditambah sanksi 
administratif berupa denda diperluas 
sampai dengan tahap persidangan.  

Ayat (2b)  

Yang dimaksud dengan "dituntut tanpa 
disertai penjatuhan pidana penjara" 
adalah perkara pidana yang terbukti 
secara sah dan meyakinkan tetap 
dituntut dinyatakan bersalah tetapi 
tanpa disertai penjatuhan pidana 
penjara untuk terdakwa orang. 
Sementara itu, pidana denda, baik 
untuk terdakwa orang maupun badan 
tetap dijatuhkan sebesar jumlah yang 
telah dilunasi terdakwa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2a) dan jumlah 
pelunasan tersebut diperhitungkan 
sebagai pidana denda.  
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UU Nomor 9 Tahun 1994 UU Nomor 7 Tahun 2021 

 

 

Ayat (2c)  

Dalam hal pembayaran yang dilakukan 
oleh Wajib Pajak, tersangka, atau 
terdakwa sampai tahap persidangan 
tidak melunasi jumlah kerugian pada 
pendapatan negara; jumlah pajak 
terutang yang tidak atau kurang 
dibayar; jumlah pajak dalam faktur 
pajak, bukti pemungutan pajak, bukti 
pemotongan pajak, dan/atau bukti 
setoran pajak; jumlah restitusi yang 
dimohonkan dan/atau kompensasi 
atau pengkreditan pajak yang 
dilakukan, sesuai dengan proporsi yang 
menjadi bebannya ditambah sanksi 
administrative berupa denda, terhadap 
terdakwa tetap dituntut bersalah 
dengan penjatuhan pidana penjara bagi 
terdakwa orang dan pidana denda bagi 
terdakwa orang ataupun badan, tetapi 
pembayaran tersebut dapat 
diperhitungkan sebagai pembayaran 
pidana denda yang dibebankan 
terhadap terdakwa.  

Ayat (3)  

Dihapus. 

 

Pasal 44C88 

Ayat (1)  

Cukup jelas.  

Ayat (2)  

Cukup jelas.  

Ayat (3)  

Lamanya pidana penjara sebagai subsider pidana denda ditentukan dalam putusan 
pengadilan. 

 

 
88  Penjelasan Pasal 44C merupakan ketentuan baru yang ditambahkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 
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Pasal 44D89 

Cukup jelas. 

 

Pasal 44E90 

Cukup jelas. 

 

Pasal 45 

Meskipun undang-undang perpajakan yang lama telah dicabut dengan diundangkannya 

Undang-undang ini, untuk menampung penyelesaian penetapan pajak-pajak terhutang 

pada masa atau tahun pajak sebelum berlakunya Undang-undang ini, yang 

pelaksanaannya masih berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan lama, maka Undangundang ini menentukan jangka waktu berlakunya 

peraturan perundang-undangan lama sampai dengan tanggal 31 Desember 

1988.Penentuan jangka waktu lima tahun tersebut disesuaikan dengan daluwarsa 

penagihan pajak. 

 

Pasal 46 

Cukup jelas. 

 

Pasal 47 

UU NOMOR 6 TAHUN 1983 UU NOMOR 9 TAHUN 1994 

Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan 
Undang-undang Pajak atas Bunga, Dividen, 
dan Royalti 1970 beserta semua peraturan 
pelaksanaannya tetap berlaku terhadap 
penghasilan kena pajak yang diterima atau 
diperoleh dalam bidang 
penambanganminyak dan gas bumi dan 
dalam bidang penambangan lainnya yang 
dilakukan dalam rangka perjanjian Kontrak 
Karya dan Kontrak Bagi Hasil.sepanjang 
perjanjian Kontrak Karya dan Kontrak Bagi 
Hasil tersebut masih berlaku pada saat 
berlakunya Undang-undang ini. 

Ketentuan pasal ini dihapus, karena secara 
substantif merupakan materi dari Undang-
undang tentang Pajak Penghasilan dan telah 
diatur dalam undang-undang tersebut. 

 

 
89  Penjelasan Pasal 44D merupakan ketentuan baru yang ditambahkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 
90  Penjelasan Pasal 44E merupakan ketentuan baru yang ditambahkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 
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Pasal 47A91 

Dalam rangka memberikan kepastian kepada Wajib Pajak maka mengenai hak dan 
kewajiban perpajakan yang belum diselesaikan untuk tahun pajak 2000 dan sebelumnya 
tetap diberlakukan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 
1994. 

 

Pasal 48 

Untuk menampung hal-hal yang belum cukup diatur mengenai tata cara atau 
kelengkapan yang materinya sudah dicantumkan dalam Undang-undang ini, diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian akan lebih mudah mengadakan 
penyesuaian pelaksanaan Undang-undang ini dan tata cara yang diperlukan. 

 

Pasal 49 

Cukup jelas. 

 

Pasal 50 

Cukup jelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
91  Penjelasan Pasal 47A merupakan ketentuan baru yang ditambahkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan. 


